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Atas berkah rahmat Allah, buku “Memahami Dekonstruksi Hukum
dalam Pranata Sosial Islam telah selesai disusun. Penyusunan buku ini
berawal dari keinginan besar Pusat Penelitian dan Penerbitan pada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN
Ar-Raniry untuk mengapresiasi hasil karya para dosen dengan cara
mempublikasikannya. Sekecil apapun karya para dosen sudah sepatutnya
dipublikasikan sehingga terbangun suasana dialog akademis yang
berkesinambungan. Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan bagi pengayaan informasi yang terkait dengan topik bahasan
yang diakomodasi di dalamnya. Banyak keterbatasan dan kekurangan
yang terdapat di dalam buku ini. Kritikan kostruktif memang diharapkan,
tetapi akan lebih bermakna seandainya ada pihak lain yang bersedia
untuk mengkaji kembali persoalan-persoalan ini dengan perspektif dan
pendekatan yang beragam. Dari sana diharapkan akumulasi dan evolusi

pengetahuan akan sungguh-sungguh terjadi. Semoga!

Banda Aceh, 20 November 2014
Hormat khidmat,
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REVOLUSI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM
MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR:
POSISI HADIS SEBAGAI DALIL SYARA'

Dr. Khairuddin, M.Ag

A. Pendahuluan

Sejak pertengahan abad kesembilanbelas, para pemikir muslim
menghadapi banyak tantangan terhadap gagasan pembaharuan
pemikiran tentang otoritas keagamaan. Pergolakan di dunia muslim
telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik
hukum Islam. Kalangan muslim berusaha memelihara, menyesuaikan,
atau mendefinisikan kembali norma-norma sosial dan hukum dalam
menghadapi kondisi yang berubah. Isu sentral dalam perjuangan
yang terus berlangsung ini adalah masalah otoritas hadis. Posisi Nabi
Muhammad sebagai utusan Allah, perkataan dan perbuatannya diterima
oleh kaum muslim sebagai sumber kewenangan keagamaan dalam
berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam masalah hukum. Al-Qur’an
sendiri berulangkali memerintahkan kepada umat Islam agar mematuhi
Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, perilaku Nabi Muhammad menjadi
standar etika tingkah laku di kalangan kaum muslim.

Daniel W. Brown menyatakan bahwa kaum pembaharu hukum
Islam berusaha untuk melihat sebuah hadis dengan melepaskan diri
dari keterpakuan terhadap isnad dan lebih meneliti kepada matan
.+ Mereka lebih  berpegang  kepada prinsip-prinsip  hukum umum
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untuk mengesampingkan hadis tertentu. Sumb‘er fundamental
bagi prinsip-prinsip hukum ter_sebut adalah a!-Qur an. Oleh karena
itu, al-Qur'an harus dikembalikan pada posisi yang tepat, yaitu
sebagai wasit utama(penentu) dalam menilai keautentikan hadis,
bukan sebaliknya.

Pandangan kaum pembaharu ini berbeda dengan kecenderungan
keilmuan klasik yang menilai hadis (khususnya hadis shahih) sebagai
penjelas utama al-Qur'an yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin
dibatalkan oleh al-Qur'an. Kecenderungan kaum pembaharu untuk
membalikkan pandangan klasik yang mengutamakan hadis daripada al-
Qur'an, di antaranya dapat dilihat dalam karya Muhammad al-Ghazali. Ia
menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengembalikan hadis pada
posisinya di bawah pengayoman prinsip-prinsip al-Qur'an. Oleh karena
itu, Muhammad al-Ghazali mengeluhkan figh yang mengutamakan hadis,
namun mengabaikan al-Qur'an. Menurutnya, tidak ada figh yang terpisah
dari pemahaman al-Qur‘an dan terhadap situasi modern.

Bahkan ada ulama modern lainnya yang mempunyai pendapat yang
‘lebih keras lagi’, yang menilai hadis bukanlah sebagai penjelas al-Qur’an.
Tokoh tersebut adalah Muhammad Syahrur. la menilai bahwa Rasul
adalah seorang mujtahid yang mengubah Islam mutlak menjadi Islam
nisbi. Muhammad Syahrur berpandangan bahwa ijtihad Rasul hanya
benar untuk masanya (abad VII M) dan lokalnya (Semenanjung Arabia).
ljtihad Rasul belum tentu cocok untuk zaman yang lain dan juga belum
tentu cocok untuk masyarakat lain.

Dalam pandangan Muhammad Syahrur, sebagaimana dikutip Muhyar
Fanani, hadis itu terbagi dua, yaitu sunnah risalah (berisi hukum-hukum
dan ajaran-ajaran) dan sunnahnubuwwah (berisi ilmu pengetahuan
atau informasi). Kita hanya wajib menaati sunnah risalah, bukan sunnah
nubuwwah, karena sunnah risdlah merupakan ijtihad aplikatif kondisional
Nabi, sementara sunnah nubuwwah adalah ijtihad informatif kondisional.
ljtihad informatif kondisional berbentuk produk pengetahuan yang nisbi,
sehingga tidak perlu ditaati, karena pengetahuan akan selalu berkembang
seiring perkembangan zaman.

N Dari paparan pandangan Muhammad Syahrur di atas, dapat
d|5|mpulkan bahwa ia betul-betul membuat paradigma baru tentang
l[:‘ilj aﬁlaub selama ini ulama Sf}pakat mengatakan bahwa hadis
mcnggtak:n b‘;J;]a” tlergadap al-Qur'an, namun Syahrur dengan tegas
tanys cotek untwlz: 1adis itu merupakan sebuah hasil ijtihad Nabi yang
shacilinyy Per:‘ll';nasanya, dan belum tentu sesuai lagi untuki masa
matant un'tuk dlt)"lllltz;nlriadikal dari pemahaman Syahrur ini kiranya
itu dilakuk elit le ih dalam lagi tentang bagaimana perulmhn.n

annya. Artikel inf akan menguraikan tentang kedudukan hadis

|

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

REVOLUSI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM 3

sebagai dalil syara’ dalam pandangan ahli hadis, fuqaha dan pemikiran
Muhammad Syahrur.

B. Pandangan Ulama Hadis tentang Kedudukan Hadis sebagai
Dalil Syara’

Secara umum ahli hadis berpendapat bahwa fungsi hadis adalah
sebagai penjelas yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang
muthlaq, mengkhususkan yang umum (‘am) dan menetapkan hukum-
hukum yang belum jelas secara eksplisit dalam al-Qur’an. Muhammad
‘Ajjaj al-Khathib secara tegas menyatakan bahwa dari segi keberadaannya
sebagai wahyu dan sebagai sumber syari’at yang wajib diamalkan isinya,
hadis sejajar dengan al-Qur'an. Dari segi tingkatannya, hadis berada
berdampingan dengan al-Qur'an, karena ia berfungsi menjelaskan. Ia
juga menyimpulkan bahwa ada tiga posisi sunnah terhadap al-Qur‘an,
yaitu: (1) menegaskan dan mengukuhkan apa yang disampaikan al-
Qur’an, seperti hadis-hadis yang berisi perintah shalat, zakat, keharaman
riba dan sejenisnya; (2) menjelaskan apa yang mujmal dalam al-Qur an,
di sini hadis sebagai penjelas apa yang menjadi maksud al-Qur'an,
seperti penjelasan tentang tata cara shalat, jumlah raka’atnya dan
rukun-rukunnya, penjelasan anak yang dapat mewarisi dan lain-lain; (3)
ketentuan mandiri, tidak memiliki penjelasan eksplisit dalam al-Qur’an,
seperti keharaman memakan himar piaraan. Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib
menyatakan bahwa dari tiga wajah tersebut, dua yang pertama disepakati,
sedangkan wajah ketiga ulama berbeda pendapat mengenai taujih, takhrij
dan talilnya, masing-masing memiliki pendapat dan ijtihadnya.

- Menurut Mushthafa al-Sibai, secara umum hadis mempunyai dua
fungsi, yaitu sebagai bayan dan ziyadah. Sebagai bayan, hadis berfungsi
menjelaskan atau menafsirkan ayat al-Qur'an dan posisinya diurutan
kedua setelah al-Qur'an. Sedangkan sebagai ziyadah, hadis berfungsi
menetapkan sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, dalam hal ini
hadis menjadi dalil yang mandiri terhadap kasus tersebut.

Kalangan ahli hadis lain, yaitu Abu Zahu menetapkan ada empat
fungsi hadis sebagai dalil figh. Tiga wajah sama seperti yang dikemukakan
oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, yaitu sebagai ta’kid, bayan, dan dalil
hukum yang berdiri sendiri, dan satu wajah yang berbeda adalah hadis
berfungsi sebagai nasikh terhadap hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

Adapun terhadap fungsi hadis yang memberi faedah bahwa kadang-
kadang dapat menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam al-
Qur'an, baik secara umum maupun terperinci, dianggap bertentangan

secara dhahir dengan firman Allah: () Jyle LAl o2 S30 2L W3, (dan Kami
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telah menurunkan kepadamu al-zikr'a untuk memberi penjelasan kepada
manusia tentang apa yang telah dlturun!mn lfe[)a(ia mer\eka), seolah-
olah dipahami bahwa hadis hanya sebagai penjelas al-Qur’an df'm tidak
termasuk yang lain. Di sini Abu Zahu mengemukakan ada dua jawaban
: rsoalan tersebut.

terhﬂ;‘;l:;:—;a' sesungguhnya al-Qur'an tidak terlepas dari hukum-hukum
yang ada dalam bentuk atau wajah bayan tasyri’ dari segi penje'l.asan, akan
tetapi kandungan penjelasan tersebut menggunakan metode ijmal, maka
sahlah hadis itu menjadi penjelas al-Qur'an berdasarkan ungkapan ini.
Penjelasan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan hadis tidak ada secara
dhahir di dalam al-Qur an, karena mungkin hadis menjadi penjelas bagi
al-Qur'an, baik melalui metode ilhagq, qiyas dan metode istinbath dengan
menggunakan kaidah umum dari nash-nash yang bersifat khusus.

Melalui metode ilhaq (keterkaitan dengan masalah asal yang ada
dalam al-Qur'an). Kadang-kadang nash al-Qur’an menghalalkan sesuatu
dan mengharamkan yang lainnya. Antara salah satu dari dua perkara
tersebut ada sesuatu yang ketiga yang tidak ada nash atas penetapan
hukumnya. Di sini ada tempat untuk berijtihad untuk menghubungkan
salah satunya dan menetapkan bahwasanya perkara tersebut merupakan
bagian kandungannya. Contoh, Allah menghalalkan yang baik dan
mengharamkan yang jelek, masih ada sisa di antara keduanya sesuatu
yang mungkin ada hubungannya dengan sesuatu dari perkara tersebut.
Maka Nabi saw melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai
taring dan setiap burung yang memiliki cakar dan melarang memakan
daging himar yang jinak dan mengatakan bahwasanya itu adalah rijsun
(kotor/keji). Rasul melarang memakan binatang yang menjijikkan dan
melarang meminum susunya, karena di dalam daging dan susunya
ada bekas yang menjijikkan, ini semua kembali kepada makna ilhaq
(penghubungan) dengan asal yang jelek.

Melalui metode giyas, kadang al-Qur'an menetapkan hukum sesuatu,
lalu Rasulullah saw menggiyaskannya dengan peristiwa lain dengan cara
menyamakan ‘illat. Contoh, Allah mengharamkan riba yang dipraktekkan
oleh orang Arab Jahiliyyah, bahwa jual beli itu sama dengan riba

(1) Js 29 1), Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah al-Bagarah ayat
279: ol 3 059 Y Q1 uyey £ 26 ), (dan jika kamu bertaubat dari
gznga-r:b”an rlba,'ma.ka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya

n tidak pula dianiaya). Adanya pemberian lebih dari hutang yang

‘:{'gnlialr]nkan merupakan ‘illat terhadap pengharaman riba. Lalu
u lf.ah.s'aw mengqiyaskan kepada peristiwa lain, yaitu:

T T A TR VI L I PR A I ot poat s e
T gl B iy iy i, A Laily Lailly a il e ) g Jo
I T L R o e Y B

(A-“ oly)) Wy 3 J‘_"“!\J J.'TY\ o) 4 VAL _;\ 3 ad * \\ J'*! 3“7
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Artinya: Rasulullah saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan
perak,gandum dengan gandum, syi’ir dengan syi’ir, tamar dengan
tamar, garam dengan garam, sama dan tunai, barangsiapa yang
menambah atau minta tambah, ia telah berbuat riba, pengambil dan
pemberi adalah sama (HR. Muslim).

Melalui metode istinbath dengan menggunakan kaidah-kaidah
umum dari nash-nash al-Qur’an yang bersifat juz'iyah. Kadang nash al-
Qur’an itu datang dengan makna yang berbeda-beda, tetapi mempunyai
maksud yang sama, maka hadis berfungsi untuk menyatukan makna-
makna tersebut dalam satu kaidah umum. Misalnya sabda Rasulullah:
Ssle 5l S 1y oLl JL;Y\ k. Dalam hadis ini terdapat dua kaidah, yaitu
(1) ikhlas; (2) seseorang memperoleh apa yang diusahakannya. Kedua
kaidah ini diambil dari ayat-ayat yang mendorong untuk melakukan
perbuatan ikhlas, mencela riya dan menjelaskan bahwa seseorang tidak
memperoleh kecuali dari apa yang diusahakan, seperti firman Allah:

(5 ) ool 4 palie B hyaad W11y 0 Ly

(" 2 ol) o) ) W)

(V) i) Lol gy 53k 2 20 Yy Wlo S Lands ) eldl 52, o602

(V€0 1oLuil) 1 e Jiu) 1 5 ol

(VY s ldll) el geh, JLST) s B3l 3114 13, .

(Voo i) e oﬁ'\éj 335 O Sy ¢ Ay yy A ) V8 a2y e TE

Kedua, Allah telah menjadikan Rasul sebagai wakilnya untuk
menyampaikan al-Qur'an kepada manusia, sebagaimana firman-Nya

dalam surah an-Nahlu: 44, .0 Jp L .. Rasul menjelaskan al-Qur‘an
kepada manusia tidak bersandar dari diri-sendirinya, tetapi mengikuti
apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Sebagaimana bunyi surah
an-Najmu: 2-3, g >, ¥ 2 ol Gl o 3k by (apa saja yang disampaikan
Rasul tidaklah didasari pada hawa nafsunya, melainkan berdasarkan
wahyu Allah). Oleh karena itu, mentaati Rasul merupakan bentuk ketaatan
kepada Allah (& gt i Jyo i glay oye) .

Dari sini dapat dipahami bahwa hadis sebenarnya tidak menambah
atau membuat hukum baru, melainkan hanya menjelaskan atau
merincikan hukum-hukum yang tidak termuat secara khusus dalam
al-Qur'an. Dengan kata lain, hadis hanya berfungsi untuk menjelaskan
rincian dari hukum-hukum yang bersifat umum dalam al-Quran. Apa
yang ditetapkan oleh hadis pada prinsipnya merupakan penjelasan dari
hukum asal yang sudah ditetapkan al-Quran, bukan hukum baru yang
tidakada kaitannya samasekali dengan apayangterdapat dalamal-Qur'an.
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pandangan Fuqaha Tentang Kedudukan Hadis Sebagaj Dalil
C. Pan

Syara’

. aha persis sama d
Fungsi hadis dalam pandang;l?lifll:;?dis‘ l\/il)ereka nampalf:gaan ?Da
i kakan oleh kalangan ; ya saling
yang d||_<emu dapat di antara mereka untuk menjelaskan posisi hadis
mengutip pen ‘alz?n vara fugaha itu sendiri (Khususnya imam mazhab)
tersebut. Di sis! ara ahli hadis. Kita dapat melihat figur Imam Malik
Sebenamﬁaltl,lf;apal-Muwaththa‘ yang dikatakan sebagai Kkitab figh,
ﬁ:rr;gj: isinya merupakan kumpulan dari hadils—hadis dalam Tflasfllah
figh. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Har.n.be.lh, .kedua m.ereka itu juga
merupakan ahli hadis. Imam Syafi'i memiliki kitab hadis yang diberi
nama Musnad Imam Syafi’i dan Imam Hambali memiliki kitab hadis yaitu
sunan Ahmad bin Hanbal. Selain itu, khusus Imam Maliki dan Hambalj,
oleh kalangan ahli hadis mengelompokkan mereka itu kepada imam
hadis. Karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam hal ini, para fuqaha
dan para ahli hadis memiliki pendapat yang sama tentang fungsi hadis
terhadap al-Qur’an.

Dalam hal kedudukan hadis terhadap al-Qur’an, Imam Syafi'i
menyatakan bahwa hadis tidak mungkin bertentangan dengan al-
Qur'an. Menurut beliay, apa yang ditetapkan Rasulullah mengenai suatu
persoalan, pasti terdapat nashnya dalam al-Qur‘an. Secara keseluruhan,
hadis merupakan penjelasan yang juga datang dari Allah. Sebagai
penjelas, tentu lebih rinci dan mengandung lebih banyak dimensi
dibandingkan dengan yang dijelaskan. Apa yang ditetapkan Rasulullah
yang tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an (menetapkan sendiri
sesuatu ketentuan hukum), maka kita wajib mengikutinya berdasarkan
perintah Allah untuk mentaati Rasul-Nya dalam segala perintah-Nya.
Dalam kitab al-Risalah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa fungsi hadis
terhadap al-Qur'an ada dua katagori, yaitu: (1) Hadis yang hadir untuk
mengkonfirmasikan semua yang diwahyukan Allah. (2) Hadis yang
berfun‘gsi untuk memberikan kejelasan makna yang dikehendaki oleh
al-Qur'an dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan apakah
bersifat umum ataukah khusus, dan ba aimana cara menunaikannya.

Dari dua fungsi inj | ' g' isza bentuk
peran hadis terh dg | Sfyaf” mengatakan ada tiga n
dinashkan oleh ;E:l o a‘l-Qur ok (L) Menegnsian Sapars s yang
dikehendaki oleh '?ur 2 (bayan ta'kid). (2) Menjelaskan makna YOCL
Punya kaitan den al-Qur'an (bayan tafsir). (3) Berdiri sendiri yang t

Pada bentukgan nash al-Qur'an (bayan tasyr). t di
B Wlama bertama dan kedua tidak ada perbedaan pendap v

- 1api terhadap bentuk ketiga, ulama berbeda pendapa’

kalanga
Sebagi
81ah ulama mengatakan bahwa dengan adanya perintah untuk

-
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wajib patuh kepada Rasul dan penegasan bahwa Rasul telah diridhai
sepenuhnya oleh Allah, maka semua ini jelas menunjukkan adanya
kewenangan bagi Rasul untuk menggariskan hadisnya sendiri, kendati
tanpa sandaran al-Qur'an. Sebagian ulama lain mengatakan, pada
dasarnya Rasulullah tidak pernah meletakkan hadis tanpa sandaran al-
Qur'an, seperti hadis yang menjelaskan tentang jumlah raka'at shalat
dan cara melaksanakannya. Sandarannya adalah ayat al-Qur‘an tentang
kewajiban umum untuk shalat. Sementara ulama yang lain mengatakan
bahwa kewenangan Rasul untuk menetapkan sendiri hadisnya adalah
fungsi yang inheren dalam tugas risalahnya. Sebagian lagi mengatakan
Rasulullah diberi inspirasi bagi semua yang dia tetapkan. Hadis adalah
hikmah ilahiyah yang diinspirasikan oleh Allah, dengan demikian, apapun
yang diinspirasikan kepadanya merupakan sunnahnya.

Berbeda dengan Imam Syafi’i, Syathibi tidak mengakui fungsi hadis
sebagai bayan tasyri’. Menurut Syathibi, hadis kembali pada al-Qur’an
dalam pengertiannya, di mana hadis merinci kemujmalan al-Qur’an,
menjelaskan kemusykilannya dan menguraikan yang ringkasnya. Hal
tersebut menunjukkan bahwa hadis menjelaskan al-Qur’an sebagaimana
dijelaskan dalam surah al-Nahl: 44 ¢, S My e Jile ol cnd 530S U3,
Oleh karena itu, tidak ditemui sesuatu ketentuan dalam hadis kecuali
al-Qur'an lebih dahulu menunjukkan pengertiannya, baik secara global
maupun rinci. Lagi pula al-Qur'an merupakan kulli al-syari‘ah yang
menambahkan hadis.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, Imam Syafi'i menetapkan fungsi hadis
terhadap al-Qur‘an ada lima macam, yaitu: (1) Bayan tafshil, menjelaskan
ayat-ayat yang mujmal. (2) Bayan takhshish, menentukan (membatasi)
makna umum dari suatu ayat. (3) Bayan ta’yin, menentukan mana yang
dimaksud dari dua atau lebih perkara yang semuanya mungkin tercakup.
(4) Bayan tasyri’, menetapkan suatu hukum yang tidak didapati dasarnya
dalam al-Qurian. (5) Bayan nasakh, dijadikan sebagai dalil untuk
menentukan mana yang dinasikhkan dan aman yang dimansukhkan dari
ayat-ayat al-Qur’an yang kelihatan berlawanan. Lalu Hasbi ash-Shiddieqy
menyatakan lagi bahwa dalam kitab al-Risalah Imam Syafi'i menerangkan
fungsi hadis terhadap al-Qur'an ada lima macam bayan, yaitu pertama
bayan ta’kid, kedua bayan tafshil, ketiga bayan takhshish, keempat bayan
ta’yin, dan kelima bayan isyarah (qiyas).

Keterangan Hasbi ash-Shiddieqy di atas kontradiktif, ia tidak
menjelaskan kenapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Keterangan pertama
tidak dijelaskan dari mana ia alah. Ini juga berbeda dengan apa yang
penulis jelaskan di atas, di mana penulis mengutip dari kitab al-Risdlah
juga, yang menjelaskan bahwa fungsi hadis terhadap al-Qur‘an menurut
Imam Syafi’i ada dua, yang kemudian dijabarkan lagi dalam tiga bentuk.
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Menurut hemat penulis, perbedaan ini terjadi karena penjelasan dala
kitab al-Risalah tentang fungsi hadis terhadap al-Qur‘an tidak konk(rir?
Sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dj antare;
para pembaca dalam menyimpulkannya.

TM. Hasbi ash-Shiqgieqy juga menjelaskan tentang pan-

dangan fugaha lainnya tentang fungsi hadis terhadap al-Qur'an,
aitu:
= a. Imam Malik menyatakan bahwa bayan hadis itu terbagi kepada
tiga macam, yakni: (1) Bayan tafshil, menjelaskan kemujmalan
ayat al-Qur'an. (2) Bayan taudhih (tafsir), menerangkan maksud
ayat al-Qur'an. (3) Bayan basthi (tathwil), menjelaskan masalah
yang disebutkan secara ringkas dalam al-Qur'an.

b. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa fungsi hadis terhadap
al-Quran ada tiga macam, yakni: (1) Bayan ta’kid (taqrir),
menguatkan kembali apa yang terkandung dalam al-Qur'an. (2)
Bayan tafsir, menjelaskan apa yang dimaksud oleh al-Qur’an. (3)
Bayan tasyri’, mendatangkan suatu hukum yang tidak terdapat
dalam al-Qur*an.

c. Ulama ahl al-ra’vi menerangkan fungsi hadis terhadap al-Qur’an
ada tiga macam, yakni: (1) Bayan taqrir, menjelaskan kembali
apa yang diterangkan oleh al-Qur’an, sebagai penguat. (2) Bayan
tafsir, menerangkan apa yang sukar dipahami dari al-Qur’an. (3)
Bayan tabdil (nasakh), mengganti sesuatu hukum yang terdapat
dalam al-Qur'an atau menasakhnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pard

fuqaha menetapkan ada empat fungsi hadis terhadap al-Qur’an, yaitu:

a. Memperkuat atau menegaskan hukum yang telah ditetapkan di
dalam al-Qur'an (bayan ta’kid). Hadis yang mengandung hukum
yang sama dengan hukum yang disampaikan al-Qur'an, berarti
hadis berfungsi sebagai penegas dan penguat terhadap apa yans
ditetapkan oleh al-Qur'an. Ia tidak membawa hukum baru, tidak
menjelaskan hal-hal yang mutlaq dan tidak mentakhsish hal-hal
yang umum. Seperti hadis yang menjelaskan kewajiban untuk
berpuasa. Hadis tersebut sebagai penegas terhadap surah al-
Bagarah 185.

b. Memperjelas setiap ayat al-Qur'an yang belum jelas maksud dan
tujuannya (bayan tafsir). Penjelasan ini dapat ditempuh dengan
menggunakan metode bayan takhsish, taqyid, taudhil dag
sebagainya. Hadis di sini berfungsi untuk menjelaskan maksu
suatu nash al-Qur'an, membatasi (mentaqyid) lafadh muthlad,
mentakhsish lafadh ‘am, dan merinci lafadh mujmal. Berartl

et
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hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum yang terdapat
dalam al-Qurtan. Seperti al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah
menghalalkan jual beli, kemudian hadis menjelaskan macam-
macam jual beli yang dihalalkan itu. Hadis yang mentakhsish
lafadh ‘am, seperti al-Qur'an menghalalkan setiap wanita kecuali
yang disebutkan pada ayat 23 surah al-Nisa'. Kemudian hadis
membatasi pada wanita yang dihalakan itu dengan melarang
memadu wanita dengan keponakannya. Contoh hadis yang
merinci lafadh mujmal adalah hadis yang menjelaskan tatacara
shalat, zakat dan haji.

c. Menghapus atau menggantikan hukum yang terdapat dalam al-
Qur'an (bayan nasakh/tabdil). Di sini hadis berfungsi sebagai
dalil untuk menentukan mana hukum yang dinasikhkan dan
mana yang dimansukhkan dari al-Qur’an, ketika terjadi ta’arudh
(perlawanan). Seperti al-Qur’an menerangkan tentang wasiat
bagi orang tua dan kaum kerabat dalam surah al-Baqarah ayat
180, yang kemudian dinasakh oleh hadis yang menyatakan bahwa
tidak ada wasiat bagi ahli waris.

d. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat ketentuan
hukumnya dalam al-Qur*an (bayan tasyri’). Hadis yang membawa
hukum yang tidak ada dalam al-Qur’an banyak sekali, seperti
kewarisan nenek, keharaman persusuan sama dengan keharaman
hubungan kekerabatan (nasab).

Dari keempat fungsi hadis terhadap al-Qur’an yaitu bayan ta’kid,
bayan tafsir, bayan nasakh/tabdil dan bayan tasyri’, dua di antaranya
(bayan ta’kidan bayan tafsir) disepakati oleh para ulama tentang
keabsahannya, namun fungsi hadis sebagai bayan nasakh/tabdil dan
ziyadah (bayan tasyri’) masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan
para ulama. Pertama, dalam masalah menasakh al-Qur‘an dengan hadis,
terdapat dua macam pendapat, yaitu:

a. Ulama ushul Hanafiah berpendapat bahwa menasakh al-Qur‘an
dengan hadis mutawatir atau masyhur diperke-nankan, sebagai
contoh hadis &)\ 4.0, ¥ menasakh hukum yang terkandung dalam
surah al-Baqarah ayat 180. Hadis tersebut sangat masyhur di
kalangan para ahli hadis, bahkan Imam Syafi'i menganggapnya
sebagai hadis mutawatir.

b. Ulama ushul yang lain berpendapat bahwa menasakh al-Qur’'an
dengan hadis, baik dengan hadis mutawatir maupun masyhur,
tidak boleh.

Kedua, dalam masalah hadis berdiri sendiri (bayan tasyri’), ulama
yang mengatakan hadis dapat berfungsi sebagai ziyadah bagi yang
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| al-qur'an, dengan alasan bahwa Allah telap,
n untuk taat dan patuh kepada RaSUl-Nya-, dengan apa
sumber dari Rasul, pada hakikatnya adalah dari Allah, sehap
r <

yang be bicara dan berbuat kecuali apabila ada wahyy,

Rasul tidak akan ber

D. Paradigma ushul Figh Menurut Muhammad Syahrur

embaharu yang benar-benar punya kons

Syal;]rlll)l‘ a?zl::g;kg:rgdigma baru. Teori hudud yang dikemukak:E
gsllll]lll?rqber;;;arkan paradigma barunya yaitu paradigma historis-ilmiah,
szgangkan ushul figh klasik berparadigma literalistik (tekstual). |

Banyak kalangan beranggapan bahwa apa yang c_hlakukan
Syahrul itu merupakan terobosan yang sangat am.at berani, karena
mampu membuat sebuah hal baru depgan m(?nmggallfan sesuatu
yang sudah dianggap final selama ini. Paradigma historis-ilmiah
yang diusulkan Syahrur menurut sebagian kalangan dari pemerhati
hukum Islam memiliki posisi dan peran yang amat vital di masa
modern ini. Paradigma ini sangat membantu menjadikan hukum
islam lebih dinamis dan relevan dengan kondisi kekinian. DI samping
itu, paradigma historis-ilmiah ini mampu melahirkan perubahan-
perubahan revolusioner atas konsepsi-konsepsi ushul figh Klasik.
Hal ini sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

Dari aspek ontologi, wilayah kajian ilmu ushul figh tradisional
adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum atau dalil-dalil
sama’i (wahyu) yang meliputi nash al-Qur*an, hadis mutawatir dan ijma’.
Berdasarkan pemahaman tersebut, para pakar ushul figh seringme nyebut
kaidah-kaidah dengan dalil syara’ kulli, seperti giyas dan kehujjahannya,
batasan-batasan ‘am, amr (perintah) dan indikatornya, kaidah tentang
larangan (nahi), mutlaq, ijma’ sarih dan ijma’sukuti. Dengan berpijak
pada paradigma baru tersebut, Syahrur melakukan pemaknaan ulang
ﬁt'f‘s beberapa dalil syara’ kulli, seperti ayat muhkamat, hadis, ijma’, qiyas,
ijtihad dan juga mujtahid.

Dari aspek epistemologi, Syahrur menawarkan epistemologi bart
dalam bidang ushul figh, yaitu sumb h dal . mu ushul
figh adalah akal, realita:s (ke el pengetanvan Casit ks. Ini
dapat dimaklumi, karena S L an i Keplamai), 8P T -kui
kewayuan a|-Qu‘r‘an iaa‘ yahrur selal_n s'eorang muslirr_l yang I-nengilut
dengan dunia empir’is lj(l;g? seorang insinyur yang setiap 27 bebrghwa
dalam ilmy yshy] figh s alaman. Syahrur ingin menegaskan a al
sebagai sumber pengetaeﬁa o esiial, FanuAgRAnye t.entangk?mn
epistemologinya bahwa akalljan AL Lk pemlhu;n.

Selainakal, pen manusia mampu memberikan pengeta o

ggunaa"rea“ta-‘?(kemanusiaandankealaman)S‘f’bﬂg‘
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sumber pengetahuan dalam ilmu ushul figh oleh Syahrur juga terlihat
dalam pemikirannya tentang keniscayaan penggunaan ilmu pengetahuan
modern dalam memahami ayat-ayat hukum dan dilibatkannya semua
ilmuwan dalam proses ijtihad. Maksudnya ilmu ushul figh bagi Syahrur
tidak boleh mengesampingkan prestasi-prestasi keilmuan modern, baik
dalam gugusan ilmu-ilmu kealaman, maupun ilmu-ilmu kemanusiaan.

Sedangkan pandangan Syahrur tentang teks sebagai sumber
pengetahuan, tergambar pada konsepsinya tentang ayat-ayat muhkamat
sebagai sumber hukum. Syahrur mendefinisikan ayat-ayat muhkamat
sebagai bagian dari al-Kitab yang berupa sekumpulan hukum yang
datang kepada Nabi Muhammad yang berisikan kaidah perilaku
manusia (berkaitan dengan persoalan halal-haram), baik berupa ibadah,
mu'amalah, maupun akhlak.

Teks yang dipahami Syahrur berbeda dengan ulama terdahuluy,
seperti al-Syafi’i, al-Ghazali dan al-Syatibi. Menurut ulama terdahulu,
teks itu meliputi al-Qur*an, hadis dan ijma’, yang bisa dijadikan sebagai
sumber pengetahuan. Adapun menurut Syahrur, hanya al-Qur*an sajalah
yang dapat disebut teks. Apa yang di luar al-Qur’an hanya merupakan
hasil interpretasi atas al-Qur‘an, sehingga tidak layak untuk dijadikan
sebagai sumber pengetahuan.

Kemudian dari segi aksiologi, Syahrur tidak menafikan aksiologi
ushul figh lama, yaitu penerapan kaidah-kaidah dan teori-teori atas
dalil-dalil terperinci untuk mendapatkan hukum-hukum syari’at yang
ditunjukkannya, dalam rangka litahqiqi masalih al-nas (mewujudkan
kemashlahatan manusia), baik di dunia maupun di akhirat. Namun
Syahrur memberikan penekanan yang lebih besar pada pentingnya upaya
mewujudkan Kesejahteraan manusia di dunia. Hal ini dilakukannya,
karena ia melihat bahwa aspek keduniawian inilah yang selama ini
terabaikan. Syahrur mengubah orientasi ilmu ushul figh dari yang semula
terlalu berat pada aspek teosentris (nilai-nilai ke-Tuhanan) menjadi
lebih memperhatikan aspek antroposentris (nilai-nilai kemanusiaan
dan kealaman). Oleh karena itu, Syahrur melakukan redefinisi hukum
dari yang semula hukum Tuhan menjadi hukum buatan manusia yang
mengindahkan batas-batas yang telah diberikan Tuhan untuk manusia.
Jadi substansi hukum Islam yang semula adalah nash (teks) diubah
menjadi ijtihad.

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa Syahrur melihat al-
Qurian adalah satu-satunya sumber pengetahuan (termasuk sumber
hukum), sedangkan di luarnya (termasuk hadis) hanya merupakan
interpretasi dari teks (al-Qur’an). Ini artinya Syahrur ingin menegaskan
bahwa al-Qur‘an adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan, sedangkan
hadis bukan wahyu, melainkan ijtihad Nabi Muhammad terhadap al-
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Qur'an. Karena itu, dalam konteks kekinian, ada kemungkinan besar
bahwa apa yang diinterpretasikan oleh Nabi Muhammad ketika itu
sangat terpengaruh dengan sosio-politik dan sosio-kultur masyarakat
Arab waktu itu, sehingga kita tidak boleh terpaku dengan penilaian
bahwa sunnah adalah harga mati dalam penafsiran suatu ayat al-Qur’an.
Malah penulis memahami bahwa Syahrur ingin keluar dari hadis dalam
memahami al-Qur’an dan lebih menitikberatkan pada pendekatan tiga
sumber pengetahuan seperti disebut di atas, yaitu akal, realitas manusia
dan alam, serta teks (nash al-Qur*an). Jadi hukum Islam dalam pandangan
Syahrur adalah hasil dialektika antara akal, realitas manusia dan alam,
serta hudud Allah dalam al-Qur'an.

E. Kedudukan Hadis sebagai Dalil Syara’ menurut Muhammad
Syahrur

Perubahan paradigma ilmu ushul figh yang ditawarkan oleh Syahrur,
mengharuskan untuk dilakukannya perumusan ulang (redefinisi)
terhadap beberapa teori lama, salah satunya adalah hadis. Karena
itu, memahami pemikiran hadis yang ditawarkan Syahrur tidak bisa
berangkat dari paradigma lama, tetapi harus berpijak pada paradigma
baru yang ditawarkannya. Sebab memahami pemikiran Syahrur dengan
paradigma lama hanya akan menghasilkan kesimpulan yang salah.

Dalam bukunya yang berjudul “Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah
Mu’ashirah dan Nahw Ushul Jadidah li al-Figh al-Islami (Metodologi Figih
Islam Kontemporer), Syahrur menggunakan istilah sunnah (bukan hadis).
la menjelaskan bahwa sunnah secara etimologis berasal dari kata sanna,
yang berarti kemudahan, aliran yang mudah, seperti dikatakan ma‘un
masnun (air yang dialirkan); air itu mengalir dengan mudah. Ini persis
seperti yang dilakukan Nabi dalam penerapan ayat-ayat hukum secara
mudah dengan bergerak dalam batas-batas Allah (hudud), dan kadang
berhenti di atas batasan-batasan itu dalam menghadapi dunia nyata
yang nisbi (relatif). Adapun secara terminologis, Syahrur mendefinisikan
sunnah adalah metodologi penerapan hukum-hukum atau al-Kitab
dengan mudah dan ringan tanpa keluar dari batasan-batasan Allah dalam
persoalan hudud atau pembuatan batasan-batasan adat lokal dalam
persoalan-persoalan non-hudud dengan mempertimbangkan realitas
nyata (waktu, tempat, dan syarat-syarat objektif yang mana hukum-
hukum akan diterapkan di dalamnya).

Pengertian hadis di atas, dipahami Syahrur secara umum, bukan saja
dalam pengertian ijtihad Nabi, tetapi juga ijtihad umat pada suatu masa
tertentu dan di tempat tertentu, Adapun hadis dalam pengertian sempit,
menurut Syahruradalahijtihad Nabidalam menerapkan hukum-hukuma-

___.-‘
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Kitab yang berupa hudud, ibadah, dan akhlak, dengan mempertimbangkan
realitas objektif yang hidup, dengan bergerak di antara batas-batas dan
kadang berhenti di batas-batas itu, dan menciptakan batas-batas lokal-
temporal bagi persoalan-persoalan yang belum hadir dalam al-Kitab.

Berdasarkan pemahaman tentang hadis Nabi ini, Syahrur kemudian
menilai bahwa Rasul adalah seorang mujtahid yang mengubah Islam
mutlak menjadi Islam nisbi. Oleh karena itu, Rasul tidaklah ma’shum
(terbebas dari kesalahan). Syahrur membatasi ke-ma’shum-an Nabi hanya
pada dua hal; pertama, dalam hal menyampaikan al-zikr pada umatnya,
yaitu bentuk bahasa dan bunyi dari semua isi al-Kitab. Kedua, dalam hal
jatuh pada barang haram. Hanya pada dua hal inilah Nabi benar-benar
terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu, ijtihad Rasul terhadap ayat-ayat
hukum tidaklah ma’shum. ljtihad Rasul hanya benar untuk masanya
(abad VII M) dan lokalnya (Semenanjung Arabia). Ijtihad Rasul belum
tentu cocok untuk zaman yang lain dan juga belum tentu cocok untuk
masyarakat lain.

Menurut Syahrur, konsepsi baru tentang ke-ma’shum-an Nabi ini
mengakibatkan perubahan pada konsepsi tentang ketaatan kepada Nabi.
Dalam persoalan ritual dan akhlak, kita menaati Nabi secara muttasil
(bersambung), sedangkan dalam persoalan tasyri’, kita menaatinya
secara munfasil (terpisah). Ketaatan jenis pertama persis seperti
ketaatan terhadap Allah, tidak pernah putus, berlaku sepanjang masa,
baik ketika Nabi hidup maupun sesudah wafatnya. Ketaatan jenis ini
hanya berlaku dalam persoalan akhlak dan ritual-ritual seperti shalat,
puasa, zakat dan haji. Adapun ketaatan jenis kedua (munfasil) adalah
ketaatan terhadap Rasul yang terpisah dari ketaatan terhadap Allah.
Ketaatan jenis ini berbeda antara ketika Nabi masih hidup dengan setelah
wafatnya. Ketika Nabi masih hidup, manusia menaatinya secara muttasil,
sedangkan setelah meninggalnya, manusia menaatinya secara manhaji
(metodologis). Maksudnya kita hanya menaati metode ijtihadnya saja,
bukan hasil ijtihadnya.

Konsepsi hadis yang ditawarkan Syahrur ini tidak akan mengubah
cara shalat, puasa, zakat dan haji. Karena konsepsi baru ini mengganggap
semua ibadah mahdhah itu sebagai persoalan tawatur fi'li yang
merupakan konsekuensi dari kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan
risalah yang dibawanya. Dengan demikian, konsepsi baru hadis ini hanya
akan berpengaruh pada persoalan-persoalan non-ibadah mahdhah,
seperti mu’amalah, politik, dan pidana Islam yang memang merupakan
titik lemah hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena
nash (teks) sudah tidak lagi turun, sementara persoalan baru yang
harus dijawab oleh nash (teks) setiap saat muncul dan terus bertambabh,
sehingga tidak ada cara yang bisa dilakukan kecuali kita mau melakukan
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terobosan kreatif berkaitan dengan hubungan antara nash (teks) dan
realitas.

Dalam pandangan Syahrur, hadis Nabi itu terbagi dua, yaitu sunnah
risalah (berisi hukum-hukum dan ajaran-ajaran) dan sunnah nubuwwah
(berisiilmu pengetahuanatauinformasi). Kita hanyawajib menaatisunnah
risalah, bukan sunnah nubuwwah, karena sunnah risalah merupakan
ijtihad aplikatif kondisional Nabi, sementara sunnah nubuwwah adalah
ijtihad informatif kondisional. Ijtihad informatif kondisional berbentuk
produk pengetahuan yang nisbi, sehingga tidak perlu ditaati, karena
pengetahuan akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman.

Paparan terhadap pandangan Syahrur di atas memberikan gambaran
bahwa ia betul-betul meml_)uat definisi baru tentang hadis yang jauh
berbeda dengan apa yang dipahami selama ini. Hadis dalam pandangan
salaf adalah semua yang disandarkan kepada Nabi; baik perkataan,
perbuatan maupun penetapannya, yang sebahagiannya itu (mutawatir)
mempunyai kedudukan sama dengan al-Qur‘an sebagai sumber hukum,
yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat di mana saja di muka bumi
ini. Sedangkan Syahrur memiliki definisi sendiri tentang hadis, yaitu
ijtihad Nabi yang kedudukannya tidak setingkat dengan al-Qur‘an, dan
bukanlah sama sekali sebagai wahyu, yang hanya berlaku untuk zamannya
dan di lingkungannya Semenanjung Arabia saja.

Hal ini sebagaimana pernyataan Syahrur bahwa perkataan Nabi,
pemikiran, dan tindakannya dalam persoalan non-hudud, non-ibadah,
dan non-ghaib, semua masalah tersebut adalah ijtihad Nabi sendiri,
bukan wahyu. Dalam hal ini, Syahrur mengajukan beberapa argumen;
pertama, al-Qur‘an surah an-Najm ayat 4-3 yaitu wa ma yantiqu ‘anil hawa
in huwa illa wahyu yuha, yang biasanya digunakan sebagai dalil bahwa
semua yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu, bukanlah merujuk pada
perkataan Nabi, melainkan pada al-Qur’an. Menurut Syahrur, kata ganti
‘va' pada kata yanthiqu dalam ayat tersebut tidak merujuk kepada Nabi,
tetapi pada al-Qur’an. Kedua, ayat tersebut turun di Makkah, di mana
orang Arab banyak meragukan kebenaran al-Qur’an sebagai barang
baru, bukan meragukan kebenaran perkataan Nabi. Dengan demikian,
al-Qur'an surah an-Najm ayat 4-3 itu tidak berkaitan dengan perkataan
Nabi, tetapi berkaitan dengan kebenaran al-Qur'an sebagai wahyu. Sebab
sejak sebelum menerima wahyu, Muhammad sudah dikenal sebagai orang
yang jujur, sehingga ayat tersebut merupakan jawaban atas keraguan
orang Makkah akan kewahyuan al-Qur’an, bukan kejujuran perkataan
Muhammad. Ketiga, pada kenyataannya, Nabi melarang perkataan-
perkataannya dibukukan.

—
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Skema; Pola fikir Syahrul terhadap hadis sebagai dalil hukum
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Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa Syahrur menjadikan al-
Qur'an (al-Kitab) sebagai sumber hukum mutlak, hadis diposisikan sebagai
hasil interpretasi Nabi sesuai realitas situasi dan kondisi masyarakat Arab
(realitas manusia dan alam) waktu itu. Hal ini sesuai dengan paradigma ushul
figh yang dibangunnya, yaitu historis-ilmiah, dimana menurut Syahrur hanya
ada tiga sumber pengetahuan; akal, realitas manusia dan alam, serta teks (nash
al-Qur’an). Dalam hal ini, hadis merupakan sebuah realitas manusia dan alam
di masa Nabi, sedangkan untuk konteks kekininan kita memiliki realitas
sendiri sesuai dengan kondisi kemanusian dan kealaman kita sekarang ini.

Apa yang dikemukakan oleh Syahrul di atas jauh berbeda dengan
pandangan fuqaha mazhab yang sangat terikat dalam metode ijtihad hukumnya
dengan hadis. Hadis bukan saja berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam
al-Qur’an, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bayan tasyri'(dalil yang
mandiri) yang berdiri sendiri dalam penetapan hukum syara’, bahkan dapat
juga berfungsi sabagai bayan nasakh (penghapus) terhadap al-Qur'an. Itu
artinya bahwa dalam pandangan fugaha mazhab kedudukan hadis seolah-olah
lebih kuat dibandingkan dengan al-Qur’an, karena ia dapat menghapus hukum
dalam al-Qur’an dan tidak sebaliknya. Kenapa dikatakan demikian, karena
tidak ada contoh kasus al-Qur’an menghapus hukum dalam hadis, sehingga
Nabi harus mengeluarkan hadis lain untuk membatalkan hadis pertama. Yang
ada adalah hadis menghapus hukum dalam al-Qur’an, seperti dalam kasus
wasiat kepada ahli waris yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 180
menurut sebahagian ulama telah dinasakh hukumnya dengan datangnya hadis

&)\ Loy Y (tidak ada wasiat bagi ahli waris).

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

16 MEMAHAMI DESKONSTRUKSI HUKUM DALAM PRANATA SOSIAL ISLAM

F. Penutup

Para ahli hadis berpendapat bahwa fungsi hadis adalah sebagai
penjelas yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang muthlagq,
mengkhususkan yang umum (‘am) dan menetapkan hukum-hukum
yang belum jelas secara eksplisit dalam al-Qur’an. Fungsi hadis dalam
pandangan fugaha sama dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan
ahli hadis. Para fugaha sendiri (khususnya imam mazhab) sebenarnya
juga para ahli hadis. Secara umum mereka menetapkan ada empat fungsi
hadis terhadap al-Qur’an, yaitu (1) memperkuat atau menegaskan hukum
yang telah ditetapkan di dalam al-Qur‘an (bayan ta’kid), (2) memperjelas
setiap ayat al-Qur'an yang belum jelas maksud dan tujuannya (bayan
tafsir), (3) menghapus atau menggantikan hukum yang terdapat dalam
al-Qur’an (bayan nasakh/tabdil), dan (4) menetapkan hukum baru yang
tidak terfiapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur*an (bayan tasyri’).

Dari keempat fungsi hadis terhadap al-Qur'an yaitu bayan ta’kid,

bayan tafsir, bayan nasakh/tabdil dan bayan tasyri’, dua di antaranya
(bayan ta’kidan bayan tafsir) disepakati oleh para ulama tentang
keabsahannya, namun fungsi hadis sebagai bayan nasakh/tabdil dan
ziyadah (bayan tasyri’) masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan
para ulama. Adapun dalam masalah hadis berdiri sendiri (bayan tasyri”),
ulama yang mengatakan hadis dapat berfungsi sebagai ziyadah bagi
yang tidak terdapat dalam al-Qur’an, dengan alasan bahwa Allah telah
memerintahkan untuk taat dan patuh kepada Rasul-Nya, dengan apa
yang bersumber dari Rasul, pada hakikatnya adalah dari Allah, sebab
Rasul tidak akan berbicara dan berbuat kecuali apabila ada wahyu.

Muhammad Syahrur mengajukan konsep ushul figh baru dengan
paradigma baru. Teori hudud yang dikemukakannya berdasarkan
paradigma barunya yaitu paradigma historis-ilmiah, sedangkan ushul
figh klasik berparadigma literalistik (tekstual). Perubahan paradigma
ilmu ushul figh yang ditawarkan oleh Syahrur, mengharuskan untuk
dilakukannya perumusan ulang (redefinisi) terhadap beberapa teori
lama, salah satunya adalah hadis. Karena itu, untuk memahami pemikiran
hadis yang ditawarkan Syahrur tidak bisa berangkat dari paradigma
lama, tetapi harus berpijak pada paradigma baru yang ditawarkannya.
Sebab memahami pemikiran Syahrur dengan paradigma lama hanya
akan menghasilkan kesimpulan yang salah.

Syahrur menjelaskan bahwa sunnah secara etimologis berasal
dari kata sanna, yang berarti kemudahan, aliran yang mudah, seperti
dikatakan ma‘un masnun (air yang dialirkan); air itu mengalir dengan
mudabh, Ini persis seperti yang dilakukan Nabi dalam penerapan ayat-ayat
hukum secara mudah dengan bergerak dalam batas-batas Allah (hudud),

|
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dan kadang berhenti di atas batasan-batasan itu dalam menghadapi
dunia nyata yang nisbi (relatif). Adapun secara terminologis, Syahrur
mendefinisikan sunnah adalah metodologi penerapan hukum-hukum
atau al-Kitab dengan mudah dan ringan tanpa keluar dari batasan-batasan
Allah dalam persoalan hudud atau pembuatan batasan-batasan adat lokal
dalam persoalan-persoalan non-hudud dengan mempertimbangkan
realitas nyata (waktu, tempat, dan syarat-syarat objektif yang mana
hukum-hukum akan diterapkan di dalamnya).

Pengertian hadis di atas, dipahami Syahrur secara umum, bukan saja
dalam pengertian ijtihad Nabi, tetapi juga ijtihad umat pada suatu masa
tertentu dan di tempat tertentu. Adapun hadis dalam pengertian sempit,
menurutSyahruradalahijtihad Nabi dalammenerapkan hukum-hukumal-
Kitab yang berupa hudud, ibadah, dan akhlak, dengan mempertimbangkan
realitas objektif yang hidup, dengan bergerak di antara batas-batas dan
kadang berhenti di batas-batas itu, dan menciptakan batas-batas lokal-
temporal bagi persoalan-persoalan yang belum hadir dalam al-Kitab.

Berdasarkan pemahaman tentang hadis Nabi ini, Syahrur kemudian
menilai bahwa Rasul adalah seorang mujtahid yang mengubah Islam
mutlak menjadi Islam nisbi. Oleh karena itu, Rasul tidaklah ma’shum
(terbebas dari kesalahan). Syahrur membatasi ke-ma’shum-an Nabi hanya
pada dua hal; pertama, dalam hal menyampaikan al-zikr pada umatnya,
yaitu bentuk bahasa dan bunyi dari semua isi al-Kitab. Kedua, dalam hal
jatuh pada barang haram. Hanya pada dua hal inilah Nabi benar-benar
terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu, ijtihad Rasul terhadap ayat-ayat
hukum tidaklah ma’shum. ljtihad Rasul hanya benar untuk masanya
(abad VII M) dan lokalnya (Semenanjung Arabia). Ijtihad Rasul belum
tentu cocok untuk zaman yang lain dan juga belum tentu cocok untuk
masyarakat lain.

Konsepsi hadis yang ditawarkan Syahrur ini tidak akan mengubah
cara shalat, puasa, zakat dan haji. Karena konsepsi baru ini mengganggap
semua ibadah mahdah itu sebagai persoalan tawatur fi'li yang merupakan
konsekuensi dari kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan risalah
yang dibawanya. Dengan demikian, konsepsi baru hadis ini hanya akan
berpengaruh pada persoalan-persoalan non-ibadah mahdah, seperti
mu‘amalah, politik, dan pidana Islam yang memang merupakan titiklemah
hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena nash (teks)
sudah tidak lagi turun, sementara persoalan baru yang harus dijawab oleh
nash (teks) setiap saat muncul dan terus bertambah, sehingga tidak ada
cara yang bisa dilakukan kecuali kita mau melakukan terobosan kreatif
berkaitan dengan hubungan antara nash (teks) dan realitas.

Dalam pandangan Syahrur, hadis Nabi itu terbagi dua, yaitu sunnah
risalah (berisi hukum-hukum dan ajaran-ajaran) dan sunnah nubuwwah
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(berisiilmu pengetahuanatauinformasi). Kitahanyawajib menaatisunnah
risalah, bukan sunnah nubuwwah, Karena sunnah risalah merupakan
ijtihad aplikatif kondisional Nabi, sementara sunnah nubuwwah adalah
ijtihad informatif kondisional. ljtihad informatif kondisional berbentuk
produk pengetahuan yang nisbi, sehingga tidak perlu ditaati, karena
pengetahuan akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman.
Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa Syahrur menjadikan
al-Qur'an (al-Kitab) sebagai sumber hukum mutlak, hadis diposisikan
sebagai hasil interpretasi Nabi sesuai realitas situasi dan kondisi
masyarakat Arab (realitas manusia dan alam) waktu itu. Berbeda dengan
fugaha mazhab yang sangat terikat dalam metode ijtihad hukumnya
dengan hadis. Hadis bukan saja berfungsi menjelaskan hukum-hukum
dalam al-Qur-an, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bayan tasyri’(dalil
yang mandiri) yang berdiri sendiri dalam penetapan hukum syara’,

bahkan dapat juga berfungsi sabagai bayan nasakh (penghapus) terhadap
al-Qur’an.
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IMPLEMENTASI SYARI'AH DI ACEH
DALAM PERGUMULAN SIYASI

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

A. Pendahuluan

Implementasi syari'ah secara kaffah di Aceh sudah sah dan resmi
mengikut ketentuan negara Republik Indonesia yang dilambangkan
dengan kekuatan hukum mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang agama,
pendidikan, adat budaya dan peran ulama dalam penetapan kebijakan
daerah di Aceh.! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai
Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh yang dikenal dengan UUPA.

Dengan demikian tiada siapapun dari golongan manapun yang bisa
melarang, menghambat dan menghalangi pelaksanaan syari’at Islam
di Aceh dalam bentuk dan kegiatan apapun. Malah dari sudut pandang
agama ia merupakan sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh
seluruh umat Islam. Firman Allah Swt. dalam al-]atsiyah ayat 18:

1 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 2 dan 3.
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Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan
utuskan engkau) menjalankan satu Syari’at (yang cukup lengkap)

dari hukum-hukum agama; maka ikutilah Syari‘at itu, dan janganlah

engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui
(perkara yang benar).

Di zaman lampau, implementasi syari’at Islam di Aceh telah berjalan
dengan baik, hukuman tetap dijalankan terhadap pelaku kejahatan
walaupun yang berbuat salah itu keluarga raja. Sebagai contoh konkrit
tentang pelaksanaan Syari’at Islam yang berkenaan dengan hukum hudud
dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah apa yang terjadi pada masa
Sultan Alaiddin Riayat Syah II Al-Qahhar yang telah melakukan hukum

-qgishash terhadap puteranya sendiri Abangnya ditangkap karena zalim,
membunuh orang lain dan melawan hukum serta adat yang berlaku
dalam kerajaan.? Contoh konkrit lainnya adalah; ketika Sultan Iskandar
Muda berkuasa dan menjadi raja Aceh, sang raja menjatuhkan hukuman
terhadap rakyatnya yang terbukti bersalah walaupun terkena anggota
keluarganya. Hukuman rajam terhadap Meurah Pupdk sebagai putra
mahkota dan anak kandung Iskandar Muda menjadi bukti dalam sejarah
betapa adilnya raja-raja Aceh zaman dahulu.?

Bukti konkrit selanjutnya tentang keyakinan bangsa Aceh
mengamalkan Syari'at Islam adalah; ketika Teungku Syhik di Tiro
Muhammad Saman disurati dan diminta turun gunung untuk tidak
berperang lagi oleh penjajah Belanda, tahun 1885 beliau membalas surat
dengan perkiraan bunyinya: kalau hari ini tuan-tuan penjajah Belanda
masuk Islam maka hari ini pula saya dan pengikut saya akan turun dari
gunung dan menghentikan perang suci di jalan Allah, kita akan hidup
berdampingan serta menikmati kekayaan alam Aceh bersama-sarpa.“‘
Jawaban tersebut dapat membingungkan penjajah Belanda dan menjadi
bukti bagaimana tingginya komitmen Islam bagi bangsa Aceh.

Ulama dan pemimpin kharismatik Teungku Muhammad Dawud
Beureu-éh bersedia menerima ajakan Soekarno memerangi Belanda
bersama bangsa Aceh dalam agresi kedua tahun 1948 yang sudah

2 Untuk kesempurnaan kisah tersebut silakan baca A.Hasjmy, Iskandar Muda Meukuta Alam,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 100-101.
3 Ibid.,h. 101-102.

4 Untuk rujukan konkrit silakan baca: H.C. Zentgraaff, Aceh, (J akarta: Beuna, l983)8. h. 29-30. Lihat
juga Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 158.
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menguasai seluruh Indonesia kecuali Aceh karena presiden pertama
RI tersebut berjanji dengan sumpahnya; wallah, ballah, tallah ingin
mewujudkan Syari‘at Islam di Indonesia ketika merdeka nanti, khususnya
Syari’at Islam untuk Aceh. Namun ketika janji tersebut diingkari, ulama
beken tersebut kembali berjihad menghancurkan rezim Soekarno lewat
Gerakan DI/TIl yang disifatkannya sebagai rezim Republik Indonesia
Komunis (RIK). Semua itu dilakukan demi tegaknya Syari’at Islam di Aceh
yang penghuninya memang komit terhadap Islam.,

Syari'atIslam di Aceh berjalan dalam rentang waktu lumayan lama
dan dengan kepemimpinan lumayan banyak. Mulai dari pengisytiharan
Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayyatsyah, kepemimpinan
Sultan al-Qahhar, Sultan Iskandar Muda, Perjuangan Teungku Syhik Ditiro
Muhammad Saman, Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh sampai
kepada perlawanan terhadap penjajah Jepang oleh Teungku Abdul Jalil
di Bayu. Perjuangan demi perjuangan yang mereka lakukan semuanya
tertumpu ke satu arah untuk mensyari'at Islamkan Aceh dan meng-
Acehkan Syari’at Islam. .

Implementasi syari’at Islam di Aceh terus berjalan dan bertarun
dari zaman ke zaman dalam bingkai dan pergumulan siyasi. Ketika Aceh
dijajah Portugis, syari’at Islam menjadi pemicu keyakinan perlawanan
bangsa Aceh terhadap penjajah kafir sehingga muncul nama Laksamana
Malahayati, Pocut Baren, Cut Meurah Inseuen dan lainnya. Ketika Aceh
dijajah oleh Belanda, perlawanan bangsa Aceh terhadap kafir Belanda
juga didominasi oleh semangat Islam yang membara, sehingga muncul
nama-nama pejuang Aceh seperti Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman,
Tgk. Muhammad Amin, Teuku Umar, Panglima Polem, Cut Nyak Dhien, Cut
Meutia dan lainnya. Ketika Aceh dijajah bangsa Jepang peran ulama dayah
seperti Tgk. Abdul Jalil Bayu muncul dalam mempertahankan Islam dan
syari'at Islam di bumi Aceh tercinta.

Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bangsa
Aceh menaruh banyak harapan pada para pemimpin Indonesia yang
dikomandoi oleh Soekarno. Namun apa yang terjadi adalah syari’at Islam
kembali dipreteli dan tidak mau dijalankan semestinya sebagaimana
Soekarno berjanji di hadapan Tgk. Muhammad Dawud Beureu-én dahulu.
Maka muncullah perlawanan luarbiasa dari Aceh dan beberapa daerah
lain seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan wilayah-
wilayah lainnya dalam gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (D1/
TII).

Pada masa itu Soekarno berpidato di Amuntai Kalimantan dan
menyatakan bahwa tidak mungkin Indonesia menjalankan syari‘at
Islam karena sayang orang-orang Kristen di Menado, di Irian Jaya dan
kasihan orang-orang Hindu di Ball. Pernyataan serupa diucapkannya
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juga di kampus Universitas Indonesia (UI) di Salemba Jakarta sehingga
nampak jelaslah bahwa syari’at Islam di negeri ini dijadikan komoditas
politik baik bagi bangsa sendiri maupun untuk kepentingan bangsa lain
di luar negeri.’ Padahal waktu itu persentase non Muslim hanya 10 % dan
umat Islam 90 %. Dalam ketentuan Islam sebetulnya sangat layak untuk
dijadikan atau minimal diberlakukan hukum Islam dalam komunitas
seumpama itu.

Pergumulan politik dalam menegakkan syari'at Islam di Aceh
semakin nampak Kketika perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
dengan pemerintah Republik Indonesia (RI) berkecamuk dengan
dahsyatnya dalam era tahun 1998 sampai tahun 2004.° Pada masa itu
terjadi tarik menarik kekuasaan di Aceh antara pihak GAM dengan RI,
GAM berkehendak untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia sementara
[ndonesia ingin tetap menjadikan Aceh sebagai bahagian yang tak
terpisahkan dari wilayah Indonesia.

Dalam kondisi tarik menarik seperti itulah muncul pihak ketiga
menawarkan konsep syari'at Islam untuk Aceh. Konsep tersebut segera
disambut RI yang sedang kepayahan menghadapi GAM, akhirnya RI
mempermainkan syari’at Islam Aceh sebagai perisai untuk menundukkan
GAM, paling kurang untuk menjinakkan GAM dengan label -agama.
Walaupun GAM sendiri tidak menarik dengan tawaran tersebut karena ia
tetap menuntut merdeka dari Indonesia.

Pergumulan panjang antara GAM dengan RI kemudian berakhir
dengan hasil otonomi khusus untuk Aceh yang di dalamnya diberlakukan
syari’at Islam untuk Aceh sebagai salah satu keistimewaan dalam bidang
agama.” Apa yang dirasakan ummat Islam Aceh hari ini setelah konflik
dahsyat anara GAM dengan RI itu berakhir dan Aceh diperintahkan
oleh mantan kombatan GAM adalah; syari'at Islam di Aceh masih
dijadikan komoditas politik para pelaku politik yang mempermainkan
slogan Islam ketika menjelang pemilu untuk meraih suara rakyat guna
memenangkan partainya masing-masing. Secara sengaja dan transparan
mengenyampingkan syari’ah karena mengikuti tuntutan non muslim dari
belahan barat dunia raya ini dengan slogan: tidak mungkin kita jalankan
syari’ah di Aceh, nanti tidak masuk investor asing ke Aceh, atau nanti
tidak dibantu oleh Uni Eropa dan PBB.

Belum adakeseriusan para penguasaAceh hariiniuntuk menjalankan

S Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, (Jakarta: Grafiti, 1987), h. 264.

6 GAM didirikan Hasan Tiro pada tanggal 4 September 1976 yang diumumkan di Gle Halimon Tiro,
ketika gelombang reformasi muncul di Indonesia semenjak tahun 1998 GAM mulai eksis dan berkiprah
dalam kemajuan yang sangat luar biasa sehingga ada kabupaten di Aceh yang kantor pemerintahannya
lumpuh total karena dikuasai oleh GAM.

7 Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Aceh mendapatkan
keistimewaan dari Indonesia dalam bidang agama, bidang pendidikan, bidang adat budaya dan bidang
peran ulama dalam pemerintahan di Aceh.
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syari'at Islam sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan
ganun yang sudah ada. Mereka secara bersahaja baik langsung atau tidak
langsung menolak disahkannya qanun jinayah dan acara jinayah sebagai
komponen-komponen pelengkap pemberlakuan syari'at Islam di Aceh.
Maka jadilah syari'at Islam Aceh terjepit oleh pergumulan politik di Aceh
yang dilakukan oleh orang-orang Aceh sendiri.

Berbicara tentang pemerintahan Islam berarti kita berbicara
persoalan akidah dan ideologi. Konsep Islam sangat jelas tentang
kedudukan negara dan pemerintahannya dan sangat berlawanan dengan
konsep negara sekuler yang dipraktikkan orang-orang yang mencampur
haduk antara haq dengan bathil. Dalam Islam kedaulatan dan hukum
hanya milik Allah semata-mata serta hakim tertinggi hanyalah Allah Swt.®
Dalam hal ini manusia hanya diamanahkan untuk menjalankan saja semua
ketentuan dan ajaran yang telah sedia ada dari al-Qur’an yang mulia.

Sebagai penerus dan pengontrol ketentuan tersebut Allah Swt.
mengutuskan Muhammad bin Abdullah untuk menjelaskan serta
mempraktikkan semua ketentuan-ketentuan tersebut kepada umatnya.
Itulah yang dikatakan kehadiran hadis Nabi berfungsi sebagai pemberi
penjelasan terhadap isi al-Qur’an itu sendiri di mana terdapat keterangan
yangtidak menyeluruh atau kurang difahami. Lalu kedudukan Muhammad
dalam konteks ini merupakan jenjang operasional pertama terhadap
struktur dan sistem pemerintahan secara keseluruhan dalam Islam.

Karena Allah telah memerintahkan kita untuk berhakim kepadaNya
dalam segala urusan maka menjadi kewajiban bagi setiap Muslim
untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan Islam yang hukum dan
ketentuan Islam sepenuhnya berlaku di sana. Setiap individu dengan
bebas dapat melakukan kegiatan Islam tanpa ada hambatan dan cabaran
dari mana-mana pihak. Selain itu setiap individu dengan aman dapat
melaksanakan ibadah-ibadah formil seperti salat, puasa, naik haji dan
sebagainya.’

Islam memiliki sistem pemerintahan sendiri, maka sistem
pemerintahan nasionalisme sebagaimana yang dipraktikkan kebanyakan
negara-negara mayoritas Muslim hari ini sangat bertentangan dengan
prinsip Islam. Sistem nasionalisme yang mengagungkan kebangsaan di
atas segala-gala yang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam
yaitu prinsip yang menciptakan persamaan kedudukan manusia.!® Untuk

8 Lihat Q.S. al-An’am ayat 57, Q.S Yusuf ayat 40 dan 67. Lihat juga Kalim Siddiqui, Srages of
Islamic Revolution, (London: The Open Press, 1996), h. 75; Muhammad Hashim Kamali, The Principle
of Islamic Jurisprudence, (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1995), h. 8-9; Wazir Akhtar, Economic
in Islamic Law, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1992), h. 23. Hasanuddin Yusuf Adan, “Siasah dan Konsepsi
Syura™, dalam /slam, Peristiwa, minggu pertama, September 1990, h. 4.

9 Abdul Qadir Audah, Harta dan Pemerintahan dalam Islam. (Alih bahasa, Haji Salahuddin
Abdullah), (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, t.th.), h. 151.

10 Muhammad Asad, Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam, (Kuala Lumpur: Thinkers

Dipindai dengan CamScanner

e


https://v3.camscanner.com/user/download

STRUKSI HUKUM DALAM PRANATA SOSIAL ISLAM

26 MEMA}{»\MI DESKON

tlah disayangkan kalau banyak negara yang diduduki umat Islam
atle stem Islam secard penuh dan sempurna.
an pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh bukan|gp,
sekedarimplementasi sebuah hukum atau undang-undang yang mengatur

dan berkepentingan untuk keperlu.an rakyat dalam'sebuah negara saja dj
dunia ini. iamemegang peran penting dalam mewujudkan sebuah negara
adil, berwibawa, dan dapat mer}se]ahterakan umat”balk di dunia maupup
di akhirat kelak. Dengan demikian penerapan syariat l-slam di Aceh tidak
dapat dipisahkan dengan pengurusan negara sebagaimana yang sudah
pernah dijalankan Rasulullah Saw. zaman dahulu.

Namun apa yang Kita sayangkan untuk Aceh hari ini dengan
kelengkapan undang-undang Rl untuk plelaksanaan syari'at Islam dj
Aceh, namun syari‘ah belum juga tegak di Aceh sebagaimana mestinya.
Hal ini sangat berpengaruh oleh prilaku para politikus yang menguasai
pemerintahan Aceh ditambah dengan sikap apatis yang dimiliki rakyat
Aceh sekarang sehingga syari‘at Islam belum maksimal dijalankan sampai
sa'at ini. jadi, implementasi syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan
siyasi belum nampak kejelasan bagaimana ia akan berakhir, akankah ia
tegak dengan megah sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman nabi
dan khulafaurrasyidin atau terus terjepit oleh kejahilan dan kekejaman
para pelaku politik di Aceh sekarang ini.

jtu sang :
tidak berlaku SISt€
Dengan demiki

B. Syari’at Islam di Aceh dalam Pergumulan Siyasi

Semenjak zaman penjajahan Belanda, Aceh sudah menjalankan
syari'at Islam dalam wilayah hukumnya, namun kebijakan politik dan
sistem hukum Belanda yang membuat pelaksanaan syari'at Islam di
Aceh terganjal dan terkendala oleh rumusan politik dan hukum penjajah
Belanda tersebut. Di awal masa penjajahan, Belanda sudah memiliki dua
!(epentingan; kepentingan ideologi dan kepentingan materi. Kepentingal
ideologi adalah mereka ingin menguasai Aceh yang penghuninya hampir
seratus persen muslim dengan memberlakukan hukum mereka sebaga!
pengganti syari‘at Islam. Mereka berhasil karena sampai hari ini baik di
Indonesia maupun di Aceh yang berlaku adalah hukum Belanda dan tidak
berlalfu hukum Islam.Sementara kepentingan materi adalah; mereka
g‘englngmkan hasil alam Aceh yang melimpah ruah dapat dikuasai dan

apat m;;‘ﬂbafltlil kghidupan mereka dalam waktu lama.

" anjak dari dua kepentingan inilah maka implemerte
?iyi;:lr(;iztésellamddl Aceh selalu berhadapan dan terkendala dengan pohtg:

anda di zaman penjajahan yang berefek sampai kehari i

Zaman penjaj ara
e Penjajahan yang menghalang implementasi syari'at Jslam S€C&T
tbrary Sdn. Bhd, tth.), . 6] - R

mentasi
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menyeluruh di Aceh adalah kaum Belanda sendiri karena wilayah inj
dikuasai mereka secara politis dan ideologis.Namun efek darj penguasaan
zaman ituterus berlanjut ke zaman kini yang membuat generasi Kini
belum mampu keluar dari lingkaran hukum dan ideologi warisan Belanda.
Warisan tersebut sebetulnya langsung atau tidak langsung pernah juga
berinterval kepada penjajah Jepang selama lebih kurang tiga setengah
tahun yang kemudian tertular kepada bangsa Aceh sendiri baik secara
sadar ataupun tidak sadar.

Secara historis, semenjak zaman kerajaan Aceh Darussalam
dahulu kala Aceh sudah mengimplementasikan syari'at Islam dalam
bermasyarakat dan bernegara.Kerajaan Aceh Darussalam merupakan
salah satu kerajaan yang berhasil mengayomi negeri berdasarkan Syari'at
Islam semenjak diazaskan oleh Sultan Ali Mughayyatsyah sampai ke
puncak kemegahannya di zaman sultan Iskandar Muda Meukuta Alam.
Kenyataan yang tak dapat dibantah telah terbukti dalam perjalanan
kerajaan Aceh Darussalam sehingga ia mengalami kemunduran yang
sangat fatal di masa sultan Muhammad Daudsyah yang ditangkap
oleh Belanda tahun 1903. Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan
diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak
serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda, namun
kedaulatan Aceh tidak pernah diserahkan kepada Belanda. Saat

“itu, Ibukota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun

perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di
pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya jepang
masuk dan menggantikan peran Belanda.!

Di era reformasi Aceh telah dipimpin oleh beberapa orang gubernur
yaitu; Abdullah Puteh, Azwar Abu Bakar, Ramli Ridwan, Mustafa
Abubakar, [rwandi Yusuf, Tarmizi Karim, dan Zaini Abdullah. Dari tujuh
orang gubernur tersebut yang banyak menghasilkan nuansa syar’i hanya
masa Abdullah Puteh.Bersama dengan kepala Dinas Syari’at Islam Al Yasa
Abubakar, masa Abdullah Puteh banyak melahirkan qanun, peraturan-
peraturan dan instruksi-instruksi gubernur tentang pelaksanaan syari’'at
Islam di Aceh.!? Sementara masa Irwandi Yusuf mengalami kegagalan
yang sangat fatal implementasi syari'at Islam di Aceh karena ia menolak
dan tidak mau menandatangani qanun jinayah dan acara jinayah yang
sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 14
September 2009, Qanun tersebut kembali cair dan dibahas ulang keti?m
Tarmizi Karim menjabat gubernur Aceh dalam beberapa bulan saja,

1thttp://id.wikipedia.org/wiki/Aceh, diakses tgl. 19/10/2013. \
12 Wawancara dengan Ibnu Sakdan, Kepala Kantor Kemenag Aceh, Banda Aceh,
13 Oktober 2013,
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setelah tuntas dibahas iapun berakhir tugasnya dan dilanjutkan oleh
gubernur Zaini Abdullah. Masa ini 33 ormas Islam bersilaturrahmi dengan
gubernur meminta agar menyegerakan pengesahan Qanun Jinayah
dan Acara Jinayah, tetapi gubernur membelit-belitkan bicara dengan
utusan ormas Islam tersebut yang sangat terkesan mengelak untuk tidak
mengesahkannya bersama DPRA.!3

Padahal di awal terbentuknya Dinas Syari'at [slam, para pegawai di
kantor tersebut sangat antusias dalam bekerja sehingga dalam waktu
dekat dapat mendistribusikan program kerja dan berbagai bantuan
kepada masyarakat di seluruh Aceh. Tahun 2002 lahir da’i perbatasan,
PMMS", bantuan modal usaha kepada majlis ta’lim seluruh Aceh,
membangun Islamic Center di Jalan Soekarno-Hatta, karena terkendala
kemudian diserahkan kepada PU Panca Marga yang diwakili Mawardi
Nurdin. Tahun itu juga Dinas Syari’at Islam Aceh mendistribusikan
sarana-sarana ibadah seperti ambal, sajadah, mikrofon, jam dinding
kepada masjid-masjid, meunasah-meunasah seluruh Aceh, juga melatih
camat-camat, imuem masjid, Kepala KUA kecamatan sampai tahun 2004.
UPTD Dakwah tahun 2006-2005 menangani seluruh barak pengungsi
akibat tsunami.!®

Karena lemahnya pemahaman dan komitmen syari'ah dari pihak
penguasa dari dulu hingga kini, maka sampai hari ini hukum jinayah dan
acara jinayah belum wujud, akibatnya pelaku kejahatan yang melanggar
syari’ah di Aceh belum bisa ditahan polisi/jaksa. lajuga tidak bisa diproses
karena tidak dianggarkan biaya. Jadi setelah lemah dalam bidang regulasi,
pelaksanaan syari’at Islam di Aceh lemah lagi dalam penetapan anggaran
biaya operasional untuk keperluan itu.'®

Saat ini pelaksanaan syari’at Islam di Aceh berada pada titik yang
sangat memprihatinkan. Sudah lebih sebelas tahun ia diumumkan
tetapi pelaku maksiat, pelaku kezaliman dan pelanggaran lainnya masih
terus merajalela mulai dari ibu kota Banda Aceh sampai ke perkotaan
dan perkampungan rawan ‘agidah di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
Tenggara, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. Muslim Aceh yang tidak
shalat cukup sangat banyak, mereka yang berzina, minum khamar,
membunuh dan seumpamanya tidak kurang jumlahnya, sampai kepada
para muallaf yang setelah memeluk agama Islam tidak ada yang mengajar
mereka tentang penguatan agidah, penguatan ibadah, penguatan akhlak

13Serambi Indonesia, Rabu 20 Februari 2013. .
14 PMMS (Pembinaan Masyarakat Mulya Sejahtera) adalah salah satu program kerja pemerintah Aceh
waktu itu ntuk memberdayakan ekonomi masyarakat Aceh di perkampungan.

15 Wawancara dengan M. Ali Alamsyah, mantan kepala bidang SDM merangkap
kabag TU, dan UPTD Dakwah Dinas Syari’at [slam Aceh, Banda Aceh, 8 Oktober2013.

16 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan
Dakwah Aceh, Banda Aceh, 12 Oktober 2013,
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dan penguatan sumber ekonomi keluarga, sehingga mereka terlantar dari
sentuhan ilmu pengetahuan Islam.

Walaubagaimanapun, implementasi syari'at Islam di Aceh hari
ini terpesona oleh sepak terjang dan iklim politik yang dimainkan para
pemain politik baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan
birokrat.Sudah lebih tiga belas tahun Aceh berlaku syari‘at Islam tetapi
belum lagi berjalan sebagaimana mestinya. Padahal masa 11 tahun itu
sudah cukup lumayan berhasil bagi seseorang yang menanam sesuatu
pohon dalam kehidupannya, ia sudah dapat memetik hasilnya yang
memuaskan. Tetapi untuk syari'at Islam di Aceh sudah 11 tahun berjalan
belum juga dapat diandalkan.

Seandainya kondisi semacam itu diletakkan dalam satu pertanyaan;
kenapa terjadi begitu?. Maka minimal jawabannya ada dua sisi, sisi
perangkat keras (hardware) dan sisi perangkat lunak (software). Sisi
perangkat lunak yang kita maksudkan di sini adalah perumusan dan
pengesahan hukum materil dan hukum formil oleh pihak DPRA sehingga
Aceh memiliki pegangan dan pedoman dalam menjalankan syari’at Islam
di wilayahnya.Sementara menyangkut dengan perangkat keras adalah
ada dan siap bagi seluruh pemimpin Aceh beserta staf-stafnya baik di
peringkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman sampai
ke gampong-gampong untuk menjalankan kandungan ganun tersebut
dengan rapi, serius, sungguh-sungguh dan terukur.'’

Dua sisi inilah yang belum wujud dalam masa 11 tahun sudah
berjalan syari'at Islam di Aceh sehingga para penegak hukum sering
tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak didukung oleh software
dan hardware tersebut. Lebih ironis lagi, ketika unsur politik masuk
dalam sistem pemerintah Aceh, para penguasa Aceh lebih memilih tidak
menjalankan syari'at Islam dengan mengikuti kehendak non muslim
ketimbang mensejahterakan bangsanya dengan hukum Allah tersebut di
wilayah yang sudah sah berlaku hukum tersebut.

Di sisi lain juga muncul dua hal yang mencerminkan wajah syari'at
Islam Aceh yang mandek dan tidak berjalan semestinya. Kedua hal
tersebut adalah rumusan syari'at Islam yang diangkat dalam qanun-
qanun Aceh hanya berkenaan dengan jinayah, mu’amalah dan munakahat
Saja.Sementara sisi lain yang sangat penting perannya untuk manjalankan
hukum Islam yakni siyasah sama sekali tidak disentuh-sentuh.

Dengan kondisi semisal itu membuat para pelaku politik cenderung
melakukan kesalahan-kesalahan dalam amalan politik mereka karena
tidak ada aturan baku yang menghambatnya. Efek dari itu terjadilah
saling tipu, saling rebut kursi dan jabatan, saling teror, saling bunuh

17 Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kasi Hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh,
9 Oktober 2013,
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. 4k komprehensifnya payung hukum d
dan sebagainyd: ?q[?ll):ltar::ddi Aceh semacam itu x.n.aka hal?curlah huaklzm
pelaksanaan Syarn;enya"gk“t dengan amalan politik ml:lSllm di Aceh,
[slam khususnyd dalah perlakuan para pelaku politik dj Aceh yan
Sisi kedua addi yari’aHSlam karenakejahilannya.Merekama]alg]

isihkans Tia i
cenderungmenylslhk‘m ‘at Islam kita jalankan di Aceh, Acepy

au syari

. anggap kalau . ,

ada yang mengat . .18 kiran semaca

1(I:1nyketginggalan dan tidak maju.”” Pemi m f Merupakap

) . atau memasukkan bola ke gawang sendirj ¢
pen]iklr;:ﬂ] b:g‘;;‘a ﬂ;rlii_al)ua sisitersebut.sa}ngat mquhambatpelaksanaan
pertﬂndmlga] di Aceh dari dulu hingga kini. Lebih disayangkan lagi adalah
syarl a‘t lisna:ceh semenjak hukum Islam diberlakukan di Aceh belym ada
p::;":nzmihak seratus persen kepada pelaksanaan syari’at Islam, Malah
:da di antara mereka yang dengan lantang menyatakan syari'at Is|ap,
bertentangan dengan hukum naswn.al. .

Pergumulan kepentingan politik antar partai terutama partai lokg]
di Aceh menjadi kelemahan lain bagi penegakan syari'at Islam dj Aceh,
para pelaku politik tidak cukup waktu untuk mengatur kesejahteraan
bagi rakyatnya dan tidak berkesempatan untuk membangun bangsa dan
negara karena sibuk dengan pertengkaran antar sesama pelaku politik
dari berbagai partai politik. Begitulah nuansa implementasi syari’at Islam
di Aceh semenjak ia diisytiharkan sampai ke hari ini.

Di sisi lain, para intelektual kampus, para ulama masing-
masing sibuk dengan menjaga jabatannya sehingga samasekali tidak
berkesempatan untuk menegur, mengarahkan dan menyarankan sesuatu
yang membangun kepada para pelaku politik. Para pelaku politik hari ini
betul-betul mengedepankan kepentingan partainya masing-masing plus
kepentingan kaum, golongan dan keluarga. Tidak heran jika perjalanan
syari‘at Islam di Aceh belum naik-naik kelas semenjak ia duduk di kelas
satu tahun 2003 /1422 sampai kehari ini. Kalau mau dikonkritkan dengan
ana_lisa yang lebih rasional maka nampak belum ada yang menonjol
perjalanan syari‘at Islam di Aceh apabila diukur dengan figh jinayah
yang membawahi qishash, hudud dan ta’zir. Qishash samasekali belum
g;ﬁf:;?; ‘:{i Aceh, hudud baru peminum khamar saja yang dih“kt‘;zl
Pemberontaknmmal lain yang berkenaan dengan zina, qazaf, mu; b
oleh implemean' perampokan, dan pencurian sama sekali belum dise

et ntasi syari'ah di Aceh, da
kalangar'l orar I Yusuf dan Zaini Abdullah yang keduan.yl nkan
Syariat Isl. E GAM. Terkesan mereka tidak bersedia menja aanya

M Kaffah di Aceh yang dibuktikan oleh perilaku kedv

18 Wawancay

Provingi Aceh, 1, a dengan M. vy,

(FPD
usuf Al- . o . mbela [slam
anda Aceh Raby 09 ORIOiS?T;‘f;VI' mantan Ketua Umum Forum Pe¢
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baik yang menyangkut dengan omongannya, perlakuannya, lenggak
lenggoknya dan sikapnya yang belum nampak membela, membantu
dan memperjuangkan syari‘at Islam. Irwandi Yusuf sudah membuktikan
tidak mau menandatangani Qanun Jinayah dan Acara Jinayah yang telah
disahkan DPRA 14 September 2009. Zaini Abdullah telah membuktikan
keengganannya dihadapan 33 orang tokoh dan utusan ormas Islam di
kantor gubernur Aceh ketika mereka memintakan agar gubernur Zaini
Abdullah segera memproses kembali qanun jinayah dan acara jinayah
untuk disahkan secepat mungkin.'?

Berpijak pada dua pengalaman tersebut dan kaitannya dengan
eksistensi iklim perpolitikan Aceh ke depan yang di lapangan terkesan
didominasi oleh Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA), maka
sulit dapat dikatakan syari'at Islam di Aceh masa depan akan berjaya
seandainya salah satu partai tersebut yang memenangi pemilu 2014 nanti.
la juga akan sulit bagi syari’at [slam sekiranya kursi DPRA didominasi
oleh dua partai lokal, karena keduanya telah terbukti tidak suka syari’at
Islam di masa lalu. Hayalan itu dapat diperkuat lagi oleh eksistensi partai
nasional yang berbasis sekuler dengan menampilkan tokoh-tokoh sekuler
dalam pemilu mendatang. Maka lagi-lagi wajah syari’at Islam Aceh ke
depan nampak suram dan hampa, kemanakah bangsa Aceh yang cinta
syari'at Islam itu harus mengadu lagi sementara para pemimpin mereka
berkisar dari orang-orang anti syari’ah ke orang anti syari’'ah lainnya.

Pergumulan politik lokal di Aceh hari ini baik antar sesama partai
politik lokal maupun antara partai politik lokal dengan partai nasional
atau antar partai politik nasional dengan partai politik nasional lainnya,
tidak ada wajah Islam yang dapat diletakkan harapan pelaksanaan
syari'at Islam di Aceh di masa depan. Kondisi perpolitikan masyarakat
Aceh periode ini tidak banyak lagi orang yang berpartai dan berpolitik
atas dasar ibadah dengan memilih dan beramal melalui partai politik
Islam. Melainkan mereka beramai-ramai melihat partai apa yang ada
kemungkinan mendapat dukungan rakyat dengan cara bagaimanapun
juga, maka kesanalah mereka bergabung walaupun partai itu condong
menyisihkan syari'at Islam. Konkritnya mereka berpolitik bukan bahagian
daripada ibadah melainkan bahagian daripada mencari nafkah.?

Keyakinan umat Islam Aceh untuk menjalankan syariat [slam
lewat arena politik negara sudah sangat menipis di periode ini sehingga
cenderung kalau salah satu dari dua partai lokal yang bersaing kuat
memenangi pemilu 2014 mendatang, maka kondisi syari’at Islam kembali
mandeg dan tidak berjalan dengan sempurna. Apalagi kalau sempat

19 Lihat Serambi Indonesia, Rabu 20 Februari 2013.
20 Lihat bab pertama dalam buku Hasanuddin Yusuf Adan, Elemen-elemen Politik Islam, (Yogyakarta:
AK Group, 2006).
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i : dari kalangan mereka lebih pedih lagj
::;-;:]lll(lﬁg:\lggl:llll(: depan. Pasalnya pihak-pihak Iaiq baik d
ulama, dari kampus maupun tokoh .masyarakat lam-ny
dengan implementasi syari’at'lslam di A_ceh sekarang 1n1

Ketika para penguasa tidak menjalankan syari'at [slam
sekarang ini tidak ada satu pihakpun yang berupaya dengan s
sungguh dan berkesinambungan mendt‘asak penguasa Ace
menjalankan syari’at Islam di Aceh. Sehmgga sepintas dipr
syari‘at Islam Aceh akan mengalami degradasi hebat yang ber
wujudnya nasionalisme Aceh yang sangat dahsyat di masa de
itu yang terjadi maka apa yang sudah pernah terjadi di Mesi
di Iraq kembali terwujud di bumi Aceh. Aceh akan menjadi wilayah
[slamis sekularis yang diinginkan pihak luar dari kalangan non muslim,
Menyimak perjuangan dua partai lokal Aceh yang sangat kuat bersaing
tersebut arahnya menuju kepada Aceh yang Islamis sekularis atau Aceh
yang Islamis nasionalis. [tu bermakna tolak tarik di awal kemerdekaan RI
antara kubu nasionalis [slamis dengan kubu nasionalis sekularis kembali
wujud untuk Aceh.

Sungguh sangat disayangkan dan rugi besar kepada Aceh dan
bangsanya apabila kemungkinan tersebut dapat wujud di Aceh pasca
pemilu 2014 mendatang. Aceh akan kehilangan identitas peninggalan
para endatu, Aceh juga akan kehilangan dignity diri dan Aceh akan
kehilangan marwah dan harga diri yang telah lama bertahan karena
Islam dan syari’at Islam. Sungguh disayangkan nasib Aceh yang dipimpin
orang-orang jahil Islam sehingga bersahaja atau tidak mereka telah
merubah wajah Aceh dari [slamj menjadi sekulari. Kalau demikian adanya
maka wajah Aceh ke depan akan tidak berbeda dengan Sumatera Utara,
dengan ibukota Jakarta, dengan Bandung, Jogja dan Surabaya. Aceh akan
kehilangan warna asj yang Islami dan akan diserbu oleh non muslim atau
para sekularis dalam upaya memajemukkan Aceh seperti wilayah lain
yang sudah berhasi] dihilangkan nuansa dan gezah Islamnya.

ZlSib Syari;at
ari kalangyy,
a terkesan pasif

di Aceh
ungguh.
h untyk
ediksikan
efek pada
pan. Kalay
I, di Turki,

C. Kesimpulan

Perjalanan pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh mengalami dan

Panjang yang melelahkan dari zaman ke
wilayah-wilayah ai 4 enjadi. wilayah khas dibandingkan deqr:ﬁi::
lampau kg yah lain dj Indonesia, Maju dan populernya Aceh.z¢ ok
Negaran ;fna Aceh mengamalkan syari‘at Islam dalam pemel‘mtf'q_; N
lcpang. gilaﬁ:jzaznnyg perjuangan perlawanan Aceh terhadap p.e)ly;--‘:;]g
dengan syarjay 1| an Fortugis juga karena Aceh berjuang dan ber]

. ran
am dan atas dasar s]a, Ada kemungkinan pergese’
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perjuangan oleh generasi pelanjut hari ini akan memutar jarum jam
sejarah Aceh dari arah Islam ke arah nasionalis atau sekularis, untuk itu
kesimpulan berikut ini barangkali dapat menjawab persoalan tersebut.

Dalam sejarah bangsa Aceh dan pemerintahan Aceh pernah maju jaya
bersama dengan mengamalkan sistem Islam dalam pemerintahannya.
Pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh tempo dulu sudah menghantarkan
Aceh berada pada posisi mulia dalam percaturan politik dalam dan luar
negeri. Pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh dalam pergumulan siyasi hari
ini cenderungakan merugikan Islam dan merugikan Aceh serta bangsanya
karena efek dari pergumulan tersebut mengarah pada munculnya gerakan
nasionalisme dari para pemimpin-pemimpin sekuler.

Implementasi syari‘at Islam di Aceh dalam pergumulan siyasi hari
ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak wujud kekerasan,
teror meneror dan keengganan dari pihak penguasa Aceh untuk
menjalankannya.Akibat dari pertarungan dan pergumulan siyasi antara
sesama partai politik baik lokal maupun nasional telah memunculkan
sikap apatis terhadap partai Islam dan simpatik partai sekuler sehingga
melahirkan pemikiran, perilaku dan amalan sekuler dalam berpolitik
muslim Aceh yang berefek gagalnya implementasi syari’ah di Aceh.
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HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dr. Analiansyah, M.Ag

A. Pendahuluan

Pembuktian terbalik adalah nama suatu teori dalam beban
pembuktian yang mana pembuktian diembankan ke pundak terdakwa.
Di Indonesia teori beban pembuktian terbalik berlaku setelah undang-
undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) diterapkan, yaitu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan pembuktian terbalik ini hanya
khusus ditetapkan pada pemberantasan Tipikor, sedangkan pada
tindak pidana lainnya berlaku beban pembuktian hukum acara, yaitu
beban pembuktian yang diembankan kepada pihak pendakwa dan juga

terdakwa.!
Dalam wujud pemberantasan tindak pidana korupsi, pembuktian

diembankan ke pundak terdakwa. Terdakwa, dalam hal ini, diminta untuk
memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan hartabenda
isteri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang

1 Syaiful Bakhri, Beban Pembukilan dalam Beberapa Prakiik Peradilan. (Jakarta: Gramata
Publising, 2012), h, 41.
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ai hubungan dengan perkara yaqg.didakwakan_z
diduga mempun 3 Hamzah, undang-undang Tipikor menganut g,

Mepurut An ate lex generalis (aturan khusus mengenyampingka;
lex specialis dearog dasar ini pula terdapat kekhususan dibidang huky
aturan umum).® Atas ban pembuktian dan alat-alat bukti. Untyk bebm
formilnya, sepert b.e iielaskan di atas, diterapkan beban pe -

. seperti dijelaskan ; Pembukti,
Pemb‘,'k“arli ° pkan alat-alat bukti adalah yang disebutkan dalam Kitah
terbalik. Sed‘;’r“g Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)
g'nda:]bg;;h r:jengan alat-alat bukti lain, yaitu informasi yang diucapkap,
d;:(a;:im, diterima, atau di'simpan secara elektropik dengan alat optik
atau yang serupa dengan itu; dolfumen, yakni setla;_) rekaman data atay
informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang
di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam
secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

Beban pembuktian yang diatur dalam KUHAP menganut teori beban
pembuktian hukum acara, yaitu beban pembuktian yang berimbang
antara para pihak. Penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat
bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan
hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa dan terdakwa berhak
memberikan bukti-bukti untuk menyanggah dakwaan atas dirinya$
Sementara alat bukti yang diatur dalam KUHAP terdiri dari: keterangan
saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan
terdakwa.®

Dalam studi hukum Islam, kajian beban pembuktian perlu mendapat
tempat yang luas, karena diyakini hukum Islam memiliki ruang lingkup
yang syumul (mencakup semua hal). Dengan demikian meskipun jumlah
nas al-Qur'an dan hadis Nabi saw terbatas, namun tidak berarti secara
konsep memiliki keterbatasan pula. Para ulama telah memberikan
pemikiran dan metode yang dapat digunakan untuk pengembangan
hukum Islam,

Perlu digambarkan di sini bahwa menurut ulama, hukum Islam
Pada dasarnya menganut konsep beban pembuktian berada di pundak
pendakwa (mudda 1).” Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang berbuny®

2 Ibid

(]ak3 A.ndi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
il't;. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2
» 1L 2. r
30 Tahunasrz)l‘}%)()[A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang o
5 Syaiful ;:&ng Zer;‘)bcramasan Tindak Pidana Korupsi.
ri, i
& Andt Thori : um Pembuktian ..., h.29-30,

kum Acara piq i
7 Anshorudg; @ Flaana Indonesia, h. 256-273. . akarta:
Pustaka Pelajar, 20(1)141)”;1'.,(:;'2” Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. (Y08
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S gn de oty bl e &t 16 oy e 1 o N Yoy o il )
(Csdaflly 4ty 2l oy

Artinya: Dari Ibnu Abbds r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda:
bayyinah atas pendakwa dan sumpah atas orang yang
mengingkarinya. (HR. Malik, Ahmad dan al-Turmuzi).

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyusun satu kaedah kulliyah
lain untuk memperkuat ketentuan beban pembuktian berada pada
pendakwa, yaitu:

LN Y oyl % Sy s

Artinya: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.

Menurut ulama mazhab terma bayyinah dalam hadis di atas
dimaknai sebagai saksi. Saksi, menurut ulama, disebut sebagai alat bukti
yang paling kuat. Jadi apabila ada orang yang mendakwa sesuatu maka ia
harus mendatangkan saksi sebagai alat bukti yang paling kuat. Apabila
pendakwa memiliki alat bukti saksi, maka ia dimenangkan tanpa perlu
meminta alat bukti dari pihak terdakwa. Terdakwa untuk menyangkal
dakwaan dapat mengajukan sumpah. Dalam hal ini kesaksian saksi
lebih diutamakan daripada sumpah. Sumpah dalam pembuktian hanya
digunakan manakala tidak terdapat saksi atau terdapat saksi namun
tidak mencukupi. .

Ketentuan ini dikuatkan dengan hadis lain, yang artinya: Dari
‘Algamah bin Wa'il bin Hajar al-Hadhrami dari Bapaknya ia berkata:
Datang menjumpai Rasulullah (dua orang laki) seorang laki-laki dari
Hadhramaut dan seorang laki-laki lagi dari Kindah, kemudian orang
Hadhramaut berkata kepada Rasulullah saw: sesungguhnya dia telah
merampas tanah milikku. Kemudian orang Kindah itu berkata: Itu tanahku
(karena berada) di tanganku, aku yang menggarapnya, dia (orang
Hadhrami) tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut. Lalu Rasulullah
saw bertanya kepada orang Hadhrami: adakah engkau memiliki bayyinah
(bukti). Dia menjawab: Tidak ada. Rasul bersabda bagimu sumpahnya.
Kemudian aku berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki bayyinah

8 Al-Turmudzi, Sunan al-Turmuzl, Juz. 111, (Beirut: Dar lhya' al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 626; Abu
Bakar Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali al-Bayhaqi, al-Sunan al-Saghir (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyah,
1992), h. 516; Malik bin Anas Abu ‘Abd Allah al-Asbahi, Muwaththa ‘al-lmam Malik. Juz. 1, (Damsyiq:
Dar al-Qalam, 1991), h. 33. 4

9 Asymuni Abdurrahman, Qa'idah-Qa'idah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 57; Lihat
Juga A. Djazull, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyvelesaikan .llu.ml.)h-matmlah
yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 157. Menurut Anshoruddin, kaidah kulliyah ini dibuat
ulama berdasarkan hadis di atasnya. Lihat Anshoruddin, Hukum Pembuktian.... h. 42
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, . saw bersabda: maka sumpahnya. Kemygio .
(bukti). ,‘,cmud:al:n’;’;f:;"f;; dia tidak ada {mginya sumpah, Nabl,'a Za'::,
berkata lagt: [sc}f[ada bagi darinya kecuali tu (sumpahnyq), Kemudiq),
mcnjawab-: tia Ztuk menyumpahnya Kemudian Rasulul/qh saw bersapgq.
memutuskan u nnva apabila bersumpah atas pemilik secqrq zhah‘n;
Bahwa sesungguiny Allah ‘Azza wa jalla menemuinya dan djq dalam

. ' »makannya, y 2 )
;\ ;,l":'rlz(:;:l(;:r;;ungnya. (HR Abu ‘Awanah dari ‘Abd al-Muluk bin ‘Umgj, bin
1

‘Algamah bin Wa'il)."°

Menurut Anshoruddin, un_gkapan: "Tidak ada yang lain bagimy
darinya kecuali itu” dapat dlter_Jemahkan secara bsbas .deng_lan: “va
bagaimana lagi tidak ada la'm dar_mya lfecuah sumpah”. Artinya jika dari
tergugat misalnya memiliki bukti selain sumpah maka Rasulullah sayy
tentu akan mempertimbangkannya.11

Hadis di atas oleh para sarjana muslim digunakan juga sebagaj
dasar argumentasi bahwa Islam menerapkan asas praduga tak bersalah,
Sebagaimana dianut juga dalam asas pidana Indonesia.'? Karena pada
dasarnya setiap orang bebas dari kesalahan sampai dapat dibuktikan
sebaliknya. Dengan demikian seseorang tidak dapat dihukum sampai
jaksa dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah. Apabila
jaksatidak dapat membuktikan dakwaannya, terdakwa harus dibebaskan.

Dewasa ini Indonesia telah menerapkan sistem beban pembuktian
terbalik, yaitu beban pembuktian juga ada pada terdakwa. Hal ini disebut
sebagai teori pembalikan beban pembuktian. Dalam teori dan praktik
beban pembuktian ini dapat diklasifikasi menjadi beban pembuktian yang
bersifat murni maupun yang bersifat terbatas. Pada hakikatnya beban
pembuktian ini merupakan penyimpangan hukum pembuktian, dan
merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi."”

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk
menegakkan keadilan dibutuhkan aturan khusus untuk kasus-kasus
tertentu'seperti korupsi, dalam hal ini adalah beban pembuktiannya. Di
Ll;ic:rl‘esm atll:ran'khusus di pidang penanganan korupsi adalah penerapa;l
beban P:r’:b Ulift_lan terbalik. Sedangkan ketentuan umumnya adalah
sendiripterdz:l ol berada pada penuntut umum. Dalam Islam
dimungkinkannya ey ey Mamun dalam Kasus perdata yat
demikian diper}lluk:n aE i mbUktl?n berimbang atau prosessull. DS\ n

aJian spesifik untuk menjelaskan pandang

10 Muhammag bin |
sha
|406'H). h 631632 Ansh
mcm;llki makna yang sama
1A i

i ;;il;::;’l.[;ddm. .llukum I’embu/cll’cm,...h 45-46

akhri, Hukum Pembuk | ’
g Uktian ..., h, 29-30.

a|-Ri$8mh‘

 bin Yahya bin Mandah, al-Iman, Juz. 11, (Beirut: Mu’assasah e

oruddin mengutip teks hadis yang berbeda, karena berbeda rujuk

; A
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hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik ini.

Melihat diskursus perkembangan teori beban pembuktian
dalam hukum pidana umum, tentu, perlu juga dibahas ketentuan beban
pembuktian terbalik dalam pandangan hukum Islam. Apalagi nota bene
mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Islam, sehingga ketentuan
ini dapat sejalan dengan jiwa ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Pada sisi
lain adalah menyangkut juga bagaimana diskursus perkembangan teori
beban pembuktian dalam hukum Islam dan berbagai ketentuan lain yang
menyertainya. Ketentuan lain tersebut adalah bahwa pembahasan teori
beban pembuktian tidaklah berdiri sendiri, namun terkait juga dengan
berbagai aturan lainnya, seperti ketentuan pencatatan jumlah kekayaan
aparatur penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa Indonesia dalam
menangani kasus korupsi telah membuat aturan khusus yang keluar
dari ketentuan KUHAP, yaitu penerapan beban pembuktian terbalik.
Dalam hukum Islam beban pembuktian terbalik ini perlu juga mendapat
pembahasan yang mendalam. Sebagai persoalan kontemporer hukum
Islam harus memberi jawaban yang tegas terhadap eksistensi beban
pembuktian terbalik tersebut. Atas dasar alasan ini, yang menjadi fokus
permasalahan dalam tulisan ini adalah pandangan hukum Islam terhadap
beban pembuktian terbalik. Untuk membahas masalah ini, penulis
menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-
undangan) dan Ushul Figh. Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur beban
pembuktian pada umumnya dan bagaimana pula beban pembuktian
terbalik. Sedangkan Ushul Figh digunakan untuk menguraikan beban
pembuktian terbalik dari perspektif hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah
peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak
pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku relevan
yang menjelaskan beban pembuktian terbalik.

B. Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Terbalik

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio yang
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ti merusak,14 Dalay
corruptore berar M bah

1akna penyuapan, qtz:]UataLl corrupt, dalam bahasa Belandgy iseby,

bernris disebut Corruptlo'stilah tersebut diartikan sebagaj keburukan

Inggri® Secara harfiah ' 15Dalam kamus Bahasalndonesia Korre,

coruptie. 'dakjuluran' ald ) rupSl

kan, atau keti atau penyalahgunaan uang nagnn

e 7 1gan penyelewengan inya) untuk i Bara

diartik:lr:a:rfl irganisasi, yayasan, dan sebagainya) untu Suntungap
(peruS ’ " .16

pribadi atau -Oral;(i:z;Si dalam Undang—Undar.lg .I-\lomor 31 Tahup 1999

Pengertl;‘:rantasan Tidak Pidana Korupsi dijelaskan dalam pagy 2

ntang Pem ‘L
Le 3. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: huk elakukan
L orang yang secara melawan hukum m

el kaya diri sendiri atau orang lain yang suaty korp

memperkay ikan keuangan negara atau perekonom;j

dgp_:;\it nr:ilr:nggan pidana penjara seumur hidup atau pid

d:;iln; singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

ﬁan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (du-a.ratu

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar r

Perbuatap
orasi yang
an negary,
ana penjara
puluh) tahyp
S juta rupiah)
upiah).

Pasal 3 berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendirj atay
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewer-lalr;g?n,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena ).abatag
atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabata

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negarah?\;au
perekonomian negara, dipidanadengan pidana penjara seurrll'ur 113:12
atau pidana penjara paling singkat 1 (sat.u) tahu'n. dan %aolg(g)o g
20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.

: 0,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00
(satu miliar rupiah)

. . 3 ba ai
Tindak pidana korupsi dalam pasal 2 di atas dipahami sebag

uatu yang
tindakan Seseorang secara melawan hukum melakukan ses
dilarang ol

iri sendiriatau
eh undang-undang dalam bentuk memperkaya dirise
orang lain secara tid

ian keuangan
ak benar yang berakibat pada kerugian k
atau perekonomian negara. | aan
: . ahgun
Dalam Pasa] 3 disebutkan bahwa korupsi adalah peni;:ltuktlljuan
Wewenang»kesempatan,atausaranayangadapadaseseorang i, Pasa
Menguntungkan dirj sendiri atay orang lain atau suatu korp
INi mengatyr tin

akan
. ahguné
dakan korupsi dilakukan melalui menyal
141bid., 1, g, "
i i - A e
1SAmlrudd|n, Korupsi dalgp, Pengadaan Barang dan Jasa. h. 28. _ { Bahasan. Edisl
epartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusa
akarta: Gramegj, Pu

staka Utama, 2011), h. 736.
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kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang mengakibatkan
kerugian negara.

b. Beban Pembuktian Terbalik dalam Penanganan Korupsi

Pakar hukum pidana Indonesia, Andi Hamzah, mengatakan UU
pemberantasan tindak pidana korupsi menganut asas lex specialis derogat
lex generalis (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum)."”
Kita dapat melihat contoh kekhususan ini pada prosedur pembuktian dan
alat bukti. Pemberantasan tindak pidana korupsi diberlakukan sistem
beban pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab langsung atau
tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability)."*

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik
disebutkan pada dua pasal, yaitu Pasal 37 dan 38. Berikut ini dikutip
bunyi pasal-pasal tersebut untuk memudahkan mengetahui bagaimana
bentuk pembuktian tersebut.

Pasal 37:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh
pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak
terbukti.

Pasal 37 A:

1. (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta
bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda
setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan
dengan perkara yang didakwakan.

2. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber
penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah
ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

3. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal
16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

17 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Intermasional
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2. '

18Munir Puady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2006), h. 48,
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Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal |

undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajibqundang‘
dan

membuktikan dakwaannya. Unty
pasal 38 A:
pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, ayat (1)
Pasal 38 B:

1. (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pida
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 pa::l
13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31'Tahu,1
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal
sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan
sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan,
tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

2. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartabenda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak
pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari
tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh
atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

3. (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan
tuntutannya pada perkara pokok.

4. (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan olef
terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam 'perka_ra
pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memor! kasatsli-k

5. (5) Hakim wajib membuka persidangan yané khusus -l::ana
memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagdl
dimaksud dalam ayat (4). dari segald

6. (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan 1epa° rampasa’
tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan Pet 2 harus
harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan. e
ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C: h kek"amn

Apabila setelah putusan pengadilan telah memp.eml: idaﬂi‘yang
hpkum tetap, diketahui masih terdapat harta benda rr}lllk tekgrupsi yang
diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidan? dirnaksﬂ‘l:1

Zelum dikenakan perampasan untuk negara Sebagaiman:tan perd
alam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gy

4
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terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Dengan menerapkan asas pembuktian terbalik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, dari penjelasan-penjelasan
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa penerapan
pembuktian terbalik bersifat terbatas, dengan unsur-unsur sebagai
berikut:

1. Terdakwa tindak pidanakorupsi mempunyai hak untuk membuktikan
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana
dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001.

2. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk
memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta
benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
bersangkutan.

3. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap
mempunyaui kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

C. Alat-alat Bukti Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Jumlah alat bukti berbeda antara alat bukti dalam KUHAP dan
undnag-undang tindak pidana korupsi. Alat bukti dalam* KUHAP terdiri
dari:

Kesaksian;
Surat-surat;
Pengakuan;
Petunjuk-petunjuk; dan
Keterangan terdakwa.!?

N e

Alat bukti untuk tindak pidana korupsi, selain alat bukti yang
terdapat dalam KUHAP, diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001. Pasal 26 A berbunyi:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi
juga dapat diperoleh dari: alat bukti lain yang berupa informasi
yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik

19R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 22; Munir Fuady, Teori
Hukum Pembuktian..., h, 181; R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek

Hukum Acara Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 1.
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dengan alat optik atau yang serupa Flengan itu; da.n.do Umep, -
setiap rekaman data atau m.formaSI yang dapat dlllhat, dibaca, danl
atau didengar yang dapat dlkeluar.kan dengan aty,, tanpy antUan
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertag benda fig; apapu:
selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yan

ery
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf tandz ruPa
atau perforasi yang memiliki makna,

D. Pembuktian Terbalik dalam Hukum Islam

a. Beban Pembuktian pada Pendakwaqa

Ketentuan beban pembuktian
perkembangan. Perkembangan pe
pembuktian merupakan kewajibanp
mengajarkan bahwa beban
secara berimbang,

dalam Islam selama

ini mengalap;
rtama menyebytks

N bahwa beban
mbanganselanjutnya

" . ian yang
Ketentuan dj atas secara teori, menganut teorj pembuktian y
menguatkan belgka (bloot

affirmatif). Menurut teori ini siapa Y§:§
mengemukakan sesyaty harus membuktikannya dan .bUkanb!hwa
mengingkari atau yang menyangkalnya.?? Teori ini e nga!arka?]dakwa-
eban pPembuktian Merupakan kewajiban satu pihaksaja, yaitu pebuktikan
Resikonya adalah manakala pendakwa tidak dap a.t mef](; k dapat
akwaannya, ia akan dikalahkan, meskipun terdakwa juga tida
membuktikan bantahanp

ek |kan
Ya. Dewasa ini teori ini telah dll:g\r?iabang
karena dianggap tigak dapat memberikan keadilan secara
kepada para pihak ang
‘ - i saw. ¥¢
Ulama mendalilkap ketentuan inj pada hadis Nabi
berbunyj;.

20 Lihay Wahbah 4.

67, Anshoryg

'/_uhaili. al-
Pustak p

AN
ik, 1982
iq: Dar al-F artd
. Figh al-Istamy yvq Adillatuh, Juz. VI, (l)mlis),’:'q,)o_gm[ (Yogyd
laj g'“. Hukym Pembukiian Menurur Hukum Acara Islam dan Huku
Car, 2004), 1 45.4¢
) . 04, 9
22 Sugt Wardi, al gy al-Kabir, juz. xv1, (Beirut: par al-‘limiyah, 1994), h. 2 '
Sudikno M Okusumo, Huk,

8), h
arta: Liberty, 199
im Acara Perdgtq Indonesia, (Yogyakarta: Liberty

-
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oy e gl e ondlly pall Jo dd ;i dery e B S T ST
(PRSI o

Mgl

Artinya: Dari Ibn Abbas sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

Bukti itu atas pendakwa dan sumpah itu atas si
; St ter
Bukhari). dakwa. (HR

Dan hadis Nabi saw berikut ini:

A EY Plen U a8 ey e N o 1 G e e s, s s
orde oy gl e STy — 41y, 3, - ade FA e o STy ey Sl s
ey g iy

Artinya: Dari lbnu Abbas ra. bahwasannya Nabi saw. bersabda:
Jikalau kepada manusia diberikan (sesuatu) hanya berdasarkan
pada dakwaan (tuntutan) mereka, niscaya manusia akan mendakwa
(menuntut) darah orang lain dan harta mereka, dan tetapi sumpah
itu atas si terdakwa/tergugat- dan pada suatu riwayat - dan tetapi
bayyinah itu atas si pendakwa/penggugat dan sumpah atas si
mungkir. (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis ini dijadikan dasar hukum pembebanan pembuktian pada
pendakwa. Artinya pendakwa harus dapat membuktikan bahwa isi
dakwaannya benar, dan sebaliknya, terdakwa dikenakan beban sumpah
sekiranya ia menolak dakwaan terhadap dirinya. Namun apabila
pendakwa dapat memberikan bukti-bukti yang meyakinkan maka
sumpah terdakwa tidak diperlukan lagi.

Anshoruddin dalam bukunya Hukum Acara Islam dan Hukum
Positif mendukung pendapat ulama mazhab yang menerapkan beban
pembuktian pada dasarnya berada pada pendakwa. Selain dua hadis
di atas, Anshoruddin juga mendasarkan argumentasinya pada sebuah
kaidah kulliyah yang berbunyi:?®

oW Y oy A ¥ LY

da dengan

Artinya: Bukti adalah untuk menetapkan yang ber be
salnya.

keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan a

Berdasarkan kaidah di atas diketahui bahwa alat bukti itu

; : § -Hasan
23 Bukhari, Sahih al-Bukhari, No. 2514, Juz. V1, (Beirut: Dar ‘aI-Fnkr. l.-lh‘).hh ’*3:“;\::1 ;:u t'll.
“Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Muluk bin Bathal al-Bakri al-Qurthubi, Syarh Sahih al- '
(Su’udiyah: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 32. rndun
Ril IMM“hﬂmmad bin Isma‘il al-Kahlani, Subul al-Salam, Juz. 1V, (Bandung.
Ihian, tth.), b, 132 N 42
5 ' ' ,  Pus relajar, 2004). h.
25 Anshoruddin, Hukum Acara Islam dan Hukum Positf. (Yogy akun; ‘ "t‘;‘l":‘l‘;;;)’l 57,
26 Asymunij Abdurrahman, Qa'idah-Qa 'tdah Figh. (Jakarta: Bulan Bin

Indongsia: Maktabah
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tipergunakan untuk membuktikan suatfj keadaan.ya!ng berbeds, den

d ‘\}u;s.m zahirnya. Keadaan zahir yang dimaksud dj sini adalah 3, ga8an
}-\:‘:\;;.ms: pada dasarnya tidak bersalah atau sesuaty Yang dimiriiakr!
}.‘,‘-:\orm; adalah miliknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya, :
S e "

b. Beban Pembuktian pada Kf:’dua Belah Pihak

KetentuanbebanpembuktiandalamIslammengalamj

vaitu dari beban pembuktian yang berada pada pun
menjadi beban pembuktian berimbang antara kedua bela
kata lain beban pembuktian dalam Islam, dalam perkem
menganut teori hukum acara, sebagaimana yang diterapkan dalam hukum
acara di Indonesia, baik pidana maupun perdata. Teori hukum acara
menganut asas audi et alteram partem atau disebut juga asas kedudukap
prosessuil yang sama bagi para pihak di muka hakim atau dik
dengan asas pembagian beban pembuktian.

Menurutteorihukumacara, hakim harusmembagibeban pembuktian
berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosessuil
yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk
menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus
membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.
Kalau penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka
sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu
dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya
perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat.?’

Menurut mazhab Syafi‘i, ketentuan ini merupakan aturan
pengecualian dari ketentuan sebelumnya, yaitu beban pembuktian berada
pada pendakwa atay penggugat. Mazhab Syafii berpendapat apabila
tergugat mengajukan klaim bahwa barang yang dikuasainya merupakan
miliknya, maka tergugat berhak mengajukan bukti-bukti terhadap apa
yang diklafmnya tersebut. Sebagai contoh disebutkan: ,

Apabila mudda'i (pendakwa) menegakkan bayyinahnya (alat bukti

szs',)' d;" sahibul yad (yang menguasai barang) juga menegakt::]‘

hu}l,'ﬁ?nabl d(ljdengarlah bay‘yinah sahibul yad dan hakim .menetall;’dm'
untuk érdasarkan bayyinah sahibul yad di atas bayyinah mt
mengutamakan orang yang menguasai barang”.?®

Perkembang,,
dak pendakw,c;
h plhak Dengan
bangannya, juga

enal juga

Dalil untyk menguatkan
yang menerangkan |
W, tentang binatan
Menyampaikan b

pendapat ini adalah hadis riwayat J[\el‘:l;rl
ahwa dua laki-laki bersengketa dihadapan ya
B ternak yaitu unta, Masing-masing dari kedualb)l’u
ayyinah (a)at bukti saksi) bahwa binatang terse
275ud|lnoM

Z“M-Mawa crluLuwnm, Hukigy Acara p,

, y . 1998), h.
L al-Hayy al-Kabir,, y, x;/rlt{ n|,l” ; ’(’)‘4“u’sla (Yogyakar-ta: Liberty, |
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miliknya dengan memeliharanya, kemudian Rasul memutu
orang yang hewan tersebut ada di tangannya,?’

Alat bukti yang dijadikan sebagai contoh di atas adalah penguasaan
unta sebagai bukti kepemilikan. Dalam kasus di atas penggugat tidak
dapat memberikan bukti-bukti yang lebih meyakinkan, sehingga Nabi saw
mengalahkan penggugat. Kasus ini dijadikan oleh mazhab Syafi‘i bentuk
pengecualian dari hadis: "bukti atas mudda‘i dan sumpah atas mudda‘a
‘alaih”. Pemberlakuan ketentuan ini juga terbatas pada kasus sengketa
kepemilikan dan tidak berlaku pada kasus hutang piutang dan lainnya.*

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bebanan pembuktian diberikan
kepada pihak yang lebih lemah. Pihak yang lemah, dalam hal ini, adalah
pendakwa. Pihak yang lemah ini harus memberikan bukti yang kuat.
Alat bukti kuat yang dimaksud di sini adalah saksi atau pengakuan
pihak lawan. Sedangkan alat bukti yang lemah adalah sumpah. Jadi
orang yang mengajukan dakwaan/gugatan dianggap orang yang lemah
karena menghendaki sesuatu yang secara zahir milik orang lain. Dalam
pengecualian bukti dibebankan kepada orang yang mengajukan klaim.
Setiap orang yang mengajukan klaim kepemilikan sesuatu dianggap
sebagai pihak yang lemah dan dengan demikian harus memberikan bukti
yang kuat.

Terdapat pendapat yang merubah pemikiran mazhab di atas yang
menganggap beban pembuktian berimbang hanyalah sebagai bentuk
pengecualian, yaitu di antaranya Anwarullah dan Jalaluddin al-Tarusani.
Anwarullah berpendapat bahwa beban pembuktian berada pada siapa
saja yang mengajukan klaim, baik penggugat, tergugat maupun pihak
lain. Anwarullah dan Jalaluddin at-Tarusani berpendapat bahwa beban
pembuktian berada pada pendakwa/penggugat untuk membuktikan
dakwaannya/gugatannya. Namun demikian terdakwa/tergugat dapat
membantah gugatan dengan mengajukan bukti tertentu. Di sini berlaku
asas siapa saja yang mengajukan tuduhan terkait dengan masalah yang
dipersengketakan harus membuktikannya, baik penggugat, tergugat
maupun pihak lain.3!

skan untyk

¢. Beban Pembuktian Terbalik

Penerapan beban pembuktian terbalik merupakan hal baru dal§n3
perkembangan teori beban pembuktian. Penerapannya pun selama ini
hanya terbatas pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya b.et?an
pembuktian terbalik merupakan aturan khusus dan dengan demikian
tidak diterapkan pada tindak pidana umum. Di Indonesia penerapan

tian terbalik juga relatif baru yaitu sejak tahun 1999
29 Ibid
30 Ibid

31 Anwarullah, Istamic Law of Evidence ., h.4-11.

sl
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arkannya UndanB'U”dar,'g Nomor 31 Tahun 1999 tentang
n Tindak Pidana Korupsi. _ _

kitab fikih empat mazhab tidak dikenal [stilap bebap
lik. Pembahasan beban pembuktian dalam hukum
[slam selama berkisar pada be.zban pembu:man berada paqa Pendakw,
dan beban pembuktian berimbang. Dalam nas al-Qur an maupyp
hadis Nabi saw. tidak ditemu.ka.n konsep bebap 'pembuk‘tlan terbalik
secara langsung. Dengan dem.lklan apakah ha.l i bera.rtl Islam tigak
membenarkan penerapan teorl beban pembuktian terbalik?

Untuk menggali hukum Islam para ulama telah menyusun suap,
ilmu yang dikenal dengan Ushul Fikih.** Di antara m@tode yang dapat
digunakan untuk mengetahui hukum beban pembuktian terbalik dalam
Islam adalah istihsan. Istihsan adalah berpindah dari qgiyas jali kepada
qiyas khafi atau berpindah dari hukum kulli ke hukum juz’i karena ada
dalil yang secara logika membenarkannya. Istihsan dari segi penalaran
masuk ke dalam kategori penalaran istislahi, yaitu penalaran yang
bertumpu dalil-dalil yang memiliki nilai atau prinsip umum hukum Islam,
seperti keadilan, kemashlahatan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Dengan
demikian dalam hal ini istihsan digunakan untuk melihat dalil-dalil yang
yang mengecualikan atau berpindah dari konsep umum Kkepada dalil
khusus yang dapat dibenarkan untuk melihat hukum beban pembuktian
terbalik.

Untuk itu mari kita perhatikan dalil berikut ini.
2B Pl G fan 006 by ade Al Jo ) ol s i g2, e ) oo
o de sty gl o Bl o0, =y, 3y — e gl o cah oSy byl Jiy e
A foms 5 o ly) S

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:
Jikalau kepada manusia diberikan (sesuatu) hanya berdasarkan
[()ada dakwaan (tuntutan) mereka, niscaya manusia akan mendakwa
igeantuntz{t) darah orang lain dan harta mereka, dan tetapi sumpah

95 st terdakwa/tergugat- dan pada suatu riwayat - dan tetap!

bayyinah itu atqs s; '
: S si_pendakwa/penggugat dan sumpah atas Sl
mungkir. (HR Bukhari dan Muslim/]p S ’

dengan dikelu
Pemberantas:_l
Dalam kitab-

pembuktian terba

Hadis ini dijadi
beb.an pembuk ladikan ulama yntuk menjelaskan ketentuan l}ml'm'\

ama ; tasd ‘opnakan
unty mengistinbakay, (,]‘cn:l:;i?pc:ajan tentang kaidah-kaidah (metode-metode) yans digund
Rihlap, Uth) h 133 i Ismaj) al-Kahlar.:)i Moo dar dalil-dalilnya yang terinci.

bt tabah
Subul al-Salam, Juz. |V, (Bandung, Indonesid Makt
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Dengan demikian setiap dakwaan diwajibkan pembuktian dan yang
membuktikan tersebut adalah pendakwa.

Ketentuan di atas dikecualikan dengan ketentuan kedua, yaitu
pembuktian dapat dibebankan kepada kedua belah pihak secara
berimbang. Pemikiran ini muncul karena dalam praktek masyarakat
banyak orang yang menguasai sesuatu dapat membuktikan asal
kepemilikannya tersebut.

Mengenai tahapan pembuktian inj Jalaluddin  al-Tarusani
menyebutkan;

Haram atas hakim itu mengajar yang mendakwa atau yang didakwa
karena yang demikian itu membawa kepada tuhmah* daripada yang
lain. Tetapi lazim atasnya menghabis-habiskan periksa jua daripada
keduanya atas sekira-kira dakwanya dan jawabnya karena terkadang
tertolak dakwanya itu dengan periksa jua. Maka tiadalah lagi hukum
dalamnya atau ada dakwanya itu naqis yakni kurang daripada had
yang memadai pada syara'. Maka tiadalah harus dipinta jawab
daripada yang didakwanya itu. Atau ada dakwanya itu majhul atau
mujmal atau kazibah atau fasidah atau zaidah. Maka tertolaklah
sekalian dakwanya itu, maka tiadalah lagi hajat kepada menuntut
jawab daripada yang didakwanya itu.3

Dari kutipan di atas diketahui bahwa Jalaluddin al-Tarusani
menghendaki agar hakim memeriksa para pihak secara bergantian. Pada
tahap awal pemeriksaan, hakim harus memeriksa secara mendalam
tentang kejelasan isi gugatan. Selanjutnya hakim memeriksa jawaban atau
tanggapan tergugat terhadap gugatan tersebut. Di sini terlihatjelas betapa
Jalaluddin al-Tarusani menghendaki agar beban pembuktian berada pada
kedua belah pihak. Secara teoritis, konsep yang dijelaskan Jalaluddin al-
Tarusani mengacu kepada teori hukum subjektif, yaituhukumitubertujuan
mempertahankan hukum subjektif. Jadi siapa yang mengemukakan atau
mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Berikut ini
dijelaskan pandangan Jalaluddin al-Tarusani mengenai pembagian beban
pembuktian tersebut.

Jalaluddin al-Tarusani memberi contoh pemeriksaan gugatan seperti
kutipan berikut ini:

Jika ada dakwanya tanah berapa bujurnya dan berapa lintangnya dan

kemana bujurnya dan jika ada daripada jenis empus (kebun-pen)

maka diperiksai pula daripadanya berapa pohon kayu dalamnya,
——atau rumah atau telaga dan darimana ia beroleh dia dan berapalama

34 Tuhmah adalah seseorang menyampaikan sesuatu karena terdapat suatu kepentingan untuk
dirinya, baik untuk mencegah keburukan atau untuk memperoleh manfaat.
35 Jalaluddin al-Tarusani, Safinat al-Hukkam.., him. 47,
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b ermilikkan diadan jika tiada ada tanahitu dalam tanganpy,
" Cr.ksai pula daripadanya apa sebabnya vl da”mda
ng dlpe:jl n apa sebabnya ke dalam tangan si pulan jt, Jikalay,
i iku‘sanderakan kepadanya dengan dirham sekian, atay
dikamnf. _n‘ atau katanya aku pinjamkan kepadanya dengan umyr
pakla Seﬂ:aau i<;tanYa direbutnya daripada aku dengan kerasnya Pada
Eitiaprlifan dan pada bulan pulan dan pada masa sekian, maka L

dakwanya.*

sudahi

Setelah pemeriksaan penggugat selesai dilgkuka.n, dilanjutkan
dengan pemeriksaan tergugat. ]alaluFidm al-Tarusani m.enjelaskan bahwa
pemeriksaan terhadap tergugat dilakukan setelah la. menolak atay
menyanggah gugatan. Apabila sanggahan berupa nafi (pengingkaran
terhadap gugatan), maka jawaban itu dianggap jelas dan selanjutnya
pembuktiannya dimintakan kepada penggugat, seperti dijelaskan di atas,
Apabilapenolakan tergugatberupaisbat (penetapan), seperti mengatakan
“sesuatu itu milikku,” maka hakim harus memeriksa tergugat seperti
memeriksa penggugat. Dalam posisi penolakan secara isbat, tergugat
sama kedudukannya seperti penggugat, yaitu telah mengklaim sesuatu
yang disengketakan sebagai miliknya, sehingga pembuktian dibebankan
pula kepada tergugat, yaitu dengan menghadirkan saksi, sama seperti
proses saksi oleh penggugat.3’

Alasan pengaturan ini adalah karena setiap pihak memiliki bukti-
bukti,baikpendakwa/penggugatmaupun terdakwa/tergugat.Pendakwa/
pPenggugat memiliki bukti yang menguatkan gugatan/dakwaannya dan
S?baliknya terdakwa/tergugat juga memiliki bukti terhadap apa yang
dikuasainya. Dengan demikian apabila hakim hanya membebankan bukti
kepada pendakwa saja dan pendakwa memiliki bukti, maka hakim harus

memenangkannya. Padahal terdakwa juga memiliki alat bukti yang lebih
kuat atau lebjh m

dari pembeb imhly informasi yang dikandungnya. Akibat.kesalahan
tercal?ai P (:j ?1nan pembuktian, kebenaran dan keadilan tidak akan
Pengadiia:da al kebenaran dan keadilan itu merupakan cita-cita hukum.
untuk a1l proses pembuktian di dalamnya hanya merupakan sarana
ml;ncapal kfabenaran dan keadilan tersebut.

menCiptal‘z:r{asearé-l](eadaan tersebut, yaitu proses peradilan harus dapat
kasus tertent adilan dan menegakkan kebenaran, maka untuk kasus:

U perlu pula mendapat pengecualian, sebagaimana halnya

Pengecualian gari i
kepada bepap pelnl:Etentuan Umumbeban pembuktian dari pendakwasa?

Untuk kasy buktian secarg berimbang kepada kedua belah pihaké
® Korupsi,  beban pembuktiannya memang dap?
361biq h. 4950
31bid, g
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diberlakukan beban pembuktian terbalik. Terdapat setidaknya dua
argumentasi yang dapat dikemukakan, yaitu pertama, kaidah kulliyah
yang menyatakan:

oW Y oty el Y sy d

Artinya: Bukfi adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.

Argumen kedua adalah dengan istihsan. Istihsan adalah meninggalkan
giyas yang nyata (jali) untuk mengamalkna qiyas yang tidak nyata/
samar-samar (khafi) atau meninggalkan hukum kulli dan mengamalkan
hukum juz’i karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.
Contoh yang sering diangkat untuk kasus meninggalkan giyas yang nyata
untuk mengamalkan giyas yang samar-samar adalah kedudukan air sisa
minuman burung buas pemakan daging, seperti elang, apakah tergolong
air najis atau air suci. Para ulama, terutama mazhab Hanafi berpendapat
bahwa sisa minuman burung tersebut adalah air suci dan menyucikan.

Ulama mazhab Hanafi berpandangan dalam kasus ini digunakan
istihsan. Burung memang tergolong binatang buas yang dagingnya haram
dimakan. Namun tidak bisa disamakan sisa minumannya dengan binatang
buas lainnya seperti harimau. Karena harimau minum menggunakan
lidahnya yang merupakan bagian dari dagingnya. Sedangkan burung
minum menggunakan paruhnya. Paruh terbuat dari tulang. Jadi burung
minum tidak menggunakan bagian dari dagingnya, tetapi bagian dari
tulangnya. Hukum tulang adalah suci sedangkan daging adalah najis. Jadi
dalam kasus burung merupakan pengecualian dari binatang buas dalam
hal sisa minumannya.

Contoh istihsan mininggalkan hukum kulli untuk mengamalkan
hukum juz’i adalah kebolehan hukum jual beli secara salam, jual beli
pesanan atau jual beli tidak secara tunai karena telah menjadi tradisi/ uruf
dalam masyarakat. Jual beli secara hukum kulli tidak dapat dibenarkan
karena tidak lengkap syarat dan rukunnya, yaitu adanya penjual dan
pembeli, ada barang, ada harga dan jjab-qabul. Dalam jual beli salam tidak
terdapat barang ketika akad berlangsung, namun barang harus ditunggu
oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jual beli salam
dewasa ini dibolehkan karena telah menjadi bagian tradisi masyarakat
dalam bermuamalah di kalangan masyarakat muslim. Sehingga jual beli
salam dibolehkan. Kebolehan jual beli tersebut didasarkan pada istihsan.

Perpindahan dari pengkategorian air sisa minuman burung buas
kepada air suci karena secara logika dibenarkan berdasarkan penelitian

lebih jauh bahwa burung menyentuh air bukan dengan sesuatu yang
h.57.

38 Asymunl Abdurrahman, Qa 'tdah-Qa ‘idah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
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, ada kasus jual beli salam dibenarkan gy,
najis. Bf?g't‘éiz iul;az;grakat dan tidak mengandung hal-ha] y;,nga(;elah
menjadi trakan jual beli. Unsur-unsur penipuan dan penzalimay, daalpat
-me;]gbhjira:;lam dapat dihilangkan. Dengan demikian jug] beli Salgm
]r::rupaka" pengecualian dari hukum kulli, atau dengan kata Jaj, menjazjni
stisna’l.

huku[l;;:;tr:f kasus korupsi, istihsan dapat digupf”iklan. Korupsi berbeq,
dengan pencurian. Setiap aparatur negara memiliki sumber penghagil,,
yang diketahui jumlahnya. Dengan demlk.lan setiap p?"yf-’le"ggara
negara yang memiliki kekayaan yang mencpngakan patut dipertanyakgp,
sumber penghasilan tersebut. Untuk menjelaskan sumber penghasilap
lain selain dari penghasilannya sebagai aparatur negara maka harys yang
bersangkutan membuktikan sumber kekayaan tersebut. Karena apabila
semata-mata mengandalkan beban pembuktian kepada pendakwa, majg
kejahatan korupsi akan sukar terungkap. Sementara tugas pengadilan
adalah menegakkan kebenaran dan keadilan.

Terdapat perbedaan antara perdagangan dengan penghasilan
selaku aparatur negara. Bagi pebisnis, penghasilannya sukar ditebak
dan tidak memiliki standar baku, berbeda dengan aparatur negara yang
telah memiliki standar penghasilan. Jadi tidak bisa disamakan antara
penghasilan pedagang dengan penghasilan aparatur negara. Dengan
demikian bagi aparatur negara harus mampu membuktikan sumber
kekayaannya bahwa kekayaan tersebut bukan didapat dari hasil penyalah
gunaan wewenang yang diberikan negara kepadanya. Apalagi dewasa ini,
aparatur penyelenggara negara harus memberikan daftar kekayaannya
sebelum menduduki jabatan tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk

mengontrol perilaku mereka dari berbagai penyimpangan.
Berdasarkan kaidah kulliyah:

B oW Y oty allall v sy i

Artinya: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.

Dapat pula dj
Pembuktian pada

ketika menjabat dj

gunakan untuk menguatkan pengecualian beban
kasus tindak pidana korupsi, yaitu aparatur negara
pada jab ketahui jumlah kekayaannya, namun setelah bertug.gi
berda]a Ztan tertenty ditemukan jumlah kekayaan yang tidak Walda
mere‘f;rhan Per'lghasilan yang diterimanya. Dengan demikian kepira
zahir mena;L;shqlbebaf‘kan pembuktian terhadap hartanya yang secq‘

Terkayt il ' kewajaran berdasarkan penghasilan yang dite”",]am;;m

't dengan aparatyr negara yang melakukan korups! gae

39 Asymuni Apg
urrahman, Qg4 ‘idah-Qa'idah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),h.57-

— -
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menjalankan tugasnya terdapat hadis Nabi saw. yang dapat dijadikan
dalil, yaitu:

G408 53 T (00 0 6.5 e gttt gl 5
fok 5531 4, Jé Aok 2 25 4 2 Y\E@%L‘ﬁ\ﬂf%q‘iﬁ@\\p)‘;‘\{s‘_g;;
b L a4 s 50 6 o e i R 0 R 0

(e 5 Wl oly))

Artinya: Dari Abu Humaid al-Sa‘idi ra.: "Nabi saw mempekerjakan
seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu al-Utbiyah
sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata:
“Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku” Beliau
bersabda: “Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya,
dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya
hadiah? Dan demi Zat yang jiwaku di tanganNya, tidak seorangpun
yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang
pada hari kiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa
unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang
mengembek”. Kemudian beliau mengangkat tangannya, sehingga
terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): “Ya Allah

bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan’,
sebanyak tiga kali.

Hadis ini menunjukkan larangan menerima hadiah ketika
menjalankan tugasnya dan hadiah itu diberikan terkait dengan tugas
yang dijalankannya. Hadiah yang diterima seseorang terkait dengan
pelaksanaan tugas yang dijalankannya tentu saja disinyalir mengandung
kepentingan tertentu. Hadiah tersebut mengakibatkan pelaksana tugas
tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik dan benar.

Terungkapnya kasus pemberian hadiah dalam hadis di atas
didasarkan kepada pengakuan pelaku sendiri. Dalam konteks pembuktian,
pelaku menjelaskan kepada Nabi saw. bahwa dia menerima zakat dan
jugamenerima hadiah dari masyarakat. Meski disini awalnya pelaku tidak
menduga bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Nabi. Namun dalam
konteks pembuktian, pengakuan merupakan salah satu alat bukti. Di sini
Nabi saw. juga tidak melakukan audit terhadap semua petugas pemungut
zakat. Diduga karena para sahabat yang menerima kepercayaan untuk
memungut zakat tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga Nabi
tidak mengaudit kekayaan yang mereka miliki.

40 Abu ‘Abdullah Muhammad al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz. II, (Dar al-Tuq al-Najah, 1422 H),
h.917; Abu al-Husain Muslim, Sahih Muslim, Juz. VI, (Beirut: Dar al-Jil, t.t), h. 11, Dalam riwayat lain
dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat perbedaan nama, yaitu Ibnu Lutbiyan dan Ibnu Utbiyah.
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fnd r negara dalam menjalankan tugasp
De'wasa ;E';nii’:l:ﬁr;n tin%ak pidanakorupsiyang merigik
terbukti bé:)’g] o merugikan masyarakat dan dapat merusak generag; yan
yang ndo;::ang- Sehingga korupsi disebut dengan kejahatan |yg, biasa
fjl;i:k itu pembuktiannya juga perlu tindakan luar biasa pula, Yaitli
dengan beban pembuktian. terball'k yang merupakan pengecualiap dar|
beban pembuktian dalam tindak pidana pada umumnya yang diterapkap
di Indonesia. _
Dalam al-Qur'an sendiri terdapat pengecualian dalam pembuktiay
tindak pidana, yaitu pembuktian perzinaan. Firman Allah Swt, dalam

surat al-Nur ayat 4 berbunyi:

PP S ":_ ’,-.” ‘,.".:"’,‘”4; ’3‘.-5: ’-"." s
gl

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik
(berbuat zina) kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat
orang saksi, maka jilidlah mereka 80 kali jilid dan janganlah terima
kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-
orang yang fasik.

Ayat di atas memerintahkan untuk menghadirkan empat orang saksi
bagi yang menuduh orang lain berbuat zina. Penekanan disini adalah
jumlah saksi pada kasus zina adalah empat orang. Jumlah saksi ini adalah
khusus untuk zina saja dan sejenisnya, seperti homoseksual, lesbian dan
menyetubuhi binatang. Pada tindak pidana yang lain, seperti pencurian
dan pembunuhan, jumlah saksi memadai dengan dua orang saja
Ketgntuan jumlah saksi pada kasus zina merupakan bentuk pengecualian
dari ketentuap umum jumlah saksi pada kasus tindak pidana.
saksiDaiim l;{ltab Tafsir Ayat Ahkam dijelaskan persyaratan empat orang
perbu:ta a kasus zina karena perbuatan itu merupakan merupakan
yang sanna:etr)cela dan tersembunyi dan dihukum dengan hukuma?l
orang ran%aiugrmf Pula, yaitu dengan dijilid seratus kali di hadapar

- Selain itu perbuatan zina memberi efek yang sangat besa

terhadap kelan
gsun danyd
seperti hak pervon] &an nasab anak dan hak-hak yang melekat pa -

. 1an harus dari ialuri : mene
darj . ' rijaluribu, hak kewarisan hanya )
kasu]sal?r:z: l;l: da]n lain sebagainya. Dengan demikian untuk pembukt®?
sekalj tanpa lfeer‘;Ukan tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu
Meyakinkan djs 8uan (beyond reasonable doubt).*? Alat bukti yang

ini dj . |
o i haruskan, dengan empat orang saksi lak-laki.
afsir Ayat al-Ahkam, Juz. | h 311

Unir Fuagy,
embuktian: Pidang dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya pakti, 200¢)

samad
anga!
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Pembuktian yang sangat ketat pada kasus tuduhan perzinaan juga
sangat ketat karena menyangkut harga diri dan nama baik yang dituduh
dan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Pemeliharaan keadilan
kebaikan berupa harga diri dan nama baik merupakan salah satu tujuan‘
syari'at Islam. Untuk pemeliharaan tersebut al-Qur'an mengatur alat
bukti yang sangat ketat pula.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat peluang untuk diterapkan
aturan tertentu sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan umum,
termasuk di dalamnya pembuktian terbalik untuk kasus korupsi. Di sini
diketahui bahwa praktek korupsi tindakan kejahatan luar biasa karena
dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian
perlu dilakukan tindak luar biasa pula.

Pemberlakuan khusus pada kasus korupsi adalah karena pelaku
memperoleh keuntungan secara tidak halal dari kekuasaan yang
dimilikinya. Dapat pula disebutkan pelaku mengambil atau memperoleh
sesuatu dari kekuasaannya. Jadi tidak sama dengan tindakan pencurian,
yaitu seseorang mengambil sesuatu yang bukan berada dalam
kekuasaannya. Atas dasar ini pula pada korupsi diterapkan pembuktian
terbalik, bahwa pelaku tidak menyalahgunakan sesuatu yang berada
dalam kekuasaannya. Jadi dengan menggunakan teori istihsan beban
pembuktian terbalik perlu juga dianut sebagai salah satu bentuk beban
pembulktian dalam Islam. Di mana dalam hal ini kejahatan terjadi dalam
bentuk penyalah gunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri,
yang orang lain di luar dirinya sangat sukar untuk mengetahuinya.

E. Kesimpulan

Pembuktian terbalik menurut hukum Islam dapat diterima menjadi
salah satu bentuk beban pembuktian untuk kasus-kasus tertentu saja.
Artinya beban pembuktian tidak berlaku umum untuk semua kasus
tindak pidana. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud di sini adalah
korupsi. Korupsi di Indonesia dapat berupa memperkaya diri sendiri dan
atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan
negara,

Korupsi dapat pula terjadi dalam bentuk orang dengan tujuap
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara. _ .

Kasus korupsi dapat dikecualikan dari tindak pidana pencurian
biasa. Karena korupsi memiliki teknik dan tata cara yang berbeda.
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1akukan oleh orang y_ . an demild
dilaku k menguasal suatu kekayaan. Deng ikian dalam kasysg

i pelaku korupsi harus mempertanggung jawabkan Wewenang,
korupls).q tlwn dan sarana yang diberikan kepadanya. Sedangkan dalam
mpdte . :
:zcsﬁs :,encul‘i"'“ yang mendakwa seseorang telah mencurilah yang haryg
as afl,

membuktikan dakwaannya.

angan,

sarana untu
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KEMATIAN JANIN AKIBAT PENGANIAYAAN
TERHADAP WANITA HAMIL
TELAAH ATAS SANKSI HUKUM DAN KEENGGANAN
PENGADUAN DARI PIHAK KORBAN

Dr. Abdul Jalil Salam, MA

A. Pendahuluan

Regulasi hukum pidana dewasa ini yang telah dirumuskan, baik
pada hukum pidana Islam maupun pidana positif menjadi menarik untuk
ditelusuri lebih lanjut ketika keduanya dihadapkan pada suatu kejahatan
yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah tindak
penganiayaan terhadap wanita hamil yang berimbas pada matinya janin.

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa menarik untuk
membahas sanksi hukum kejahatan tersebut terutama sekali ketika
muncul keengganan-keengganan dari pihak korban untuk melaporkan
kejahatan ini, padahal aspek ancaman sanksinya dinilai cukup tegas
dan jelas. Menurut beberapa pengamatan terkini yang dilakukan oleh
Lembaga Survey Universitas Gajah Mada Yogyajakarta terhadap seluruh
Pengadilan Negeri di Indonesia, termasuk Makamah Syari’ah di Provinsi
Acehpadarentanginterval waktu sejaktahun2009s/d 2012, bahwa cukup
mencengangkan ketika tidak/belum ditemukan adanya perkara kematian
janin akibat penganiayaan terhadap wanita hamil yang terpanggil untuk
dilaporkan secara spesifik oleh pihak korban ke aparatur penegak hukum
(kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), kecuali berdasarkan temuan dan
proses penyelidikan serta penyidikan dari pihak penuntut atau melalui
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— i tiga.
L laﬁ:;?lnsgigi;(ult{syag bahwa masyarakat atau korban

!(enya lind hukum terkait kasus kematian janin
meminta perlinaungan X . A
penganiayaan terhadap wanita hamil pun hampir tidak ada,
dorongan dan desakan lembaga swadaya masyarakat. Hal
apakah bersumber dari persepsi lemahnya fgktor pengetah
masyarakat atau pun asumsi kekurang-beraman.masyarakat
masih menjadi pertanyaan mendasar dan perlu dilakukan tulj
Padahal dari aspek krimatologi, kejahatan tersebut merupaka
tidak mungkin dianggap sederhana dan bahkan diduga ku
ancaman sanksi hukum yang relatif cukup berat dan pasti,
hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Dalam rentang empat sampai lima tahun belakangan Statistic Crime
Record (rekaman statisktik kejahatan) yang diupdate pada Desember
2012 oleh Lembaga Risert Hukum Universitas Jogjakarta mencatat cukup
seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan hamil yang
menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah tindak penganiayaan
seperti yang dikemukakan dalam preposisi tulisan ini. Pemicu terjadinya
hal tersebut memang umumnya diproyeksikan karena adanya prilaku
menyimpang dimana dianggap bahkan diyakini akan menimbulkan
aib apabila prilaku tersebut dilaporkan dan diketahui oleh masyarakat
umum, seperti pengambilan dan penjatuhan tindakanterhadap wanita
hamil yang disebabkan oleh faktor kehamilan diluar pernikahan yang sah
yang berakibat gugurnya atau digugurkannya kandungan ataupun akibat
dari suatu tindak perkosaan yang brutal.Meskipun demikian diskursus

ini masih berbentuk wacana yang menarik untuk diteliti dan ditelusuri
lebih lanjut.

Dari latar belakan

yang mypy;
akibat darj
kecual; atas
ini terlepas
uan hukyyp,
itu sendirj,
san khusyg,
n delik yang
at memilik;
baik dalam

8 singkat yang telah dipaparkan di atas, juga
berangkat dari asumsi lemahnya faktor pengetahuan dan kesadaran
h}lkum masyarakat terhadap selukbeluk tindak pidana di atas, makadapat
dirumuskan permasalahan yang butuh dan menjadi perhatian khusus
dalam pembahasan tulisan ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah
forn_u_lt Penetapan dan proseduyr implementasi sanksi pada hukum pidana
POsitif dan hukum pidana Islam dalam merespon matinya janin yang ada
da]af“ k.andungan akibat Pénganiayaan terhadap wanita hamil?. Apa yang
menjadi faktor spesifik tigalk terdapatnya pelaporan delik pidana ini ole
pfhak korban ke Pihak terkait dan bagaimana membangun keyakinan
pihak korban yngy) melaporkannya?
pada t?:;a'l‘{g waktu Penelusuran dan survey kasus di lapangan difokusfg
2012 Fokzsinlyang erjadi sejak medio Januari 2009 hingga .Dese':ﬂcu
dan latar belllallfan lapangan sendiri terpusat pada melacak pomtpesmya
ang akar permasalahan yang menggiring absen
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pelaporan dari pihak korban penganiayaan ke aparatur pemerintah yang
berwenang.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan tentang Kriteria berikut
ketetapan-ketetapan dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
menyangkut delik penganiayaan terhadap wanita hamil yang berimbas
kepada kematian janin berikut prosedur implementasi hukumnya. Di
samping untuk menjajaki dan mengeksplorasi jenjang tipologi sanksi
hukum dari kedua sistem hukum tersebut terhadap pelaku penganiayaan
serta untuk menelusuri informasi terpendam terkait faktor-faktor
spesifik tidak diadukannya jenis pidana ini secara langsung ke pengadilan
atau ke aparatur berwenang oleh pihak korban.

Hasil tulisan ini mempunyai manfaat penting dalam pendalaman
sekaligus berkontribusi langsung terhadap materi figh jinayat dan hukum
pidana positif di Indonesia, termasuk di Aceh secara khusus, baik pada
masa sekarang maupun pada masa yang akandatang. Hasil tulisan ini juga
dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengadaan dan pengayaan
referensi tentang persoalan figh jinayat khususnya persoalan substansi
dan esensi sanksi hukum pidana positif dan pidana Islam terutama
bagi Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh ke depan. Di samping juga dapat
menjadi bahan acuan bagi para pihak korban tindak kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) di Indonesia dalam upaya mencari keadilan dan
perlindungan hak-hak sipil dan legal mereka.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang
dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa jenis tulisan ini
adalah kombinasi selektif dari tulisan pustaka (library research), yaitu
tulisan yang menggunakan fasilitas kepustakaan seperti buku, kitab atau
majalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif,'ditambahtulisan
lapangan (field research), melalui penelusuran dan penggalian informasi
di lapangan terkait objek tulisan dengan pendekatan partisipatory
research. Dalam tulisan ini dikaji berbagai sumber kepustakaan dan
disempurnakan denganobservasilapangan yang berkenaan dengan pokok
permasalahan. Pengkajian difokuskan kepada memahami ketetapan dari
dua sistem hukum yang berbeda mengenai delik penganiayaan terhadap
wanita hamil yang berimbas pada kematian janin. Dalam tulisan ini juga
dilakukan eksplorasi ke sasaran-sasaran signifikan guna memperoleh
informasi akurat baik dari responden maupun pihak-pihak informan dan
lembaga terkait.

Jenis tulisan ini adalah perpaduan antara tulisan pustaka dan
tulisan lapangan, maka sumber data dalam tulisan ini adalah data yang
diperoleh baik di pustaka maupun di lokasi tulisan. Tulisan ini fokus
Pada kajian tentang kriteria berikut ketetapan-ketetapan dari hukum

pPidana positif dan hukum pidana Islam menyangkut delik penganiayaan
1 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), h. 10.
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B. Makna Penganiayaan dan Pembunuhan

Abdul Qadir ‘Audah dalam al-Tasyri’i al-Jina’i al-Islami, mengatakan
bahwa dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dikenal dan
dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah
terhadap selain jiwa. Beliau menyebutkan bahwa jinayah terhadap tubuh
bisa berupa al-syijjaj, dan al-jurh.al-Syijjaj adalah pelukaan terhadap
orang lain pada bagian kepala dan wajah sedangkan al-jurh adalah
pelukaan terhadap anggota tubuh/badan orang lain.?

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi al-Wajiz dalam Panduan Figih
Lengkap, membagi jinayah terhadap tubuh menjadi tiga macam, yakni:
1) al-syijjaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
2) al-Jurh, yaitu pelukaan yang mengenai badan, termasuk pelukaan
yang menembus rongga. 3) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti
buta, tuli, dan sebagainya.* Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa
adillatuhu, menyatakan bahwa pada dasarnya delik yang mengakibatkan
kematian terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu: a) Pembunuhan yang
diharamkan; yakni setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan
dan penganiayaan. b) Pembunuhan yang dibenarkan; yakni setiap
pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya
pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman
qishash.?

Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini dalam Mugni al-
Muhtajmengklasifikasi sebab-sebab penganiayaan yang mematikan
kepada tiga macam, yaitu:1) Sebab Hissiy (perasaan/psikis) seperti
paksaan untuk membunuh. 2) Sebab Syar’iy, seperti persaksian palsu yang
membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang
yang diadilinya dengan kebohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan)
untuk menganiaya secara sengaja. 3) Sebab ‘Urfiy, seperti menyuguhkan
makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali
sumur lalu tidak menutupnya sehingga ada orang terperosok dan mati.®
Andi Hamzah dalam Kamus Hukum Pidana mengatakan bahwa delik
penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu
suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada
KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak

3 Abdul Qadir ‘Audah, al-Tasyri’i al-Jina'i al-Islami, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th), h. 6. .

4 Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi al-Wajiz, Panduan Figih Lengkap, (ter).
Team Tashfiyah LIPIA-Jakarta), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 1999), h. 766-769.

5 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami..., h. 5675. ) -

6 Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini, Mugni al-Muhtaj, (Mesir:
Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958), h. 6.
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n tersebut secara spesifik.’

dalam Tindak Pidana Terhadap Nyawq, yap
| Ledena::?lrfl;i‘t‘:fpada delik pidana yang berhubungan dengannl:::ugs'
tiga uns‘;rkandungan, yaitu; 1) Janin. 2) Ibu yang mengandung, 3) Pihgk
]%:tgi;;n;’aitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.“Tujuan Pasal-Pagy)
terseb'ut adalah untuk melir}du'n%l janin. .Pelrkata.an. gugur kandungan"
tidak sama dengan “matinyajanin .Kemungkinan, janin dalam k

dapat dibunuh, tanpa gugur. Namun pembuat undang-undang dalam

rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut.®

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagaj
jarimah dan pelakunya bisa dikf:nai pertanggungjawaban pidap,
haruslah apabila telah terpenuhi 3 (tiga) elemen prinsip, yaitu: 1). Unsur
formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan
terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman. 2) Unsur materijl,
yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-
nyata berbuat atau sikap tidak berbuat. 3) Unsur moril, yaitu unsur yang
terdapat pada pelaku. Seperti bahwa pelaku jarimah haruslah mukallaf,
yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah
yang dilakukannya.’

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut
“penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari: 1)
Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
a. Penganiayaan biasa. b, Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. c.
Penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mati. 2) Penganiayaan ringan
yang diatur oleh Pasal 352 KUHP. 3) Penganiayaan berencana yang diatur
oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut: a. Mengakibatkan luka
berat. b. Mengakibatkan korbannya mati. 4) Penganiayaan berat yang diatur
glee:;tpfa;fﬂ KUHP dengan rincian sebagai berikut: a. Mengakibatkan luka
don l;er.en :ngakxbatkap korbannya mati. Terakhir 5) Penganiayaan berat
bertlats 5 ;na yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagal

' © PeNganiayaan berat dan berencana, b, Penganiayaan berat dan
13 yang mengakibatkan korbannya mati
Pengaturan Kyyp mengenaij “ 4 ' » yang dijadikan
acuan adalah sebagai berj e ; 14 SooutAKARNgRn” yang i ibu.
) Pen &4l berikut: 1) Pengguguran kandungan oleh s
e 88uguran kandungan oleh o lai - rempuan yang
eNgandung, 3) Penggy 75 20 1RNpR L pe an yané
Mengandungpyqg 10 guran kandungan dengan izin perempu

memuat arti pengamayaa

berenca

arpaunKa';-.us Hukum, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), b 14:;51111
a, ( Jaki’rt ’.”‘I.U/( Pidang Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pembera”
9 AMHanaf a: Sinar Grafika, 2002), h, 46.

Asas-A ) 87.
10Leden My, SGSHukum Pldanalslam,(]akarta: Bulan Bintang,l‘m(’)‘h

$o0ey h- 46.
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c. Sanksi Penganiayaan dan Pembunuhan Serta Keengganan
Korban Penganiayaan Untuk Melakukan Pengaduan

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan terhadap ibu yang
sedang hamil sehingga janin yang ada dalam kandungannya itu mati
mendapatkan satu macam tindak pidana yang berlanjut, yaitu tindak
pidana penganiayaan yang mengakibatkan tindak pidana pembunuhan,
demikian juga dalam hukum pidana positif.

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di sini, yaitu tentang
penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin,
dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku jelas merupakan sebuah delik. Baik itu dipandang dari segi hukum
pidanalslam maupundarisegi hukum pidana positif. Dalam kasus tersebut
terdapat satu macam delik yang mengakibatkan dua peristiwa pidana,
yang pertama adalah delik penganiayaan yang ditujukan terhadap si ibu
dan yang kedua adalah kematian janin sebagai akibat dari penganiayaan
tersebut.

Di samping hal tersebut, kasus tersebut telah lengkap mengandung
unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Sehingga apabila ada orang
yang melakukan perbuatan itu dia dapat dikenakan pidana sesuai dengan
aturan yang telah ditentukan masing-masing sistem hukum.

Kedua sistem hukum tersebut sama dalam memandang bahwa dari
segi tindak pidana perbuatan yang dilakukan dalam kasus itu merupakan
delik penganiayaan serta delik pembunuhan, akan tetapi dalam
merumuskan jenis dari tindak pidana tersebut ada beberapa perbedaan.

Hukum pidana Islam membagi penganiayaan menjadi berbagai
jenis. Pembagian tersebut berdasar bentuk perbuatan serta akibat yang
ditimbulkan. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan hukum
pidana Islam membaginya berdasarkan sifat dari perbuatan tersebut.
Secara garis besar penganiayaan dalam hukum Islam terbagi atas jinayah
al-atraf, asy-syijjaj, serta al-jirah, sedangkan pembunuhan terbagi atas
qatl al-‘amd, qatl syibh ‘amd serta qatl khata'.

Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan
atas berat ringannya tindakan, akibat yang ditimbulkan serta unsur-
unsur lain yang ada, seperti adanya perencanaan terlebih dahulu dan lain
sebagainya.

Kasus yang dikemukakan dalam pembahasan kali ini dilihat dari segi
tindak pidana menurut hukum pidana Islam belum dapat dispesifikkan
ke dalam jenis mana, hal tersebut hanya dapat dilihat dari akibat yang
di derita oleh si ibu, apakah itu berupa luka-luka, terpotong anggota
tubuhnya, atau luka dalam. Sehingga sanksi yang harus diterima oleh
Pelaku juga tergantung dari akibat yang diderita si korban.
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, ai tindak pidana pembunuhannya pun pq
Kern.udmnl :llqe;%(i-:;am mengkatagorikan jen?snya juga harus mzllil}r]:t
hukum p}dana bu(nul“‘" tersebut apakah sengaja untuk membuny}, i
.sifa.t dari pel|11 hanya kesalahan saja. Setelah itu baru dapat ditentukap
Pty atauka:] ang harus diterima oleh pelaku.
]emsgil::::}:ladaii hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukumap,
bagi pelaku penganiayaan yang tertuang da“"‘“:) ;"Q“r'a“ Maupun
beberapa hadis yang telah dikemukakan pa a pembahasan sebelumny,
dapat dipahami bahwa terda.pat beberapa jenis .htllkuman untuk. delik
penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dar.l tmgk?t penganiayaan
itu sendiri. Hukuman tersebut adalah berupa qisas, diyat, ta’zir serty
kifarah. Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari
kejahatan yang dilakukan. Sedangkan untuk delik pembunuhan sanksi
hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukum qisas dengan cara membalas
membunuh pelaku delik pembunuhan, hukum gisas ini dilakukan oleh
wali sikorban (waliy ad-dam). Akan tetapi selain sanksi gisas tersebut bagi
waliy ad-dam diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelakuy,
yaitu antara hukum gisas atau mengambil diyat atau bahkan memaafkan
pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara
sengaja, dasar dari hal tersebut adalah
Sedangkan pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan sejumlah
hartakepadawalisikorban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh syara’. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau
juga dari ‘agilah. Untuk pembunuhan sengaja diyat diambilkan dari
harta kekayaan si pelakuy, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan
sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh ‘aqilah,
Dalam hukum pidana positif, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku
penganiayaan disertakan dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai
Peénganiayaan itu sendiri, yaitu pada Pasal 358-351 KUHP. Dalam pasal-
S::jzllitzrsebut.teljmuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan
hukUmazngan~]enlS Penganiayaannya, sanksi hukuman tersebut berupa
penjara serta hukuman denda. Dalam hal delik penganiayaan

ini tidak ditetapkan adan ) ;
ah dalam
hal kejahatan p Ya hukuman mati, karena hukuman mati

Pembunuhan dianya ada dalam delik pembunuhan, itupun tidak semud

ancam d ;
DalamKuyp engan hukuman mati.

pada jenis pembuaniaman hukuman mati untuk delikpembunuhan han&f;
dengan ancamy. l[:u an berencana yang tertuang dalam Pasal 340 Kl_J i
selama-lamany, g ukuman mati atay penjara seumur hidup atau P_e“]arn
sendiri hukuman ua PUIUh tahun, Sedangkan dalam delik penga.mayﬂaq
jenis Penganiaya Penjara paling lama adalah lima belas tahun, yaitu P2 ;1
st korban haly'ap berat dan berencana yang mengakibatkan kematd

’ Inl tertuang dalam Pasal 354 KUHP selain mengattf
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Penganiayaan berat dan bere.ncana yang mengakibatkan luka berat
dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun,

Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum
tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik penganiayaan
maupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum
pidana positif, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal
adanya hukuman penjara.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan jenis
hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan
dengan sengaja, yang disebut dengan gisas (pembalasan). Di dalam
gisas terdapat hak manusia yang berkaitan dengan kepentingan pribadi
seseorang dan hak tersebut lebih kentara. Sehingga penetapan terhadap
suatu hukuman dapat digugurkan apabila pihak wali korban memaafkan
pelaku kejahatan tersebut.

D. Penutup

Baik di dalam hukum pidana Islam maupun pidana positif telah
dirumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang
melawan hukum. Mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil
sehingga mengakibatkan kematian janin yang dikandung apabila ditinjau
dari kedua sistem hukum, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
pada dasarnya hanya ada sedikit persamaan akibat hukumnya. Persamaan
tersebut terletak pada masalah pemberian pidana serta tujuan dari
diadakannya sanksi pidana, yaitu bahwa dengan adanya hukuman atau
sanksi pidana sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan
memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat serta
individu.

Dari pemaparan di atas dapat difahamibahwa delik penganiayaan
wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah delik adhoc
(khusus) dan semi pengecualian, karena secara formil dan materil delik
pidana ini tidak terumuskan secara eksplisit dan nyata baik pada aturan
hukum pidana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang-undangan
pidana positif di Indonesia. Hal ini berpengaruh signifikan pada bentuk
penetapan sanksi termasuk membuka peluang munculnya keengganan
dari pihak korban yang memahami hukum sendiri untuk melaporkan ke
pihak berwenang.

Ditambah lagi pemicu terjadinya keengg ,
untuk melaporkan kasus penganiayaan wanita hamil yang berakibat
Pada matinya janin umumnya dilatarbelakangi oleh adanya prilaku
menyimpang dimana dianggap bahkan diyakini akan menimbulkan
aib apabila prilaku tersebut dilaporkan dan diketahui oleh masyarakat

anan pihak korban
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6
pengambi]an dan penjatuhan tindakan terhaq
babkan oleh faktor kehamilan di luar pernik:lp Wanit,
suatu tindak perkosaan yang brutal. Dj San:arl Yang
dak terlepas dari dari lemahnya faktor pen Ping hy) |
dan kekurang tertariknya masyarakat itlgle;:lé?"

irj

umuim, seperti
hamil yang dise
sah atau akibat dari
ini bersumber dan ti

hukum masyarakat
untuk melaporkan kasus tersebut.
Dari fenomena di atas dirasa perlu untuk membangun kesaq
dran

hukum masyarakat demi untuk melindungi hak-hak konstitys

mereka dan melepaskan mereka dari belenggu kEterbelal,?nal
pengetahuan hukum. Bagi pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkgéfn
agar menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam me“ndu?,ltf
dan memberi rasa aman, sehingga masyarakat tidak terkunggung oleg}:
pertimbanganrasa malu yanglebih dikedepankan ketimbang menemukan

penyelesaian kasus yang mereka hadapi.
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PIDANA DENDA SEBAGAI SANKSI ALTERNATIF
STUDI TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh: Edi Yuhermansyah, SHIL, LL.M

A. Pendahuluan

Pemegang peran utama kewenangan dalam persidangan di
pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa
di dalam sistem peradilan. Dengan wewenang tersebut, menimbulkan
konsekwensi bahwa kepada hakim dituntut tanggung jawab yang tinggi
dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan, dengan
tidak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal sumpah hakim yang
diucapkan sebelum memangku jabatannya.

Tugas dan fungsi hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa tugas
pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.
Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang
dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum Hakim harus
berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Tugas hakim didalam pertimbangan putusannya tidak hanya
menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan juga
norma hukum. Apabila untuk memecahkan suatu masalah tidak dijumpai
aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus
dicari didalam doktrin hukum, dan nilai moral dengan mematuhi kode

69
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- edoman perilaku hakim. Karakteristik hakim yan

ﬁﬂ:“mg hakim yang .i-deal haruslah hakim yang adj| tegurl:e::;:]um

mengendalikan diri, bijaksana dan berpenget.ahuan luas, berak ]Du

mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perle“gkapan ak
komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankap, tunya,
tugasnya secara optimal’. . sk

Pada dasarnya, putusan hakim diadakan untuk menyelesaikap Suat
perkara bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencarj keadila::
(the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa putusan Seorang hakip
benar-benar memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi guna mewujudkap
putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tentuny,
tidaklah mudah. Terkadang dalam beberapa putusan hakim menimbulkap
pertanyaan diberbagai kalangan.

Selain itu, setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas,
Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Oleh
karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum
dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang
benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika
fakta hukum tidak ada. Ini sangat berkaitan pada berlakunya hukum
pidana, atau yang lebih dikenal dengan istilah asas legalitas.

Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan hakim, maka
jelas bahwa fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan atau dakwaan-
dakwaan pihak penutut umum dalam perkara pidana menjadi terbukti
atau tidak terbukti. Fakta hukum merupakan sisi das sein sebuah putusan
hakim. Tanpa fakta hukum, maka sesungguhnya tidak ada putusan hakim
(there are not facts, no Jjudge’s decision). :

Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan perkara oleh hakim
pada umumnya mengikuti beberapa tahapan:?

1. Mengkonstatir fakta-fakta, yang diartikan sebagai menyir{‘p“lkan
fakta-fakta atau bukti-bukti untuk menilai benar atau tidaknyd
terdapat peristiwa konkret. /

2. Mengkualifisic  peristiwa yang  berarti mengelomp()kk;:p
menggolongkan peristiwa konkret yang telah dilakukan pada taa s
p'ertan.\a, termasuk atau digolongkan pada peristiwa huk}lm ta%
Jika digolongkan pada hukum pidana apakah sebagai kelasa ada

pelanggaran dan jika digolongkan pada hukum perdata apakait P

———

' ikologi .y i Calon |

" /: Tim Pstkologl Universitas Indonesia, Laporan Analisis Pendidikan Bag! 4
akim RI, Depok, Februari 2010, h, 67 l

|

|
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peristiwa hukum yang bersumberkan pada undang-undang atau
perjanjian.

3. Mengkonstitusikan peristiwa hukum adalah tindakan hakim untuk
menentukan haknya, memberikan keadilan atas suatu hubungan
hukum antara peristiwa hukum dan subyek hukum.

Oleh karena norma hukum merupakan bagian dari norma sosial.
Dalam hubungan ini, ].J.H. Bruggink menegaskan bahwa norma hukum
(rechtsnorm) menunjuk pada proposisi dari suatu aturan hukum
(rechtsregel), sebab arti dari suatu aturan hukum itu harus ditautkan
pada isi normanya, dengan catatan: Pertama, isi norma menentukan
wilayah penerapannya. Kedua, isi kaidah berbanding terbalik wilayah
penerapannya.’

Diantara beberapa bentuk pidana pokok, pidana denda merupakan
jenis pidana yang sangat jarang dijatuhkan oleh hakim. Karena hakim
lebih cenderung menggunakan penjara atau kurungan (perampasan
kemerdekaan) dalam putusannya.* Padahal penggunaan pidana
perampasan kemerdekaan terkesan “boros”, bahkan dunia internasional
dewasa ini telah memulai untuk untuk sejauh mungkin menghindari
penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan
limitatif.

Beberapa hasil penelitian di luar negeri maupun di dalam negeri
seperti yang dilakukan oleh Roger Hood, Hall Williams, R.M. Jackson, dan
Sudarto secara umum diungkapkan bahwa ada tanda-tanda pidana denda
lebih berhasil atau lebih efektif dari pada pidana penjara atau kurungan.®
“Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibed poena
pecuniaria” (bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih
berat daripada pidana denda),” peribahasa latin ini menggambarkan
bagaimana pandangan masyarakat mengenai kedudukan pidana denda

3 JJH. Brugging, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam

Teori Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1996), h. 87-88
4 Suhariyono AR., Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanski Alternatif,

(Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), h. 10.

5 Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan yang selektif dan limitatif dalam
penggunaan pidana penjara,tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan
pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga
harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif
dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia jenis/tindakan alternatif lain yang bersifat
“non-custodial”, Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 234-235.

6 Dwi Endah Nurhayati, “Sistem Pidana Denda dalam Kebijakan Legislatif di [ndonesia™, Tesis
Program Pascasarjana [Imu Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 3

7 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1993), h. 3.
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jika dibanding dengan pidana penjar;ll. Sekal.ipu.n harus dia
yang menyoroti kelemahan atau s?gl negatif pidana ('jend
menguntungkan yang kaya, SE_Emakm menempatkan pidan
posisi yang lemah dibanding pidana penjara (.perampasan k

Karena itu, perkembangan mutakhir dalam
khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana denq
trend atau kecenderungan dunia Internasional adalah
konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampas
(alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebagai
(alternative sanction).

kui Pendap,,
4, yaity lebjp,
a dend, Pada
emerdekaan],
ukum Pidang
d yang Menja;
berkembangnya
an kemerdekaan
sanksi alternatjf

B. Pidana Denda dalam Sejarah dan Pandangan Ahli Hukum

Pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban
membayar sejumlah uang tertentu. Di antara jenis-jenis pidana yang
terdapat di dalam KUHP jenis pidana denda merupakan pidana tertua?
lebih tua dari pidana penjara, bahkan ada yang menyebut setua pidana
mati.?

Pada zaman Kkerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya
dikenakan padakasus-kasus penghinaanataupencuriandan pembunuhan
binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar
atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang
diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut: 1) berdasarkan kasta
orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat; 2)
berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena;
3) berdasarkan perincian anggota yang terkena; 4) berdasarkan waktu
berlakunya perbuatan; 5) berdasarkan niat orang yang berbuat salah;
6) berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuaFan:
Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi
hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan
tuannya, Bila hutang denda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat
berhenti menjadi hamba. Dan yang berhak menetapkan berapa lama
Seorang yang bersalah ity menghamba untuk melunasi hutang dendany?
adalah raja yang berkuasa.!

i isi i.
y Pidana denda juga dikenal dj beberapa masyarakat tradisional ¢!
ndonesi

nesia, misal di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seseorang yare

i ain
melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi a“taraqlkat.
membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyar

8 Andi‘ Hamzah, Sigs/e
N Sanksi pidana ma; telah
anggabean Mompang Hukum

10 Andj Hamzah, $ig;

m Pidana ..., h, 53.

. ergeving). S R S
dikenal sejak zaman Nabi Musa (Moz=aische Wergeving). S-
Penitensia . . 51

em Pidana..,, h, 14,

iri dan

d
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Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan
keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dijatuhi pidana mati,
maka pidana mati dilaksanakan. Sedangkan di Minangkabau, dikenal
hukum balas-membalas, yaitu siapa yang mencurahkan darah juga harus
dicurahkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk
Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara
ditikam."

Di Bali, dahulu denda dibedakan atas “danda” dan “dosa”. “Danda”
adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar
suatu ketentuan (awig-awig) di banjar/desa, sedang “dosa’ ialah sejumlah
uang tertentu yang dikenakan kepada krama banjar/desa apabila tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kedua jenis pidana
denda itu masih berlaku hingga saat ini dan merupakan bagian dari
jenis sanksi adat yang tercantum dalam awig-awig desa, tetapi hanya
dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, dan bila
terhadap pelanggarnya itu tidak diselesaikan di pengadilan.!?

Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum pidana
adat tetap tidak mengalami perubahan, walau pada tahun 1596 Belanda
(VOC) masuk wilayah Indonesia. Sejak itu dualisme dalam tata hukum
yang berlaku di wilayah Indonesia. Orang Indonesia asli hidup di bawah
kekuasaan hukum adat dan orang Belanda hidup di bawah kekuasaan
hukum Belanda.?

Untuk mengatasi adanya dualisme KUHP yang berlaku di wilayah
Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) tanggal 20 September
1958 yang mulai berlaku tanggal 29 September 1958 dengan menegaskan
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh
Indonesia. Jadi tugas utama Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 ialah
untuk mempersatukan kembali beberapa macam hukum pidana materiil
(mengadakan uniformitas) dengan memberlakukan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia.*

Dengan berlakunya asas uniformitas hukum pidana, maka
penggunaan pidana denda sebagai sarana penanggulangan tindak pidana
di berbagai masyarakat adat juga berlaku uniformitas, karena sanksi

pidana denda merupakan bagian dari stelsel pidana di dalam KUHP
(W.v.S) yang masih tetap berlaku hingga sekarang.

Namun perlu dicatat, keberadaan Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 tidak berarti menghapus eksistensi hukum pidana adat (termasuk

sanksi pidana_denda), melainkan eksistensinya tetap diakui sebagai
11/bid h. 1516

121, Made Widnyana, KapitaSelekta Hukum Adat,(Bandung, Eresco, 1993),h. 19-21.

13 Utrecht, Pengantar Hmu Hukim ., h 223
14 /bid w7
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hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan U
UKu <

ndane.
L Drt. 1951, yang di dalam Pasal 5 ayat (3) sub b b ang

Nomor tbun 4
.l.J nd;;:,]hgwa suatu perbuatan yang mer‘lu.rut hukum yang hidup harils
d.i.;1ggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitah

Hukum Pidana Sipil, maka d:langgap diancam dengan hukuman yang tidak
lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau c-ier.lda Rp. 500,000,- (LimaratuS
rupiah), yaitu sebagai hukuman.penggantl bilamana hukuman adat yang
dijatuhkan tidak diikuti oleh pxhak yang teth'nk'um....Bahwa, Bilamang
hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampay;
hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka ... terdakys
dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara
dengan pengertian bahwa hukuman adat yang....tidak selaras lagi dengan
zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas”

Dengan demikian, eksistensi sanksi pidana denda tidak hanya
yang termuat di dalam stelsel pidana KUHP (Pasal 10 KUHP) melainkan
terdapat pula di dalam hukum pidana adat, sesuai ketetapan Undang-
Undang Nomor 1 Drt. 1951.

C. Sistem Pidana Denda

Mengacu pada pengertian “sistem pemidanaan”, maka hakikat dari
sistem pidana dendaadalah mencakup keseluruhanketentuan perundang-
undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan secara
konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda).

Sebagai konsekuensi logis dari karakteristik tersebut, maka sudah
barang tentu strategi kebijakan fungsionalisasi/penegakan pidana denda
berbeda dengan jenis pidana yang lain. Dalam kaitan ini Barda Nawawi
Arief mengatakan:!S

“Dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan
pelaksanaan (operasionalisasi /fungsionalisasi) pidana denda perlu
dipertimbangkan antara lain mengenai:

L. sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;

2. b_atas waktu pelaksanaan pembayaran denda; ,

3. tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin
terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak

4 dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

+ Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalny?
Elerhadag seorang anak yang belum dewasa atau belum beker?
an masih dalam tanggungan orang tua);

5. e ;
mMmj ddoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.
! i dan B; -
an Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Pemidanaan ..., h. 181.

A
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pari pendapat tersebut, kebijakan operasion
harus diperhatikan oleh para legislator erat kaita
pemberian kewenangan/kebebasan hakim dalam
pidana denda secara konkrit. Seberapa besar kebija

kewenangan/kebebasan kepada hakim untuk mengoperasionalk
pidana denda, jawabannya sangat tergantung pada sejauh maig
pemahaman dan penghayatan para legislator mengenai aliran-aliran
dalam hukum pidana. Apabila konsisten dengan konsepsi Hukum Pidana
Modern yang berorientasi pada individualisasi pidana, jelas menghendaki
adanya kebebasan hakim yang lebih luas dalam pelaksanaan pidana
denda. Terlebih lagi mengingat kemampuan finansial setiap pelanggar
tidak sama, maka invidualisasi pelaksanaan denda harus pula
mempertimbangkan kemampuan finansial terdakwa.!6

Lebih lanjut, pelaksanaan pidana denda yang berorientasi pada
individualisasi pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah'’ bahwa ada
perkembangan menarik yang terjadi di negara Skandinavia (Finlandia dan
Swedia), kemudian diikuti oleh Jerman, Austria, Perancis, dan Portugal,
yaitu diperkenalkannya sistem penetapan jumlah pidana pidana denda
baru yang disebut denda harian (day fine) dengan tujuan agar pidana
denda itu menjadi adil, karena perhitungan besar denda didasarkan
kepada pendapatan pelanggar perhari. Jadi perimbangan seberapa lama
orang seharusnya dipidana penjara dibanding dengan jika diganti denda,
maka besarnya denda yang dikenakan ialah berapa besar pendapatan
orang itu per hari.

Andi Hamzah melanjutkan, untuk mewujudkan denda harian
individual yang didasarkan pada pendapatan pelanggar per hari, hakim
menempuh cara-cara sebagai berikut:'®

al pidana denda yang
nnya dengan masalah

mengoperasionalkan
kan legislatif member;

a. Kesalahan dinyatakan dan dikonversi dalam dalam pidana

penjara menurut hari;
b. Denda harian diperhitungkan sesuai dengan pendapatan per
bulan terdakwa;
c.  Utang-utang yang ada sekarang dikurangkan;
d.  Jumlah itu dibagi jumlah hari dalam sebulan; . ]
e. Jumlah yang ditentukan dalam bagian a sampal den.gan ‘
dikalikan sehingga diperoleh jumlah denda yang harus dibayar;
misalnya :
[A (300$) : B (30)] x C (100) = F (1008)

16Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting
Undang Hidkaym Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang {ukum

Dari Kitab Undang-
Pidana Indonesia.

Uakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 488-489. ) b 16-17.
17 Andi Hamzah, Perbandingan Hukum pidana Beberapa Negara.... 1t
181bid, h, 17.
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Keterangan:
A = Jumlah pendapat

B = Jumlah hari per bulan | |
C = Jumlah hari seimbang dalam pidana penjara

F = Jumlah denda yang harus dibayar.

an per bulan

Aspek lain yang harus diperhatilfan oleh para legislator dalam
menetapkan kebijakan pelaksanaan pidana denda yang berorientasi
pada individulisasi pidana adalah pel?gaturan hal-hal yang bersifat
khusus yang berkaitan dengan keadaan si pelanggar/terdakwa, kebijakan
demikian dipandang penting untuk mewujudkan pemidanaan yang
bersifat individual.

Mengenai kebijakan pelaksanaan pidana denda, Barda Nawawi Arief
mencontohkan sebagai berikut:*® Ada kebijakan pelaksanaan pidana
denda yang menarik dalam hal-hal khusus yang terdapat di Inggris dan
Singapore, yaitu:

 Dilnggris

Antara lain ada ketentuan bahwa dalam perkara yang menyangkut
anak di bawah umur 14 tahun, orang tua atau walinya dapat
diperintahkan untuk membayar denda yang dijatuhkan kepada
anak itu, kecuali pengadilan yakin bahwa orang tua atau wali
tidak dapat dipersalahkan.

 DiSingapore

Ada ketentuan bahwa pengadilan dapat memerintahkan agar
denda, kerusakan-kerusakan atau ongkos-ongkos dibayar oleh
orang tua atau wali dari seorang anak atau remaja, kecuali
pengadilan berpendapat bahwa orang tua/walinyaitu tidak dapat
dipersalahkan atau tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran
yang dilakukan oleh seorang anak karena kelalaiannya
memelihara anak.

pida:ap:blls KUHP l?ggris dan KUHP Singapore mengatur pelaksanaan

menjadi e;‘( ayang dijatuhkan terhadap anak dalam batas-batas tertentu

meneta kae“l’(am.).an orang tua/walinya. Sebaliknya KUHP Peranc’

tdak d pkan _ebl]akan khusus, bahwa “the fine-day” atau “jour amande

Pr;iipa-t dikenakan kepada anak-anak.2°

me"gedl;;lf:za ke.b',iaka“ pelaksanaan  pidana denda y;':lg]

fleksibilita ban Individualisasi pidana, menghendaki elastisita> =
$ bagi hakim untyk menetapkan jumlah pidana denda, batds

Waktu pemly
aya . apat
yaran denda, tindakan-tindakan paksaan yang dai

19Mulad; ¢

20Bargq e 2793 Nawawi

wawi Arief, g Artief, Teor/. Teor| h 186

rapa Masalah.. . 23
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menjamin terlaksananya pembayaran denda, pelaksanaan pidana denda
dalam hal-hal khusus, tetapi bukan berarti kebebasan hakim ity bersifat
mutlak tanpa ada batasannya. Dalam hal ini, Muladj? mengatakan
“judicial discreation yang tanpa pedoman tidak dapat dibenarkan. Yang'
dikehendaki bukanlah how to make sentences equal, but in making
sentencing philosophies agree”. Selanjutnya, Sudarto, “Agar hakim
dalam kebebasannya memberikan keputusan, ada batasannya maka
harus ditetapkan pedoman pemidanaan sebagai kriteria objektif untuk
pemberian pidana oleh hakim.?2

Secara terperinci mengenai pedoman pemidanaan menurut
Jescheck adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus
diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan
dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana
bersyarat (dan seterusnya). Tercakup di dalamnya delik yang diperbuat,
nilai dari kebendaan hukum yang terkait, carabagaimanaaturan dilanggar,
kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya juga personalitas pelaku, umur, jenis
kelamin dan kedudukannya dalam masyarakat. Namun, juga mentalitas
yang ditunjukkan (misalnya karakter berangasan), juga rasa penyesalan
yang mungkin muncul dan selanjutnya curriculum vitae maupun catatan
kriminalitas (criminal record), residivis.?*

Terkait dengan uraian di atas, Barda Nawawi Arief mengajukan
beberapa kriteria atau pedoman dalam menjatuhkan pidana denda, yang
pada pokoknya sebagai berikut:?*

1. Pidana denda baru dijatuhkan apabila:

a. Dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat hidup serta
watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu
cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat;

b. Terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan
yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pidana
denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan
dapat memperbaiki si pelanggar;

c. Terdakwa dapat atau mampu membayar dan denda yang
dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan
ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang
menjadi korban kejahatan;

2. Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya
memperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa dan
beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan

—

21Muladi, Kapita Selekra. ., h. 108.

22 Sudarto, Hukum dan..  h. 45,

23 Jan Remmelink . . 562-563.

24Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori .., h. 187-188
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demikian pada akhirnya dapat dikemukakan bahwg
idana denda yang benar-benar .konsen terhaday,
ana faktor yang perlu dlpcl'hilltlkilll di atas, “(!ﬂkls_aja mampy
hobonfh.\k- kebijakan penjatuhan pidana denda yang individual, tetapi
ml\.m”;.l(!i ‘;::I dapat mewujudkan kebijakan sistem pidana denda yang
::‘lll)llill‘ll(lll\l rasional dan fungsional dalam kenyataannya.

Dengan
kebijakan gistem P

D. Penctapan Pidana dan Tujuan Pemidanaan

goedarto®® mengatakan pemberian pidana itu mempunyai dua (2)

a 1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-

undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana
(pemberian pidana in abstracto);

2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau
jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel
sanksi hukum Pidana itu (in concreto).

Jika dikaitkan dengan “sistem pidana dan pemidanaan” Andi
Hamzah memberikan defenisi sebagai susunan (pidana) dan cara
(pemidanaan).?® Selain itu, pengertian “sistem” sebagai prosedur
(proses), maka pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan
sanksi dengan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sudarto
menyatakan bahwa pemberian pidana in absracto adalah menetapkan
stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-
undang. Sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai
badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi
hukum pidana itu.?’

G..P..l-loefnagels28 berpendapat “secara fungsional perwujudan suatu
sanksi pidana dapat dilihat sebagai proses perwujudan kebijakan melalui
tiga tahap perencanaan”, yaitu:

; ::l}::p pe“e;ap_an pidana ol.eh pembuat undang—undang;

: tahag Pglrzk;erlan atau penjatuhan pidana oleh pengadilan; dan

Pen dapatp Sudaatnaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.
masalah Perwujudaro dan. H.oefnagels di atas, menegaskan b an
Suatu rangkaia k“fanksl pidana dalam hukum pidana merupe™

N kebijakan yang berada dalam sistem pemidanaar

Dengan katj | ;

a lain, sistem ' i dak dapat
' ' pemidanaa . a tidak dap
dipisahkan satu sama lainnya Mrdalam hap-anRpny"

ahwa

25 Sudarto, fu4 um Day

g 1 Huk )
26 Andi Hamzah, Siygop

Siste
ano, Hukum dan |
BMulad; dan Barda an”

idana, (Bandung: Alumni, 1986), h. 42.

mp i ) .
‘ f {zlmm dan Pemidanaan di Indonesia. ..,
m Pidana ...\ 42,

awi Arief, Teori-Teori b 91
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g, Pidana Denda Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan

pada zaman modern ini, pidana denda telah banyak mengalami
perubahan. Sejak terben‘tuknya'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194¢
mendorong penciptaan tindak-tindak pidana baru di luar KUHP dengan
menggunakan sanksi pidana denda sebagai salah satuy sarana pidana
untuk memperkokoh berlakunya aturan-aturan baru sebagai antisipasi
terhadap semakin berkembangnya kriminalitas (kejahatan baru).

Meningkatnya penggunaan pidana denda dapat juga dilihat dengan
munculnya kecenderungan yang mencolok untuk memperbantukan atau
mengkaryakan hukum pidana (denda) dalam bidang hukum yang lain,
Berkaitan dengan ini Wirjono Projodikoro? mengatakan, hukum pidana
mempunyai tempat yang istimewa dalam bidang hukum yang lain, yakni
hukum tata negara, hukum tata usaha negara (hukum administrasi
negara) dan hukum perdata.

Sementara Philipus M. Hadjon® menulis, hampir pada pelbagai
ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya
di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai
dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan,
denda dan semacamnya sebagai salah satu upaya pemaksaan hukum (law
enforcement) terhadap pihak pelanggar.

Penggunaan sanksi pidana denda di luar KUHP (undang-undang
pidana khusus) dapat diketemukan antara lain pada: (a) Undang-Undang
Nomor 7/Drt Tahun 1955 tentang Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Ekonomi; (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya; (c) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan; (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (e)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; (f) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; (g) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang UUPLH; (h) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (i) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (j) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (k) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek; (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; (m) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Pencucian Uang; (n) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
@_Mdang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; (p) UU

29 RohmatSoemitro, Pajak Ditinjau DariSegi Hukum,(Bandung: Eresco, 1991), h.88-
30Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta:

Gajah Mada University Press, 2001), h. 262-263.
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No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; (q) Undang-Undang Nom
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggor.
(r) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedoktem:
Dan (s) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa .
Tindak Pidana Perdagangan Orang.”! n
Meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda mery
yang wajar, karena masyarakat itu terus berkembang, h
berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti
Roeslan Saleh, hukum pidana mencerminkan masanya dan b
pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, baik ity
bentuk pemidanaannya, juga mengenai berat ringan pemidana
S. Balakrishnan dengan panjang mengatakan:
“hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya
memerlukan perubahan sesuaidengan perubahan masyarakat. Tidak
hanya mengenai perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan
sebagai suatu kejahatan tetapi juga mengenai apa yang seharusnya
dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena gagasan-gagasan
mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahan-

perubahan itu terutama dalam hal pandangan hidup tentang moral
dan kemasyarakat.”*?

Pakan g
ukum pyp
dikatakan
€rgantung

mengenaj
an.?

Andi Hamzah dengan menyoroti perkembangan penggunaan pidana
dengan, “Padazaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-
delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.”** Sementara J.E.
Lokollo yang mengacu beberapa kepustakaan berkesimpulan,

“perkembangan pidana denda tidak saja mengenai banyaknya

penggunaan dalam penjatuhan pidana denda, akan tetapi juga

mengenai besarnya maksimum dan minimum pidana denda.

Penyebabperkembangan pidanadendaantaralain, yaitumembaiknya

secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang matenal:

kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagal
akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat mem.baw:’:
akibat pula pada perubahan watak atau karakter dari kriminalitas.
31 Untuk kajian lebih mendalam bisa dilihat Syaiful Bakhri, Pidana Denda.... h. 8-22. Syaiful Bat';'l:
mengatakan “Formulasi dalam hukum pidana positif mengalami kemajuan. Hal ini dar{at.dn!lhat a::l;;ya
diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum Indonesia. Terutama sejak digun < dapal
betentuan pidana yang mencantumkan sanksi denda olch legislator, yaitu sejak korporas dipandang
melakuukzn tindak pidana. Lihat juga Pasal 47 RUU KUHP Tahun 2008.

S2¥oeslan Saleh. Stelsel Pidana b 3. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teort- ZTdan
h 8% Seyarahy menunjukkan, berubah dan berkembangnya kejahatan diikuti pula dengan -
hr.rifmbanz;v)a pidana itu sendiri,

;3 Mulad) dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori. . h 89.

34 Andi Wamzah, Sistem Pidana h 53

35Tim . a Der
]QP””‘ l(/ﬂ:’;’:g:{:‘lm Hukum BPHN, Lapomn Pcngka},an Tentang Penerapan Pidan

oda, (Jakartd

el
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Kecenderungan penggunaan pidana denda meningkat sebagai

bagian dari strategi kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap
erkembangan kriminalitas. Barda Nawawi Arief mengatakan “strategi

kebijakan pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus
memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya
lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian
dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan
tata tertib dan/atau denda.*®

Di sisi lain, menurut Sianturi, Pidana denda menjurus kepada primum
remedium, artinya alat penjera yang diutamakan, di mana peranan hukum
pidana bukan lagi sebagai senjata pamungkas manakala bidang hukum
lain sudah tidak mampu lagi mengatasi suatu permasalahan hukum.’’
Muladi mengingatkan, hukum pidana yang keras hendaknya digunakan
secara hati-hati dan selektif, baik dalam pengaturan maupun dalam
penerapannya. Hal ini mengingat pula sifat subsidiair yang menjadi ciri
hukum pidana. Namun sebagai pengecualian, khususnya dalam tindak-
tindak pidana yang mengancam sendi-sendi kehidupan negara dalam
bidang ekonomi termasuk korupsi, hukum pidana harus tampil sebagai
primum remedium.*®

J.E. Jonkers menekankan, ada kecenderungan dalam hukum pidana
modern memandang lebih cepat mencapai tujuan pidana dengan
menjatuhkan hukuman denda yang berat kepada si terdakwa dibanding
menjatuhkan hukuman pidana penjara pendek.*’

Menurut Syaiful Bakhri:
“Kecenderungan legislator untuk selalu menggunakan sanksi denda

yang tinggi di dalam hukum positif terutama dalam undang-undang
administrasi maupun undang-undang pidana di luar KUHP, telah
memenuhi efek jera dalam pemidanaan. Formulasi sistem penetapan
jumlah besaran pidana denda, penentuan batas pembayaran serta
tindakan paksa yang menjamin terlaksananya pembayaran denda,
dan menghilangkan mekanisme pidana denda yang tidak dibayar
dengan pidana kurungan. Oleh karenanya, fungsionalisasi pidana
denda sebagai konkretisasi pidana modern dan humanistis segera
dapat terlaksana melalui rangkaian politik kriminal yang rasional,
sehingga kemanfaatan pidana denda mempunyai dampak samping
yang minimal, bila dibandingkan dengan pidana penjara, dapat
direalisasikan”.*°

—

36Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori..., h. 145.
37S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia .... op.ctt h. 126
38Muladi, Proveksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang ... h.165.

39J.E. Jonkers, Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht Jilid 2,

(Y"%gakarla: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, t.th.), h. 322.
Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi..., h. 413414,
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Berdasarkan uraian di atas, eksist?nsi pidana denda Sebagaj
pemidanaan sudah tidak diragukan lagl. .Perkembangann),a dapa't .
dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalam
undangan pidana khusus dan pandangaq positif para ap
penggunanaan pidana de.nda pun menyiratkan harapan
terhadap prospek sanksi pidana denda.

Setiap jenis sanksi pidana apa pun bentuknya, pada Prinsi
mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sjgj lailn
Disadari atau tidak, acapkali sorotan tajam lebih condong menganya.
pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannrah
Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut “pidana”, yang olj;'
sementara kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan-perlakyan
yang kejam.

Kritik dan sorotan tajam berbagai dampak negatif yang dihasilkan
oleh pidana penjara, telah membawa pengaruh pada usaha-usaha
mencari alternatif pengganti pidana penjara, walaupun di sana-sini masih
diperdebatkan juga tentang masih perlunya pidana penjara.

Dalam sejarah, sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana
penjara sudah sejak lama dilakukan di dalam kerangka politik kriminal.
Usaha tersebut tidak hanya bersifat lokal saja, tetapi juga dibicarakan
dalam pelbagai kongres dan konferensi internasional. Hal ini tampak dari
usaha Franzvon Liszt dan Van Hamel yang mendirikan ‘Union [nternational
de Droit Penal’ atau disebut juga ‘Internationale Kriminalistische
Vereinigung' (Bahasa Jerman). Pada Konggres I di Brussel tanggal 7
dan 8 Agustus 1889, dikemukakan sebuah resolusi yang menghimbau
para negara peserta agar mengembangkan pelbagai alternative to short
custodial sentence.*! Di samping itu, terdapat pula pandangan ekstrim
seperti gerakan penghapusan pidana penjara (prison abolition) yang
menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.*

Menurut Muladi, berkembangnya konsep untuk
dari pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment)
sebagai sanksi alternative (alternative sanctions) yang me
ls‘;l::m}?egal"a-negara di dunia, baik negara yang rr_nendasark
TimuT] Uk“f“ Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Teng

auh tidak semata-mata didorong alasan kemanusiaan
(Diolah oleh

41Muladi, Kapita Selekta..., h. 133, Lihat pula; J.M. van Bemmelen 1086).h. 16

D ) ) "
. l4<2r 7;;;22" I3 ’;’g‘””l Pidana 2: Hukum Penitensier, (Bandung: qua_C ipta, dengan 84
International ¢ -34. Gerakan penghapusan pidana penjara (prison abolition) "' terlihe® ‘: Jan Me!
1983 di Tommgnj"zrence On Prison Abolition (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kalt S:“ ™ t.\hh‘"
1987 di Morrrem Ka"a"a‘ yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam 4o £l pons
abolition” . Salah anada. Pada konferensi ke-3 ini istilah “prison abolition " telah diubah T . Sedan y
o satu tokoh dari gerakan “prison abolition” ini adalah anc g i st

o prof. Herman Biar
penda ’ "
tahwn 1974 pat u'nluk menghapusan pidana penjara dikemukakan ole o

M tulisannya “Negara tanpa Penjara™
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juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan alasan-alasan
ekonomi sehingga tidak mengherankan apabila di dalam pembaharuan
hukum pidana, upaya pencarian alternatif pidana pencabutan
kemerdekaan tersebut menempati posisi yang sentral di dalam stelsel
sanksi pidananya.”’

Dari segi ekonomi, tidak disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana
penjara bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (social cost) begitu
besar, karena dengan dipenjara seorang pelaku (terpidana) harus dibiayai
dan harus disediakan fasilitas bangunan-bangunan untuk menempatkan
mereka dalam lembagatersebut. Dan ini seringkali menimbulkan masalah
keuangan bagi negara.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling
bertentangan (ambivalence) yang antara lain:

1. Bahwa tujuan dari pidana penjara, pertama adalah menjamin
pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan
kesempatan-kesempatan kepada narapidana untukdirehabilitasi;

2. Bahwa hakekat dari fungsi penjara tersebut seringkali
mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada
akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu
lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana
tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam
masyarakat.**

Terkait dengan yang disebut terakhir, sekalipun penjara diusahakan
untuk tumbuh sebagai instrument reformasi dengan pendekatan
manusiawi, tapi sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan
tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat
ditinggalkan demikian saja. Sehubungan dengan itu wajar kalau Bernes
dan Teeters menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat
pencemaran (a place of contamination) yang justru oleh penyokong-
penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-
penjahat kebetulan (accidental offenders), pendatang baru di dunia
kejahatan (novices in crime) dirusak melalui pergaulannya dengan
penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah
gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara
ini.*

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara
adalah bahwa dengan pidana penjara tersebut telah menyebabkan
stigmatisasi dan stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala
bentuk sanksi negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi.*¢

43Muladi, Kapita Selekta. ., h. 132; Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori ... h. 76-77.
44 Muladi dan Barda Nawawi Aricf, Teori-Teori.... h. 77.

45Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori.... h. 78-79.

46Muladi dan Barda Nawawi Aricf, Teori-Teori. . h 81.
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Bemmelen mengingatkan, tlc.iak ada orang yan
Name Valn pahwa terutama pidana penjara kerapkali mq
a (&

menyangk { kita janganlah berlebihan mengen,

;gmatis, tapl . L
va’“g‘"‘”_'tl:l ;tiibqbkan oleh perbuatan si terhukum sendiri.+?
karenal i

akibat penerapan pidana penjara, ternyata

Keadaan buruk 4ana penlj)ara jangka waktu lama saja. Pidaza peni
hanyﬂd‘sebabkan P i akibat lebih buruk lagi, karena se]a; iy
jangka pendek mempunya 2835 e it
menerimaseluruh kemungkl'“an akibat url(; yang a_Pattffrladlterhadap
pidana penjara jangka panjang, maka pidana penjara jangka Pendek
tidak mempunyai peluang yang n'lemac.ial untuk dilakukan Pembinaan/
rehabilitasi dibanding pidana penjara biasa.

Sehubungan dengan penerapan pidana penjara pendek, kesimpulan
yang dibuat oleh suatu “European Working Group” pada tahun 1959
dinyatakan, bahwa, secara umum bilamana pidana penjara singkat
diperbandingkan dengan pidana penjara yang lama (penjara biasa), maka
pidana penjara singkat memiliki semua kelemahan pidana penjara, tetapi
tidak memiliki satupun aspek-aspek positif darinya.*® Argumen-argumen
lain mengenai keburukan pidana penjara pendek secara terperinci
diajukan oleh Schaffmeister sebagai berikut:

a. Relasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapat terputus atau
setidaknya terganggu: hilangnya pekerjaan, gangguan terhadap
hubungan keluarga, menyulitkan dibangunnya relasi-relasi sosial
baru karena merupakan “bekas narapidana”;

b. Waktu pemidanaan terlalu singkat untuk dapat memberikan
pengaruh positif bagi terpidana maupun untuk menjalankan
proses resosialisasi;

C. Perkenalan dengan penjara membuka kemungkinan terpidana
Fercemar oleh perlakuan kriminal terpidana lainnya. Lebih
jauh lagi, dapat terjadi penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang
menakutkan bagi terpidana:
xiﬁglﬁlndari penggunaan pidana penjara singkat (.:lapa;
penjgr:?a]t pengeluaran biaya karena pelaksanaan Rlda“
Biaya iy alam dmnya sendiri memakan biaya cukup tinggh

.g.gl'yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pidana penjard
Dendeklmtldaksebanding dengan efek pidana yang diharapkan.
Sekitar dug dari ti : uiluie _pl ana y ; enjara
singkat dal ga terpidana yang dikenakan pidana P :

am wakti singkat setelah mereka dibebaskan mas

enj i
PeMara kembali; penjatuhan pidana penjara singkat tamp?

Sebagai e I .
—— jalan tj . =
47 Roeslan §g)e, Ok bEFUJUng o

Darj "
) 48 Sdlaﬂmculm, I)el;( Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana. .., h. 79.

" orte |
ulr: Luang), dierjemabyay ;| / l’ l/hglrlyglrclf als Velfetijdsstraf (Pidana Badan Singkat sebaga :
lbid 5.1 e Tristam Pascal Moeljono, (Bandung: Citra Adityn Baktl. 1990).
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pDalam kerangka pemikiran di atas, maka pada tahun 1986 Council
of Erope mengadakan survey kronologis tentang alternatif pidana
kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Dari survey
tersebut terungkap bahwa terdapat lebih jenis 22 (dua puluh dua)
alternatif pidana penjara yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya
merupakan strafmodus pidana kemerdekaan dari pada sebagai strafsoort
yang independen, kecuali pidana pidana denda®.

Sebagai jenis pidana non-kustodial, maka tidak mengherankan
kalau pidana denda menjadi pusat perhatian sebagai alternatif pidana
perampasan kemerdekaan, karena keburukan-keburukan terhadap
penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan/custodial) tidak
berlaku terhadap pidana denda yang mempunyai kelebihan (kebaikan)
dibanding pidana perampasan kemerdekaan, yakni:

a. Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak
menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap
terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali
sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh
lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena
itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan
identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal;

b. Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana
dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada
umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;

c. Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara
akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya
menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara
(perampasan kemerdekaan).51

Kebaikan lain dari pidana denda jika dibanding dengan jenis pidana
custodial (perampasan kemerdekaan) maupun pidana mati menurut
Sutherland & Cressey, yaitu pembayaran denda mudah dilaksanakan dan
dapat direvisi apabila ada kesalahan; dan yang tak kalah penting bahwa
pidana denda membuat lega dunia perikemanusiaan.s

Munculnya kecenderungan penggunaan pidana denda baik sebagai
Jenis pidana yang berdiri sendiri (independen sanction) maupun sebagai
jenis pidana pidana alternatif pidana penjara jangka pendek semakin
diperkokoh kedudukannya dengan lahirnya Resolusi PBB 110/45,
tertanggal 14 Desember 1990 atau sering disebut “The Tokyo Rules”
yang menetapkan “Aturan standar minimum” atau “standard minimum
Tules” (SMR) untuk tindakan-tindakan noncustodial; Khusus pada “tahap

50Muladi, Kapita Selekta. , h. 132.

Ell.an Remmelink, Hukum Pidana. ., h. 485. —_— Soedjono
32 Sutherlang &Cressey, The Control”™ Hukum Dalam Perkembangan (Diterjemahkan oleh Soedjc

(Bandung: ¢ p , 1974), h. 487.
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peradilan dan pemidanaan” Illellt?tzl[)kall aturan bahwg pej;
berwenang dapat menjatuhkm;3 pidana denda sebagyj ¢
pidana non-custodial (Rule 8.2). o
Penerapan secara konsisten alternatif pidan
baiknya menengok KUHP Yunani. Dalam “aturan umum”-
bahwa pidana kustodial 6 bulan atau kurang dikonvers;j
selain itu ada pula aturan yang memberikan kewenangan kepad
pengadilan untuk mengkonversi pidana kustodial antara 18-6 bulan ke
pidana denda, apabila dipertimbangkan dengaq pPidana dengy sudah
cukup mencegah si pelaku melakukan tindak pidana lagi.5*
Selain segi positif di atas, seperti halnya jenis sanksi Pidana lajp
pidana juga memiliki kelemahan/keburukan yang dapat berpengaruy
pada daya guna/efektivitasnya sebagai sarana pemidanaan, Kelemahan.
kelemahan permanen yang terkandung pada pidana denda, yakni:
Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga
(majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya)
sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh
si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat
dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar
menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku
tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
a. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak

bersalah, dalam artj pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana
tersebut.

b. Pidana denda inj lebih
karena bagi mereka yan

nya dinyatakan
menjadi dendaf

menguntungkan bagi orang yang mampu,

g tidak mampu maka berapa pun besarnya

Pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga
mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu
Pidana perampasan kemerdekaan;

C. Terdapat kesulitap dalam
oleh Jaksa eksekutor, terutg
atau tidak beradg dalam pe

‘ Sff Resglu§i PBB45/110 (The Tokyo Rules), secara umum menetapkan 5°pcmngk»a;
L’; 'I';:IP;:; ',nkSlP dasar ( SMR) untuk Mmengembangkan tindakan-tindakan f;()rr-cusgt::“:/
ringannyaii ::irl:lembenkan fleksibilitas yang lebih besar sesuai c{engﬂﬂ S'f“:s;;‘mw,
dan untuk menéhlndari : akang pe_laku serta p‘erlmdm?gﬂn“ ka sistem

Penggunaan pidana penjara yang tidak perlu, ma

T -custodials
- “tapkan bermacam-macam jenis tindakan non-ci
Clum peradial (Pre-Triql

pelaksanaan penagihan uang Flenda
ma bagi terpidana yang tidak ditahan
njara.55

anaan

_ yemid
(Tritand g s B Stage), tahap peradilan dan ¢ v
Thia ,‘,a:j:’,‘:: ‘:’,,g :s,(,ge) dan tahap setelah pemidanaan (Post-Sentencing Stage
f I3 a H M f §
S41bid b 5. Wi Arief, ‘Surllwliulr.... h. 107-114; 115-116.
~;‘SSchallrm:islr:r h32.33
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Dari l)cl)cr.n.pz? kelcm'ahm.] pidana denda yang palin
ynitu:apahilad]tmjnu dari segi keadilan secara umumada suatu anggapa
bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagj orang yang mgmpl:l
Sementara dari segi tujuan pemidanaan penjatuhan pidana denda unt[:n;
orang yang mampu (kaya) dianggap tidak memiliki daya prevensi khusus,

Dalam hasil penelitian Wolf Middendorf menyatakan, “penggunaan
pidana pen.dek seharusnya (.jikenakan untuk white collar crime (wce).»
di mana pidana denda sering tidak mempunyai pengaruh”.s’ Dengan
kata lain, pidana penjara pendek merupakan shock treatment yang tepat
dibanding pidana denda bagi WCC (khususnya kelompok accupational
crime), Karena dari segi ekonomi mereka termasuk kelompok yang
mampu (berkelebihan kekayaan/uang) sehingga penjatuhan pidana
denda terhadap kelompok ini tidak akan menimbulkan kepekaan baginya
atau konkritnya tidak mencapai tujuan pemidanaan.

Sama dengan Wolf Middendorf Balakrishnan pun meragukan
efektivitas pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi.
Balakrishnan menyatakan, memang pidana denda itu sesuai diterapkan
terhadap perusahaan/korporasi, karena korporasi tidak dapat dijatuhi
pidana penjara. Akan tetapi, denda saja tidak cukup. Karena, sanksi yang
berupa pidana denda tidak akan pernah dirasakan sebagai hukuman.
Anggapan bahwa denda sebagai hukuman hanyalah di atas kertas. Untuk
itu perlu adanya ketentuan khusus.*®

Karena itu, dalam kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda
(khususnya tahap formulatif/kebijakan legislatif) pemahaman yang
mendalam mengenai segi positif (kebaikan-kebaikan) dan segi negatif
(keburukan-keburukan) yang inheren terkandung pada pidana denda
sangat diperlukan, yaitu Pertama, bertolak pada sisi positif (kebai.kzmj
kebaikan) pidana denda diharapkan akan menjadi landas‘an motivasi
bagi kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana _d?nd.a
sebagai sarana pemidanaan baik dalam kedudlfkannya sebagai |en.|§
sanksi yang berdiri sendiri (independen sancf:on) maupun Se.b‘;g‘“
jenis pidana pidana alternatif pidana penjara jangka pendek; ""(‘1 ua.
pemahaman yang mendalam terhadap kelemahan/keterbatasan daya
guna pidana denda, diharapkan dapat menjadi signal sekaligus l:"“[l::::
balik yang harus dipertimbangkan untuk menyiasati strategi kt‘r l]f:~l;ill
operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya

efektif dalam kenyataannya.

8 banyak disorot,

—

5%6Marshall B, Clinard and Peter C. Yeager, Corporal¢
l-rcg Press, 1980), h. 18.
:7Hanln Nawawi Aricf, Kapita Selekta  h A‘_C'
. S Balakrishnan, Reform of Criminal in India Some
ohyo Fuchy Japan UNATLL 1973). b 48

Crime, (New York: The
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88 MEMAH:

F. Kesimpulan

penetapan sanksi pidana denda) lidall< I_lalnya yang termuat ¢; dalam
stelsel pidana KUHP (Pasal 10 KUHP) melainkan terdapat pula g; dalam,
hukum pidana adat, sesuai ketetapan U .Urfdang~Undang Nomor N,
1 Drt. 1951. Selain itu, Penggunaan sanksi pidana denda (j luar Kyyp
dapat diketemukan juga pada: (a) Undang-Undang Nomgr 7/Drt/1955
tentang Undang-Undang tentang Tindak Pidana El'(onom1; (b) Undang.
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alap
Hayati Dan Ekosistemnya; (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:; (d) Undang.
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (e) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; (f) Undang-Undang Nomor
22 tahun 1997 tentang Narkotika; (g) Undang-Undang Nomor 23 tahun
1997 tentang UUPLH; (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; (i) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi; (j) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan; (k) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek; (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hendaknya pelaksanaan pidana denda lebih mengedepankan
individualisasi pidana, artinya elastisitas dan fleksibilitas bagi hakim
untuk menetapkan jumlah pidana denda, batas waktu pembayaran
denda, tindakan-tindakan paksaan yang dapat menjamin terlaksananya
pembayaran denda. Kebijakan sistem pidana denda yang benar-benar
konsen terhadap beberapa faktor yang perlu diperhatikan, tidak saja
Mampu mewujudkan kebijakan penjatuhan pidana denda yang individual,
tetapi lebih dari ity dapat mewujudkan kebijakan sistem pidana denda
yang humanis, rasional dan fungsional dalam kenyataannya.
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KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN DAN
PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN KORBAN

x99

DI KOTA BANDA ACEH

Oleh: EMK. Alidar

A. Latar Belakang Masalah

Bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal
26 Desember 2004 di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi
Sumatera Utara, telah merusak hampir seluruh sendi dan tatanan
kehidupan masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah
pesisir dan terkena langsung dampak bencana tsunami. Kerusakan yang
ditimbulkan tsunami juga ikut berdampak kepada situasi dan kondisi
harta benda, baik terhadap harta benda bergerak maupun harta benda
tidak bergerak milik para korban tsunami.

Besarnya jumlah korban yang meninggal atau hilang akibat tsunami,
memungkinkan timbulnya keadaan dimana sejumlah harta peninggalan
mereka seperti petak tanah di daerah-daerah yang terkena bencana
tidak diketahui lagi keberadaan pemilik dan ahli warisnya, sehingga
menimbulkan permasalahan hukum.Terhadap harta peninggalan dan
tanah-tanah yang demikian perlu ditangani dengan serius dan hati-hati
serta harus diselidiki dulu, apakah benar harta dan tanah tersebut tidak

ada pemiliknya.!

F 1 Bagir Manan, Penjualan di Lokasi Tsunami Harus Dilarang,
ebruari 2005, 3,

Kompas, 8
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um hak milik atas harta benda parfn korban tsunay,
iadi perm amat penting dan sangat Krusial yang hary,
n?cnmdl 'Dtllcn""‘ baik oleh semua stakeholder yang ada. Kepast $
ditangani (1"“&‘““."‘“0“ yang sangat penting bagi banyak pihaj untan
huk.lll"l""‘:l':l:kan s;rbagai landasan hukum dalam menguasai, melindunu!(
dag:;lfe‘lgia (‘ian bahkan memiliki suatu hak atas harta benda Peniﬂggalg:{
E:)rh%:m ISl;llallli. Lebih jauh dari itl_" kepastian hukum atas segala bentyk
harta peninggalan korban tsunami, klllu.sqsnya yang tld.ak memiliki ah;
waris atau ahli warisnya sampai saat inl tidak dlketahull keberadaannya,
perlu segera diperjelas statusnya agar segera dapat dimanfaatkan dap
diberdayakan oleh Baitul Mal, untuk kepentingan umat Islam khususnya
di Kota Banda Aceh.

Keadaan ini pada awalnya telah dengan cepat direspon oleh
lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2005
Tanggal 7 Februari 2005, di antara isi Fatwa tersebut adalah "Tanah dan
harta benda yang ditinggalkan korban gempa dan tsunami yang tidak
meninggalkan ahli waris, adalah menjadi milik umat Islam melalui Baitul
Mal setelah mendapatkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah”. Bunyi
butir fatwa tersebut kembali dipertegas dan diulangi dalam Fatwa Nomor
3 Tahun 2005 Tanggal 17 April 2005.?

Senada dengan Fatwa MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor 114 Tahun 2005 Tentang Manual Pendaftaran
Tanah di Lokasi Bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan
Sumatera Utara, yang mendukung Fatwa MPU Aceh berkenaan dengan
PEnfiaftaran terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli
warisnya pasca tsunami.
"Dala[::l;n; Surat Keput}lsan Kepala BPN tersebut dinyatakla'n bahwa:
tidak dikit;;rqap'at sebidang tanah yang tidak ada lagi pemiliknya dlal[:
sttltaten blllel( slapa ahli warisnya, yang dapat disnapkan'han)‘/akan
shinges aia kel'j ltanah, sementara sgrtifikatnya tidak akan dlterbltk:n
diserahkan pen Jel alsan status kepemilikannya, dan tanah tersebut

Dalan Pa;g‘elo aannya kepé'lda Badan Baitul Mal"? idak
meninggalkan al?li 191’ KHI dinyatalan bahwa "Blla pewars h;:l'l
ada atau tidaknyg :f]ﬂ:ll'(ls sama sekali, atau ahli warisnya tlda!( diketa N

4, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agan

(Mahk \ 7 p
—_"amah Syar‘iyah, Pen) diserahkan penguasaannya kepada Baitul .

Kepastian huk
asalahan

2 FatwaMaje|
Is Permy, or?
Tahun 2005 T, 'Musyawaratan Ulama (Mpy) p Jrussalam, Nom
ou ;ngga]'] Februari 2005, dan (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Dar

pala ) Nomor 3 Tahun 2005 Tanggal 17 April 2005. |
Pendahzran'r.mah di‘ﬂ:‘;‘d:‘“‘ﬂﬂlmha" Nastonal (BPN) Nomor ll‘jlb'l'ulmn l’2005 Tentang Mm’;”
Bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumaterd ar

-
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(ntuk kepentingan agama 'Islmn dan kesejahteraan umum,*

gerdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan di
erlihat bahwa keseluruhannya memberi mandat kepada Baitul Mal ynt k

enpelola harta peninggalan korban tsunami yang beragama | u
',‘ i saat ini belum ditemukan ahli warisn bai A slam dan
qampal se o snya, baik ity terhadap bend,
pergerak maupun benda tidak bergerakyang tersebar di Aceh

Baitul Mal di Kota Banda Aceh ditengarai banyak meng.uasﬂ hart
penda korban tsunami yang tidak ada lagi pemilik dan ahlj w;ris;nr:
pamun penguasaan oleh Baitul Mal tersebut mestj di teliti lebih jaﬁ‘h'
apakah sudah legal dan dilakukan sesuaj dengan prosedur perundangan-
undangan yang berlaku atau belum. Selain itu, perlu juga diketahui
tentang faktor-faktor yang menjadi kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh
dalam melakukan upaya penertiban dan pendaftaran hak penguasaan
dan pengelolaan atas harta-harta peninggalan korban tsunami tersebut,
serta bagaimana solusi yang dapat ditempuh oleh Baitul Mal dalam
permasalahan ini di masa yang akan datang,

Hal ini penting untuk diteliti mengingat pemanfaatan dan
pemberdayaan harta peninggalan korban tsunami, harus dilakukan
berdasarkan alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
dan prosedural yang benar. Agar dapat menjamin kepastian hukum
baik bagi korban tsunami dan/atau ahli warisnya selaku pemilik sah
dari harta tersebut, maupun kepastian hukum bagi Baitul Mal sebagai
pengelola harta agama yang diserahkan amanah oleh undang-undang
untuk menjaga kepentingan umat Islam khususnya di Kota Banda Aceh,
dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi terhadap harta-
harta peninggalan korban tsunami tersebut di kemudian hari.

Berbagai temuan yang diperoleh dari studi ini diharapkan dapat
memberi gambaran serta informasi tentang legalitas dan upaya
pemberdayaan harta peninggalan korban tsunami yang dilakukan oleh
Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Pada gilirannya penelitian ini dapat
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis
karya ini diharapkan dapat menghasilkan suatu temuan dan kesimpulan
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berkaitan dengnq
legalitas penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan korban tsunami
Yang dilakukan oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh. P:fda akhirnya
diharnpkan dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu hukum/
fiah dan pranata sosial dimasa-masa yang akan datang. Sedangkan S“C“r‘;
Praklis dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Baitul Ma
Kota Banda Aceh, untuk dijadikan bahan pcl‘lilllb;\lmi}“ nantinya d-"“‘f:
membuat dan mengambil kebijakan khususnya berkaitan dengan upays

atas, jelas

i . Islam i
I 11 Instruksi Presidon (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum {s
Home )4
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pemberdayaan harta agama pada umumnya, khl'lsusnya harta pe
korban tsunami yang tidak memiliki ahli waris untuk key
kemaslahatan umat.

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normgayjs dan fy
sosiologis,terutama terhadap aplikasi peraturan perundang.u"danl"n
berkaitan denganpenguasaan dan pemanfaatan harta yang tigan
diketahui pemiliknya dan/atau ahli warisnya, oleh lembaga ke&gama:k
yang diberikan kewenangan hukum untuk itu yaijty Baitul Mg g; Kotn
Banda Aceh. Data primer diperoleh melaluj wawancara terstrukey, da:
mendalam dengan responden dan informan, yang terdiri Kepala dan Staf
Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kepala Kantor Urusan Agama(KUA), Ketug
Baitul Mal Gampong, Keuchiek atau Tokoh masyarakat gampong, serty
pihak terkait yang dianggap mengetahui informasi tentang keberadaap
harta peninggalan korban tsunami yang tidak ada pemilik dan ahlj
warisnya di gampongnya masing-masing.Sementara Data Sekunder
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupaperaturap
perundang-undangan, buku-buku, majalah, literatur-literatur, hasil-hasil
penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang
terkait dengan masalah yang dibahas,

Analisa data dilakukan dengan terlebih dahulu memaparkan data-
data lapangan, dan data-data hukum berupa peraturan perundang-
undangan yang ada, kemudian dianalisis dan disajikan dengan metode
deskriptifanalisis sehingga diperoleh jawaban yang mendekati kebenaran
tentang aspek-aspek yang menjadi fokus kajian studi ini.

Ningga)
a

B. Konsepsi Harta Agama

Secara literal, al-mal bermakna senang, condong atau berpaling dari

satu posisi kepada posisi yang lain. Sedangkan makna terminologi telah
disebutkan para ylama yang tersebar di berbagai karya mereka dalam
Kajian harta, Dari berbagai pengertian yang ada, menurut Wahbah Zuhaili
Pengertian yang disebut Mustafa Ahamd az-Zarqa yang relatifsempurnla
tentang makna harta, karena makna itu sesuai dengan dimalfsud a:
{uran surat al-Baqarah ayat 29, yakni segala sesuatu yang diciptakan

' , =
Nya dl' bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Pandangan a
Zarqa itu ada|ah

mempunyai o il aze 25l 38 s oe Ky JU) (SeFiap materlbei" ‘Y“‘"g‘
- punyai nilaj yang beredar dj kalangan manusia); =Yy 9 Jerta
s (Sesuaty yang dapat dikuasai, dapat disimpan
anfaatnya menyryt kebiasaan).

|3z, kl) “ 9\‘.0\(‘

dapat diampj| 1

5 Hailanj Muji Tapir '
Lumpuy. al-Rq mr{m voh ol Mal: natiiusl

p Islam, (Ku.v!u
iyyah, 1982), b, 6.8

Kewangan Negar«
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secara teknis pembatasan makna harty dapat dite
cara. Pertama, berdasarkan‘ainiyah, yaipy harta ity
kenyataan (a'yan) maka n‘mnfaat sebuah rumah
tidak disebut harta, teFam termasuk miljk at
segala sesuatu yang dipandang harta oleh s
manusia, tidaklah manusia memelihara s
manfaatnya, baik manfaat madiyah ataum

Apabila dilihat dalam al-Quran, istilah

disebut dalam 87 ayat,ada tiga tujuan Allah memberikannya kepad
makhlukNya. Pertama, harta merupakan cobaan Allah kepada mar?usi:
dalam menjalan kehidupan (,10:88 ,9:85 127:36 ,9:55 ,34:37 2.155
26:88); harta sebagai kebutuhan hidup manusia sehari-hari (33:27' 4:5);
harta dipergunakan untuk masyarakat, agar tata kehidupan kebersamaan
mereka lebih baik (61:11 ,49:15 ,9:41).

Ketiga tujuan itu bila dilihat dari segi sifat dan kehidupan manusia,
poin kedua dan ketiga sangat berhubungan erat. Harta berfungsi
sebagai alat pendukung yang presenden bagi kehidupan manusia.
Posisi harta dalam kehidupan memiliki wadah pengikat antar individu
dalam masyarakat. Oleh karena itu, Allah swt. menetapkan harta yang
dianugerahiNya diperuntukkan pada kepentingan sesama manusia.
Atas pandangan itu, sebuah pandangan umum dikemukakan, bahwa
pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta
secara keseluruhan, tapi dikarenakan Allah ingin menguji seseorang, Dia
menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang
mengusahakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.6

Seperti harta yang diberikan Allah kepada RasulNya _ (fai’);
ghanimah, dan khumus (%%). Ketiga bentuk harta ini_, sebaglapnya
diberikan kepada pribadi kaum muslimin, seperti b.a'glan ghanimah
dan sebagian harta + %, dan sebagian lagi menjadi milik Basul. Untuk
hak Rasul, setelah beliau meninggal akan dialihkan sebagai harta umat
(harta agama) yang disimpan di Baitul Mal. ~ Dalam pe-rke_m.bangﬂn_ﬂyt&
kepemilikan harta dibagi kepada tiga macam; pemilikan mdn_v.ldu (priva :
property), pemilikan umum (collective property), dan pemilikan negar
(state property).’ e

Kipeir)niltiJl,()an umum dan kepemilikan negara merupagésl; t:;('::‘k

ersama (umat). Oleh sebab itu, dua kelompok ini cenderung di ak‘at.
Hanya saj ili ara mencakup seluruh masyarakat,
ja, kepemilikan neg : i pada masyarakat
sedangkan fasilitas umum kadang-kadang dibatasi l')l dikolerastian
wagian harta yang baru disebutkan, . Islam, (Jakarta:
6 Isma’il Muhammad Syah (Ismuha), dkk., Filsafat Hukum ,
Bumi Aksara, 1999), h.199.

7 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Be
Insani), b, 21,

Ntukan dengan dua
ada Wujudnya dalam
Yang dipelihara Manuasia
au hak, Kedua, ‘urufiyah, yaitu
eluruh manusia atau sebagian
esuatu kecualj menginginkan
anfaat ma’'nawiyah,

harta (al-mal/al-amwal) yang

rkah dan Bertambah, (Jakarta: Gema
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dengan beberapa pendapat lainnya maka harta kepemilikap, Umy
disamakan dengan harta agama. Pengelompokan ip; dilnkuka.“" dapa‘
mengembalikan fungsi harta kepada asalnya, yaknj milik A"‘ lengan
diberikan kepada umat manusia secara kebersamaan, ah Yang

Sekedar untuk dipahami berikut dijelaskan pengertian jen|
agama yang disebut di atas. Pertama, zakat merupakan Suaty pem?) )
berupa harta tertentu dari orang kaya kepada orang yang berlil‘
menerimanya, sesuai dengan ketentuan syara’ Harta zakat diwa'?t:hak
kepada orang yang memiliki harta dengan jumlah sebasar s’al ka;?
nisab zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang ditentumlfa]
agama. Pemberian itu merupakan harta yang menjadi milik agamaadan
disampaikan kepada kelompok-kelompok yang ditentukan agama. » dan

Kedua, wakaf, yakni harta yang diberikan dengan tujuan untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka
menedekatkan diri kepada Allah swt, dengan menah

an tindakan hukyp,
orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan, dap |
materi harta wakaf tetap utuh.

arty

Ketiga, hibah, yakni pemberian yang dilakukan secara sukarela
dalam mendekatkan diri kepada Allah swt tanpa mengaharapkan balasan
apa pun.

Keempat, tanah yang tidak ada lagi pemiliknya (iqtha’). Tanah yang
tidak ada pemilik ada dua bentuk; tanah yang tidak ada pemiliknya sejak
awalnya dan tanah yang telah tiada pemiliknya. Tanah ini diambil alih
oleh negara dan dipergunakan bagi kepentingan umat.?

Kelima, fasilitas umum, Imam Mawardi membagi fasilitas umum
kepada tiga macam; tempat peristirahatan di padang pasir dan hutan,
tempat peristirahatan di pinggir-pinggir lahan milik orang, dan tem_paf
peristirahatan di pinggir-pinggir jalan.? Termasuk juga dalam katagori ini
adalah hima (tanah yang dilindungi) dan air, api, serta rumput.

Keenam, Lahan/bahan tambang, yaitu hasil pertambangan yang

di dalam bumi. Tanah dan hasil tambang ini dimiliki oleh negara dan
dipergunakan bagi keperluan masyarakat.

C. Sumber Harta Agama dan Mekanisme Pengelolaannya oleh
Baitul Mal Pada Masa Awal Islam

; Baitlll
Pada masa-masaawal [slam, sumber harta yang masuk ke kas
Mal meliputi;

' ' ‘h.tanah
d- Kharaj; yaitu cukai yang dikenakan terhadap tand

8 lmam al»Mawardi, Hukum Tata Neg
Islu’m,leri.Ahdulllayylc

7 lmam al-Mawar

aran

- n Tut
ara dan Kepemimpinan dalam 068

1.
: 20000
al-Kattanidan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta
di, Hukum Tatg Negara .., h 355,
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l', “
vang dimiliki oleh orang-orang Islam, haik diperolen tanha
tersebut dengan peperangan atau perdamaian, Yang mana tan .i.
perolehan dari wilayah nop muslim yang ditakluklan terseb
tidak dibagi kepada para pejuang yang tkut dalam penaklukan

wilayah tersebut, melainkan dijadikan sebagai harty negara dan
dimasukkan ke dalam kas dan dikelola oleh Bajtyl Mal.

b Juzvah; yaitu cukai (diri) yang dikenakan te
(kafir zimmi) yang tinggal di negara Islam.

¢ Usvur; yaitu cukai yang dikenakan ke
orang Kafiryang memeluk Islam t
dan juga tanah yangdimiliki oleh pejuang Islam yang
dari rampasan perangyang dibagikan oleh khalifah.

d. Wakaf/Wasiat; vyaitu penyerahan penggunaan harta secara
manfaat untuk kebajikan umatislam.

e. Harta/Kafarat; yaitu dikenakan terhadap orang yang melakukan

kesalahan syara’ sepertimelanggar sumpah, nazar, jima’ pada
bulan Ramadhan dan melakukanzihar.

J. Harta Zakat; yaitukadar yang tertentu d
wajibdibelanjakan kepad:
merupakan salah s
umat Islam jika sud

rhadap non muslim

atas tanah yang dimilikg oleh
anpa melakukan peperangan

didapati

ari harta tertentu yang
a golongan-golongan tertentu. Zakat
atu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh
ah memenuhi Syarat-syarat tertentu.

Pada umumnya hanya terdapat satu saj
pemegang amanah harta dalam Is)

terkumpul dalam Baitul M

ainstitusi keuangan dan
am yaitu Baitulmal.Harta-harta yang
al merupakan harta negara dan dimiliki
oleh semua rakyat yang tinggal di negara tersebut.Baitulmal menurut
pandangan al-Mawardi adalah tempat mendaftarkan mencatat tent
Pengumpulan dan penyaluran harta agama.'

Jika dilihat pengertian yang terdapat dalam Dictionary of Islam,
Baitul Mal dimaksudkan sebagai perbendaharaan negara yang menerima

uang yang dipungut oleh negara Islam dari berbagai sumber seperti
zakat, ghanimab, jizyah dan lain-lain.

ang

D. Kedudukan dan Mekanisme Hukum Penguasaan/ Pengelo-
laan Harta Peninggalan Korban Tsunami yang Tidak Dik-
ctahui Ahlj Warisnya oleh Baitul Mal

Kedudukan Baitul Mal sebagai badan pengelola harta agama pada
Aasarny, dilakukan dengan berpijak dari praktek pada "““"""_““:
Wl 1slam, Pada masa Rasulullah misalnya walaupun belum m:\-|u.l
'-"—"i‘l';_"-'" keberadaan lembaga Baitul Mal secara formal, tetapi dalam

VO lmam o) Mawardi, Mikum Fara Negara h 120
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a Rasulullah s.a.w. telah membentuk dan men
4. Hal ini terbukti dari hadis yang diriwayat
Bukhari yang menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. pernap
e Bl bagai khadam beliau), supaya membayar hytg
kepada Bilal (sebag o lullah.!!
ceckor unta yang telah dibeli oleh Re?su ullah.™ -
" pernah juga Rasulullah meminta Mahmiyah sebagai Pemegan
amanah harta khumus (seperlima dari rampasan Perang yang dimjj;
beliau/ negara) untuk membayar mahar (mas kawin) dua orang dgy;
pihak keluarganya.'’ Bukti-bukti tersebut menu.n]ukka}n bahwa paq,
masa Rasulullah ada satu tempat khusus, selain dari rumah beliay
sendiri untuk menyimpan harta khumus dan harta-harta lain yang sah
dimiliki Rasulullah/negara sebagai khazanah pada masa ity Pada
masa berikutnya. Praktek ini terus berkembang pada masa kekhalifahap
sahabat Abubakar, Umar, Usman, Ali, dan masa-masa setelahnya.!*

Di antara sumber harta agama yang dapat dikelola oleh Baitu] Ma]
adalah zakat, infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, kaffarat, harta tak berwaris,
harta amanah, hibah yang diserahkan kepada Baitul Mal.'* Berpijak dari
pemahaman dan praktek Baitul Mal pada masa awal dan kegemilangan
Islam itulah, kiranya tepatlah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluarkan Fatwa Nomor 2
Tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005, yang diantara isi fatwa tersebut
adalah "Tanah dan harta benda yang ditinggalkan korban gempa dan
tsunami yang tidak meninggalkan ahli waris, adalah menjadi milik umat
Islam melalui Baitul Mal setelah mendapatkan penetapan dari Mahkamah
Syar’iyah”. Bunyi butir Fatwa tersebut kembali dipertegas dan diulangi
dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 17 April 2005.

Dalam Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 114 Tahun 2005 Tentang
Manual Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Tsunami di Nanggroe Aceh
Darussalam dan Sumatera Utara, dinyatakan bahwa: "Dalam hal terdapat
sebidang tanah yang tidak ada lagi pemiliknya dan tidak diketahui
siapa ahli warisnya, yang dapat disiapkan hanyalah pembuatan buku
tanah, sementara sertifikatnya tidak akan diterbitkan sehingga ada
kejelasan status kepemilikannya, dan tanah tersebut akan diserahkan

111mam Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Lahore: t.p., 1962), h. 1957.

121bnu Sa'ad, al-Tabagat al Kubra, Jilid 1V, (Leiden: ed. Sachau, t.th.), h. 40-41.

135 M. Hasanul Zaman, Economnic F, unction of An Islamie State (The early experience). (Leleesi®
Islamic Foundation), 1991, 1 137,

blukulﬁklez.zt(ll;ag/“;:i Haji Hasan, Konsep dan Peranan Bail Mal di Zaman Kegemilangan Is
"an rembangunan Baitul < " : i Nik Hassan,
Kuala Lumpur: Instita itul Mal Kebangsaan ", Penyunting Mustapha Hj. Nik

Kefahaman Islam 2003), h. 17-39

Lo Y h. 17-39. . adah.

tth,) hIVIITlIJ;ugZ'Ml?hml"mad Ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, A/-Mabsuth, Juz l11, (Mesir: Matba . Snki::ml-
‘ B andingkan juga dengan Yusuf Qaradawy, Konsepsi Islam Dalam Mengentas Ao

(Surabaya Bina || . { macam
Battul Mal -akay mu, 1996), h 137 Membagi Baitul Mal dalam Kerajaan [slam kepada e;:,p:[a.' Harta

Terlantar Balnd Mal Jizyah dan Kharaf. Baitul Mal Ghanimah dan Rikaz, dan Bai

gadakan
kan oleh
Meming,
ng harga

prakteknya ternyat
lembaga kas negar

Jam, dalam
(Malays1d
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yengelolaannya kepada Badan Baity) Mal”,
I gelanjutnya untuk memperlancar Proses pelaksanag
dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh p CAnaan rehabilitas;

REgE S SN arussalam ¢
Nias Provinsi Sumatera Utara pasca tsunami, Pemerint

2007 telah pula mengeluarkan sebual Peraturan pemer;
undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahyn 2007 Te
permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksana
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyaral
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provins
kemudian ditetapkan menjadi Undan
pada tanggal 28 Desember 2007,

Ketentuan hukum tentang Peénanganan harta peninggalan korban
tsunami, yang diatur dalam undang-undang ini juga senada dan seirama

dengan fatwa MPU Nomor 2 dan 3 Tahun 2005, dan Keputusan Kepala
BPN Nomor 114 Tahun 2005 seperti telah di uraikan sebelumnya.Pada
Bab IIl tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah, Pasal 8 dinyatakan
bahwa:

1. Tanahyangtidakadalagipemilikdanahliwarisnyayangbemgama
Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal.

2. Penetapan mengenai ada atau tidaknya pemilik dan ahli waris
serta pengelolaan tanah oleh Baitul Mal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pengadilan.

3. Permohonan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapatdiajukanolehkeluarga, masyarakat,ataupengurusBaitulMal.

an Kepulauan
ah pada tahun
ntah Pengganti
ntang Penanganan
an Rehabilitas; dan
at di Provinsi N

i Sumatera Utara, yang
g8-Undang Nomor 48 Tahun 2007

Jauh sebelum lahirnya Fatwa MPU Provinsi NAD Nomor 2 dan 3 Tahun
2005, dan Keputusan Kepala BPN Nomor 114 Tahun ?00.5 serta Und;u?g-.
Undang Nomor 48 Tahun 2007, proteksi terhadap kejadian semacam ini
telah pernah dinyatakan dalam Instrksi Presiden (Inpres) Nomor 1 l1ahu‘r;
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Meskipun n'prth
tersebut bukan dikeluarkan untuk menangani- permasallaltmn m;::::h
dalam keadaan darurat seperti bencana tsunami, namgn (:('lr‘:ll‘('y:i]llsnl:lk
Satu ketentuan hukum yang diatur di dalamnya juga d‘:pidl‘ alll\)h \;.msny.l
Menangani masalah pertanahan yang tidak ada pem-lll dar
'ermasuk dalam keadaan luar biasa seperti tsunami. s tidak

Dalam Pasal 191 KHI dinyatakan bah.wal: . ‘[hla‘ tli‘(flk‘ dii&vt.nhui
meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli w."'.lhnl)’:ng.lziildl\ pr—
4da atau tidaknya, maka harta tersebut atas pul.us.m‘ e Baital Mal
(Mahkamap Syar’lyah. Pen) diserahkan ]wnguns‘ufuu:i):;‘““L
"tk kepentingan agama Islam dan kcsclilh‘“I'}:“"‘"ur‘“kd“ di atas, jelas
Dari beberapa ketentuan hukum yang teld ‘| { kepada Baitul Mal
terlihay bahwa keseluruhannya memberl mand
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untuk mengelola harta peninggalan korban tsunam; yang tidak
warisnya, baik itu terhadap benda bergerak maupun beng, tidak },a
milik korban tsunami yang beragama Islam. Keadaan jpj m
sebuah berkah regulasi yang patut disyukuri umat Is|
khususnya masyarakat muslim di Aceh, karena dengan aq
hukum tersebut Baitul Mal telah diakui oleh negara seb
menampung dan mengelola harta-harta peninggal
tidak ada pemilik dan ahli warisnya.

Dengan adanya ketentuan hukum tersebut, terlihat
negara dengan sendirinya telah mengakui keberadaan Baity|
ahli waris dari harta-harta peninggalan ummat [s)
ahli warisnya. Keadaan ini sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki
al-quran dan hadits, sebagaimana telah dibahas dalam kitab-kitab figh
klasik karangan Imam Mazhab dan para pengikutnya.

Untuk melihat lebih jauh tentang peran, fungsi dan kewenangan
Baitul Mal Aceh dalam mengurus dan mengelola harta agama, khususnya
harta peninggalan korban tsunami yang tidak ada ahli warisnya, dapat
ditelusuri dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
Pada Bab III bagian kesatu tentang ruang lingkup kewenangan Pasal 8
ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa salah satu fungsi dan kewenangan
Baitul Mal adalah: “Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui
pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah”.

da ap;

aNya keteny,,,
aBal wadah yqy,,
an umat Is|am yang

pu‘a bahwa
Mal sebagaj
am yang tldak ada

E. Profil, Tujuan dan Sasaran Badan Baitul Mal Kota Banda
Aceh

Salah satu pencapaian penting dari lahirnya Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam,
adalah terbentuknya Badan Baitul Mal melalui SK. Gubernur Nomor 18
Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul
Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping lahirnya beberapa
Qanun Syari‘at lainnya, dalam rangka merespon keinginan masyarakat
untuk melaksanakan penerapan syari’'at Islam di Aceh.

Baitul Mal yang dibentuk oleh Pemda Aceh sama sekali berbeda
kewenangan, struktur, tugas dan fungsinya dibanding dengan lemb.lg:'-l
serupa semisal Badan Amil Zakat [nfaq dan Shadaqah (BAZIS) yang ‘“l‘”:
Provinsi lain di Indonesia. Badan Baitul Mal adalah lembaga khusus yans
dibentuk oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, untuk mengurt
segala macam bentuk harta agama baik yang bersumber dari u!.nl\‘.ng.‘int.l'qL
shadaqah, wakaf, dana diyad, harta yang tidak diketahul pemitikny:
barang tercecer, dan segala macam bentuk harta agama lainnya.

. ‘ » ‘-blll‘
Berdasarkan SK. Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 terse
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kemudian juga dibentuk Badan Baitul Mal dj tiap K
ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui
masing-masing sesuai dengan perintah Pasal 3 Sk Gubernur tersebyt
Di Kota Banda Aceh pembentukan Badan Baitu] Ma] dilakukan dengan.
keluarnya SK Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baityl Mal Kota Banda
Aceh, yang ditandatangani tanggal 30 Juni 2004. Pada tahun berikutnya
ditetapkanlah pengurus Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh melaluj SK.
Walikota Nomor 2005/52/451.5 tanggal 16 Mei 200516

Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang kembali mempertegas
bahwa segala macam bentuk harta agama, bajk zakat, wakaf, infaq,
shadagah, harta peninggalan yang tidak memilki ahli waris, dan bentuk-
bentuk lainnya yang dapat digolongkan ke dalam harta agama dikelola
oleh Baitul Mal (Pasal 191). Berpijak dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 itulah kemudian Pemerintah Aceh meningkatkan status
regulasi tentang Badan Baitul Mal di Provinsi Aceh, dari yang sebelumnya
hanya diatur dengan SK. Gubernur kemudian ditingkatkan menjadi Qanun
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengusung visi: “Terwujudnya
ummat yang sadar zakat, pengelolaan yang amanah dan mustahik yang
sejahtera”.

Berangkat dari visi tersebut maka Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh
mengusung misi:

a. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan

mustahiq;

b. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan

akuntabel;

¢. Memberikan konsultasi dan advokasi dalam bidang zakat dan

harta agama lainnya bagi yang membutuhkan; '

d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan kaum dhu‘afa;

e. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola

zakat dan harta agama lainnya; serta _
f. Mengurus anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab.

abUpaten/Kota yang
SK Bupati/Walikota

Setidaknya ada dua sasaran yang ingin dicapai oleh Baitul Mal
Kota Banda Aceh, dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Pcr;amt:‘.
Mensosialisasikan pengumpulan segala jenis harta agama kepz;)da 5“';'_;'1
lapisan masyarakat, baik Pegawai Negeri, Polisi, :I‘entara. tl?flgl “u 1
Profesi/Jasa, Pedagang, Nelayan, dan masyarakat lainnya. Seka 'if:‘:‘:kf"l
melakukan pendataan yang maksimal terhadap semua potensi pemastss

. rahun 2006, h 2
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Baitul Mal Kota Banda Acch Tahun
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harta agama, serta pcmanfaamnn.yn _unlu.k kep.c-ntingan agama dap |,

Kedua, sasaran akhir yang ingin dicapai adalah terciptany, S:\at.
<uasana yang produktif dan berkelal.uutan, di mana upaya pengUmpuTlu
harta agama yang optimal akan dlmanfaatkan‘ sebesar—besal‘nya b:n'
kepentingan ummat, utamanya untuk kepentingan masyarakat yangl
fakir dan miskin. Baik itu diberikan dalam bentuk dan sifat kOnSUmt'g
maupun dalam bentuk produktif yang diharapkan ke depannya akalr:
meningkatkan ekonomi dan produktifitas umat secara merata. Akhjrp, a
pada suatu saat nantinya aset Baitul Mal yang sangat besar jumlahny,
akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan‘
jaminan sosial, dan lainnya bagi para dhu’afa khususnya dan umat lslam'

pada umumnya."”

F. Status dan Akibat Hukum Penguasaaan/Pengelolaan Harta
Korban Tsunami yang Tidak Diketahui Pemilik dan/atau
Ahli Warisnya oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh

Harta peninggalan korban tsunami di Kota Banda Aceh terdiri
dari berbagai macam jenis dan bentuknya, ada yang berbentuk benda
bergerak dan adapula dalam bentuk harta tidak bergerak. Harta bergerak
peninggalan korban tsunami misalnya perhiasan, kenderaan, tabungan
(simpanan) pada berbagai lembaga perbankan (Bank), sementara harta
tidak bergerak berbentuk seperti tanah dan bangunan.

Sampai dengan bulan Oktober 2013 saat pengumpulan data
penelitian ini dilakukan, Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menerima
dan mengelola harta peninggalan korban tsunami dalam bentuk harta
bergerak saja, terdiri dari 2 jenis yaitu, harta peninggalan korban dalam
bentuk simpanan di Bank yang telah diserahkan oleh masing-masing Bank
yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh, sesuai dengan prosedur
yang berlaku dan berdasarkan penetapan Mahkamah Syar’iyah dan
sesuai perintah UU Nomor 48 Tahun 2007. Jumlah total keseluruhan uang
simpanan korban tsunami yang tidak memiliki ahli waris di Kota Banda
Aceh yang terdapat dalam kas Baitul Mal bila ditotal keseluruhanny?
tidak mencapai 1 Milyar rupiah.'®

_ Harta peninggalan korban tsunami berikutnya yang dititipkan o
dikelola Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah, harga pembayaran tanah
yang terkena proyek pelebaran jalan dan drainase di Kota Ba“da. {xcch-
yang pada.saat proyek tersebut dikerjakan tidak diketahui pe!“"hk.m;:

:m.;: ada ahli warisnya. Uang pembebasan lahan yané diterif®

18Drs Salahuddin Hasa
Bntara Pubul |1 0 y/¢ P

201)

-

ber
n. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 9 Okto
ubul 1230 WIB. di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

- |
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Baitul Mal tersebut dalam bentuk titipan sementara, berdasarkan Putusan
Mahkamah Syar‘iyah Banda Aceh Nomor 60/Pdt. P/2010/MS-Banda
Aceh, yang merupakan putusan terhadap 10 kasus pembebasan tanah
yang tidak dan/atm! belum diketahui pemilik dan ahli warisnya pada saat
putusan tersebut ditetapkan, dan Putusan Nomor 73/Pdt. P/2010/Ms-
Banda Aceh yang merupakan putusan terhadap 12 kasus serupa.

Belakangan 12 kasus dari 22 kasus yang terdapat dalam kedua
putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tersebut diketahui kembali
pemiliknya, karenanya atas dasar putusan Mahakamah Syar’iyah Banda
Aceh Nomor 210/Pdt. P/2010/MS-Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda
aceh telah mengembalikan uang pembayaran pembebasan tanah yang
terkena proyek pembangunan jalan dan drainase di Kota Banda Aceh
tersebut.?

Sementara benda bergerak lainnya seperti perhiasan-perhiasan
(emas dan lain sebagainya), yang ditemukan oleh relawan pada jenazah-
jenazah korban tsunami saat dilakukan evakuasi korban, sampai sejauh
ini tidak pernah diterima atau dititipkan oleh pihak manapun kepada
Baitul Mal Kota Banda Aceh, padahal jika merujuk pada peraturan
perundang-undangan yang ada harta-tersebut menjadi harta agama
yang pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Mal.2° Ketika ditanya lebih
jauh, Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh mengatakan bahwa perhiasan-
perhiasan yang ditemukan pada korban tsunami itu diserahkan kepada
Mesjid Raya Baiturrahman melalui pengurusnya, oleh relawan yang
menemukan dan mengumpulkan perhiasan tersebut selama proses
evakuasi korban tsunami.?!

Selain harta bergerak, harta peninggalan korban tsunami yang
berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, ditengarai
juga banyak terdapat di Kota Banda Aceh. Kepala Baitul Mal Kota Banda
Aceh juga mangamini dan mengakui bahwa harta-harta tidak bergerak
peninggalan Kkorban tsunami, yang tidak memiliki dan/atau tidak
diketahui keberadaan ahli warisnya ini banyak terdapat di Kota Banda
Aceh. Karena wilayah ini sangat parah diterpa tsunami dan penduduk
(korban) yang memiliki harta benda tidak bergerak juga cukup banyak,
cuma data mengenai hal ini memang belum dimiliki oleh Baitul Mal Kota
Banda Aceh.2?

Apa yang disampaikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh
tersebut ternyata benar adanya, hal ini disimpulkan dari hasil wawancara
dengan Manshur Ahmad, S.Ag, dimana beliau mengatakan bahwa
beberapa Imeum Gampong pernah menyampaikan perihal keberadaan

19Wawancara Drs. Salahuddin Hasan, tanggal 9 Oktober 2013.

OWawancara Drs. Salahuddin Hasan, tanggal 9 Oktober 2013.
21 Wawancara Drs. Salahuddin Hasan, tanggal 9 Oktober 2013,
22Wawancara Drs. Salahuddin Hasan, tanggal 9 Oktober 2013
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dan permasalahan tanah korban tsunami, ya-n'g ti_dak diketahy;
warisnya di Gampong mereka kepadanya scbag;:n Pejabat Pembyq
Ikrar Wakaf (PPAIW) di kantor KUA Kecamfuan.

Manshur Ahmad menambahkan beliau sangat khawat
keamanan dan status hukum tanah-tanah korban tsunami yan
ahli waris, karena sampai sejauh ini belum terdata dengan baj
lagi dengan permasalahan hilangnya data-data tanah wakaf
yang sudah memiliki sertifikat wakaf sebelum tsunami mep
Aceh.?*

Menjawab pertanyaan ini Kepala Baitul Mal Kota Bang
mengatakan bahwa, sebahagian atau beberapa persil dari tang
peninggalan korban tsunami memang dikuasai dan dikelola o]e
Mal gampong. Karena keberadaan harta tersebut terletak dj gampong-
gampong yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, walaupun diaky
pula sampai sejauh ini penguasaan dan pengelolaan harta-harta tersebut
belum memiliki alas hak yang kuat, karena belum menempuh proses dan
prosedur penguasaan harta peninggalan korban tsunami sebagaimana
yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007.2

Penguasaan oleh subjek hukum terhadap setiap objek hukum,
secara yuridis harus berlandaskan dan beralas hak yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Baik penguasaan
oleh orang (badan pribadi), penguasaan oleh badan hukum, bahkan
penguasaan oleh negara sekalipun tetap harus berlandaskan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ahl;
Akta

ir dengan
g tidak ada
k- Dltambah
erjang Bang,

a Aceh
h-tanah
h Baity]

G. Faktor-Faktor Penyebab belum Diajukannya Permohonan
Penetapan Hak Pengelolaan atas Tanah Korban Tsunami

oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh dan Solusi Penyelesai-
annya

Hubungan hukum antara subjek dan objek hukum dalam bentulf
dpapun, secara yuridis harus dapat dibuktikan oleh subjek hukum (si
pemilik hak), karena hubungan hukum terkait dengan hak kebendaan
yangdimungkinkan sudah pernahterjadisebelumnyaatas bendatersebut.
Pembuktian hak atas kebendaan ini harus dibuktikan oleh subjek hukum,

baik subjek yang memiliki hak tersebut berupa orang (badan pribadi)
ataupun badan hukum,

| Ket.
23Manshur Ahmad, §. Ag.. PPAIW/Ka. KUA Kec. Kuta Alam, sebelumnya pernah bertugas diKe

/, ’ Cuta
o orabsa. Wawancara tanggal 8 Oktober 2013 antara Pukul 10 s/d Pukul 11.30 di Kantor KUA Kee KU
Alam, Banda Aceh

24 Wawancara Manshur
25Wawancara Drs Sal

Ahma_d, S.Ag., tanggal 8 Oktober 2013
ahuddin Hasan, tanggal 9 Oktober 2013.

o
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Begitu pula hﬂlnY{‘ dengan Pénguasaan (
gama oleh len_]bagfz Baltl.ll. Mal, khususnya terh
tidak diketahui lagi pemilik dan/atau ahii warisnya pasca terjadip,
bencana gempa qu tsunaml,_juga perlu dan waijib dimintakan penctapﬁ
Mahkamah Syar'iyah dan dilakukan pendaftaran hak kepada Kantor
pertanahan Kabupaten/Kota. i}gas~ harta-harta yang ditinggalkan oleh
umat Islam yang kemudian menjadi harta agama, mendapat perlindungan
dan kepastian hukum yang maksimal dan dapat dipertanggungjambkan
sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan \

) g e penyelewengan
pemanfatannya, serta menghindari terjadinya klaim atay sengketa dari
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di kemudian hari,

Sampai saat ini dari hasil penelitian di 6 gampong dalam 2
kecamatan sample penelitian diketahui banyak dari tanah-tanah yang
tidak ada lagi pemilik dan/atau ahli warisnya, berada dalam penguasaan
dan pengelolaan dan bahkan ada yang sudah dimanfaatkan oleh Baitul
Mal untuk kepentingan umat Islam. Kondisi ini sungguh-sungguh
memprihatinkan, karena landasan hukum yang dimiliki oleh Baitul Mal
yang notabene juga merupakan lembaga bentukan pemerintah, yang
diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menguasai dan mengelola
tanah-tanah tersebut tidak melaksanakan amanat undang-undang.
Padahal ini tidak boleh terjadi, karena menyangkut dengan harta umat
yang harus mendapat perlindungan hukum serta dikelola dengan baik,
untuk menjamin kepentingan umat dan agama Islam dikemudian hari.

Menurut Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh kewenangan
penyelesaian permasalahan tanah-tanah tak bertuan ini, sudah
dilimpahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan inisiatif Baitul Mal
Gampong masing-masing untuk melakukan mekanisme pengajuan hak
Penguasaan dan pengelolaannya.Baik untuk meminta penetapan kepada
Mahkamah Syar’iyah tentang status tanah korban tsunami, yang tidak ada
lagi pemilik dan/atau ahli warisnya tidak diketahui lagi, maupun untuk
Mengajukan permohonan pembuatan buku tanah yang demikian kepada
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.2¢ o
. Kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh tersebut, sampai sejauh
i nampaknya belum memberikan dampak apa-apa bagi proses
Perlindungan hukum secara formal sebagaimana diamanatkan peraturan
peru"da"g-undamgam, terhadap tanah-tanah korban tsunamll yang
terdapat dj gampong-gampong di seluruh wilayah Kota Qands Atcifi;i( ada

. Faktor penyebab belum adanya satu persil pun tanah ya Ilisdafnrkan
gl pemilik dan/atau ahli warisnya, diminta penetapan i p|ertar‘1ahan
l¢h Baitul Mal kepada Mahkamah Syar'iyah dan Kantor

an pengelolaan harta
adap tanah-tanah yang

26Wawancara Drs. Salahuddin Hasan. anggal 9 Oktober 2013.

L
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i berikut:
1 Mal adalah sebagal |
Bmtll:h[\'emungkinan alasan pertama belum didaftarkany

peninggalan korban Fsunami oleh Baitu:) l\{lal Gampong, 5 dalap
karena pengurus Baitul Mal Gampong be um mengetahuj 54,
peraturan perunda_ng-undangan mengenai hal inj, sehinggy
sosialisasi mutlak diperlukan.

2 Belum adanya kata sepakat dan kesamaan persepsi diantarg para
pengurus Baitul Mal Gan?p.OT\g dan masyarakat setempat, tentap
perlu dan pentingnya diajukan penetapan status tanah korban
tsunami untuk menjadi milik Baitul Mal Gampong.

3. Terjadinya dualisme pengelola harta agama di gampong juga
menjadi kendala tersendiri. Ada Gampong yang pengurus Baitul
Malnya langsung diketuai oleh Tgk. Imeum Gampong/ Meunasah,
ada pula Gampong yang menetapkan pengurus Baitul Malnya
bukan dari unsur Imeum Gampong, tetapi dari unsur lain misalnya
tokoh masyarakat.

4. Pengurus Baitul Malmerasa ragu dan belum yakin dengan status
tanah tersebut. Karena sangat dimungkinkan tanah tersebut
sudah pernah dilakukan peralihan hak, kepada pihak lain oleh
si pemilik tanah tersebut beberapa waktusebelum terjadinya
musibah tsunami, namunsi pemilik baru yang kemungkinan masih
ada atau ahli warisnya kemungkinan dapat ditemukan, belum
dapat menunjukkanbukti-bukti kuat tentang adanyaperalihan
haktersebut.

Baitul Mal gampong atau Imeum dan perangkat pemerintah

Gampong enggan melaporkan harta tersebut kepada Baitul Mal

Kota, karena kalau dilaporkan mereka masih memahami harta

agama tersebut akan diambil dan dikelola oleh Baitul Mal Kota

Banda Aceh. Akibatnya sampai saat ini Baitul Mal Kota Banda

A-Aceh belum memiliki data yang akurat, tentang berapa banyalf

Jumlah harta-harta tidak bergerak peningggalan korban tsunami!

yang terseb i . Bands
Aceh? ar di gampong-gampong dalam wilayah Kota

Ya harty

K:r:]ban tsunami yang memiliki tanah dan menetap di wilay:;
geh_Pong yang diteliti sebagiannya adalah warga per}da\taa
188 sangat dimungkinkan masih ada ahli waris dari daer

asa ) o Aan
me::iya, yang dikemudian har; akan datang untuk mengamb'lk‘iﬁ“
nta kembali tanah tersebut, karena memang secard hu :

aling berhak atas semua harta peningé

korban termasyk tanah,

2T Wawanc,
raf
alys Salahuddm ”"ﬁaf\.langgal 9 Oktober 2013,

d
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Biaya pengurusan penetapan Mg : N
7. pc[.).(ﬂohonnn pembuatan buku tanah ?ekl:tTE;Eg"Syar iyah dan
biaya, sedangkan sumber pembiayaan untuk‘ it’t‘lelll:butuhkan
dalam kas Baitul Mal Gampong/Kota,Begity pula de elum ady
pengurusanyang kemungkinan akan sangatlamadan :189311 wakty
bagi pengurus Baitul Mal, seperti misalnya mencari Wa‘;:’tpotkan
pas untuk menghadirkan saksi-saksi dalam sidan 4 yang
dan lain sebagainya. & pengadilan

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar semua harta
peninggalan kot."ban tsunaml,.yang berada di bawah penguasaan dan
pengelolaan Baitul Mal tetapi belum memenuhij prosedur yang legal,
maupun harta yang belum dikuasai dan dikelola Baitul Mal maka ada
beberapa solusi yang dapat ditempuh yaitu:

1. Baitul Mal Provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota segera
melakukan sosialisasi yang merata kepada semua pengurus
Baitul Mal yang ada di tingkat bawah, mengingat pentingnya
dilakukan segera penetapan dan pengurusan hak pengelolaan
terhadap harta-harta peninggalan korban tsunami yang berada
di wilayah Kota Banda Aceh secara legal.

2. Baitul Mal khususnya pada tingkat Gampong yang memiliki
pengurus dalam prakteknya terhadap penguasaan dan
pengelolaan harta agama, disarankan segera mengakhiri dualisme
pengurus Baitul Mal di gampong tersebut.

3. Untuk memastikan keberadaan pemilik dan/atau ahli waris
korban tsunami yang pendatang, kiranya Baitul Mal genipong
segera menelusuri hal tersebut ke daerah asal korban. Bila dalam
waktu tertentu tidak ditemukan ahli warisnya m.aka segera
saja diajukan permohonan penetapan tidak ada ahll. warlsldan
pengurusan hak penguasaan dan pengelolaan oleh baltulhnl::l;nh

4. Terhadap permasalahan biaya pengurusan penetapan Ml?qu; oI;h
dan hak pengelolaan kiranya dapat segera dimusy zwar'zlll 1‘ untuk
setiap jenjang pengurus baitul mal, dimungkinkan HE° Fopy
melakukan pendekatan dengan Mahkamah Sbyatr !13:}1?1 dapat juga
untuk menggratiskan biaya pengurusan terse :k ‘n‘dalam APBD
diusulkan keseluruhan biaya tersebut dimasukka

Kota Banda Aceh.
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H. Kesimpulan

at disimpulkan bahwa legalitas penguasag),
aan harta peninggalan korban tsunami yang tidak diketahy;
au ahli warisnya, oleh Baitul Mal di Kota Banda Acep,
sebahagiannya sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaky,
terutama penguasaan terhadap hart_a bergerak peninggalan korbap
tsunami dalam bentuk simpanan di Bank dan harga _pembebasan
lahan yang terkena proyek pembangunan jalan Fian drainase di Kota
Banda Aceh. Harta peninggalan korban tsunami dalam bentuk yang
tidak bergerak seperti tanah, sampai sejauh ini belum dilakukan upaya
hukum untuk mengurus penetapan tidak diketahui pemilik dan/atau
ahli warisnya oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh kepada Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh. Karena itu, tentu pengurusan buku tanah kepada
Badan Pertanahan dengan sendirinya juga belum dilakukan. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penguasaan harta peninggalan
korban tsunami dalam bentuk harta tidak bergerak belum sesuai dengan
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku kalau tidak
mau dikatakan penguasaan/ pengelolaan tersebut dilakukan oleh Baitul
Mal secra illegal. Kendala yang dihadapi Baitul Mal di Kota Banda Aceh
dalam permasalahan ini diantaranya, kurangnya sosialisasi perundang-
undangan tentang penguasaan dan pengelolaan harta agama khususnya
peninggalan korban tsunami, berbedanya pemahaman Ppengurus,
dualisme pengurus/pengelola, dan koordinasi yang lemah baik antar
lembaga Baitul Mal secara vertikal, maupun koordinasi antara Baitul Mal
dengan instansi terkait lainnya seperti Kemenag, Mahkamah Syar'iyah,
dan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Banda Aceh misalnya juga
ditengarai menjadi salah satu kendalanya.

Dari uraian di atas dap

dan pengelol
pemilik dan/at
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PERUBAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH WAKAF
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN
ACEH TENGAH

Oleh: Arifin Abdullah, MH

A. Pendahuluan

Banyak permasalahan perwakafan yang ada dalam masyarakat
sekarang ini masih menjadi masalah yang rumit, diantaranya menyangkut
masalah keabsahan satatus wakaf, memerlukan kajian yuridis terhadap
keabsahan status wakaf, yang semakin lama semakin banyak persoalan,
baik perumahan, perluasan jalan umum, tempat ibadah, tempat
pendidkan dan lain-lain. Pada mulanya, sebagimana diketahui tidak ada
hukum positif sebagai ketentuan khusus, kecuali lafadz dengan lisan
saja di depan imam mesjid, pada masa itu, dan disaksikan oleh beberapa
orang, maka wakaf di anggap sah.

Realita yang terjadi dalam masyarakat waqif hanya mel.afadz'kan
kata-kata mewakafkan suatu objek kepada imam masjid, dan disaksikan
oleh beberapa orang saksi dianggap sah. Tanah yang diwakafkan itu
Peralihannya tidak disertai bukti pemilikan tanah. Dikawatirkan tanah
tersebut suatu saat kemungkinaan di gugat oleh ahli warisnya, bal:jwz
tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya itu tidak sah, karena : r;
Mempunyaj alat bukti yang kuat. Sedangkan saksi-saksi sudah tidak ada
lagi, disebabkan berbagai foktor ketiadaaannya.

Adapun tanah yang telah diwakafkan, dal

111

am Akta Ikrar Wakafnya
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: idikan, sekarang telah dibangun jalan raya, 7.
untuk kcpcr-lll;!n 1lllil|‘1§l(ql(;llll(lltukt0111pat ibadah, sekarang berubalb: me;j:a;].
yangduLurg:) En llwt‘m\‘“h yang ikrar wakafnya untuk tempat perkubum,:
ﬂ::::::gsck;r"mg berubah menjadi SEA pepdic}ikng. Pemanfaatan tan},
wakaf yang tidak sesuai dengan ikrai waqif terjadi dalam Masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tal?.un 2004 Texltallg Wakaf, pada
Pasal 3 disebutkan “wakaf yang telah duk.rarkan tldflk dapa.t dibatalkap”
tanah yang telah diwakaf kan harus sesuai dengan niat waqif.!

Tanah wakaf merupakan peralihan hak pribadi, hak milik, atq,
badan hukum tertentu, dialihkan menjadi hak wakaf, tujuannya untuk
keperluan sosial, ibadah dan keperluan umum lainnya. Perwakafan
tanah seiring kemajuan terjadi dalam masyarakat, dilakukan di depan
nadir atau badan yang berwenang dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
(AIW), di tiap Kantor Urusan Agama (KUA), berwenang membuat Akta
Ikrar Wakaf (AIW) bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN),
Akta dibuat setelah dilakukan pengukuran bersama dengan wagqif, nadir,
pegawai BPN dan pegawai KUA untuk melakukan pengukuran tanah yang
diwakafkan, sebelum dibuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Permasalahan sekarang dalam masyarakat, Khusunya Aceh Tengah,
bahwa peruntukan (peralihan) tanah wakaf tidak sesuai dengan ikrar
wakaf, sehingga dianggap sebagai pelanggaran dari syariat dan sebagian
kalangan mengangap hal tersebut tidak wajar. Hal ini dipandang
bertentangan dengan alas hak yang terdapat pada Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Studi ini ingin mengkaji tentang
Status perubahan atas pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan hukum

yang berlaku, dan kedudukan hukum tanah wakaf yang telah berubah
peruntukannya di Kabupaten Aceh Tengah.

. l'(ajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan
yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara
terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan
g;"lgii]n permgs.alahan yangditeliti. Dengan kata lain, pendekatan normatif
: d'ah meneliti bahan pustaka atay data sekunder yang mencakup bahan

ukum primer, sekunder dan tertjer
kebefl ‘;’;ﬂ‘;‘:}atzn lflurid{'s sosiologis, digunakan untuk meneliti mengenai
sinkronisasi ¢ oo 1 dalam aspek yang konkrit. Untuk adanya
adalat, mendeiti .d;lam Penclitian, maka langkah-langkah yang dite“fp_"h
terhadap data z;)rlm?ctzar‘ Scfik}lander' pemudiandilanjutian dengan pgmdlluianni
Pangan, atau terhadap masyarakat.’ Ha

di :
Perlukan dengan bertimbangan bahwa efektif atau tidaknya berlakV

Uk H . . l
! Lembaran Negyr, UNm4sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sepert
Soerjono §oe 0 41 tahun 2004
52.

kant : ¢ntang wakaf
3 Ibid, 1y 0. Penganar f enelitian Hukim, Cey 1], (Jakarta: Ul-Press. 1986), h 52
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erubahan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan kebudayaa
dan lain-lain.* n

B. Konsep Wakaf dalam Islam

wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk
kerja atau fi'il wakafa, fi’il ini adakalanya memerlukan objek “muta’add”
ada kalanya tidak memerlukan objek “lazim” [stilah wakaf berasal darj
“waqf” artinya: menahan. Jadi wakaf ialah menahan suatu barang dari
dijualbelikan atau diberikan, dipinjamkan oleh pemiliknya, guna dijadikan
manfaat untuk kepentingan tertentu yang diperbolehkan oleh syara’
serta tetap bentuknya, dan boleh dipergunakan, diambil manfaatnya oleh
orang yang ditentukan (menerima wakaf) atau umum.

Waqf jamaknya awqaf artinya menyerahkan harta milik dengan
penuh keikhlasan dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu
kepada lembaga Islam. Pengertian ini apabila dikaitkan dengan pegertian
wakaf dalam [lmu tajwid yaitu tanda berhenti dalam bacaan al-Qur’an.
Begitu juga apabila dihubungkan dengan masalah ibadah haji, yaitu
wuquf, maka berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9
Dzulhijjah. Adapun maksud menghentikan, menahan, maka wakaf disini
berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam sering disebut
ibadah wakaf atau habs.¢

Wakaf menurut bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang
lain untuk dijadikan hak bersama, karena kepemilikan ditahan oleh orang
lain, seperti menahan hewan ternak dan tanah dan segala sesuatu.’

Definisi wakaf menurut etimologi adalah menahan harta dan
memanfaatkan hasilnya dijalan Allah, atau juga bermaksud menghentikan
seperti telah disebutkan di atas, Makna menghentikan bahwa
memanfaatkan keuntungannya diganti untuk kebaikan sesuai dengan
tujuan wakaf, menghentikan segala aktivitas yang melekat pada harta
tersebut seperti mewariskannya, menjualbelikannya, menghibahkannya:
maka setelah terjadinya wakaf, hak-hak tersebut tidak. boleh lagi
dipergunakan untuk keperluan pribadi, tapi hanya bisa dlperg"'“aka"
untuk keperluan agama semata-mata.® Sedangkan menurut syara V;’akaf
berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

4 Ibid

> Moh Anwar. “Mua'amalah, Munakahat, Fara'id. dan Jinayah™ dalam Su

um lsi.arn. (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), h. 494.
6 Istilah habs atau ahabs biasanya dipergunakan kalangan masyara

ll;];k; dengan arti menahan. Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indone
HhL 12,

.h. 507.
7 Mahmud bin Umar al-Zamakhasyari, Asas Balaghah, (LLp.: Aulad Aufanahu, 1953)

8 Abdul Halim, b g - 6). h. 423

9 Sayyiq Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h. 425

masdar dari kata

darsono, Pokok-Pokok
Huk
kat Afrika Utara yang bermazhab
sia. (Jakarta: Ciputat Press,
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ujuan untuk mendapat kekuatan hukum atags t

f bert
[krar waka ka harus dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh g

iwakafkan, ma o epala
{(al;}\g((l?antor Urusan Agama) sebagal Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW) di tingkat Kecamatan. Dalam Pasal 17 Un@ang-Undang Nomor 41
Tahun 2004, tentang Wakaf, pada Pasal 1 dafl 2 Idmyatakan bahwa, “ikrar
wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada nadir dihadapan PPAIW dengap
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, ikrar wakaf ini _dmyatakan dalam
bentuk lisan maupun tulisan, dan di impelementasikan dalam bentyk
Ikrar Wakaf oleh PPAIW, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf
(AIW) dianggab sah apabila dihadiri oleh 2 orang saksi, yang disertaj
dengan surat bukti pemilikan tanah yang akan diwakafkan, atau surat
keterangan kepala Desa, dalam pasal 38, Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004, tentang Wakaf. Pendafataran harta benda wakaf tidak bergerak,
berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau PPAIW. Pendaftaran
Tanah Wakaf ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/
Kota untuk memperoleh sertifikat yang dimuat dalam pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
disebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartabendamiliknyauntuk
dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syariah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
215 Ayat (1) “wakaf adalah perbuatan seseorang, kelompok atau badan
hukum yang memisahkan sebagian hak miliknya dan melembagakannya
untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum
lainnya sesuai dengan ajaran Islam”

Tujuan dan fungsi wakaf, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 pada pasal 4 menyatakan bahwa “wakaf bertujuan memanfaatkan
ll:g;ltviabsndi wakaf sesu.ai dengan fungsinya”, Pada Pasal 5 menyatakaln
harts be:c? af befungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekoqolr:ll;
Kesej ahteraz wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memall{laSi
Hukum lslar: (u}?}l{um , sedangkan fungsi tanah wakaf menurut Komp! z:ja
wakaf sesual de ) Pa§al 216 menyatakan bahwa “mengekalkan ben

Adapun dagga?‘m]uan RS al-

uPan yaity pad:rs ukum wakaf yang paling utama terdapat dalam
urat al-Baqarah ayat 262:

anah,

‘ oy "'.' ] '.-.‘ ." i ] ’., . » " o‘ 4 :-f.: .“
e s Y, (2Rl SPHITITE T l,.:\ Wy Y £ Jule 3 'y o .,.,-.‘d_
- . .. . uﬁ}"(i,
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Artinya: Orang-orang yang menafkahkan harta
Kemudian mereka tidak mengiringi apa yan

mereka bersedih hati.”

Q.S. al-Baqarah ayat 26:

l: ;"- :'z:.:. ; :i *3-, 0] '.' : P :"1.‘ i - .:.‘- LA —4‘ ] ' 4 - 3 -
ety o e S gaai ¥y 2 G S G g 20267 LSl a1l L

v -,':” P e _ g 4 8 2 =
A o al ) \J‘l“J“f"J‘h.""'O‘ Wiz

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari
apayang kamiKeluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganiah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Q.S. Ali-Imram ayat 92:

AL 4 38 gt Do VS G 5 L L G5 G

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang
kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya
Allah mengetahuinya’.

Q.S. al-Hajj ayat 77:

. ot 3 % ie . 3 _,f‘ .
. ’ "‘j.— ,." ‘.-'_..- £ Ype., 4 :‘- 3 \‘ _'\ .u'\ \l!
‘_,,alufh‘,«al\ sty &) 15ty Lyasty Sy Nyl Sl

w’lah kamu, sujudlah

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruk a kamu

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supay
mendapat kemenangan.”!

i af. Wakaf
Para ulama memahami ibadah tersebut sebagal ibadah wakaf. Wa

i i d‘ 45
dalam hadis Rasuulullah Saw. banyak sekalileemukanlEbtl'h :m?irf?jti;ad
hadis yang berkenaan dengan wakaf. Sebagal sumber ke ;{gin)l,)‘-kltab Py
Ulama, (interpretasi para ulama figh) yang terdapat dalamkité

107644
11/big
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Di negara Indonesia mempunyai lmdnng-umlang Yyang menpg.
tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahyp 2004 '[‘:g‘ltur
Wakaf. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan Pemerinta), Nma“g
42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 1f"llhor
2004 Tentang Wakaf. Alun

Menurut Pasal 22 undang-undang tersebut din
dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, h
hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.

2. Sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan,

3. Bantuan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, an

beasiswa.

4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau

5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertent

dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Yatakan bahy,
arta benda wakaf

ak terlantar,

angan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 24 September 1960, pada bagian XI pada
Pasal 49 Ayat (3) menyatakan bahwa: tanah untuk kepentingan suci dan
sosial. Perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 28 Tahun 1977, berkenaan dengan Perwakafan Tanah Milik.
Sedangkan perwakafan selain tanah milik belum ada diatur didalamnya.

Peraktek perwakafan tanah yang biasa dilakukan dalam masyarakat
dilakukan di depan nadir bahwa waqif akan mewakafkan tanahnya,
Nadir akan melapor kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA),
dari KUA Kecamatan akan dilaporkan kepada Kantor Departemen
Agama Kabupaten/kota. Kemudian di daftarkan ke Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota untuk pensertifikatan tanah wakaf untuk memperolah
kekuatan hukum yang sah.

Pelepasan dan peralihan tanah wakaf dilakukan hanya ““t“k_
keperluan yang sifatnya umum dan harus melalui izin dari Me“terhl
Agama. Republik Indonesia menyangkut perubahan penggunaan tha
wakaf maupun yang tidak sesuai dengan lkrar Wakaf. (slam

Adabeberapa persyaratan wakaf menurut Kompilasi Hukum s
(KHI) Pasal 217 yaitu:

1. Badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dew"ﬁlﬁzg
sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakafkan
perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewaqturan
benda hak miliknya  dengan memperhatikan PEr
perundang-undangan yang berlaku )

2. Dalam hal benda-benda hukum, maka yang bertin
atas namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum

dak untuk dan

s |
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akafsebagaimanadimaksud dq]
3. Bendawa . alampasal 215
merupakan benda milik yang bebas dari segala p:r):b;‘}bharus
ikatan, sitaan dan sengketaan.12 “hanan,

pasal 41:
1. Ketentuan sebagimana dimaksud dalam
dikecualikan apabila harta benda wakaf ya
digunakan untuk kepentingan umum seg
tata ruang kota berdasarkan ketentuan p
undangan ynag berlaku dan tidak bertenta

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari
Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia

3. Harta benda wakaf yang sudah berubah statusnya karena
ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar
sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula

Pasal 41 huruf (f)
ng telah diwakafkan
uai dengan rencana
eraturan perundang-
ngan dengan syariah

Pasal 44:

1. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nadir
dilarang melakukan perubahan penukaran harta benda wakaf
kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia

2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan
apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan

sesuai dengan peruntukkannya yang dinyatakan dalam ikrar
wakaf13

C.Perubahan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Daerah Aceh Tengah pada umumnya, Kecamatan Bebesen, Kecargaté;r:
P ®gasing dan Kecamatan Kute Panang, pada khususnya te;v:}‘c)wf
anah wakaf yang telah berubah atau tidak sesuai dengan lkrar bwh;r;
Perubahan tersebyt terjadi baik disengaja atau tidak. Ada Per“}i;l ini
tersehyt karena untuk kepentingan Umum dan Tata Ruang Kota. ot
ada diaty dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 200!? te;:t?::ii “;akaf
Nurut pasal 49 ayat 2 Poin a bahwa "perubahan lfmta :n Aencang
tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuat desg;‘(hng““ dan
2 Ruang berdasarkan ketentuan Peraturan Perm}dang- '—.|; wakalf Ini
tidak bel‘tentangan dengan prinsi syariah” Pada sisi lain tan:

i 1ah
5 isebabkan tar
- Abur atau tidak jelas lagi status tanah tersebut, di
2y
12 Kompi|asi Hukum [slam b
.emburuuNcgam Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waka
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an sudah lama, hdan ;lc;ﬂ( ada saksi yang bjs,
: anah tersebut tanah waxat.

memgurl?unlzzlr]al:lat};:aallt wakaf pada kenyataannya masih terjadi, karena hg]
terscbit disebabkan ketidaktahuan masyarakat, pertukaran tanah wakaf
tersebut hanya berdasarkan kepada musyawarah Desa antara Imam,
kepala Desa, Tokoh masyarakat, dan masyarakat, dalam menentukan
peruntukan tanah wakaf tersebut. Akan tetapi hal ini terjadi mempunyaj
alasan, bahwa proses pengurusan atau perubahan Akta Ikrar wakafterlaly
lama dan berbelit-belit. Inilah salah satu yang menyebabkan masyarakat
mengambil jalan pintas dan tidak sesuai dengan I[krar Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 4?2 Tahun 2006. tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, pada Pasal 49
menyatakan bahwa “perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk
penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteriberdasarkan
pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)"®

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 225 Ayat
(1), menyatakan bahwa "pada dasarnya terhadap benda yang telah
diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari
pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf” pada Ayat (2) "penyimpangan
dari ketentuan tersebut dalam Ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap
hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan saran dari Majlis
Ulama Kecamatan setempat dengan alasan;

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang di
ikrarkan oleh waqif
2. Karena kepentingan umum®

tersebut telah di wakafk

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah di wakafkan
menurut mazhabnya tetap berada pada waqif, dan boleh di tarik kembali
oleh si wagqif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil atau
mamfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini imam
Abu"Hanifah memberikan pengecualin pada tiga hal, yakni wakaf untuk
mesjid, wakaf yang ditentukan keputusan penggadilan dan wakaf wasiat"’.

1. Penggantian Barang Wakaf

bara:enlgagantia}r; (i.bdal) ?dalah menjual barang wakaf untuk membeli

o gl 'm se ag_l gantmyz.:l, sedangkan istibdal adalah menjadikan
ang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Namun

dalam perakti i 14
thl; iknya tidak sedikit para ulama berbeda pandapat dalam

15 Juknis Nomor 42 Undan
-Undane
16 Kompilasi Hukum Islamg R S I R,

17W, i j
ahab Zuhaily, a/-F iqh al-Islam wa Adilatuhu..., h. 151

g |
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pertukaran tanah wakaf. _

palam mazhab Hanafiyah penukaran dan
boleh, kebijakan ini berdasarkan kemaslahatan
cersebut, pembolehan ini berdasarkan darj S
dianut oleh mazhab Hanafiyah, menurut m
dilakukan oleh siapapun, baik waqif, hakim, ta
yang diwakafkan.

Apalagi dalam literatur kitab-kitab figh mazhab Hanafi
ditemukan bahwa ibdal (penukaran) dan
diklasifikasikan ke dalam tiga katagori berdas
sebagai berikut:

1. Ibdal (penukaran) disyaratkan oleh waqif

2. Ibdal (penukaran) tidak disyaratkan oleh wagqif

3. Ibdal (penukaran) tidak disyaratkan oleh wagqif, sedangkan

mauquf masih dalam keadaan terurus dan berfungsi, tapi ada
barang pengganti yang lebih menjanjikan.!®

Peénggantian  adalap
yang menyertai peraktik
ikap ketoleransian yang
ereka penukaran bolep
npa menilik jenis barang

dapat
istibdal (penggantian)
arkan kehendak wagqif

Dalam tahapan berikutnya tanah wakaf yang istibdalnya
(penggantian) antara lain:

a. Setelah penggantian yang pertama waqif tidak diperbolehkan
mengganti barang wakaf untuk kedua kalinya, karena syarat
penggantian sudah habis, kecuali ia menyebutkan hak melakukan
istibdalnya biasa dilakukan berulang-ulang kali.

- Jika waqif berkata saya mewakafkan tanah ini, dan di suatu hari
berkata lagi, saya berhak menjual tanah wakaf ini guna membeli
tanah yang baru lagi, wakaf tersebut batal karena tidak menyebut
tanah yang penggantinya tadi apakah di wakafkan atau tidak.
Jika waqif mensyaratkan penggantian tanah wakaf dengan tanah
la 8 maka ia tidak berhak menggantinya dengan rumah atau yang lain
G Jika waqif mensyaratkan penggantian untuk orang lain beserta
dirinya, maka wagqif berhak melakukan penggantian itu,
4 € Jika waqif mensyaratkan dalam wakaf menjualnya dan
3 menghibahkan harganya maka hibah tersebut sah19

2. Hulum Penggantian Barang Wakaf _
Kita telah membahas tiga katagori penggantian wakaf berkaitan
Penentuan syarat oleh wagqif atau ketika wagqif tidak mensyaratkan
SBsuaty, Ketika wagqif tidak mensyaratkan penggantian barang wakaf,
ahkan i Melarangnya. Contohnya saya wakafkan tanah ini dengan syarat

1 jual atau mengantinya, dalam hal ini seorang }:al;‘c"l‘lbll’fl::‘
M 8'\"“h'ﬂmnu‘nd Abid Abdullah Al-Kabisi Hukum wakaf, (Jakarta: Dompet Dhuafa Rep
M, 2004), 1,

19‘:’bld +h. 350,
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i benda tersebut dengan pertimbangan kemaslahatgpo
l[}‘l:?clilfl%;nljhging Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada py
;e.r?’eel:':i;ahan status hartabendawakaf dalam bentuk penukar

kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pe

BWI

b. lzin tertulis dari menteri sebagimana dimaksud pada a

dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

* perubahan harta benda wakaf tersebut tersebut dj
kepentingan umum sesuai dengan rencana um
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan peru
dengan prinsip syari’ah

* Harta benda wakaf tidak dapat di
wakaf atau

* Pertukaran dilakukan untuk ke
dan mendesak

c. selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin
pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

* harta benda penukaran memiliki sertfikat atau bukti kepemilikan
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

* Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama
dengan harta benda wakaf semula.21

Nilai dan mafaat harta benda penukar sebagaiman dimaksud pada

ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan

rekomendasi tim penilai yang anggotanya sendiri dari unsur-:
* pemerintah daerah kabupaten/kota

* Kantor pertanahan kabupaten/kota
Majelis ulama Indonesia

Kantor depertemen kabupaten /kota

Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan

dalam
sal 49

an dilaran
rtimbangan

yat (1) hanya

gunakan untyy
um tata ruang
ndang—undangan

pergunakan sesuai dengan ikrar

perluan keagamaan secara langsung

3. Syarat Penggantian Tanap Wakaf

Sejumlah ulamg Hanafiyah yang mengesahkan penggantian barang
wakaf mendapatka

n beberapa syarat yan harus dipenuhi dalam
pclaksanaannya, yaitu: s e ¢

a. Penjualan tidak bole

h mengandung u ipuan
: p"‘"Eelolawalkaftid : g unsur penipu

¢ Bar; ak boleh menjual barang wakaf kepada orang lain
- barang pengganti harus barang yang tidak bergerak

d. :’cnggan'tian rumah wakaf harus dengan rumah wakaf yang lebih
naik darj yang semula

20 /hid 1, 167
21 Ihid
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ANUMUM 1)

yang bergerak

dengan yang tidak bergerak. Berikut inj akan dijelasakan pendapat

mereka:

4. Mengganti Barang Wakaf yang Bergerqk

Kebanyakan fuqaha dari mazhab Malikj memperbolehkan mengganti
barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahantan,
Pendapat ini termasyhur dalam riwayat Imam Maliki. Dalam hal ini, al-
Qurasyi memfatwakan "jika barang wakaf merupakan barang bergerak
dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Seperti pakaiaan yang rusak atau kuda
yang sakit. Maka barang tersebut boleh dijual dan dibelikan barang
sejenis yang bisa diambil manfaatnya”2?

Dalam kitab al-Mudawanah?® dijelaskan "kamu berkata: bagaimana

pandangan anda tentang binatang wakaf fisabililah (untuk berperang)

yang lemah dan sakit-sakitan, juga pakaian wakaf yang telah rusak. Imam

Malik berkata: jika kuda yang diwakafkan untuk perang dijalan Allah jadi
lemah dan sakit-sakitan, kuda itu boleh dijual untuk mendapatkan kuda
lain yang sehat dan kuat.

Bahkan dari kalangan ulama mazhab Maliki ada yang melontarkan

pendapat lebih ektrim mereka menyatakan, jika barang wakaf

membutuhkan biaya perawatan yang seharusnya diambil dari Baitul
Mal, sedangkan ka

snya kosong, maka barang tersebut harus dijual dan
diganti dengan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan.
Contohnya ketika kuda perang yang diwakafkan fisabililah (dijalan
Allah) membutuhkan biaya perawatan dari Baitul Mal, sedangkan biaya
perawatan sedang kosong. Kuda itu boleh dijual dan dibelikan senjata
yang tidak membutuhkan biaya perawatan terlalu besar. Hukum ini
berlaku dengan catatan fungsi barang pengganti harus sama rpinima!
Menyerupai barang wakaf asli, seperti senjata yang mempunyai fungsi
AMpir sama dengan kuda perang.2* _
Mazhab Hambalj memberikan batasan pengizinan menjual dan
ganti barang wakaf, yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap
MPertimbangkan kemasalahatan, _ .
. Hukum agq| penjualan tanah wakaf adalah haram tetapl.‘hal ini
d'b(’lehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf, yaitu agal':
Arang Wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat, jadi, penjualan barang waka

Men
me

gmu.h 10
3ibig h. 342
‘" uhammad Abid
Aty 890 alSyarh A1 Kabir, 1id 1V, b, 90; Rsaloh al-Khithah b 3 dan 10, Mhamm
u a'lAl.Kahi“ ) h 3"9
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tidak benarkan selama tidak dalam ke'adaan darurat. Ulamalllanabilah
menetapakan yang berhak mglal(u.kafl jual-beli dan penggantian barap
wakaf hanyalah hakim, apabila ditujukan untuk kemaslahatan Umupm
namun jika wakaf ditujukan untuk orang-orang tertentu, maka yang
berhak melakukan penjualan dan penggantian ters'ebut adalah nazp;,
yang telah ditentikan dengan tetap meminta izin dari hakim

Bila penjualan barang wakafadalah demi kemaslahatan umum, maka
nazhir yang telah ditentukan yang berhak menjualnya, demi langkah
pencegahan, sebaiknya nazhir juga harus mendapat izin dari hakim
Pertimbangan yang dipergunakan ulama Hanbali dalam memberikan ha)
kepada nazhir untuk menjual dan mengantikan barang wakaf, jika wakaf
diperuntukkan untuk orang tertentu, adalah karena mereka meyakini
bahwa kepemilikan barang wakaf adalah kepada penerima wakaf jika
tidak ada nazhir maka yang berhak mengurus penjualan dan penggantian
wakaf adalah hakim

Jika barang wakaf dijual maka hasil penjualan harus dibelikan barang
lain yang memanfaatkan diberikan kepada penerima wakaf baik barang
penganti sejenis dengan barang wakaf yang pertama ataupun tidak, sebab
yang terpenting bukan jenis barangnya, malainkan manfaatnya

Sementara menurut imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas

darisi waqif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-
lamanya, karena tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya
seperti yang dibolehkan wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti

yang dibolehkan imam Maliki, maka yang disyaratkan pula benda yang
tahan lama, tidak cepat habisnya, 25

5. Syarat Penggantian Barang Wakaf yang Bergerak
Untuk penggantian barang wakaf yang bergerak ulama Malikiyah
mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkaQ
berdasarkan syarat-syarat, boleh menjual buku-buku wakaf yang berisi
bermacam-macam disiplin ilmu jika sudah terlihat usang. Namun
sebaliknya kita tidak boleh menjualnya selama masih bisa dipergunakan®
Kalangan ulama Malikiyah memberikan toleransi yang luas
dalam penggantian/penukaran barang wakaf yang bergerak. Contoh
memperbolehkan memindahkan tiang-tiang dari satu masjid yang tidak
mungkin direnovasi lagi ke masjid yang lain,?’
6. Mengganti Bara ng Wakafyang tidak Bergerak
W-lkal;alia ulam'a Malikiyah dangan tegas melarang penggantian bﬂm"%
o Va8 tdak bergeral, kecya) dalam keadaan darurat yang sang?

: alikiyah sep: ; " t oaleaflan it
25 Abdul Halim, ), 75 lyah sepakat penjualan masjid yang diwakafki

26 Muhammnd Abid
vy ™ W Abdullah |y, 366

J -
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dilarang, selain itu barang_ yang tidak bergerak Seperti rumah dan tok,
kecuali hal darurat seperti perluasan masjid, perluasan jalan umum, jikz;
keadaan memaksa, dan al-Harwali dalam kitah Syarh al-Risalah menulis

»semua ulama menetapkan konsensus bahwa penjualan barang wakaf
tidak dibenarkan selama masih bermanfaat 26

l. -
7
5
|
I

pengelola wakaf untuk menjual wakafnya demi kepentingan bersama

imam Dardi dalam kitabnya menulis?? pemaksaan itu tidak bisa dikatakan
sebagai ghashab (mengambil tanpa izin).

7.Barang yang Tidak Bisa Dimanfaatkan

Fugaha Malikiyah membagin
barang yang tidak bergerak tidak bi
hari masih ada harapan dapat di
dibiarakan sementara waktu tida

ya ke dalam dua katagori. Pertama,
sa dimanfaatkan. Namum dj kemudian
manfaatkan dan seandainya benda itu

k akan rusak, dalam kasus seperti ini,
mereka sepakat benda itu tidak boleh dijual. Kedua, barang yang tidak
bergerak tersebut tidak dimanfaatkan lagi dan tidak bisa diharapkan
akan bermanfaat kembali, atau akan mengakibatkan kerusakan jika
dibiarkan, dalam kasus seperti ini, dikalangan ulama Malikiyah terdapat
dua pendapat yaitu:

a. Benda tersebut mutlak tidak boleh dijual ataupun diganti, seperti
yang difatwakan oleh imam Malik berkata dalam Khurasyi dijelaskan®
"benda wakaf yang tidak bergerak tidak boleh dijual meskipun dalam
keadaan rusak”, dibagian lain beliau berkata demikian juga “tidak boleh
menjual seperempat yang rusak dengan seperempat yang tidak rusak”.
Kita harus membedakan apakah barang wakaf tersebut berada di
dalam atau luar kota, baru dapat membedakan hukumnya;
L Jika barang itu berada di dalam kota, semua ulama Malikiyah
melarang penjualan atau penggantiannya, hal ini dikarenakan
barang yang berada dalam kota kemungkinan dapat diperbaiki31
Jika terdapat di luar kota, barang itu dapat dijual menurut pendapat
sebagian ulama Malikiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn al-
Qasim yang menggqiyaskannya dengan masalah pakaian yang telah
usang32
Di Samping melarang penjualan barang wakaf yang telah rus.ak.
ulama Malikiyah juga melarang penggantian dengan barang lain ketika
Sudah rusaks |pp Rusyd berpendapat lain beliau berfatwa, “jika tanah

281bid, 1y 368
29Muhammaq Abig Adullah al-Kabisi, Hasyiah Dardi ‘ala Syarh al-Kabir. .. h 369,
3046, 1 370

31 Ibid 366,
32 Ibid

33Syar‘|h ul-Khurasyi . Jilid 7, h. 95; Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi.... h. 371.
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at dimanfaatkan dan sulit untuk disewakan, maka

akaf tidak dap ) .
wak antinya dengan tanah lain berdasarkgy,
C

diperbolehkan untuk meng

keputusan hakim". ' N
Dari pemaparan di atas ulama Malikiyah memperbolehkap

penukaran barang wakaf yang tidak bergerak demi kepent.ingan umum,
Masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah dikeng)
lebih berhati-hati dibanding dengan ulama mazhab lainnya, hingga
terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang istibdal (penggantian)
dalam kondisi apapun, mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat
berindikasi penyalahgunaan barang wakaf.

Namun dengan ekstra hati-hati mereka tetap membahas masalah
penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak, apabila kita merujuk
kitab-kitab mazhab Syafi'iyah kita akan menemukan bahwa pembahasan
penggantian barang wakaf hanya berkisar seputar hewan ternak yang
sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang telah patah
dan menimpa ke masjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang
tersebut hilang sama sekali, sejalan dengan itu perbedaan pendapat
tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama
melarang penjualan barang wakaf dan atau menggantinya, barang
tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis.

Pendapat kedua membolehkan penjualan barang wakaf dengan
alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki waqif. **

o Iman Syairazi "jika kita mengizinkan penjualan barang wakaf, maka
mlal".harganya disesuaikan dengan kondisi barang yang ada” ulama
Syafi 1yth mensyaratkan, uang yang didapatkan dari hasil penjualan
harus digunakan untuk membeli barang wakaf baru sebagai gantinya®

Pepdapat ulama Syafi'iyah tentang penjualan barang wakaf seperti
Sr’r‘:‘:g c'hsebutkan di atas berlaku jika wakaf berupa benda bergerak,

yoritas mereka mengunggulkan pendapat pertama yang menyatakan
barar;f tersebl.xt tetap sebagai wakaf, walaupun sudah rusak.

hilang ef:zir;:; tl:]ukum ba_rang Wéllkaf yang tidak bergerak tidak mungkin
dalam panalis ya sehingga tidak boleh dijual dan diganti, namun
diantara mor kndyang pernah dilakukan, terdapat perbedaan pendapat
dimanfaatka:la lalam masalah wakaf tanah yang dipastikan tidak dapat
sanieaslaran agl, dalam kondisi ini yang diunggulkan adalah pendapat

Sebagainilpen]]ua]an dar} Penggantian
wakaf, ulama H:ntl,j o Malikiyah, boleh tidaknya penggantian barang
yang tid ali tidak membedakan antara b bergerak denga!

ak bergerak bahk ara barang erg .
benda tak bergerak o 1 mereka mengambil hukum penggantid!
arl dalil yang mereka gunakan untuk menentukan

3441 Muhazap
3 Mughn o1 A"u'h:‘al‘;‘:j;dl\;u!;‘ammud Abid Abdullah al-Kabisi..., h. 373
+h-391, Mubammad Abid Abdullah al-Kabisi, /hid, h 360
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hukum penggantian benda bergerak.’

Sebagai contoh. mereka menganalogikan bolehnya mengganti
barang wakaf selain kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun
tidak bergerak, dengan mendasarkan ijma’  yang memperbolehkan
penjualan kuda wakaf yang sudah tua, dan tidak bisa digunakan lagi

untuk berperang, kendatipun masih dapat digunakan untuk manfaat lain.
Seperti mengangkut barang atau sejenisnya.

D. Kedudukan Hukum Tanah Wakafyang berubah Penggunaan

Tanah wakaf yang telah bertukar penggunaan terdapat dilapangan,
tanah wakafini di pertukarkan, karena tanah tersebut tidak sesuai dengan
yang diinginkan atau kurang strategis untuk hal tertentu. Misalnya untuk
pembangunan masjid, karena tidak sesuai dengan lingkungan sekitar
masjid, maka ditukar ke tempat lain. Seperti yang terdapat di Desa
Tawar Miko Kecamatan Kute Panang, lkrar Wakafnya untuk masjid,
kenyataan sekarang dibuatkan untuk tempat Pengajian al-Quran. Dij
Desa Sabun Kecamatan Kute Panang, di Ikrar Wakafnya untuk masjid
sekarang di jadikan tempat pemakaman umum, di Kecamatan Pegasing,
Desa Uning tanah wakaf dalam ikrar wakafnya untuk pembangunan
tempat pengajian al-Quran sekarang sedang dibangaun Jalan raya. Pada
Kecamatan Bebesen, Desa Bebesen. Tanah wakaf diwakafkan oleh orang
tuanya dibatalkan lagi oleh ahli warisnya, dengan alasan ekonomi.

TanahWakaf tersebutsecara hukum tidaksah penggunaannyakarena
dilakukan hanya berdasarkan musyawarah Desa, bukan berdasarakan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf, pada Pasal 49
menyatakan bahwa "perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk
penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan
pertimbangan BWI".

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tersebut
di atas bahwa penukaran harta benda wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang, dengan pengecualian harus ada izin tertulis dari Menteri yang
berwenang dalam masalah pertanahan.’

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 225 ayat (1), menyatakan
bahwa "pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat
dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud
dalam ikrar wakaf” pada ayat (2) "penyimpangan dari ketentuan tersebut
dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan

36/bid
37 U"d'nﬂ-Undnng Nomor 41 Tahun 2004
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asarkan saran dari Majlis Ulama Kecamatan setempat,

QE::&EI:EQ{::J: tanah wakaf tidak sah karena hukum ya.ng- mengatyr
demikian, menurut hukum Islam tanah wakaf harus sesuai dengan niat
dari waqif dan sesuai dengan Ikrar Wakaf. |

Memperhatikan pada batasan wa}faf yang te.lah dikemukakan
oleh ulama-ulama figh, pada prinsipnya tidak terjadi perbedaan yang
prinsipil, hanya saja perbedaan dalam menentukan unsur-unsur yang
harus dipenuhi yang terjadi perbedaan, apakah barta yang diwakafkan
itu masih berada dalam hak kepemilikan si waqif atau terlepas kepada
yang menerima. Tapi, sebagimana yang telah dirumuskan ulama-ulama
di Indonesia lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa harta yang
telah diwakafkan itu menjadi lepas dari pemilik semula, menjadi milik
Allah Swt. atau umat Islam.

Menurut Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bahwa
“Perselisihan benda wakaf dan nadir dapat di ajukan ke pengadilan
Agama setempat sesuai dengan peratuaran yang berlaku” 38

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumya
tanah wakaf di Aceh Tengah secara hukum Islam telah terlaksana, namun
secara administrasi negara belum terlaksana dengan maksimal. Tanah
yangtelah diwakafkan untuk keperluan tertentu tidak boleh dipergunakan
apabila tidak sesuai dengan ikrar wakaf, namun ada pengecualian tanah
wakaf bisa dipertukarkan untuk kepentingan Rencana Tata Ruang Umum.
Tanah wakaf yang telah berubah penggunaannya tidak mempunyai

kekuatan hukum dalam pembuktian. Selama belum didaftarkan ulang ke
Kantor Badan Pertanahan Nasional.
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EKSISTENSI BILANGAN PENGAKUAN SEBAGAI
ALAT BUKTI ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI
DAN SYAFI'I

Oleh: Misran, M.Ag

A.Pendahuluan

Allah swt. menciptakan manusia dilengkapi dengan akal fikiran
untuk membedakannya dengan makhluk lainnya. Dengan akal itu pula
manusia dapat membedakan mana perbuatan baik dan buruk. Namun
demikian tidak semua manusia menggunakan akal dan fikirannya sesuai
dengan kehendak ajaran Islam, seharusnya ia melaksanakan perintah.
tetapi meninggalkannya, seharusnyaia meninggalkan yang dilarang tetapi
justru melakukannya. Salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum
Islam adalah zina yang terkadang dilakukan oleh orang yang lemah kadalj
l_(eimanannya kepada Allah Swt. Zina merupakan salah satu bentuk dari
Jarimah hydygd: dalam figh jinayah. _

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan
Perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan_
Zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri

1 Jarimah hudud

K adalah jenis maksiat atau kejahatan besar yang meliputi zina, gadhab. minum
AMar, pencurian,

dah ditentukan bentuk
perampokan, pemberontakan dan murtad yang su ‘ :
;:Iceal?‘:;l hukumannya dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. dan merupakan l;)a‘iA[{Ii:';; ilAl'ng:;l (El:dil:
Au dah, aianggu Bugat apa yang telah ditetapkan-Nya dalam kedua nas tersebut.

' T irut: Muasasah al-
Risalaly) th‘;" " alJina'i al-Islam Mugaranah bi al-Qanun al-Wadh'i. Juz Il, (Beiru
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mengundang syahwat.’ Larangan zina ditegaskan Allah Swt, dalam
firman-Nya surat al-Isra’ ayat 32:

e
T L TR PRI
BL;-":L»}W'L’QKJM’! 5{-“!_,;5:,5(3

Artinya: Dan janganlah kamu mendfkati zjna, sesungguhnya zing
itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (yang
membawa kerusakan)

Ayat di atas melarang mendekati zina dengan berbagai bentuk yang
mengarah kepada terjadinya perbuatan zina, seperti khalwat (berdua-
duan antara laki-laki dan perempuan non muhrim di tempat yang sunyi,
Jarimah khalwat termasuk kategori jarimah ta’zir.> Namun apabila sudah
terlanjur melakukan perbuatan zina, maka ketentuannya akan berubah
menjadi jarimah hudud yang ketentuan hukumannya sudah jelas di dalam
al-Qur'an. |

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali

berdasarkan firman Allah swt. surat an-Nur ayat 2:
P
2 -

s Bl G e I8 136 i A

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.

Untuk menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih
dahulu dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyal
peran penting untuk melihat dan menilai bukti-bukti yang mengarah
kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah
keterangan saksi (syahadah) dan pengakuan (igrar).* Namun yang
menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah alat bukti pengakuan

Z Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam. |ilid 7, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005), h. 365. Lihat
Juga Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),h. 6

~ 3 Abd al-'Aziz 'Amir mendefinisikan, hukuman ta‘zir adalah jarimah yang
tidak ditentukan bentuk hukumannya secara jelas oleh nas, baik al-Qur'an
- hadis Nabi saw. Jarimah ta'zir merupakan hak Allah atau masyarakat,
yaitu tiap-tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya had dan kaffarah.
D;ﬂ def_misi tersebut dapat dipahami bahwa, hukuman terhadap jarimah ta’zir
Euiﬁ'ﬁge'as"a" oleh al-Qur'an dan hadis Nabi saw., baik jenis maupui bent'llir
—" a:a"y"'; Di samping itu juga menurut ‘Abd al-‘Aziz ‘Amir }'ﬂ"""'.“h ta,z‘
Ta‘zirp ’n ak Allah atau manusia/hak hamba. Lihat ‘Abd al-Aziz ‘Amib
fial-Syari‘ah al-Islamiyah, (Kalro: Dar al-Fikr al- ‘Arabl, 1976). h. 38

4 Ibn Rusyd " Asy-Syifd’
1990), h. qu_sy + Bidayah al-Migtahid, Ter). Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang Asy-SY

-
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(iqrar), ka.rena dalam hal ini terjadi perbedaan pend
dan Syafi'i. Sedangk.an pada alat bukti keteranZan :apkasti rpgzhab Hanafi
ikhtilaf fuqaha. Dari masalah di atas, penulis tertarik u t' Ek terdapat
lebih lanqu tf?ntang bagaimana perbedaan kedua mazhab rt]eu lf)ﬂenelaah
memahami bilangan pengakuan sebagai alat bukti zina rsebut dalam
Tulisan ini termasuk katagori penelitia :
n k ;

Research) atau data-data skunder® oleh karena itjp;:;alflﬁn I(L’bm'y
adalah dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan ngStaF:(u anbdata!
sumber data sesuai dengan kebutuhan. Sumber data yang dim:kiidigaal
dalam tulisan ini adalah berupa literatur ' 8

yang terk
judul tulisan ini. 8 ait langsung dengan

B. Dasar Pembuktian dalam Pidana Islam

Sebagai l;.andasan teoritis kaitannya dengan tulisan ini, ada beberapa
hal yang pentlpg untuk dijelaskan lebih dahulu, yaitu asas legalitas dan
teori pembuktian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan istilah dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Legalitas berasal dari bahasa latin dari kata
benda lex yang berarti “undang-undang”; atau dari kata jadianya legalis
yang berarti “sah” atau “sesuai dengan undang-undang”. Asas legalitas
berarti “dasar keabsahan menurut undang-undang. Secara terminologis
asas legalitas adalah dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana.®

Asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak
ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya.” Dalam hukum
positif asas legalitas dikenal dengan istilah “Nullum Deliktum Nulla Poena
Sine Previa Lege Peonali”, yang berarti tiada delik tiada hukuman sebelum
ada ketentuan terlebih dahulu.

Muljatno pakar hukum Indonesia memberi pengertian asas legalitas
(principle of legality) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikatidak ditentukan
terlebih dahulu dalam perundang-undangan." Menurut Abdoel Djamali,

asas legalitas artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan
Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

r Baru Van Hoeve, 2000), h. 128.
), Bab |, Pasal

5 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hu.(mn,.
6 Ensiklopedi Hukum Islam, )ilid 1, Cet. IV, (Jakarta: Ichtia B
7 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kesatu (Aturan Umum

layar (1), .

8 Lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Muni.r;l.lr:hn:v:ir;ll.:;r::;:
ll;fnxlap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988), h. 27, Lihatjuga Topo Santoso, Mengeages

h.lunﬂ ’JIUI"' (nandung: Al_Syan]" Press dan G[aﬂka, 2000), h. 114,

a .23
9 Muljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. Vi (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). h.2
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terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai Suaty
delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas deljk
it

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, yang
dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan suaty
perbuatan atau aktivitas tidak dianggap sebagai tindak pidana disertaj
dengan hukuman bagi yang melanggarnya apabila tidak ditetapkan
sebelumnya dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Dengan kata
lain pernyataan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan hukumannya
harus dilandasi dengan ketentuan undang-undang. Untuk hal ini harus
terlebih dahulu ada ketentuan sebelumnya yang menyatakan suatu
perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Istilah azas legalitas tidak ditemukan dalam fiqh jinayah, karena ia
berasal dari bahasa laten. Namun dalam fiqh jinayah terdapat beberapa
prinsip kaedah pokok tersendiri yang berkaitan dengan asas legalitas
sebagaimana dinyatakan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah:

Artinya: Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada
hukuman tanpa adanya nas.

Wahbah al-Zuhayli juga menyatakan kaedah yang berbeda sedikit
pada lafaznya, namun mempunyai pengertian yang sama:

12.ﬂ Y} LJS&‘JJ l:fy

Artinya: Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali telah ada
nasnya.

Dan juga kaedah:
13 sy J3 oY) Ju &Y

Artinya: Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal
sebelum adanya nas.

Dari bacaan yang ada, prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas
pada jarimah hudud, dan qishash-diyyat secara mutlak, karena telah

10 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia. Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.

161.
11°Abd al-Qadir ‘Awdah, Al-Tasyri* .., h. 118. Lihat juga Sa'id Hawwa, Al-Islam. .. h. 640.

rBZ;zwahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid V1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), b
< .

13/bid , him. 3145,

- '
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ditentukan bentuk dan kadar hukumannya dalam al-Qur'an dan hadis
Nabi saw. Jadi yang dimaksudkan asas legalitas dalam figh jinayah dapat
dikatakan hukuman berlaku setelah ditetapkan dengan dalil atau nas.

Dengan demikian tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya
bagi ketiga kategori jarimah di atas.

Untuk jarimah ta‘zir, 'Abd al-Qadir ‘Awdah menuliskan kaedah yang
berbunyi:

M) F B ey g Y

Artinya: Tidak ada jarimah tanpa ada nas pada jarimah ta‘zir.

Dalam penjelasannya ‘Abd al-Qadir ‘Awdah menyatakan:

oY s g el o ) LTl A 3 it e, g oY foscs T 20 22
G 4 e sacldl pdas § 4y ol Sy el oS W a0 3 elYiel s ekl
aelll 3kt e 0ud N Balogabl i 1y dly ol Ayl a0 L alE b
Gy Rl dodall Y (Lo }‘ju\f&gs»u\&.}aé:ﬂ,d\ Sy Uy AL 2 3
N B LA Ol fey e el 3 apdl Ol e ol ol pu il a5l
._))\.'.“

o Ao Tor 0, Ghalell Flans Lits ¥ 48 gl ol e el a3
fom I gLollls ally oladl (e sl G 3 I (SOl s soe
Adaliy oty &gl

A de pand ol dome Sl G AL g it oY Gl e o
S Ealde an ol K L b el Loy s

Artinya: Syari‘ah telah menetapkan kaedah “bahwa tidak ada
jarimah dan hukumannya tanpa adanya nas pada jarimah ta‘zir”
karena secara logis kaedah tersebut merupakan kaedah dasar
dalam syari‘ah. Realisasi kaedah tersebut tidak terbatas hanya pada
jarimah hudud dan qishash-diyyah, namun secara lebih luas terkait
dengan jarimah ta’zir karena kemaslahatan umum. Sifat jarimah
tazir menuntut perluasan makna berdasarkan pertimbangan
hukuman dan keadaan.
Perluasan makna ini terjadi karena pada jarimah ta‘zir ini tidak
ditentukan batas ancaman hukumannya secara pasti. Oleh karena
—__ltu seorang qadi boleh memilih hukuman yang tepat pada setiap

14°Abd al-Qadir ‘Awdah, A/-Tasyri"..., h. 126.
15/bid
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jarimah dari beberapa kumpulan hukuman ta‘zir, Hakim berhay
meringankan atau memberatkan hukuman.

Dan terjadinya perluasan makna pada jarimah, maksudnyq tidak
perlu memaparkan nas secara khusus, akan tetapi penentuannyq
cukup berdasarkan nas secara umum.

Berdasarkan uraian ‘Abd al-Qadir ‘Awdah tersebut, bahwa
penerapan asas legalitas pada jarimah hudud, qishash-diyyah berbeda
dengan jarimah ta‘zir. Perbedaan ini terjadi karena berbedanya bentuk
dan penentuan ancaman hukumannya. Pada jarimah hudyg dan
qishash-diyyah telah dibatasi secara jelas, baik bentuk jarimah maupun
hukumannya oleh nas al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. Sedangkan jarimah
ta‘zir hanya berdasarkan petunjuk nas secara umum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, hakim dalam
memutuskan suatu perkara harus mengedepankan azas legalitas, dengan
memperhatikan semua aturan-aturan apakah benar sudah sesuai dengan
aturan dan prosedur yang telah berlaku. Dengan demikian, apabila sudah
ada ketentuan yang mengatur suatu tindak kejahatan, baru kemudian
hakim memeriksa pelaku kejahatan dengan alat bukti yang sudah

[
ditetapkan. Salah satu contoh adalah pelaku zina yang harus dibuktikan \
di depan persidangan.

2. Teori Pembuktian
Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting, |
sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain |

berdasarkan pembuktian. Jadi pembuktian adalah hal yang sangat penting
bagi peradilan, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis:

A e ey e B o ) Sy S8 8T ) e e o i A
o 2y o dg)) e pall o ndly gl o Tt oS0y (el 5 Jl oleo 2

Artinya: Darilbn Jurayz dari Ibn *Abbas dari Ibn Mallaykah Rasulullah
saw. bersabda: Apabila kepada orang-orang itu diberikan menurut
apayang mereka dakwakan tentu orang-orang lain akan meng.g“g?t_
darah or ang-orang dan harta bendanya. Akan tetapi bukti-bukti

dibebankan atas penggugat sedangkan sumpah dibebankan atas
tergugat.

'l i " . < ﬂn
) Kewajiban pembuktian ini akan menghindarkan gugatan gug’l:lh_
s::ta, yang lemah dan Bugatan-gugatan yang asal-asalan (tidak sungqua
JM’“"UPERM kaedah umum, sekalipun kemungkinan ¢
16CD Makiabar al-Haduh al-Syarif. WR. Muslim dan Sahih al-Bukhari, No. Hadith 4423

-
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cacatnya, sebab l<adnn;‘;-l<ndang ada gugatan yang walay
di pihak yang benar tidak (llapat membuktikan keben
Anggapan keben'aran bagl, ketetapan Perkara Meman ‘e
sekalipun mungkin perkara ity didasarkan atag Suatu buk%- demikiap,
hakikatnya adalah Sllatl.l k.esamaran yang dipalsukan_ I Yang pada
Bukti menurut istilah hukum ia)ap hujjah atay
untuk memperoleh kejelasan perkara dan melahirka
merupakan definisi yang dikutip oleh Sobhi Mahmassa
pasal 1676."
Kemudian yang dimaksud dengan mem
hakim tentang kebenaran dalil atau dali]-dg]

sidang dalam suatg persenglfetaan.“’ Jadi pembuktian ity hanyalah dalam
hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara terhadap hal-ha yan
tidak dibantah oleh pihak lawan tidak memerlukan pembuktian. ;

Subhi M:':lhmassam menyatakan membuktikan suaty perkara
artinya mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas
meyakinkan. Meyakinkan ini ialah apa yang menjadi ketetapan atau
keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.!* Untuk pembuktian itu,
para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya (alat bukti), menghadirkan
atau mengetengahkannya ke muka persidangan, tidak usah menunggu
diminta oleh siapapun.

Ditinjau dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan),
alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan
oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka
pengadilan. Kemudian ditinjau dari segi pengadilan yang memeriksa
perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh
hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh
pencari keadilan maupun pengadilan.

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa
adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berd.asarkan
bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan
menolak gugatan karena tidak terbutki. :

Didalam kitab-kitab figh, mayoritas fuqaha’menyebut al‘f‘t"’:at bi:l;:
dengan al-bayyinah, hal ini sesuai dengan hadith Rasulullah “al-bayy
¢ i g ; " yebutnya
alaal-mudda’i wa al-yamin ‘ala man ankara”. Ada Plflaya“gl':::;; ini tidak
dengan al-hujjah, al-dalil, al-burhan, tetapi yang tiga tera
lazim dipakaj.2°

plln Si penggugat
aran Bugatanny,,

alasan yang kuat
n kebenaran, |p;

ni darj al-Majallah

puktikan adalah meyakinkan
ilyang dikemukakan dj muka

. . . ‘ f
\' j h ANnd I.ll'lg ll ‘-‘ anit,

- )'
i 't o fi' lU er ‘d-‘. 20

;‘) Sobh| Mahmassani, Falsafah..., h. 321.
Rolhan Rasyld, Hukum Acara..., h. 144-145.
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Menurut [bn al-Qayyim sebagain_lana dikutip oleh Muhammad Salam
al-Madkur, bayyinah meliputi apa saja yang dapat me“g“'.lgkapkan n
menjelaskan kebenaran sesuatu, dan orang yang mgngartlkan bayyinah
sebagai dua orang saksi, belumlah meme:nuhl yang dimaksud. Kami samg
sekali tidak menemukan di dalam al-Qu?‘ an yang rpenya?akan bahwa kata
bayyinah berarti dua orang saksi, tetapi arti bgyymah di dalam al-Qur'ap,
adalah al-hujjah (dasar atau alasan); al-Dalil; al-Burhan (dalil, hujjah
atau alasan), dalam bentuk mufrad dan jamak. Demikian juga sabda Nabj
saw. al-bayyinah ‘ala al-muda’i; bayyinah itu (wajib) bagi penggugat atay
penuntut.’!

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penggugat atau penuntut,
untuk membuktikan gugatan atau dakwaannya, ia harus menghadirkan
bayyinah (alat-alat bukti) untuk membuktikan bahwa dakwaannya adalah
benar, sedang di antara bayyinah itu adalah dua orang saksi, Muhammad
Salam Madkur dalam hal ini tidak menyebutkan secara implisit dua orang
saksi tersebut sebagai alat bukti pada jarimah tertentu.

C. Bilangan Pengakuan Alat Bukti Zina menurut Mazhab Hanafi
dan Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Hanafi iqgrar didefinisikan sebagai pemberitahuan
atau pengakuan hak orang lain ke atas diri sendiri. Lebih lanjut
pemberitahuan tentang pendakwaan suatu hak atau kepentingan untuk
kepentingan orang lain ke atas diri orang yang menuntut pengakuan
melalui lafaz yang tertentu.?? Sedangkan menurut mazhab Syafi'i iqrar
ialah pengakuan dan penghindaran penafian. Dengan persyaratan yang
lebih komprehensif, igrar didefinisikan sebagai memberi testimoni yang
berhubungan dengan hak atau tuntutan terhadap orang yang memberi
keterangan, dan ini disebut dengan pengakuan.?®

Oleh karena igrar merupakan suatu pemberitahuan yang bisa
jadi benar dan bisa jadi dusta. Dengan demikian suatu pengakuan itu
mengandung dua kemungkinan tentang benar atau tidaknya terjadi
Suatu peristiwa yang diakui tersebut. Meskipun demikian, pengakuan
tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti zina berdasarkan dalil agli yaitu
pengakuan dapat dikatakan mendekati kebenaran dan mungkin saja
terjadi, daripada dikatakan bahwa pengakuan tersebut hanya berupa
kedustaan belaka, Sehab seseorang yang membuat pengakuan sulit

21 Muh
lr)r,:”’ huloi"mmd Salil’ﬂ ]'-Madkur, al-()adaﬁ a!.l_‘,’a,"’ [erj. lmran A.M“ (Surabaya: Bina Ihmu,

22Mahmud § " 3
dan Pustaka, 200;;?:::);}'"“"- Undang-undang Keterangan Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

23 Sayed ‘
llazldah‘lul:r‘,hzsr;\k;:‘;r Shah Haneef, Undang-undang Keterangan Islam (ter). Badalah Khalid dan
lamil), (Selangor: Pelanduk Publication, 2003), h. 2
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untuk diragukan keberadaannya dan keterlibatannya dalam perkara yang
diikrarkan untuk ditanggung risiko oleh dirinya.

Olehkarenaitudapat dipastikan bahwa orangyangberiqrarterhadap
suatu perbuatan yang dilakukannya, tidak mungkin pengakuan tersebut
hanya suatu iqrar palsu atau dusta dan dilimpahkan tanggung jawab atau
risikonya kepada orang lain. Dengan demikian maka kesaksian berupa
pengakuan secara logika mengandung kebenaran yang tidak mungkin
ada keraguan.*

Untuk diakui keakuratan igrar seseorang, maka disyaratkan bahwa
pengakuan tersebut dilakukan tanpa adanya ancaman atau paksaan.
Persyaratan tentang harus tanpa adanya paksaan atau ancaman tersebut
juga dikuatkan oleh pendapat Umar Ibn Khattab, yang artinya: Sungguh
Seseorang tidak aman terhadap dirinya jika kamu laparkan atau kamu
pukul atau kamu ikat?® Kalimat “kamu laparkan” mengandung makna
bahwa orang diancam tidak akan diberi makan atu minum sehingga
mengakibatkan fisik menjadi lemah dan bahkan dapat mengakibatkan
mati secara perlahan-lahan. Demikian juga makna Kkalimat “ kamu
pukul dan kamu ikat” memiliki makna yang hampir sama, namun daya
intimidasinya lebih kuat. Orang yang diancam untuk dipukul atau diikat
tentu tidak mapu berfikir secara logis, yang dipikirkan adalah bagaimana
menjaga diri agar tidak celaka, walaupun harus berpura-pura mengaku
terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya meskipun sebenarnya
ia tidak melakukan sama sekalj seperti yang dituduhkan.

Diriwayatkan dari hakim Syuraih, bahwa ketika mengadili seorang
pembantu yang dituduh mencuri, beliau tidak mau menerima pengakuan
pembantu tersebut yang telah dipukul oleh majikannya, hingga dia
mengaku bahwa dia mencuri harta majikannya. Qadhi Syuraih berkata,
“Sesungguhnya dia pembantumu, maka aku tidak akan menjadikan
pengakuannyasebagaibukti”. Syuraih meminta saksilainnyadaripenuduh
dalam hal ini adalah majikannya yang menuduh telah mengkhianati dan
mencuri harta miliknya.?¢

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, pada hakikatnya
pengakuan itu baru dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dilakukan
Secara suka rela oleh si pelaku dan berada pada posisi sebagai orang yang
telah melakukan kejahatan tersebut,

Lebih lanjut pada kasus-kasus jinayah yang melibatkan lebih
dari saty orang, seperti pada kasus zina. Dimana pihak satu mengakui
Perbuatannya, sedang yang satunya lagi mengingkarinya. Dalam hal ini

24 al-Zuhaill, Figh Perundang-undangan Islam, Jilid VI, (terj. Ahmad Shahbori Salamon), (Selangor:
Dewan Pustaka dan Bahasa, 1997), h. 674

25Samir Aliyah, Bizham Ad-Daulah wa al-Qadha wa al-'Urf fi al-Islam. (ter). Asmuni Solihan

Zamakhsyari), (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar Grup, 2004), h. 454,
26/bid
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' apat bahwa orang yang mengaku be

harus tcm'p (?-ll‘i‘llnlt'm pihak ke dua?’
pcnaﬁ;m. I\cl'tl ‘m:nurut Imam Abu Hanifah sendiri berbeda pendapat

Sedangkan ! ia berpendapat jika ada dua orang mengay
dengan pengikutnya, 1a pe d (xh saty dan gaku

Jlah berzina, namun ketika di persidangan salah satu dari keduany,

telah- kari atau menarik kembali pengakuannya, maka dalam hal jp;
;::,(;;:gllfelz‘kll tadi tidak dapat dihukurp. Alasan yang dikemukakannya
bahwa kesalahan tersebut tidak mungkin dl'lakuk.an oleh satu .pihak saja,
dan jika kesalahan satu pihak tidak dapat dlbuktlkfm, maszl pihak kedua
lebih mudah pengakuannya dibatalkan oleh hakim. Sehingga dengan
demikian keduanya bebas dari hukuman terhadap kesalahan yang telah
mereka lakukan, yakni zina. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mereka
berpendapat bahwa orang yang mengaku telah berzina tetap dihukum
sesuai dengan pengakuannya di hadapan hakim, tanpa memperdulikan
penafian keterlibatan pihak lainnya.?®

Abu Hanifah juga mengharuskan bahwa pengakuan harus dilakukan
dalamsidang di pengadilan. Jika pengakuan dilakukan di luar persidangan,
maka pengakuan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena
kemungkinan pengakuan tersebut benar adanya, dan kemungkinan bisa
jadi salah, atau hanya main-main atau berpura-pura.?®

Dari uraian di atas dapat dipahami, terjadi perbedaan pendapat
imam Abu Hanifah dengan pengikutnya sendiri dan dengan mazhab
Syafi'i dalam hal ada pihak yang menafikan atau menarik pengakuannya
kembali ketika di persidangan. Menurut Syafi'i dihukum hanya orang
yang mengaku saja, sedangkan pihak lain yang menafikan pengakuannya
tidak dihukum, sementara menurut Abu Hanifah, apabila salah seorang

dari dua pihak yang menafikan pengakuannya, maka keduanya tidak
dapat dihukum demi keadilan,

D. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Bi-
langan Pengakuan (Iqrar) sebagai Alat Bukti Zina

d Dalam h?' iQ_rGr atau pengakuan sebagai alat bukti zina tidak
adralgtll]kan lagi eksistensinya. Semua fuqaha sepakat bahwa pengakuan
alah salah saty alat bukti dalam figh jinayah. Namun fuqaha mazhab

b ; .
Zierbed.a Pendapat dalam jumlah bilangan pengakuan sebagai alat bukti
1a. Di antaranya adalah mazha ' 'j

diuraikan sebagai berikut: (
27 Muhammed S. El-Aw,

dan ;usuy ,1999) b 193 a, Hukuman dajam Undang-Undang Islam, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
8Ibid v

291bid b, 227
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anafi .
l'Maf"::r:!{t Imam Abu Hanifah (
Me

engakuan baru sah secara hukum dap (
petiss

| apat diterimga Sebagai
bahwd.kti zina apabila pengakuan tersehyt diulangj sebanyak empat
Jlat b;)lengulanga“ pengakuan sampai empat  Kalj,

kali.

ivaskannya dengan alat bukti syahadah (saksi),
meng;l grang saksi yang menyaksikan berlangsungnya p
empad

ing itu mazhab Hanafi juga berpegang pada hqgjs
ls\?:’]islyagng telah mengaku berzina,3°

Yaitu harus ads
erbuatan zina, dj
frli dalam kasys

i

Z'Ma[)z'h:g?:{dah diuraikan pendapat mazhab Hana
bilang:iﬂ iqrar sebagai alat bukti harus diucapka!n s | .

dadengan mazhab Syafi'i yang berpendapat iqrar sebagai alat bukti
B'erbe kup diucapkan satu kali saja sudah dapat ditetapkan bahwa orang
- np aku berzina benar telah berzina dan dapat dijatuhi hukuman
ﬂaggzﬁea gyaitu dihukum cambuk sebanyak seratus kali bagi penzina
gﬁairu m,uhsan, dan di hukum rajam bagi penzina muhsan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah pernyataan Imam Syafi'i
dalam kitabnya al-Umm:

fi tentang jumlah
ampai empat Kkali.

1 1 \ - 3 3l % s 2 3l "‘\‘-.:l:i
\.)‘ ) Ja ¢53l4.: rtu ‘:jq s U} \.',',.:n_\) 9 .o.)h......“: \",‘J“,\J\J}'JJ" L}EJ.L‘ S l:-“
‘r .. . & L ‘_--. L.j-_ P Y
w“-“““‘}”f&)j‘h’f‘}u}‘u&-")'d}"iydﬁ'yé.} \c:l:’ﬂf.)-i\-'i
2 J ) ' .o- 3. ) 31 ol s :
A M S 5 i B e OV o 106 i By (il e 59 Aol ip
o S v i \ e Y o e G
55‘1.’;“3)‘)‘:-»"%,‘“}%““;;!\531-‘3::LL’U‘J‘@‘{L‘"J Ay ?E\ o

. rdapat
Artinya: Dikatakan bahwa: hal ini men{lnjui{”:ﬂ” nb::;)ve?rpt:n dagat
perbedaan antara pengakuan dan kesaksian. Ji adan an kesoksian
bahwaq pengakuan itu sama kedudukann}’“_ ae r}g:engakui sekali
maka mengapa anda menduga bahwa Pe”‘:"rb:,u;)erkam sehingga
lalu dipotong tangannya, dan bagaimana m;mk kepada seseorang
Mmengakui dua kali. Jika dia mengakui deng_a" selamanya lalu anda
laki-laki satu kali lalu anda benarkan bagl’z’“ t daripada bukti dan
“etapkan satu kali pengakuan adalah lebih -f"-‘:gakla h pengakuan itu
Satu kali lebih lemah, Imam Syafi'i ber yag: * atkan bahwasannya
S0t jalan dari bukti, bahkan al-Zuhri mer"f%li’: Ibn al-Musayyab
S€seorang mengakui di sisi Nabi saw. empa

; bi
ali-kali lalu na
‘ul bel‘l\ﬂ“ ’\ﬂ . 999).
g : ]engalxl” |-Maanit, 1
Deriwayatkan bahwasannya ia n Kairo: Dar a
\Z. . y "’,Isl(]lll,. (
h 2,310 Muhammag Salim al-*"Awwa, Fi 'Usit al-Nizam a~Jina

b

ryah,
A
RN

Gtab al-1lmiy
anon: Dar al-Kita
b Muhammad bin Idris al-Syafi'l, al-Unim, Juz 6, (Libano
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saw. menolaknya dan beliau tidak menyebutkan bilangannya, hqy
ini dikarenakan pada awal Islam manusia belu{n mengetahui dan
memahami hal-hal yang seharusnya sangat penting bagi mereka,

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa, pengakuan tidak harus
dilakukan di dalam pengadilan, tetapi bisa dilakukan baik di dalam atay
di luar pengadilan. Akan tetapi, para saksi yang menyaksikan pengakuan
di luar pengadilan harus memberikan kesaksiannya ketika proses
persidangan di pengadilam.32 Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab
Hanafi yang mengharuskan bahwa pengakuan itu dilakukan di dalam
pengadilan sebagaimana telah diuraikan di atas.

1.Sebab-sebab Terjadi Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan
Mazhab Syafi’i

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fugaha, terutama
fugaha mazhab bukan menjadi rahasia umum lagi. Salah satu contoh
perbedaan tersebut adalah pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang
igrar (pengakuan) sebagai alat bukti zina. Perbedaan mereka adalah pada
jumlah bilangan iqrar (pengakuan) yang harus diucapkan sebagaimana

telah diuraikan di atas.
Selanjutnya akan diuraikan sebab-sebab perbedaan pendapat di

kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang bilangan igrar (pengakuan)
sebagai alat bukti zina disertai dalil-dalil yang mereka kemukakan sebagai
landasan atau pegangan pendapat mereka masing-masing.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hanafi dan mazhab
Syafi'i dalam hal tersebut, karena berbeda hadis-hadis yang dijadikan
dasar hukum igrar (pengakuan) sebagai alat bukti zina. Untuk lebih
jelasnya di bawah ini akan diuraikan hadis-hadis yang digunakan sebagal
pegangan mereka dalam berpendapat yaitu sebagai berikut:

Dasar hukum mazhab Hanafi igrar (pengakuan) sebagai alat bukti
zina adalah hadis:

5 om0 b B il o 0548 122
G 4 o g G 1 gy b2 B asy ol i e PYCPOUTHIF NI
‘:J*“:Jmo}*:*:l‘@‘&a@ﬂ\who\;@@\ .«.ﬂisdc;@.:\li‘a\,-@\qc&\buﬁ
Jib coyrp 4 Va3 ey ade B o o S 0 0B § i S 26 Y 2B Sy
o e 3 s e i p iy 8 8 10 B e e g 0

8 (Joe o) oo i A58

32'Abdul Qadir ‘Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj. M. Hasan Basri dkk. (B0BOT
Muasasah al-Risalah), h. 228.

331mam Muslim, Shahih Muslim, Jilid 111, (Kairo: Dar al-Hadls, 1995), h. 1318.

s
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NA 14)

rtinva: Dari Abu Hurairah rq. berkata: q i-laki
‘::mng);?adap Rasulullah saw, di masjid dan be(:l?ag:? ;’gngaslz;“;;ak,!
Sesungguhnya aku b.enar-benar telah berzing, Kemudian Rasu;l I(llh-
saw. berpaling, sehingga orang tersebut mengulanginyq sa:;w ah'
empat kali, Maka setelah bersum t kali, iq dipanggil o]I):};
gidap penyakitgila? Diq
' ) hkamu berzing muhsan?
Dia menjawab: Ya. Nabi saw. menyuruh para sahaba: bawalah diq
lalu rajamlah. Ibn syihab berkata: Adq Seorang mendengar dari ]abi;
bin Abdullah memberitahukan, kami merqj

: jamnya di musaliq. Tetapai
ketika batu-batu lemparan ity melukainya, ia lari laly kami tangkap
di Harrah, kemudian kami rajam, (sampai mati). (HR. Muslim),

o 1 Jy 2y e s e A o 1l

oFLieae b o
Told sl y e A fo )y s

3l :Q\f@\ L.LJ:J.J.L&.‘\JJA:]CJ..:!
Hfoe slg)) azp 2V G550 ALY

Artinya: Dari Jabir Ibn Samurah ra. telah berkata: saya melihat
Ma'iz Ibn Malik dihadapkan kepada Nabi saw. tubuhnya pendek,
buah betisnya besar. Dia tidak menggunakan kain selendang. Dia
memberikan pengakuan sebanyak empat kali bahwa ia bersalah
telah melakukan zina. Rasulullah saw. berkata: Mungkin engkau
hanya menciumnya saja. Dia menjawab: Demi Allah tidak, saya
benar-benar telah berzina. Rasulullah menjatuhkan hukuman rajam
terhadapnya. (HR. Muslim)

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:
e o2 e bl el oy e o 1 1l el sl 58 ke o
P35 glely)) cogm )b 4, L3l (S e C;\ s Jo oag2) JB b Lzl

Artinya: Dari Ibn Abbas meriwayatkan: Ma'iz pei.*nah menghadap
Nabi saw. dan mengaku telah berzina dua kal{, lalu nabi sc;u’f;
menyuruhnya keluar. Kemudian dia datang lagi mengaku tekau
berzina dua kali, kemudian Rasulullah saw. berkata: karena tle(ngaz
telah bersumpah terhadap dirimu sendiri empat kali, mall()a sed )a g
(hai para sahabat) bawalah dia lalu rajamlah. (HR. Abu Daud).

3 Jy w\-; l'(“

dﬂa.l.,;du.(sa;;d;uL&\)&\aaﬂdur“ﬁ“"“\&“"t‘; 'J-'svf

R L aalis i s Jldls Sy 2 0 gl JO 1

y\ o\”) 'F}""! )‘b ‘wa @\ ML,JV» .J\’ ‘)3[’ J\ *'.'._). —dy ‘(’J\_)
341bid, . 1319,

351mam Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 11, (Belrut: Dar al-Fike

1994), h. 351.
3611y
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Artinya: Dari Ibn Abbas mcriwayatlfan, Nabi saw. bertanya kepadq
Ma'iz ibn Malik: Apakah benar bert{a yang aku .denlg'ar mengenai
diri engkau? Ma'iz menjawab: berita mengenai diri saya? Nabi
berkata: Aku mendengar engkau telah berzina de,:_ngan pembanty
keluarga fulan. Dia menjawab: benar. Keprud:a:z Ma iz mengiqrarkan
perbuatan salahnya empat kali. Nabi memerintahkan agar dia
dirajam, dan perintah itu dilaksanakan. (HR. Abu Daud).

,‘\.‘m. o }-;\4 3 11-\'\#“ ().‘ & (\__, 3 4_:\5 A J.J & J).,.J ;_Ju"\ LS:JE La;\ By, F
oyl g oly)) Aal N am Ly Uy el 4 \adljie! s by 5 JB ot il aay e,

Artinya: Dari Buraidah juga meriwayatkan: Kami para sahabat
Rasulullah saw. membicarakan, sekiranya Ghamidiyah dan Ma'iz
ibn Malik, terus pulang ke rumahnya mereka tak kembali sesudah
memberikan pengakuan, tentu Nabi tidak akan mencari mereka.
Nabi merajam mereka sesudah mereka memberikan pengakuan
sampai empat kali. (HR. Abu Daud).

Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad:
doy 3 e § e 5 gl o S by ade ) o ) ey A2} 1S 6 Lyl

(JJ'\ °\})) 3...;\)\ = k?.) l-‘_‘)‘“";.é\-:)\;‘ Q\)S'As\j'\s‘\_xm

Artinya: Dari Buraidah menerangkan: “Kamipara sahabatmembahas
bahwa andaikata Ma'iz ibn Malik ini kembali ke rumahnya sesudah
dia memberikan pengakuan sebanyak tiga kali, tentu Nabi saw. tidak
akan merajamnya. Nabi saw. baru merajamnya setelah dia mengaku
berzina pada kali yang keempat. (HR. Imam Ahmad).

Berdasarkan hadis-hadis yang menjadi dasar pendapat mazhab
Hanafi di atas, dapat dipahami bahwa igrar (pengakuan) memang harus
diucapkan sampai empat kali sehingga baru dapat dijadikan sebagai alat
bukti zina dan pelakunya dihukum dengan rajam, yaitu dilempar batu
sampai meninggal dunia. Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa
hukuman rajam tidak harus dipaksakan pelaksanaanya. Dengan kata lain
apabila si pelaku zina melarikan diri dari tempat ekskusi hukuman, maka
biarkanlah dia lari, tidak perlu dikejar lagi sebagaimana isyarat nabi saw:
dalam hadis tersebut

Di samping hadis-hadis di atas yang dijadikan pegangan mazhab
Hanafi, mereka juga berpegang pada qiyas sebagaimana telah diuraikan
di atas, selain itu mereka juga berpegang pada atsar sahabat:

g 30 ) ey e B oo i AU B 5adl U gl p¥) 5 o1 S
b yade ) o G ol el sty e s Uiy ey e Y o N gy S

371bid , h.98.
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A ir0t e 8 W0 M e Y e g
o)go'l,)\)?\:mo\wé\udﬂ*e-‘tc}!‘J).’J‘J-L?’:\l.‘,l\':‘);,)__’&kmd‘

L e e o e @I

rtinya: Abu Barazah al-Aslami meriwayatkan bahwaq

felah)’berkata kepada lelaki yang mengaku berzina ;:Lb u Bakar rq,
engkau mengaku sebanyak empat kali, niscaya Rasyl
akan menjatuhkan hukuman rajam kepadamuy” Perkataan ini dapat
dijadikan dalil daripada dua keadaan: Pertama, Bahwaq RasululllJah
saw. Telah mengiqrarkannya di atas pengakuan lelaki ity dan
Rasul saw. tidak mengingkari perbuatan tersebut dan igrar beliay
itu sama seperti perkataannya sendiri, karena beliay ity tidaklah
mengiqrarkan perkara yang salah. Kedua, Abu Bakar ra, telah
mengetahui bahwa itulah yang dihukumkan Rasulullah saw. jika
tidak begitu sudah tentulah beliau tidak akan membuat pernyataan
tersebut. Oleh karena itu iqrar wajib diulang-ulang sampai empat

kali, jika kurang dari itu, maka tidak dianggap sebagai alat
bukti.

“sekiranyq
ullah saqw.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mazhab Hanafi, bahkan
Abu Hanifah sendiri sebagai tokoh utama dalam mazhab ini menggunakan
atsar sahabat dalam argumentasinya dalam hal bahwa iqrar sebagai alat
bukti zina harus diulang sampai empat kali, dan iqrar mesti dilakukan
di hadapan hakim atau persidangan di pengadilan. Apabila proses
pengadilan dapat membuktikan pelaku zina dengan iqrar yang diucapkan
sampai empat kali, maka hukuman dapat dijatuhkan kepadanya sesuai
dengan ketentuan yang sudah ada di dalam al-Qur'an, yakni dihukum
cambuk sebanyak seratus kali bagi penzina ghairu muhsan, dan dihukum
rajam bagi penzina muhsan.

Selanjutnya hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum pendapat
mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:
Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi:
o bl J sy e A oo d Jgury SV ezt ) O ..\\L;.;, & jy A d-i N
el b 1in 5-‘)*‘&&.“:-*5‘; thoe g e B o o1 J6 5 M el gy ot d
m(heploly) N30

Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, sesung:qutlil;r;:'at g::;:
orang laki-laki bertengkar di hadapan Rasulullah SaW. "  Awne
erkata salah seorang darinya: Wahai Rasulullah sesungguity

Nabi saw.
anakku telah berzina dengan seorang perempuan Dan

38'Abdul Q '
3 adir ‘Audah, al- Tusyr' al~Jina .., h. 432, pikr 1994), h. 118
lsmail by Muhamnmdlyah). Sunan al- Tirmizt, juz (11, (Beirut: Dar al| e 1194
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berkata: Pergilah wahai Unais kepada wanita tersebut, sekiranya dia
mengaku, maka rajamlah dia. (HR. Tirmiz ).

) , _
o il oly)) Adge y Wage @) p g ade Al o (Wl ) e

Artinya: Dari ibn Umar meriwayatkan bahwa nabi saw., pernah
merajam laki-laki dari kaum yahudi dan seorang perempuan Yahudi
(HR. Tirmizi).

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:
L el el 3508 1 ey ade Y o 3 el Y e o g e
Wogls o) oly) 7 cord oSl 10 e s (baless @l l) ) J e 1 Lo

Artinya: Dari Sahal bin Sa’ad meriwayatkan bahwa seorang laki-laki
datang kepada Nabi saw., dan berkata: Saya telah berzina dengan
seorang perempuan (dan disebutkan nama perempuan itu). Nabi
bertanya kepada wanita itu tentang apayang disampaikan oleh lelaki
itu. Perempuan itu mengingkarinya. Kemudian Nabi menjatuhkan
hukuman had kepada lelaki yang mengaku tersebut, beliau tidak
menghukum wanita yang mengingkari tadi. (HR. Abu Daud).

pat ol g b AE e B o (il G Yy o) s e e
H(agh ploly) .z b4 pb

Artinya: Dari Jabir Ibn Abdillah mengatakan bahwa sesungguhnya
seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Lalu dihukum
dicambuk. Tetapi kemudian Beliau diberitahu, bahwa lelaki tersebut
adalah muhshan (sudah kawin), lalu Nabi saw., menyuruh untuk
merajamnya, sehingga lelaki itupun dirajam. (HR. Abu Daud).

Dari hadis-hadis yang menjadi dasar hukum pendapat mazhab
Syafi'i di atas, dapat dipahami bahwa bilangan Igrar (pengakuan) sebagai
alat bukti zina cukup satu kali sudah dapat menguatkan bahwa seseorang
bersalah telah melakukan zina, sehingga pelakunya dapat dihukum jilid
seratus kali bagi penzina ghairu muhsan (bujang/gadis) dan dirajam bagi
penzina muhsan (telah kawin).

Dalam hadis riwayat al-Tirmizi, ketika Rasulullah saw., mengatakan
kepada Unais “Pergilah kamu kepada wanita itu. Jika ternyata ia mengaku,
maka rajamlah dia”, Dalam kalimat Beliau tidak disebutkan atau tidak ada
isyarat bahwa pengakuan itu harus empat kali. Beliau menjatuhkan had

zina kepada wanita Juhaniyah tersebut meskipun pengakuannya hanya
401bid . h. 123

41 Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 11, h.354
42 1hid
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sekali saja."’ Dalam hadis yang menerangkan kasus dua orang Yahudi
mengaku kepada nabi saw., berbuat zina juga tidak ada isyarat atau
perintah dari Beliau bahwa Igrar (pengakuan) harus diulangi sampai
empat kali.**

Pada hadis Ma'iz yang dijadikan pegangan mazhab Hanafi, al-
Anshani menjelaskan, bahwa Nabi Saw, bertanya "apakah engkau gila?”
lalu Nabi saw. menyuruh Seseorang untuk mencium bau mulutnya untuk
menentukan apakah Ma'iz dalam keadaan mabuk atau tidak. Begitu juga
Beliau bertanya dengan pertanyaan yang lain tidak lain maksud Beliau
adalah untuk memastikan kebenaran pengakuannya karena khawatir bila
terjadisyubhat. Hadistentangseorang wanitadari Bani al-Juhainiyah (yang
dijadikan pegangan mazhab Syafi'i). Wanita tersebut bertanya kepada
Nabi “apakah engkau ingin menyuruhku untuk mengulangi pengakuan
sebagaimana yang engkau lakukan kepada Ma'iz?”. Kenyataannya Nabi
tidak menyuruh demikian. Dengan demikian tidak disyaratkan iqrar
(pengakuan) diulangi sampai empat kalj.*s

Fuqaha yang sependapat dengan dengan mazhab Syafi'i adalah
mazhab Maliki dan Zahiriyah.** Mereka berpendapat bahwa iqrar
(pengakuan) sebagai alat bukti zina cukup sekali saja tanpa pengulangan
sampai empat kali dengan alasan antara lain pertama; bahwa wanita
Ghamidiyah dalam hadis itu tidak memberikan lebih dari satu pengakuan
di hadapan Rasulullah saw. Kedua; Tindakan Rasulullah berkali-kalj
menanyai Ma’iz ibn Malik adalah untuk menghindari syubhat (keraguan),
karena boleh jadi Ma'iz tidak waras atau mabuk karena minum khamar
ketikaiamengaku berzina. Ketiga; Hadis tentang Unaisyangdiperintahkan
oleh Rasul saw., tidak menentukan berapa bilangan pengakuan wanita
yang dianggap telah berzina. Rasul saw, hanya mengatakan kepada Unais
"Jika wanita itu mengaku, maka rajamlah dia”.

E. Analisis

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terjadi perbedaan pendapat
antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jumlah bilangan pengakuan
zina sebagai alat bukti. Mereka sama-sama menggunakan hadis
masyhur untuk mendukung pendapat masing-masing. Namun mereka
menggunakan hadis yang berbeda sebagai dasar hukum dalam persoalan

¥ang sama, yaitu pengakuan sebagai alat bukti zina.

43 Abdullah bin Shalih Ali Bassam, Tafsir al-Alam Svarh Umdat al-Ahkam, terj, Kathur Suhardi,
(Jakarta: Darul Falah, 2003), h. 887.

44Imam Muhammad asy-Syaukani, Nailul Authar Syarh Mumntaga al-Akbar Min Ahadis Sayyid al-
Akhyar, juz. VII, (Terj. Adib Bisri Musthafa), (Semarang: Asy-Syifa, 1994), h. 573

45Abdullah Abdurrahman, Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, tevj. Thahirin Suparta,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 268

46Sayed Sikandar Shah Haneef, Undang-undang ., h. 59
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n mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda pendapat tentang
jumlah bilangan pengakuan alat bukt'i zina, na_rgun penulis mgndukung
kedua pendapat tersebut dengan melihat kondisi kasus yang leemllkan.
Apabila kasusnya meragukan, maka pendapat ma;hab Hanafl.lah yang
dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu pengakuan itu harus diucapkan
lebih dari satu kali.

Apabila kasusnya tidak ada keraguan atau syubhat, maka pendapat
mazhab Syafi'ilah yang dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu pengakuan
itu cukup satu kali ucap sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti zina
dengan syarat orang yang mengaku itu tidak ada unsur kelupaan (lupa
ingatan karena mabuk) dan keterpaksaan (dipaksa orang lain). Alasan
yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i tentang hadis-hadis yang dijadikan
dasar mazhab Hanafi nampaknya logis dan dapat diterima oleh akal.
Di antaranya hadis tentang kasus Ma'iz. Ma'iz mengaku berulang-ulang
adalah untuk memastikannya kalau ia tidak dalam keadaan mabuk atau
gila. Begitu juga dengan hadis yang lainnya dalam kasus ini si tersalah
mengaku sampai empat kali baru didengar oleh Nabi saw. dengan tujuan
supaya tidak terjadi kekeliruan atau keragu-raguan dalam menetapkan
hukuman. Namun apabila dalam suatu kasus itu tidak terdapat keragu-
raguan atau orang yang mengaku itu waras, tidak mabuk dan tidak
dipaksa, maka pengakuan itu cukup diucapkan satu kali saja.

Kedua pendapat mazhab tersebut dapat diterapkan sesuai dekan
situasi dan kondisi kasus yang ditemukan, mengingat dalil-dalil yang
dijadikan dasar hukum kedua mazhab ini adalah sama-sama hadis Nabi
saw,, yang tidak terjadi ta‘arudh al-adillah (pertentangan antara dalil),
hanya saja hadis-hadis yang menjadi pegangan mazhab Hanafi terjadi
ikhtilaf fuqaha dari segi matannya, ada yang menyebutkan bilangan itu
hanya sampai dua kali, ada yang tiga kali dan ada yang berpendapat
sampai empat kali.

Dengan demikian eksistensi jumlah bilangan pengakuan sangat
ditentukan oleh kebutuhan hakim dalam membuktikan kasus zina.
Apabila hakim sudah yakin dengan pengakuan satu kali, maka pengakuan
itu cukup diucapkan satu kali saja. Namun apabila dengan satu kali
pengakuan belum menunjukkan kepastian bagi hakim, maka pengakuan
itu harus diucapkan lagi sampai memperoleh kepastian hukum tetap.

Meskipu

F. Penutup

Terjadi perbedaan pendapat imam Abu Hanifah dengan mazhab
Syafi'i dalam memahami konsep pengakuan sebagai alat bukti zina. hal
yang mendasar perbedaan kedua mazhab ini adalah dalam menentukan
bilangan pengakuan. Menurut mazhab Hanafi dan yang sependapat
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dengannya berpendapat pengakuan harus diucapkan s
kali baru dapat diterima sebagai alat bukti zina. Sedangkan menurut
Mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya berpendapat iqrar
cukup diucapkan satu kali saja sudah mempunyai kekuatan hukum teta
sebagai alat bukti zina, sehingga pelakunya dapat dikenakan sank:i
had zina. Perbedaan lainnya adalah jika ada pihak yang menafikan atau
menarik kembali pengakuannya ketika dj persidangan. Maka menurut
Syafi’'i dihukum hanya orang yang mengaku saja, sedangkan pihak lain
yang menafikan pengakuannya tidak dihukum, sementara menurut
Abu Hanifah, apabila salah seorang dari dua pihak yang menafikan
pengakuannya, maka keduanya tidak dapat dihukum demi keadilan,
Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk
mendukung pendapatnya adalah hadis Rasulullah saw. Namun hadis yang
digunakan oleh Mazhab Hanafiberbeda dengan hadisyangdigunakan oleh
mazhab Syafi'i. Sehingga dengan perbedaan pengambilan hadis tersebut
terjadilah perbedaan pandangan di antara kedua mazhab. Di samping

itu, mazhab Hanafi menggunakan metode qiyas dan atsar sahabat dalam
mendukung pendapatnya.

ampai empat
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Oleh: Siti Mawar, S.Ag., M.H

A. Pendahuluan

Awalnya penulis berpikir apa sebenarnya perjanjian pranikah ini
penting? Bukankah ketika seseorang mulai mengikatkan dirinya dalam
suatu pernikahan berarti sudah memiliki tujuan yang sama. Apa hal
ini perlu masuk ke dalam hitungan persiapan pernikahan? Ya mungkin
sedikit agak asing ditelinga penulis. Hal ini memang dianggap tidak biasa
di Indonesia sehingga masih banyak yang ragu untuk memiliki Prenuptial
Agreement atau perjanjian pranikah. Di dalam sebuah Jurnal, artikel dalam
satu majalah dijelaskan bahwa Prenuptial Agreement adalah sebuah
perjanjian pemisahan harta dan utang antara suami dan isteri dan harus
dibuat sebelum terjadi pernikahan. Keputusan untuk memiliki prenup
tergantung kepada keputusan kita dan pasangan. Kesulitannya prenup
ini memang bukan bahan pembicaraan paling diminati bagi pasangan
yang sedang dimabuk cinta karena ini bisa jadi perkara sensitif, salah-
salah pernikahan dapat tidak terjadi karena salah satu pihak merasa
tersinggung soal prenup. .

Ada beberapa miskonsepsi yang salah soal prenup.Belum menikah
sudah siap-siap bercerai, rasa-rasanya seperti mempersiapkan
perceraian sebelum menikah, itu pikiran awal yang muncul dikepala

149
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~ras. tentu kita tidak menyiapkan |)L'I'C0['i’l|ill'l sebelum
penulis. Tidak waras, £ , bisa melawan alam. Meninggal itu urusan
menikah. Tetapi siapa y“n?']-l :nlu dari kita dan pasangan meninggal
pasti, tinggal waktu. jika :sa”d :c‘nlllnr adalah warlsan, dan keuntungan
gunsh, Wt A i mvnlat( nlcnlpcrj:)lns mana harta milik suami mana
prenup d.il.sl:ni. at(;?ilnl;)(ollrllg;"lmm ini harta warisan yang akan dibagi
::::;;IIII:I‘: Ilmrltft orang yang meninggal, pasangan yang masih hidup tetap
dapat memanfaatkan harta miliknya sc1}<lirl: — e

Tidak sesuai dengan Agama, di artikel yang penulis "ﬂCd Juga
dijabarkan kalau Agama tidak melarang {;renfrp. Contohn.ya dalalr:l lagdma
Islam yang mengajarkan agar harta isteri cl!pnsahkan dz:rn hartg celuarga,
Pembagian harta ini sejalan dengan prinsip prenup. .[ renup ini bahkaq
tidak menutupi kewajiban seorang isteri atau suami untuk m'enafkahl
isteri dan anak-anaknya. Seorang isteri berhak atas penghasilan dan
hartanya sendiri, kecuali memang dia ikhlas membantu keluarganya,
dalam hal membantu suami menafkahi kehidupannya dan anak-anaknya.
Kalau sudah cinta harusnya tidak ragu lagi, ketika membahas soal
prenup penulis rasa tak ada masalah. Justru itu, kalau sudah cinta
mengapa harus takut berdiskusi soal prenup? Tapi memiliki prenup atau
tidak adalah keputusan pasangan tersebut.

Keuntungan yang bisa didapat dengan memiliki prenup. Pasangan
tersebut akan mengatur kepemilikan terpisah atas harta dan utang
yang ada. Kelebihan utamanya adalah, jika suami memiliki utang, secara
hukum isteri tidak memiliki kewajiban untuk turut serta melunasi
hutang tersebut. Artinya, prenup melindungi dari kemungkinan tuntutan
pelunasan hutang. Kekurangannya adalah, ada kemungkinan pasangan
dengan prenup cenderung saling tertutup tentang kondisi keuangan
masing-masing. Ini bisa menjadi masalah dikemudian hari jika pasangan
tersebut tidak mempersiapkan hidup yang dijalani ini secara bersama-
sama.

Bagaimana dengan yang sudah terlanjur menikah tanpa prenup?
Juga tidak ada masalah. Ada banyak pasangan di negeri ini yang hidup
Nyaman tanpa prenup, namun pasti ada konsekwensinya. Tanpa prenup
artinya Pasangan memilki harta dan utang secara bersama-sama.
e s e L

; alah satu meninggal, harta bersama

ini harus dibagi dua setengah untuk yan ih hi '
. ' masih | ve a lagi
dibagikan kepada ahli g yang lidup, setengahnya lag

Kelemahan  pernikahan tanpa
bertanggungjawab atas utang yang dimiliki

kabur dan meninggalkan utang dal
debt collector, karena tidak memj

prenup, pasangan turut
pasangan. Jika ternyata suami
am jumlah besar untuk menghindari
liki prenup isteripun secara hukum
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harus turut serta melunasi hutang tersebut.

Perjanjian pranikah diperbolehkan menurut hukum yang berlaku
di Indonesia, sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan
hukum, agama, dan dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa keterpaksaan.
Bila dalam proses penandatanganan perjanjian ada unsur pemaksaan
terhadap satu pihak, maka secara hukum perjanjiian pranikah tersebut
dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal-
hal yang diatur dalam perjanjian pranikah tidak semata-mata persoalan
harta. Mengenai hak asuh anak hal yang perlu diperhatikan dan dipikirkan
oleh kedua pihak adalah anak. Meskipun telah bercerai, pemeliharaan
anak/hadanah diusahakan sama dengan ketika belum bercerai. Aspek
pemeliharaan anak meliputi bimbingan, pengawasan, pendidikan, dan
kebutuhan anak bersifat lahiriyah. Ketika fase anak masih kecil ibu
merupakan orang yang paling berhak atas pemeliharaan anak/hadanah
apabila terjadi perceraian. Hal itu cukup beralasan sebab ibu adalah
sosok paling dekat dengan anak-anak, ibu pula yang melahirkan setelah
mengandung selama sembilan bulan dengan susah payah, dan memberika
air susunya, dan menjaganya siang dan malam. Hal ini didasarkan pada
hadis Nabi Muhammad Saw.

0y sy 4l oy oBTEs o) ol Jyuy b SB 301 1 JB e ) g2, F o dblas e

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, bahwasannya seorang perempuan
mengadu kepada Rasululllah saw.,,”Wahai Rasulullah, sesungguhnya
anak ini akulah yang mengandungnya, susuku tempat menumnya
dan pangkuanku tempat duduknya. Sedangkan ayahnya telah
menceraikan aku, lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku.”
Rasulullah Saw. bersabda,”Engkau lebih berhak atas anakmu selama
engkau belum menikah lagi.” (H.R. Abu Daud:1938 dari Abdullah bin
‘Amr, Ahmad: 6430, dan disahkan oleh al-Hakim)

Fase anak telah bekerja/mandiri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa
pengurusan anak (hadanah ) tidak ada batasan yang jelas kapan
berakhirnya. Namun, apabila anak sudah dewasa atau sudah mulai dewasa
atau sudah mulai mengerti, diberi hak untuk mengadakan pilihan untuk
diasuh atau dirawat oleh bapak dan ibunya, meski pilihannya jatuh pada
ibunya, tetap menjadi beban ayahnya. Ketentuan mengenai hak memilih
bagi anak ini berdasarkan oleh hadis Rasulullah Saw:

a el an s ol (o8 L) g 33 Sl eday Ayl s okl

Artinya: Wahai nak, ini ayahmu, dan ini ibumu, maka raihlah
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kehendaki, laluanakitu meraih tangan

tangannyamanayang engkau A hmad isahihkan Tirmidzi ),

ibunya lalu pergi bersamanya

Fase anak kecil namun orang tua lain agam;. ?bada iase im»hiika
sekiranya terdapat salah satu or:fng tua a;;aka i 1:1 i:nauk ?t),a nya
kemudian memutuskan keluar dari agama [s'am, (;na ak al ;i-u pulz?
diberi kesempatan memilih mana yang disukai berdasarkan hadis Nabi

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: ) |
it o ,\..,.L_Jo&\k}.,dm.\.s\,}.so\mj.\;ﬁ\, S @) ase B g2 plime oy il
0..\:-\3 &:;\ d\ Ju w_\.b\ (,J-“ :J\b Al d\ JL? \(‘.:J 64)\ J_,é\J d\?L o \ﬂ) )

Artinya: Dari Rafi’ bin Sinan ra bahwa ia telah masuk Islam, namun
isterinya menentangnya. Maka Nabi Saw mendudukkan keduanya,
lalu mendudukkan anaknya diantara mereka berdua, lalu Beliau
berdoa: Ya Allah berilah anak ini petunjuk, lalu anak itu mengikut
ayahnya dan ayah mengambilnya.( HR Abu Dawud disahkan oleh
Hakim.

Fase anak perempuan yang tidak ada orangtuanya, terkadang
seorang anak perempuan ditinggalkan oleh orang tuanya misalnya kedua
orang tuanya meninggal, maka pemeliharaan anak/hadanah untuk
hal seperti ini sebaiknya diserahkan kepada saudara perempuan ibunya.
Sebagaimana riwayat:

M i A2 o,y L3 55 a;.,,\k;dap,q“mt}cdq\o\ﬂ\ 2y e e
adly A b Ll e Gy s B e Soae e ary (gl 4 o

Artinya: Dari Bara'a bin Azib ra bahwasanya Rasulullah SAW
menetapkan anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan
I:bunya, lalu beliau bersabda : saudara ibu itu setingkat dengan
ibu. (HR Bukhari dan Ahmad juga meriwayatkan Hadis dari Ali,

Rgs.u.lullah bersabda: Anak perempuan itu bagi saudara ibunya dan
bibi itu seperti ibu.

i Pemba'gi.an Peran antara suami dan isteri, konstruksi teologis dan
fukum positif di Indonesia secara ekplisit membedakan peran suami
lds;:flrl esecar.a diametral, §uami diposisikan sebagai kepala keluarga
dan l;,er:l;a;:!nnafkah lfar? Isteri diposisikan sebagai ibu rumah tangga
dari Pembaksgsra €glatan rumah tangga sehari-hari. Konsekuensi
perempuan untuk t‘:::a}?'f-ter%bur adalah tereduksinya kesempatan
perkembangannya aa til 'tas dan beraktualisasi di ruang publik. Pada
domestik-reprodu&gf Fa Isteri tidak lagi hanya beraktifitas dalam ruang

'l namun sudah mulai berkarier di ruang publik-
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politis. Bahkan selmpa tigaperiode terakhir, jumlah partisipan pe
dalam politik praktis mengalami Peningkatan, Persoalan Yanpkrempu.an
mengemuka adalah apakah keterlj & kemudian

batan isterj dalam poljti .
tersebut .berimpllkam pada pergeseran pola pembedaar:]{) ;)t;l:ar[])raktls
selama ini sudah berlangsung dalam Masyarakat, dan apakah ha| ters):l!)r:i

berpengaruh terhadap keharmonisan rumap tan

tidak, isteri tetap memiliki tanggung jawab dalgrgril lr:aT;Zl:Eng}lT:nltlu?yz
menjaga keharmonisan keluarga dengan cara taat terhadap gan rluu

jawab rumah tangga, juga sebaliknya suamij menjaga keharmogr?iszr:ﬁ
tersebut dan menghargai tanggung jawab isteri dalam rumah tangga.

B. Perjanjian Pranikah dalam Perundang-Undangan

Di negara kitayang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi
persoalan ketl}<a ialah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk
membuat perjanjian pra nikah. Perjanjian pranikah menjadi suatu hal
yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois,
tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya. Karena
pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian
pranikah masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya
dibicarakan dan dilakukan.

Prenuptial Agreement (selanjutnya disebut perjanjian pranikah)
adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan pernikahan
dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya
mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri
yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja
yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan
dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan
yang mana harta calon isteri dan harta calon suami. Jika suatu saat
terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan suami isteri
tersebut. Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kePentingar!
pPerlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-mflsmg, suami
ataupun isteri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak
dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan yang cukup
banyak, baik bergerak maupun benda tetap. _

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang d'b“aF] Slfb:;i)mn
pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua .belahb pllj‘?m sejak
Pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah \ ?-r[;-luwimana
Pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lam._meng:nl(;ﬁn;’;*teriadi

arta kekayaan suami isteri akan dibagi-bagikan "kf* se“m ini juga bisa
Percerajan, kematian dari salah satu pasangan. Pe‘.l an"inn diatur atau
Memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga ak:
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; -nikahan berlangsung !,
. i kawinan atau pernl arial
ditangani S(;.l::,:mp[:;:mdnag-u"d““g‘m yang dijadikan dasar hukym
. Pgratll ‘l-mik“h yaitu:  Kitab Undang-Undang 'Hu.kum Perdaty
pcrlanna:; t!:]‘Undang'U"dang Perkawinan, dan KOTII'lpllZ.lSl %;{ukum Islam
(Eg:;[’[;zrflget‘iga sumber hukum tersebut, mengenai perjanjian pranikah
;3““5; lengkap diatur di dalam KUHPerdata.

, ; ng Hukum Perdata
= K'ﬁfag"dﬁ,?gaggﬁdgng Hukum Perdata (selanjutnya disebyt
KUHPerdata) diatur tentang perjgnjiag perkawina.n .P.asal 1??9 yang
mengatur bahwa “Para calon suami isteri dengan per;anjl.an kawin dapat
menyimpang dari peraturan undang-undang mengenaiharta bersama
(persatuan bulat), sepanjang hal itu tidak berten.tangan dengan tatasusila
yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan
- ketentuan berikut "KUH Perdata hanya membatasi ketentuan perjanjian
perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami isteri, sedangkan
Undnag-Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut dari itu.? Undnag-
Undang Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda saja,
namun juga mengatur hal-hal lain yang perlu diperjanjikan, asalkan
tidak menyalahi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, nilai-nilai
moral,dan aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 143-139 KUHPerdata, diatur mengenai hal-
hal yang tidak dapat memuat dalam perjanjian kawin,’yaitu :

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan

kesusilaan

2. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam
perkawinan

3. Tidak boleh hal kekuasaan orang tua

4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang
kepada suami atauisteri yang hidup terlama

5. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagali
kepala persatuan suami-isterij
. Tidak boleh melepaskan hakn
ataswarisandariketurunann
dari keturunannya

7. Tidak boleh diperjan
sebagian utangyang |
8. Tidak boleh diperjan
perkawlnanmereka

yaataslegitieme portie(hak mutlak)
yadan mengatur pembagian warisan

jikan bahwa sesuatu pihak harus membayar
gblh besar dari pada bagian keuntungannya.
Jikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan

akan diatur oleh undang-undang luar negeri

lasaan, at
. au
1 Joy Siburian, Komyuuum;. 2012 hl)zeraturan daerah.

2 Siman
= Juntak, Pokok-pok ok Hukum pe

rdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 44.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

. PRENUPTIAL AGREEMENT DAN PENG ,
[I\SIS“NSI ’ 'A“U“N\/\ 1”"'“”/\"
SuU
AM| lsan lSS

b yndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkqy
' palam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ,l"znk i
pasal 29 ayat 1 menyata!qan bahwa “Pada wakty atau sebelum pe:ki‘x!na"
dilangsungkan, kgdua p:half atas persetujuan bersamadapat meng(,]d;?(an
perjanjian ter_tu'lls yang dlsall‘lkan oleh pegawai pencatat perka‘win an
setelah mana isinya berlaku juga terhadap piha ketigasepanjan 'hanlé
ketiga tersangkut.". l?_alam ketentuan ini tidak disebutkan batasagnplaz
jelas bahwa perjanjian perkawinan ity mengenai hal apa, misay;nyg
apakah hanya mencakup masalah gono - gini atau juga menyangkut
masalah-masalah lainnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian
perkawinan dalam UU ini mencakup banyak hal, tidak hanya mengandung
soal hartabenda perkawinan. Dij samping itu, undang-undang ini tidak
mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum perjanjian perkawinan
yang dimaksud*,
Dalam UU Perkawinan tersebut, yang disebutkan hanya berupa
ketentuan bahwa jika ada perjanjian perkawinan, harus dimuat di dalam
akta perkawinan.Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 12 huruf
h bahwa akta perkawinan juga memuat keterangan tentang perjanjian
perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suami isteri). Meskipun demikian,
Undang-Undang Perkawinan masih bisa dijadikan sumber hukum yang
penting dalam membahas perjanjian perkawinan.

¢. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan umum tentang perjanjian kawin juga di atur dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Pasal 47 ayat 1 yang
menyebutkan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis
yang disahkan pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan har.ta dalam
perkawinan”, Ayat 2 mengatur tentang bentuk perjanjian yang dimaksud,
yaitu :“Perjanjian yang disebut ayat 1 dapat meliputi pe_rcampurz‘m harta
Pribadi dan pemisahanharta pencaharian masing-masingsepanjang hal
ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berda.sarkan ketentgan
dalam ayat 2 di atas, maka isi perjanjian perkawinan itu mgncakup l:a
kemu“gkinan, yaitu percampuran harta pribadi dan pemlsahant'hf:{rq;:
Pencarian. Di samping itu, isi perjanjian juga diperbqlehkan :I']enfil:p'lt‘ils
kewe“angaﬂ masing-masing untuk mengadakan ikatan hipo n ‘"mg
arta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (sebagaimana yz

Hukum
4 Djaja S, Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan

C’IUQrga. (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 67.
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T alam ayat 3). '
duelaBs::(;:is;l:‘::n {)cnjc):lasan di atas, dapat dikatakan bahwa peraturan

tentangperjanjian perkawinan ada dalan Undagg-%ﬂgzﬁgi fel'l;?_“;lnan.
KUH Perdata, danKHL.Menurut pandangan R. UDRKL, lp aturan
tersebut adalah perjanjian tentang harta penda suami lsterltse amla masa
perkawinan yang itu sesungguhnyamenyimpang dari azas atau pola yang
telah ditetapkan dalam tiga peraturan ter.sebut . ,

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan su‘amn
isteri harus ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama. Salah satu pihak
tidak boleh melanggar ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian
perkawinan. Jika ternyata ketentuan yang telah dibuatitu dilanggar, status
perkawinan mereka bisa batal, sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal
51, “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri
untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan
gugatan percelaiaan ke Pengadilan Agama”

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum
dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang
akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan
diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau
isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri,
ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa
membedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon
suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.
Biasanya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan
hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri.

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan suami
isteri harus ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama. Salah satu pihak
tidak boleh melanggar ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian
perkawinan. Jika ternyata ketentuan yang telah dibuatitu dilanggar; status
perlfawinan mereka bisa batal, sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal
51, Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri
untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan
gugatan percelaiaan ke Pengadilan Agama”
bertel::!mbuatd perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak

angan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan, nilai-nilai moral

dan adat istiadat. Hal inj telah diat .
: ur sesuai d
Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1 RUARD DANC a¥ Ayt 1

¥ang telah berulang-ulang diseb 974 tentang Perkawinan sebagaimana
-ulang disebutkan sebelum i bows ¥
5 Subekti, Ringkasan tentang Huk nya di atas, yaitu:"Pada

um Keluarga dan Hukum Waris, 1990, h. 6.
6 Abdurrahman, f Y um Waris, L Tk
2007) h. 11 {ukum Islam dj Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
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waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, keduabelah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga tersangkut”. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, dikatakan yang
dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Sebagian orang, mengadakan perjanjian pranikah dianggap sebagai
hal yang tabu. Seperti merencanakan perceraian dan tidak ada saling
kepercayaan. Bagi penganut agama Islam sebagian besar berpendapat
bahwa hukum Islam sudah mengatur lengkap tentang hak dan kewajaiban
suami isteri, persoalan anak, masalah waris, dan pembagian harta. Jadi
perjanjian pranikah sudah tidak diperlukan, karena hukum Islam sudah
mengaturnya dengan jelas. Bagi penulis (karena menganut agama Islam)
tentu mengakui bahwa dalam agama Islam persoalan hak dan kewajiban
suami isteri, hak asuh anak, masalah harta dan waris, semua sudah ada
aturan dan dasar hukum yang jelas.

Sistem negara ini tidak mengadopsi keseluruhan hukum Islam secara
utuh, melainkan secara parsial. Bahkan banyak keluarga yang belum tahu
sama sekali tentang hukum Islam terkait hal ini, misalnya terkait harta
waris, pembagiannya, dan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya.
Begitu juga dalam urusan hak asuh anak pun tidak semua keluarga
muslim mengetahuinya. Belum lagi campur tangan keluarga besar yang
diikat dalam tali pernikahan cukup mewarnai jalannya suatu pernikahan.
Sebagai contoh, ada suatu kasus di mana penulis melihat pentingnya
hukum perjanjian pranikah dibuat untuk mengantisipasi bila ada
masalah yang tak terduga muncul dalam pernikahan.

Kasus seorang wanita menikah dengan seorang pria, dimana
pernikahan keduanya tidak disetujui oleh keluarga kedua pihak. Wanita
saat awal menikah termasuk wanita mapan dengan membawa harta
berupa perhiasan dan uang tunai, serta selama 3 tahun awal pernikahan
mereka, kehidupan ekonomi suami isteri ini ditopang oleh sang isteri.
Di tahun ke empat, isteri mengundurkan diri dari kerjanya karena
permintaan suami dan selanjutnya kehidupan ekonomi mereka ditopang
oleh suami sepenuhnya. Dalam perjalanan selanjutnya, restu dari kedua
pihak diperoleh, namun masih ada terlihat rasa tidak suka terhadap
wanita ini dari pihak keluarga suaminya. Keluarga suaminy.a yang
berasal dari kalangan mampu kemudian memberi hibah pada si suami
untuk membuat rumah. Dalam proses pembuatan rumabh ini, sang wanita
memberikan andilnya dengan menjual perhiasan bawaannya yang
diperoleh dari hasil kerjanya sebelum menikah. Uang tersebut digunakan
untuk tambahan biaya merenovasi rumah. . l

Pernikahan itu ternyata kemudian dalam perjalanan rumah
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salah dan mengakibatkan tel‘iijdiny?l perfelraian. Karena
pukti-bukti tertulis dari si wanita tr.:ntang, 1arta ba.waan
2o vane telah dipakai untuk menopang kehidupan ekonomi dan
mlllkn)i? b ka, membuat suami dan keluarga besarnya leluasa
re"m’as'.mmah meren‘t:\n isteri tidak berhak atas harta gono gini, karena
mengklaim Rl e ” i Dalam Islam mantan isteri tidak berhak
semua harta berasal dari suam. a _ . : _
harta gono gini dan juga warisan, bila se.mua itu diperoleh
menuatut Bat ‘ : tan isteri hanya mendapat
dari penghasilan suami sepenuhnya. Manta kb p
tunjangan hidup yang telah disepakati (karena anak-ana ersama sang
mantan isteri). Untuk warisan, bila kepala keluarga meninggal dl.lﬂla.
yang berhak mendapat warisan adalah anak-anak mergka, namun tidak
termasuk mantan isteri. Adilkah itu?. Kalau masalah waris, Islam memang
mengatur jelas bahwa mantan isteri tidak mendapat wari.san karena
hubungan pernikahan yang terputus sebelum mantan suami meninggal
dunia. Tetapi hukum Islam juga tidak menafikan pembagian harta antara
mantan isteri dan suami bila sepanjang pernikahan itu mantan isteri
juga memberi andil dalam roda ekonomi keluarga. Tetapi karena tidak
memiliki bukti-bukti yang kuat. Semua pengorbanan materi mantan
isteri di awal-awal pernikahan mereka, menjadi menguap tak berarti.
Isteri tidak ingin memperkarakan kasus ini ke pengadilan, karena untuk
hal itu dibutuhkan pengorbanan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dia
lebih memilih fokus untuk bekerja dan mengurus anak-anaknya.

Hal tersebut di atas hanya sebuah contoh, dan penulis tidak
mengatakan hukum Islam tidak berpihak pada perempuan. Dalam hukum
Islam, hak mantan isteri tetap ada karena andilnya dalam menopang
ekonomi keluarga dan pembiayaan renovasi rumah. Itu seharusnya
diperhitungkan dalam pembagian harta saat perpisahan. Namun karena
persoalan ini menyangkut pemahaman mantan suami dan juga keluarga
besarnya yang memang memanipulasi hak-hak si perempuan dengan
memanfaatkan kelemahan mantan isteri (karena tidak ada bukti tertulis),
membuat posisi mantan isteri jadi sulit.

Disinilah penulis melihat sangat perlunya dibuat Perjanjian Pranikah
harus'dibuat secara notariil (dihadapan Notaris) sebagai mitigasi risiko,
sesuai Pasal 147 KUHPerdata, kemudian didaftarkan/dicatatkan ke
fifi]:::z:ita K;ip(‘j i;taut Cata;tan Sipil dan tentunya Perjanjian pranikah ini
sosisi ki[;a kel:lf l::SiT;E ah perkawma‘n berlar.xgsung, 'Untuk menjelaskan
Buken barartl danas memang perpisahan itu akhirnya harus terjadi.
oo er%en mengadakan perjanjian pranikah itu kita sudah
depannya, Sepai:lian ral:::. t§‘tapl Wik SEbagf‘i l?fentuk proteial kit.a o
bersembarangan dengg:):n aga latur dalam. perjanjian pranikah itu tidak |

Meskipun di lndones[l)a yang te'l'ah ditentukan agama yang kita anut. |

perjanjian pranikah tidak populer, karena |

tangga berma
tidak adanya
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Jontik dengan “ketidakpercayaan” kepada Pasangan hidy

:gsngantisipasi l1;\l-l‘|'fll_bil;1111:1na terjadi perceraian dan (ri)a'r]?prg:;: ;::;:

pergantung kcpa.da“m putusgn cerai”, sebaiknya lindungi kepentingan

kita dengan perjanjian Pranikah, Langsung saja, untuk yang pertama
sckali akan membahas .tentang'Perjanjian Pra nikah atau Prenuptiq|

Agreement, yang r.nul-*l_gkm seb‘agsan orang belum mengerti atay belum

memahami isi perjanjian pra nikah.

Perjanjian perkawinar'l dapat meliputi percampuran harta pribadi,
pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan
masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan
pihak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama. Akan tetapi
melakukan perjanjian pranikah haruslah juga mempertimbangkan
beberapa sisi (aspek) yang antara lainya:

1. Keterbukaan di dalam mengungkapkan semua detil kondisi keuangan
masing-masing pasangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan,
dengan merujuk jumlah harta bawaan masing-masing pihak
(pasangan) sebelum menikah dan juga menghitung bagaimana dengan
potensi pertambahannya sejalan dengan meningkatnya penghasilan
atau karena hal lain misalnya menerima warisan dari orangtua
masing-masing pasangan.

2. Selanjutnya masing-masing pasangan secara terbuka harus
mengatakan berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak
sebelum menikah, dan bagaimana potensi hutang tersebut setelah
menikah dan siapa nantinya yang bertanggung jawab terhadap
pelunasan hutangnya, perlu diketahui oleh masing-masing pasangan
agar masing-masing pasangan yang akan menikah mengetahui secara
pasti apa yang akan diterima dan apa yang akan di korbankan jika
perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang nantinya merasa
dirugikan dari dan akibat timbulnya perceraian tersebut. .

3. Kerelaan dan dengan secara sadar bahwa perjanjian pranikah harus
disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan (kedua
belah pihak) yang pada prinsipnya, secara sukz.lrela dan tanpa
paksaan dari pihak manapun untuk menandatangani surat per{\fmllﬂn
tersebut tanpa mendapatkan tekanan dalam bentuk apapapun, “:E‘:I:
nantinya jika salah satu pihak merasa dipaksa, karenfl me'andapﬂ I;:n
Suatu ancaman atau berada dalam tekanan se.zhn.\'gga terp:}k";l
menandatanganinya, maka secara hukum perjanjian _kp:;‘"“ )
dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mfl“:l;'ll “.‘ e

% Selanjutnya cari pejabat yang objektif dan bcl'-wen?.l.“i_u‘ berwenang
adalah Notaris yang dipercaya dan mcncnn.lkran h;lfwg:n i qulirr sty
yang notabene memiliki reputasi baik dan blS.l' :“fid';k harse pebdlah
sehingga dalam membuat isi perjanjian pranikah tidi
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(timpang). Pasangan masing-masing bisa mendapatkan keadilan
sesuai kesepakatan di dalam isi perjanjian tersebut.

Dengan telah dibuatnya perjanjian pranika_h d.i.hadapan. Notaris Y ang
dipercaya, maka langkah selanjutnya surat Perjanjian PraNikah tersebut
yang telah ditandatangani berdua haruslah juga dicatatkan PUlﬂ'dalam
lembaga pencatatan perkawinan, artinya bahwa paqa saat pernikahan
dilangsungkan perjanjian pra nikah juga harus dlsahkan_ pula oleh
pegawai pencatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil) tempat
berlangsungkan perkawinan. Pada umumnya perjanjian pranikah dibuat
untuk memberikan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap
masing-masing pasangan dengan tujuan melindungi atau memproteksi
harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri, sepanjang bahwa isi
dari surat perjanjian pranikah tersebut tidaklah bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Jika masing-masing pihak telah sepakat dan menyatakan
segala sesuatunya di dalam surat perjanjian pranikahnya, dan telah
menandatangani Surat Perjanjian PraNikah tersebut, maka secara tidak
langsung jika terjadi konflik diantara mereka perjanjian pranikah yang
telah dibuat diantara mereka dapat meminimalisir permasalahan yang
akan timbul tentang konflik pemisahan harta masing-masing pihak.
Umumnya permasalahan yang timbul dalam perceraian nantinya jika
disepakati sebelumnya didalam perjanjian pernikahan antar pasangan
tentang harta bawaan masing-masing, seandainya perceraianpun terjadi
diantara pasangan tersebut. Berdasarkan surat perjanjian yang telah
disepakati oleh masing-masing pasangan, secara tidak langsung masing-
masing pasangan telah memberikan proteksinya secara hukum tentang
harta bawaannya masing-masing baik tanah, rumah, ataupun bentuk
investasi lainnya.

Sangatlah dibutuhkan suatu pemikiran yang panjang mengenai
perjanjian pra nikah bagi masing-masing pasangan yang ingin melakukan
Pemisahan harta bawaannya masing-masing mengingat budaya dan adat
istiadat kita yang mungkin masih menganggap tabu tentang pemisahan
harta ini. Sesungguhnya perjanjian pranikah memberikan perlindungan
hukum bagi masing-masing pasangan dengan tujuan yang pasti dan jelas

mengatur tentang hak dan kepemilikan atas aset-aset maupun harta-
harta yang dibawa sebelum, selama dan setelah p
tanpa harus melalui proses panjang,

kesirr?;;:aip?, )I/-"“g telah kita bahas diatas dapatlah kita tarik suatu
tidaklahmc’mbaema plt;'rlan]lan pranikah bagi masing-masing pasangan,
Seritndai "“" erugian bagi pasangan, bahkan justru mcmbcnk.un

ban secara hukum  bag| masing-masing pasangan jika

utusnya pernikahan,
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~andainya perceraian menjadi jalan terakhi
at"‘:“q mempermasalahkan lagi tentang pembagian hart
::21'j;{lliii\ll Pranikah dapat dikat‘?kan sebagai perjan
ang yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perk
m«b“ngan tali perkawinan dan konsekuensi atash
:l:tm'a dua orang'yang lllem.bgatnya.Hukunl
;nengatur lebih lanjut tentang isi dan bentuk pe
sepanjang tidak melanggar h.ukum, agam.a da
yang diatur adalah hal yang dlar}ggap pentmg y
menimbulkan masalah di kemudian hari, yang p
1. Pemisahan asset / harta
sebelum kawin(meskipun
masing sebelum menikah)
kawin.
2. Pemisahan hutang sebelum menikah atau setelah menikah.
3. Pengurusan anak
Namun demikian akan lebih terjamin bila Perjanjian Pranikah
dituangkan dalam Akta Otentik (Akta yang dibuat oleh Notaris).

jian antara dua
awinan Karena adanya
erakhirnya Perkawinan
Positif Indonesig tidak
rjanjian Pranikah,isinya
n kesusilaan, Biasanya
ang diperkirakan dapat
ada umumnya seperti :

baik yang sebelumnya telah dimiliki
secara teori hukum milik masing-
dan harta yang diperoleh selama

C. Manfaat Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agremeent)

Meskipun Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 T.ahun 1974 teptaqg
Perkawinan mewajibkan suami yang berpoligami untuk _menjamin
kehidupan semua isterinya dan harta be_rsama mas!ng-m.j\‘mg%l
perkawinan terpisah, namun itu tidak cukup menjamin ke_per.itmgan pa[;
atas harta bersama maupun kewajiban suami jika terjadi pe:{cerzil:lan.
Perjanjian pranikah dapat memastikan harta bersama dalam pz;k:‘v:inan
Pasangan akan tetap terlindungi, tidak tercampur den_garTi :n i or
yang lain. Untuk suami yang melakukan.pollgaml. Per]al;L bali)k ——
dapat memastikan pemisahan harta peninggalan paskanirk;\winan Jyang
perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan l_l:tu t :rjamin, iauh dar
keempat, Masing-masing isteri akan tenang dan hidup atianlan pranlish
Pertikaian dan perselisihan antar ahli waris. Adan).ra_ F;eri
akan memberi manfaat bagi kedua pasangan suamt iSterl.

a. Melindungi Kekayaan : b

b. Perjanjian pranikah dapat memastlkarllng and
menikah dengan anda, bukan den-ganpasmgnn

¢. Melindungi Kepentingan anda Jika Fas:
Poligami.

d. Membebaskan dari Kewajiba

ahwa pasangan anda

a.
anda Melakukan

an.
1 [kut Membayar Utang Pasanga

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

162 MEMAHAMI DESKONSTRUKSI HUKUM DALAM PRANATA SOSIAL ISLAM
] al .

Harus diketahui bahwa dalam perjanjian pranikah harta bersamg
tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang akan ada, berdasarkan ketentuan Pasg|
35 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 121 KU}!Perdata, harta bersama
juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masmg suami isteri;,
baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dan maupun
selama perkawinan. Artinya, jika pasangan tersebut memiliki beban utang
yang tinggi, Anda ikut berkewajiban melunasinya. Jika menikahi pasangan
dengan beban utang yang signifikan, dan tidak mau bertanggung jawab
atas hutangnya, maka perjanjian pranikah dapat membantu memastikan
bahwa hal ini tidak terjadi. Dengan adanya perjanjian pranikah maka
berlakulah prinsip “uang kamu, uang saya juga. Utang kamu, bukan utang
saya”

a. Menjamin Kepentingan Usaha Pasangan

Jika kita memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha
maupun badan hukum), pasangan tersebut berhak menikmati keuntunga.
Usaha bisnis tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan,
yang berarti, kelak jika terjadi perceraian, kekayaan atas usaha bisnis
pasangan tersebut harus dibagi. Hal ini sebagaimana dimaksud
ketentuan Pasal 157 KUHPerdata menegaskan bahwasannya keuntungan
harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka
berdua, yang selama perkawinan, dari hasil harta kekayaan mereka dan
pendapatan masing-masing, dari usaha dan kerajinan masing-masing
dan penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan. Singkat kata, tanpa
perjanjian pranikah, ketika pernikahan pasangan berakhir, pada akhirnya
salah satu pasangan bisa memiliki bagian dari bisnis pasangannya
(menjadi partner atau mitra bisnis). Jika pasangan tidak menginginkan
hal ini terjadi, perjanjian pranikah dapat menjamin dan memastikan
bahwa pasangan tersebut tidak menjadi mitra yang tidak diinginkan
dalam bisnis pasangan tersebut.

b. Menjamin Kelangsungan Harta Peninggalan Keluarga

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakanhHarta
bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Perhatikan frase “masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain", Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan apa yang dimaksud
frase “masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.
Karena tidak menjelaskan, maka dapat disimpulkan bahwasannya
terhadap harta bawaan, hadiah atau warisan, jika suami isteri tidak
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n bahwasannya harta tersebut adalah harta warisan/hadiah
parta tersebut dianggap s'eb'agai harta bersama suami isteri,
inya, dalam konteks yang lebih jauh, tidak tertutup kemungkinar;
olehan dari warisan/hadiah keluarga pasangan dapat beralih
sangannya. Perjanjian pranikah dapat memastikan hal tersebut
dan memastikan pula bahwa harta perolehan dari warisan/

idak terjadi
pasangan tetap dalam kekuasaan salah satunya.

padiah keluarga

c. Menjamin Kondisi Finansial Pasca Putus Perkawinan

Banyak ditemukan dalam praktek, pengadilan menolak tuntutan
nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan oleh seorang Ibu yang
ak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah
biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan
hakim yang memutusnya. Daripada digantungkan pada pertimbangan
hakim, lebih baik diatur dan ditetapkan dalam perjanjian pranikah. Jadi,
jika terjadi perceraian, dapat diajukan perjanjian pranikah dan meminta
kepada hakim untuk memerintahkan suami menjalankan kewajiban yang

telah ditetapkan dalam perjanjian pranikah.

memegang h

d. Menjamin Hak Pasangan atas Asset Property dengan Status
Hak Milik
" Bagi yang menikah dengan orang asing, tanpa adanya perjanjian
pranikah, maka kedudukannya akan dipersamakan sebagai orang asing
adalah subjek yang pasangan tersebut dilarang memiliki property dengan
status Hak Milik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:

1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai
hak milik dan syarat-syaratnya.

3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta
karena perkawinan. Demikian pula warganegara Indonesia yang
mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang—undapg ini
kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu .dldalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hllangl‘\).'-j
kewarganegaraan. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik
itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum. dan ta.nnhnya
jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang

membebaninya tetap berlangsung.

Selama  seseorang  disamping

mempunyaikewarganegaraanasingma
dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuandalama

kewarga-negaraan Indonesianya

kaiatidak dnpmmcmpunynitz}ufﬂ'\‘
yat(3) pasal ini.
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Contoh Perjanjian Pranikah yang paling Sederhana:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

Pekerjaan :

Umur .. tahun

1TY 11| S O —

Pada Hari ini, Rabu, tanggal 10, Juli, tahun 2014 jam 09.30 WIB,
bertempat di rumah kediaman H. Sukri, di hadapan penghulu, saksi-saksi
dan dihadapan ISTERI saya yang bernama Ani Asriani beserta semua
keluarga, saya BERJAN]I dalam sebuah pernyataan secara tertulis

antara lain :

1. Apabila setelah saya menikah, disebabkan karena saya belum
membayar mahar yang telah menjadi ketentuan bersama pada
saat pernikahan, yakni mahar berupa uang tunai sejumlah Lima
Juta Rupiah, maka saya diberikan waktu selama tiga bulan untuk
menyelesaikannya. Namun, Jika dikemudian ada pihak ahli waris
maupun pihak keluarga isteri saya yang merasa keberatan karena
saya belum menyelesaikan mahar tersebut, maka secara pribadi
saya akan bertanggung jawab sendiri terhadap apapun yang terjadi
baik secara hukum tertulis maupun hukum adat.

2. Apabila saya tidak menepati janji pada poin (1) tersebut di atas,
maka pihak dari keluarga isteri saya tersebut, melaporkannya
kepada pihak kepolisian, untuk mempertanggung- jawabkan
secara hukum akibat pengingkaran perjanjian tersebut.

Demikian surat perjanjian ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak
manapunjuga, yang kemudian surat perjanjian ini dapat dijadikan sebagai
dasar hukum dan bukti yang sah pada proses hukum yang mungkin terjadi

di kemudian hari apabila saya tidak konsisten melaksanakan perjanjian
saya tersebut.

.......... , .. Desember 2014
SAKSI-SAKSI

-----------------------

Yang Membuat Perjanjian

-----------------------
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contoh tersebut di“ atas tida.k menyan
kut isi-isi perjanjian yang lain sebagaj
menyanga sebatas isi perjanjian tersebut tida
Conto!m)’ ' adat-istiadat yang berlaku. Dala
kesusilaan, : .
ianjian tersebut tidak dapat disahkan
perjanrlmkum agama dan kesusilaan. Selain
.batasmemperbolehkan membuat perjanijia
]lfe?llﬂ calon pasangan sebagaimana dikat
ktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai
oy at membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah
g?fngenai kedudukan harta dalam perkawinan"’. Konsep perjanjiaq
ranikah awal memang berasal dari hukum perdata barat P-(UHPc'er.'Tetapn
{)Jndnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pfrkawma'n ini telah
mengkoreksi ketentuan KUHPerdata tentang perjanjian pranikah. .Da!.am
Pasal 139 KUH Perdata disebutkan “Dengan menga(_iakan perjanjian
kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menylapkan beberapa
impangan dari peraturan perundang-undangan seklta.lr persatua-n
e janjian itu ti lahi tata susila yang baik
harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyala
atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuann).la.
Bila dibandingkan maka KUHPerdata hanya membatasi dan
menekankan perjanjian Pra nikah cukup pada persaFuan halrta_!;etk:allil:;;’:;;ll
saja,’ sedangkan dalam Undang-Undnag Perkflwu?an" bersifa i
terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tEtaP;ldgn
bisa diluar itu sepanjang tidak bertentan%al: dengan hukum, agam
[ ilai-nilai moral dan adat istiadat. . o
kesu?)ll:::?r’l r:;I-Qur’an surah al-Baqgarah ayat 2 fian had-ls b'a:;;is 5;:;:
mukmin terikat dengan perjanjian mereka masu.lg'masmkg' n Perjanjiar;
lika seorang mukmin sudah berjanji harus dllaksabnat E:n;gnghalalkﬂn
Pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian te"set ol perjanjian
yang haram dan mengharamkan yang o Cogk(; tigi’a‘k dikaruniai
Pranikah yang isinya, jika suami memnggal dan n;frl dalam Islam, harta
anak, warisan mutlak jatuh pada i Fada aak tidak seluruhnya
Suami yang meninggal tanpa dikaruniai seoran%;: pihak suami ataupu
Jatuh kepada isteri, masih ada saudara kandung ialam hadis disebutkan
Orangtua suami yang masih hidup. Sedangkan )
‘menghalalkan yang haram’”. , enting adala
Salam aga)r,na gkatolik, AT AnIcan perkaV::;?nZiﬂagkgn membentuk
dimana pria dan wanita yang memk“lfan pE;‘_uS Vitac) diantara mereka
kebersamaan seluruh hidup (Consorsium to ’h[eraan suami isteri serta
Menurut sjfat kodratnya terarah pada keseja

7 Ibid
8 Kui IPerdata

gkut mahar tetapi juga
mana yang telah diberikan
k menyalahj hukum, agama,
m ayat 2 dikatakan bahwa
bilamana melanggar batas-
itu Kompilasi Hukum [slam
N pranikah yang mengikat
akan dalam Pasa| 47 “Pada
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pada kelahiran dan pendidikan anak. Semen“tara untuk'agam.a Hindu,
hukum yang mengatur khusus tentang perjanljian perkawinan tidak ada,
tetapi yang jelas apabila ada perjanjian yang d!puat.bertfentangan deng.an
larangan dalam agama Hindu maka perjanjian itu tl-dak sah. Begitu
pula dengan Agama budha. Menurut hukum perkaw.lnannya (HPAB)
yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 1977, tidak ada aturan
khush tentang perjanjian perkawinan, dia aman berarti terserah para
pihak yang bersangkutan asal perjanjian yang dia buat tidak bertentangan
dengan Agama Budha Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 1975
dan kepentingan Umum.’

C. Analisis terhadap Perjanjian Perkawinan

Seperti yang dikaji pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian
perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29
ayat 3,2,1, dan 4, atau dapat pula dirujukan pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata perhal perjanjian diatur pada Bab Kedua, tentang
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau ada berbagai
persoalan yang mengganjal ketika perjanjian pranikah diterapkan oleh
calon pengantin. Di samping persoalan budaya, ada juga persoalan yang
berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang
sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan
menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses
menuju pernikahan sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga
harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan,
kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang
perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun
dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.

. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah
bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan
terjadinya Kekerasan Dalam Rumah. Menurut M. Rezfah Omar, pengacara
LBH APIK Jakarta, perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat
melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa
gleZ:\trva;ia k:guatnya, di dEpfin pihak yang ber‘wenang, seperti notaris atau
ane telal[:di Eirlaiil‘:ar:]e;:(a;mnar'll,( agar kua_t dl. mata .hukum sebagaimana
380 Bormatens tidaka al:. Ji l(a hanya (.hFullskan di atas kertas be:'rse_z.gel
oranikah adala}; P ta an kuat posisinya. .Manfaatl dari perjanjian
mungkinakantimbmgal mengatur penyelesaian dari masalah yang

¢lama masa perkawinan. Menurut M. Rezfah salah

Ikusuma, /Hukion Perkawinan Indonesia
+ (Bandung: Maju Mandar, 1990), h 60

9 Hilman Had

dan Hukum Agamg Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat
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seorang lawyer'’antara lain sebagai berikyt.
1. Tentang pemisahan harta keka
gini. Syaratnya harus dibuat
menikah baru dibuat, jadi bat

yaan, jadi tidak ada ada hartagono
sebelum pernikahan,kalay setelah
a! demi hukum dan harus dicatatkan
winan. Kalau sudah menikah, sudah

tidak bisa lagi dibuat pisah harta. Semuanya menjadi harta gono

gini.

2. Ml‘mg%{m dalam ral.l‘gka proses cerai, ingin memisahkan harta bisa
saja dibuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian
pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran
harta pendapatan maupun aset-aset,baik selama pernikahan ity
berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau
kematian.

3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa
juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi
tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang
itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum
pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan
kematian,

4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.
Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya
pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar
kontribusi masing-masing orang tua, dalam halini tujuannya agar
kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Perjanjian tersebut bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya.
Rabia Mills memberi point-point yang sebaiknya masuk dalam
perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Perlu dipertim_bangkan
dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan pol'igaml, mahar,
perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan.
Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasgkkén ke dalgm
perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal pentmg
yang dimasukkan ke dalam point perjanjian. Menurut Muhamma
Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat tex:kalt d?ngan dua
k0nsekuensihukum, berkaitan dengan suatu perkayvman, yaitu Ben;:zg
Status anak sebagai buah perkawinan danharta. Kitab l{ndang~n 'I‘]hartg
Hukum Perdata tidak membedakan antara “harta bawaan dsniaukum e
bersama”, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada

rkawinan huwelijksvermogensrecht)"

ianii isteri atau
Dalam I[slam, persyaratan atau perjanjian salah satu

10 LB”Apik Jakarta
11KUHPerdata
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suami menjadi ikhtildf dalam kalangan ulama mazhab, dalam h?] “Pakal}:
perjanjiantersebutdapatmempengaruhlsahatautldaknya{)ermkahan?.
Bagaimana hukum dari kebolehan persyaratan 'tersebut‘da am suatuakaq
pernikahan?. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana d.lkutl'p 91eh Karp-ll
Musa bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon isteri tl(.iak wajib
dilakukan oleh suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah, baik
dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebl.lt.

Menurut Syafi'i,"? persyaratan harus logis dan dapat dipenuhi dan
tidak melenceng dari tujuanpernikahan. Seperti jika isteri mengajukan
persyaratan kepada suaminya untuk tidak memindahkannya dari
tempat tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya
tetap berlaku. Akan tetapi, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan
keharusan dalam akad nikah seperti suami tidak akan mendapat bagian
rumah sebagaimana yang didapat dari calon isteri, maka perjanjian
tersebut batal dan akad nikahnya pun batal.

Akad nikah tersebut tetap berlaku, jika suami dapat melakukan
persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi problem. Namun, jika suami
ternyata tidak menepatinya, maka suami harus berusaha membayar
mahar yang telah diucapkannya. Misalnya, suami mengungkapkan untuk
membayar mahar tertentu disertai syarat yang menguntungkan isterinya,
misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak akan menikah
lagi, atau tidak akan menceraikannya. Apabila suami dapat memenubhi
persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai mahar, Akan tetapi,

jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami
memilih mahar yang lain.
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DAMPAK PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DALAM UNDANG-UNDANG PKDRT
STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH

OLEH: KHAIRANI, M.AG
A. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyelesaian
kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(selanjutnya disebut UU PKDRT ).

Ketentuan UU PKDRT mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi
dari undang-undang ini adalah sebagai upaya penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa
berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak
pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindung korban akibat
kekerasan dalam rumah tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa
terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang.

Terminologi kekerasan rumah tangga menurut Pasal (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perl;u;;(tan.
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

171
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i imah tangga.
dalm(;:::tgr:‘;(gMNAS Perempuan dalam Pelaporan Kasus KDRT Pasca

UU-PKDRT menggambarkan adanya peningkatan jumlah kasus KDRT
dari tahun ke tahun. Khusus di Aceh, kekerasan dalarr} r'umah.tangg.a .dan
tahun ke tahun semakin meningkat. Undang-undang ini selain ber1§!kan
pengaturan sanksi pidana, juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban

negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang

melapor. _
UU PKDRT mengatur mekanisme khusus mengenal penanganan

kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 15 dinyatakan bal?wa
yang dapat melaporkan adalah setiap orang yang mendengar, melihat
atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib
melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan
kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses
pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pada Pasal 26 disebutkan pula korban berhak melaporkan secara
langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat
korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pada ayat selanjutnya
disebutkan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang
lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak
kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian
perkara.

Setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera melakukan
penyelidikan (Pasal 19). Penanganan koflik rumah tangga di atas bila
dibandingkan dengan hukum Islam tampak berbeda. Di dalam Islam
persoalan keluarga biasanya diselesaikan dahulu di dalam keluarga. Bila
terjadi perselisihan antara suami isteri maka perkara tersebut tidak
langsung di bawa ke pengadilan. Dalam hal ini dihadirkan hakamain.

‘ Dari sini terlihat bahwa urusan rumah tangga suatu keluarga tidak
dibawa keluar rumah tangga. Di satu sisi penyelesaian kasus KDRT
melalui UU KDRT dapat memberikan perlindungan dan penanganan
langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, tanpa harus
menunggu sampai berlarut-larut atau bertambah buruknya keadaan
:(:r:g;:‘tg::;'di"" ada kem.ungkinan buruk yang akan terjadi pada rumah

yang berujung pada perceraian.,

Perbedaan penangananantara hukum Islamdengan UU KDRT tentang
proses penyelesaian KDRT seperti di atas menimbulkan pro dan kontra
dalam masyarakat, bahkan ada yang mengatakan bah At dang-
undang dianggap bukan pign e gatakan bahwa materi undang
akan tetapi malah yelesaikan persoalan dalam rumah tangga,

membuat persoalan rumah tangga semakin rumit.
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Dari pasal ini terlihat bahwa urusan domestik rum
bisa menjadi urusan publik. Sebagian pakar hukum b
15 dianggap bukan membantu kedua belah pihak yang sedang bertikai
untuk rujuk, malah sebaliknya mendorong terjadinya perCeragian Ollea};
karena itu undang-undang inij sering dipertanyakan dampaknya ;lalam
menyelesaikan kasus KDRT. Dampak ini bisa jadji berpengaruh pula pada
efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus KDRT. P

Dari latar'be]akang di atas if_lgin diketahui perpindahan hukum privat
ke hukum publik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga
dampak penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan'
menurut ketentuan UU PKDRT serta pola penyelesaian kasus kekerasan
dalam rumah tangga yang lebih efektif dan sesuai lebih dengan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber
data primer diperoleh dari key informant dan informant. Key informant
berasal dari institusi kepolisian, pengadilan, Badan Perlindungan Perempuan
Anak, tokoh masyarakat serta LSM yang bergerak di bidang advokasi
terhadap kekerasan perempuan di wilayah kota Banda Aceh yang pernah
menangani kasus KDRT.

Informant yang dipilih dalam penelitian ini ialah warga Banda
Aceh yang kalau memungkinkan kasus yang pernah diajukan sampai
ke tingkat kepolisian. Pemilihan informan ini dilakukan dengan cara
purposive random sampling. Mengingat sulitnya mencari informan
kategori di atas, maka akan diwawancarai 3 orang perempuan korban
KDRT dan tiga orang pelaku KDRT.

Penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk memperoleh
data primer. Cara yang ditempuh untuk memperoleh data primer
ialah dengan wawancara sejarah dan pengalaman hidup (life history)
bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan laki-
laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diselesaikan
kasusnya sesuai dengan UU tanpa melihat pekerjaan atau status
sosialnya. Perempuan dan laki-laki di atas dapat dikatakan sebagai
subjek utama penelitian. Wilayah penelitian ditetapkannya kota Banda
Aceh. Penganalisaan data dilakukan secara mendalam dan komprehensif

dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

ah tangga (privat)
erpendapat Pasa|

B. Defenisi dan Sanksi KDRT serta Tujuan UU PKDRT

" 1 rasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan p"“?e"m" \k ree':f:b‘k;:ln

sebagai bentuk perbuatan seseorang atau kelompok yang mc:u)rnt‘ M. H
Cidera atay matinya orang lain.! Pengertian boskerusan 0

al, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jaka

rta: Balai

p 1 Departemen Pendidikan Nasion
ustaka, 2002), h, 550,
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‘ T i uatan yang dilakukan dengan kekuatan
Elr;:zml:,l:gaazgiml?te;?t{?pl:deirl;ecara )I’\ar%iah kekerasan itu diartikan
s:bagai}:sifat atau hal yang keras; kekuata-n; paksaan". , ,

Kekerasan yang diterjemahkan dari Violence. Violence ber’}<altar,1'
erat dengan gabungan kata latin “Vis” (daya, kfakuatan) .dan latus
(yang berasal dari Ferre, membawa) yang kemudian berart.l membawa
kekuatan. Sedangkan secara terminologi kekerasan berarti perbuatan
seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan ERRearnig cedera
atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang
orang lain.?

Kekerasan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan
oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat)
kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang
lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara
fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan
penderitaan kepada objek kekerasan.*

Dari uraian di atas kata kekerasan mengingatkan pada sebuah situasi
yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negatif.
Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu
bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga
bentuk perilkau opresesif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa
perilaku fisik, menjadi tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan.

Demikianlah definisi kekerasan secara umum. Namun terdapat
perbedaan definisi dengan apa yang dimaksud dengan kekerasan
terhadap perempuan dan satu sisi lagi dengan apa yang dimaksud dengan
kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam
rumah tangga, meskipun kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak
korban perempuan namun bukan berarti definisinya dapat disamakan
dengan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun di satu sisi perbuatan
kekerasan antara kekerasan perempuan dengan kekerasan dalam rumah
tangga sering dalam bentuk yang tidak jauh berbeda.

Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Maggie Humm,
adalah bentuk dari pemerkosaan, pemukulan, inses, pelecehan seksual
dan pornograf.j, .Humm mengatakan, bahwa kekerasan terhadap
perempuan terjadi pada produk masyarakat patriarkal di mana kaum

Iaklz-lzk:imendomlnasi institusi sosial dan tubuh perempuan.®
HT .
e iInaamidjaja, Kefahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika,

3 Ibid, h.57,
4 Mufidal
4 ah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,

(Malang: UIN Malang Press, 2008),

5M
aggie Humm, The Dictionary of Faminist Theary, Exeter; BPCC Itd, 1989,
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palam hal. definisi .atau konsep kekerasan dalam rumah tangga
tergantung dari persepsi seseorang dalam mendefinisikannya. Bahkan
bisa jadi ada yang memakai standar ganda. Terkadang ada ya;x
menganggap hal itu tidak keras, namun di sisj orang lain itu dianggag
keras atau sebaliknya. Bisa jadi sesuatu yang dianggap keras ole{:
seseorang bisa dianggap bukan kekerasan bagi orang lain. Karena bisa
jadi orang yang sudah biasa menerima kekerasan, menganggap itu bukan
kekerasan lagi karena sudah menganggap itu hal yang biasa.

Berbicara mengenai terminilogi kekerasan dalam rumah tangga
dalam figh belum ada literatur atau istilah fighnya. Dalam bahasa
Indonesia kata-kata tersebut belum dikenal sebelum keluarnya UU KDRT.

Dalam bahasa adat atau dalam hukum adat di Indonesia istilah ini
belum diketahui pasti adanya. Oleh karena itu dalam masyarakat istilah
ini termasuk hal baru. Namun demikian dalam prakteknya kekerasan
dalam rumah tangga ini memang ada, sebagaimana kekerasan fisik kerap
terjadi, demikian juga kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah
tangga, demikian juga dengan kekerasan seksual kemungkinan juga ada
terjadi.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga baru dikenal masyarakat
setelah keluarnya istilah tersebut dalam undang-undang di Indonesia.
Bila ditelusuri undang-undang di negara Islam tidak ada istilah tersebut.
Dalam KUHP Indonesia yang meupakan adopsi dari undang-undang
Belanda juga tidak dikenal istilah ini.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga secara institusi hukum
diperkenalkan dalam UU KDRT yang sebelumnya dikenal dari
Ratification Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (tentang
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) yang
kemudian diratifikasi Indonesia tahun 2004 melalui UU PKDRT.

Dalam khazanah hukum di Indonesia sebelum keluar Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tidak ada satu
peraturan pun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan
atau kejahatan seksual. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUkHP
yang baru pun istilah ini tidak dipakai melainl_<an fet;p lnenggll;\adan
istilah yang terdapat dalam KUHP lama yalt%l RE]aha.l'al} te.r' 1a. al}
kesusilaan”. Namun dalam literatur asing dapat ditemukan I”Stl]ah seml’a
Violence” (yang diterjemahkan sebagai "kejahatan sexuz‘ﬂ ) yang Pﬂ. a

. | idana yang berkaitan dengan
Umumnya diartikan sebagai perbuatan PU T n perempuan.
seksualitas, yang dapat dilakukan terhadap Iakl’laklstﬂ:gi}l‘lk}\n terhadap
Namun karena pada umumnya kejahatan Ini banyax € ‘b-, p;i kejahatan
Perempuan dalam masyarakat, atau dikonotasikan st (l%n karena itu
terhadap seseorang karena Ia berkelamin perempuan
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. " ai "gender based violence”.®

dmb: td:f:;?,b;i«:mg rumah tangga (KDRT) menurut definisj Undang.
Undaneg Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 5 adalah seFiap p'erbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang beraklpat tm.1bulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.’

Penjelasan mengenai Pasal 5 terdapat dalam Pasal 6; menyebutkan
bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 3
adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka
berat. Sementara yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat
seseorang.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8
meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

lingkup rumah tanga dengan orang lain untuk tujuan komersial
dan/atau tujuan tertentu.

Adapun ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga bisa
dimaksudkan pada suami atau istri, pada anak-anak, anggota keluarga,
pembantu rumah tangga atau orang yang tinggal di dalamnya. Namun
yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang terjadi antara suami dan
istri, dan biasanya yang menjadi korban adalah istri.

Kekerasan terhadap perempuan/laki-laki karena KDRT dikenal juga
an kekerasan berbasis gender. Karena persoalannya lebih menonjol
karena adanya dua jenis kelamin yang berbeda, dimana perbedaan ini
sering memunculkan kekerasan.

Adapun sanksi atau hukuman terhadap pelaku KDRT berdasarkan
F"asal 44 disebutkan: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan
ft.silf dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurufa
dlp'ldana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan korban jatuh sakit atay luka berat dipidana dengan

6 Badriyah Fayumi, didk., Isy-1sy Gender d
. ' ‘ alam Islam, (Jakarta: if Hidayatullah
Jakana Bekerja sama dengan McGIll-ICINEP, 2002), .25, VAR P Q1 R "

7 ’
dalam ::;:;?ral:‘"dﬂng :’*'puphk Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
#8a.|akarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004, h.3.

deng
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pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
Rp- 30.000.0010.?0 ('l'i%a Ptuluh ]uLa Rupiah).
Dalam hal perbuatan  sebagimana dimaksuq p,
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan S;ddaanaaya;n'(z)
paling lama 15 (lima belas) tahun penjara atay denda paling ban[;akJ;ra
45.000.000.00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). ¥
Dalam hal perbuatan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilakukan
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atay mata
pencaharian atau kegiatan sehari-harij, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00
(Lima Juta Rupiah).®
Sanksi penelantaran dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal
5 sub d. Mengenai hal ini dijelaskan juga dalam Pasal 9 Undang-
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 9 juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja
dengan layak di dalam atau di luar rumah sehinga korban berada
di bawah kendali orang tersebut.

atau denda paling banyak

Undang

Sanksi pelaku kekerasan psikis sudah ada termaktub dalam Pasal 45:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp. 9.000.000.00 (Sembilan Juta Rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaiman disebut dalam ayat. (1)
dilakakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankap
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-
hari, dipidana dengan pidana penjara paling la‘r_na 4 (empat) bul;n
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah).

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan da‘lan; Rlll‘l:;:':
T angga orang-orang yang melakukan pemaksaan seksual terhadap orang

ang san Kekerasan
h"‘"‘ Rumah Tangga, (Jakarta: Kementerlan Pemberdayaan Perempuan e}
-19-20, '

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23... Ibid, h. 20.
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lain di dalam lingkup rumah tangganya dikenakan sanksi 12 tahun atau
« e

15 tahun penjara. | |
‘L1t-u! belakang kondisi masyarakat yang menunjukkan bahwa
ald <

kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi, mcn]a(l‘i titik awal
ditetapkannya UU PKDRT. Bagaimanapun l‘Jentuknya KDR1. lner}lpakan
tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karcnq n.u l((}'jaha[an
terhadap martabat kemanusiaan dalam bentuk (llSkl‘lmlnilS'l '}'mrus
dihapuakan. Atas dasar itu lahirlah Undang-Undang No‘mor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan
undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat terbebas dari kekerasan
atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan

derajat dan martabat kemanusiaan.

C. UU PKDRT; Perpindahan Hukum Privat ke Hukum Publik

Keluarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah
rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan,
yang semula dipandang sebagi urusan pribadi antara individu yang satu
dan yang lainnya dalam suatu institusi yang bernama keluarga menjadi
urusan negara. UU PKDRT merupakan hukum publik yang di dalamya
terdapat ancaman pidana penjara dan denda.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
telah menghapuskan pandangan dikotomis dan hirarkis tentang
hubungan pria dan perempuan, maupun hubungan hukum perdata
dan hukum pidana. Sebab undang-undang ini telah membuat pria
dan perempuan menjadi individu-individu yang memiliki hak yang
sama untuk membentuk identitas dirinya. Tak seorangpun dapat lagi
secara langsung mengatur pembentukan identitas orang lain. Selain itu
Undang-Undang ini juga membuat Hukum Perdata tak hanya terbatas
mengatur hubungan antar lembaga atau individu non-politis. Sebab
penetapan hukum perdata terhadap identitas perempuan sebagai isteri
dan ibu rumah tangga membuktikan bahwa identitas tersebut tidak
alamiah, tapi merupakan konstruksi sosial dan karenanya politis.
Dengan demikian berbagai bentuk diskriminasi dalam rumah tangga
bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

A
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D. Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
dalam UU PKDRT

Tidak mudah mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan.
Kekerasan terhadap perempuan di keluarga lebih bersifat masalah
pribadi, sehingga banyak orang yang enggan turut campur. Seringkali
pulaistri tidak ingin masalah pribadi diketahui di depan umum karena ia
tidakingin aibnya terbuka. Rasa bersalah dan malu yang menimpa korban
membuatnya lebih banyak berdiam diri. Terlebih-lebih bila korban
merasa terancam jiwanya. Hal ini akan menambah kecenderungan untuk
tidak melaporkan kejahatan suaminya. Menurut data statistik Gelles,
isteri yang meninggalkan suaminya merupakan resiko tertinggi terancam
jiwanya. Sebanyak 75 9% berisiko tinggi untuk dianiaya kembali.*

Mulyana W. Kusumah, seorang kriminolog Universitas Indonesia
dalam suatu wawancara pers mengatakan bahwa tindak kekerasan
terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga tampaknya kurang
dilaporkan, salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan masyarakat
bahwa kekerasan seperti itu bukanlah suatu bentuk kejahatan , baik oleh
pelaku, korban, ataupun oleh sistem perundang-undangan itu sendiri."

Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak dijumpai
dalam KUHP. Karena itu kasus-kasus seperti ini jarang tampak di
pengadilan. Lagi pula sifat hubungan antara pelaku dan korban (seperti
suami dan isteri) agaknya kurang memadai jika hanya dikenakan pasal
penganiayaan dalam KUHP.»2

Setelah keluranya Undang-Undang Penghapausan kekerasan dalam
rumah tangga pada Tahun 2004 terdapat perubahan yang krusial dalam
penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UU KDRT
telah diatur hak-hak korban yang dapat dituntut kepadaq pelakunya,
antara lain: a). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b).Pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan medid; ¢). Penanganan secara khusus
berkaaitan dengan kerahasian korban; d). Pendampingan oleh pekerja
sosial dan bantuan hukum; e)Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu
korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pemulihan
korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan/pendamping dan/
atau pembimbing rohan, (Pasal 10 UU PKDRT).

Selanjutnya disebutkan dalam UU PKDRT bahwa pemerintah

10 Lase Cat

11 Kompas, 6 Maret 1993, . . »

12 Wursyahibani Katjasungkana, ‘Asfek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan® dalam Kekerusan
dalam Rumah Tangga, Buku Panduan untuk Memberikan Dukungan pada Perempuan yang Dianiaya,
() akcarta Yayasan Rumah by, 1998).
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yaitu: a) Merumuskan kebijakan penghapusan
kan komunikasi, informasi dan edukasi tentang
KDRT: ¢) Menyelenggarakan sgsialisasi dan e.ldvokasi t'?ft?ngdKDgT; d,a"
d). Menyelenggarakan pendidikan dan Pf-’lat_'h‘“_1 sensitil jender, dan 'su
KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif
jender. _ N
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga menga'tur ]fewajlban
masyarakat dalam PKDRT. Hal ini disebutl_<an Pal}wa bagi setiap orang
yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dz!lam
rumah tangga wajib melakukan upaya: a) mencegah KDRT; b) memberikan
perlindungan terhadap korban; c)memberikan pertolongan darurat; dan
d) mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
(Pasal 15 UU PKDRT). Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik
ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami
istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya korban sendiri
yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (Pasal
47 dan 48 UU PKDRT).

Pada Pasal 26 disebutkan pula korban berhak melaporkan secara
langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di
tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pada ayat
selanjunya disebutkan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga
atau orang lain (advokat/pengacara) untuk melaporkan kekerasan dalam
rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada
maupun di tempat kejadian perkara.

Selanjutnya perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 16:

1. Dalam waktu 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan
dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan
perlindungan sementara pada korban.

2. Perlindungan sementara sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau
ditangani.

3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat jam) terhitung
sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan.

Setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya

kekera.sa.n dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera melakukan
penyelidikan (Pasal 19).

Dalam memberikan
bekerjasama dengan te
pendamping dan/atay pe

mempunyai kewajiban,
KDRT; b). Menyelenggara

perlindungan sementara, kepolisian dapat
naga kesehatan, pekerja sosial, relawan
mbimbing rohani untuk mendampingi korban.
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(pasal 17). Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban
tenaga kesehatan harus memeriksa korban sesuai dengan standar
profesinya dan membuat laporan tertulis hasi] pemeriksaan terhada
korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian
atau surat keterangan medis yang memilki kekuata
sebagai alat bukti.

Selain itu Pasal 25 ditegaskan tentang

pelayanan advokat wajib:

1. memberikan Kkonsultasi hukum yang mencakup informasi
mengenai hak-hak korban dan proses peradilan ;

2. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban
untuk secaa lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah
tangga yang dialaminya; atau

3. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan

pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan
sebagaimana mestinya.

n hukum yang sama

pemberian perlindungan dan

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat
diajukan oleh:
korban atau keluarga korban;
teman korban;
kepolisian;
relawan pendamping; atau
pembimbing rohani.

o0 T

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan
pengadilan. Permohonan perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum
berakhir masa berlakunya (Pasal 32).

Untuk efektifnya perlindungan dalam Pasal 36 disebutkan:

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian
dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup
karena telah melanggar perintah perlindungan.

2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) c.iapat
dilanjutkan dengan penahan yang disertai surat perllntah
penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Demikianlah proses pelaporan dan perlindungan terhadap korban
kekersan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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E. Penyelesaian Kasus-kasus KDRT di Kota Banda Acch

I: A dengan B Profil Korban: |
s Seofang korban KDRT berinisial A kelahiran tahun 1974,

Pendidikan terakhir: Diploma, Pekerjaan: tidak 'tetap, pernah
bekerja di lembaga Swadaya Masyarakat. Dibesarkan di
sebuah keluarga di Kota Banda Aceh, ibu seorang guru dan ayah
di tentara. la merupakan anak pertama, dari 3 orang bersaudara,
adiknya perempuaan dan satu lagi laki-laki.

Namun ia dibesarkan oleh kakak ibunya, yang mengadopsinya
karena tidak mempunyai anak, berhubung sang bunda tidak pernah
menikah. Sosok bunda merupakan orang tua tunggal ini mempunyai
pengaruh penting dalam kehidupannya. Orang tua tunggal yang
bekerja sebagai salah seorang tenaga pengajar di perguraun tinggi,
sangat memanjakan keponakan yang sudah dianggapnya sebagai
anak sendiri. Dapat dikatakan tidak ada kewajiban yang dibebankan
kepada si B. Pekerjaan rumah dikerjakan oleh pembantu atau
dikerjakan oleh bundanya. Hal ini berlangsung sampai ia dewasa.
Di tingkat pendidikan ia menyelesaikan kuliah diplomanya. Lalu
menikah dengan suami pertaamanya dan pernikahan tersebut
berjalan selama 4 tahun dan berakhir karena tidak adanya
keharmonisan.

Beberapa tahun setelah itu A menikah dengan B enam
tahun yang lalu, ia adalah seorang janda seorang janda mempnyai
anak satu. Demikian juga suaminya seorang duda cerai dengan
istrinya. la sudah membawa kasusnya ke geuchik (Armaya). Hal
ini terjadi karena terjadi pengancaman pembunuhan, lalu korban
diamankan oleh perangkat gampong. Pelaku lalu dipanggil untuk
didudukkan bersama untuk didamaikan, diberi waktu tiga hari
untuk berpikir. Bukan balik bahkan ia mengancam balik sang istri.
Akhirnya geuchik memanggil polisi dan korban dibawa ke rumah
sakit bayangkara. Pengamanan dilakukan karena korban sudah
mengalami kekeraasan psikis. Namun karenatidak ada penanganan
sama sekali, setelah tiga hari disana korban minta pulang. Tempat
perlindungan sementara tidak memberikan apa-apa kecuali makan.
Tidak ada bimbingan atau konsultan seperti psikiater.

Akhirnya korban pulang kembali kepada suami, karena tidak
ada pilihan lain, ia kembali dengan suami dan kelihatan suami
sudah berbaik dengan menjemput dirinya. Selain itu sebenarnya ia
balik bukan karena ia mau kembali tapi karena ia merasa takut

pada suami. Lalu berusaha untuk baik dengan suami agar suami
tidak menyakitinya,
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Rumah sakit tidak menangani dengan baik karen
ada dana. Untuk apa tingkat emergency? darurat k
tampung kata korban. Demikian juga LSM yang pernah diminta
bantu (pen: LSM tidak dapat disebutkan secara eksplisit), mereka
tidak menangani Kasusnya dengan alasan tidak ada dana. L.SM
itu menyuruh ke pengacara, pengacara pun akan demikian juga
tidak akan menangani karena tidak ada dana. Tapi kalau mereka
ada dana, menurut korban baru dipanggil masyarakat, Artinya
sema ini nisbi. Perlindungan perempuan sesungguhnya dimana
titik nadirnya. Bagaiman sifat perlindungannya. Kasus KDRT tidak
ditangani dengan serius, tidak ditangani sampai selesai. Jika kalau
korban orang mampu, mungkin korban bisa lari. Namun bila
korban seperti si A, tidak mampu bagaiman bisa melarikan diri

dari suaminya. Apalagi jika ia hanya ibu rumah tanga. Demikian
ungkapan korban.

aalasan tidak
alau tidak siap

Padahal menurut pengakuan A perlindungan perempuan sudah
memilki kekuatan hukum, “hukumnya kuat’, tapi mengapa ngambang,
seperti LSM ..., dan LSM lain, dilimpahkan ke pengacara. Pengacara tidak
ada uang. Akhirnya korban berjuang sendiri. Lari dan lari dari suami.

Polisi baru mengangani kasus KDRT kalau sudah ada ancaman
pembunuhan. Penangganan KDRT seadanya saja. Pihak yang berwenang
tidak langsung ke masyarakat. Bila ada kasus KDRT hanya diberikan
pengamanan dan itupun ditangani setelah korban KDRT babak belur atau
setelah ada tindakan kekerasan fisik berat, atau setelah korban cacat.
Tidak ada upaya pencegahan sebagaimana yang dikehendaki undang-
undang. Padahal kekerasan itu berawal dari kekerasan kecil seperti
makian dan hinaan.

Kejadian di Punge sudah terjadi, pelaku akhirnya sudah sampai dia
diusir oleh keputusan adat. Korban dan pelaku pindah ke Aceh Besar,
Lam Rukam. Kekerasanpun kerap terjadi sampai-sampai korban tidak
dibolehkan keluar rumah dan hanya diberikan makan seadanya. Namun
A tetap berusaha mencari pekerjaan dengan menghubungi teman-
lemannya, 2 =

Akhirnya karena sudah ada pekerjaan, A lari ke suatu kota‘kec.ll di
kabupaten lain. Namun si Bmengetahui keberadaansi A, dan mer‘lglkuunya
kesana dan kembali hidup serumah. B tetap melakukan kebiasaannya,
suka melakukan kekerasan mulai dari psikis sampai kepada k“""“"‘_“_!‘
fisik, Penganiayaan yang dilakukan si B akhirnya (iil;n;?q.~k;||\ ke p(_)h.‘“.'
Dari hasil visum telah terbukti terjadi KDRT. Dari kepolisian, I{“rk“r"l":"
dibawa ke Mahkamah Syar'iyah berdasarkan. Berdasarakan visum A lalu
Mmembuat ceral gugat dengan memfasakh suaminya.
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Dalam proses inipun masih terjadi kekerasan dimana si B masih
tetap l;mngancam meskipun dari jarak jauh, dan menantang bahawa ia
tid;k takut dengan Mahkamabh, apalagi selam ini ia masih bisa bebas,

Kasus 1I: Profil Pelaku o
N P};laku adalah kelahiran 1972, berinisial B adalah seorang

anak tentera yang dibesarkan dengan cara-cara yang cukup keras,
hal ini karena pelaku adalah anak tidak patuh. Ayah dan abangnya
sering memukulinya. Sehingga mungkin ia berkesan segala maslah
bisa diselesaikan dengan cara kekerasan.

Lahir tahun 1972, anak terakhir dari delapan bersaudara. Ayah
bekerja sebagai tentara. Tamat SD meskipun di ijazah tamat SMA.
Tabiat dari kecil tidak baik, dan hanya tamat SD, yang lain sekolah
hanya mengambil ijazah. ljazah aspal. Jadi kurang pendidikan.
Mengaji juga tidak.

Lingkungan keluarga suka memukul. Orang tua yang laki-
laki suku memukul, demikian juga dengan saudara laki-lakinya,
penyelesaian masalah dilakukan dengan memukul. Tabiat:
temperamen, selalu berpikiran negatif, emosi dengan orang.

Kasus III: X dengan Y, Profil Korban

Seorang korban KDRT berinisial X kelahiran tahun 1982.
Pendidikan terakhir: sarjana, pekerjaan: pegawai negeri sipil yaitu
pendidik di tingkat sekolah dasar. Dibesarkan di sebuah keluarga di
Kota Banda Aceh, ibu seorang ibu rumah tangga dan ayah seorang
polisi. Ia merupakan anak delapan, dari 8 oraang bersaudara,
hidup dalam keluarga yang sederhana. Dalam kehidupan masa
kecil karena anak bungsu dapat dikatakan tidak ada kewajiban
yang dibebankan kepadanya. Semua pekerjaan rumah ditangani
kakak-kakaknya.

Pengajian yang dilakukan di waktu kecil adalah pengajian
di rumah yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Kehidupan
yang diberikan oleh orangtuanya adalah kehidupan yang cukup
disiplin, dan untuk menegakkan kedisiplinan tidak jarang orang
tua melakukan kekerasan. Seperti siapa yang tidak patuh akan
dikenakan pukulan dengan tali pinggang.

Di tingkat pendidikan ia menyelesaikan kuliah sarjananya.
Lalu menikah dengan suami dan pernikahan tersebut telah
berjalan selama 6 tahun. Tahun-tahun awal pernikahan, hubungan
me'reka tidak berjalan cukup baik, meskipun mereka sudah
saling mengenal/pacaran di bangku perkuliahan. Menurut X
sebenarnya di awal pernikahan Y sudah berani melirik perempuan
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lain fi;m mencoba membangur.l hubungan dengan y
mcsklp'un hu.bungmll belum‘ begitu serius. Beberapa perempuan
yang didekati suaminya, lebih awal dietahuj oleh X. Dalam hal inj
biasanya terjadi perten-glfaran diantara mereka, dan tidak jarang Y
melakukan. kekerasan fisik dengan menampar X. Terus menerus X
minta penjf.zlasan pada Y dan akhirnya dengan bukti di tangan X,
Y mengakui perselingkuhannya dan mau memutuskan hubungan
dengan orang ketiga tersebut.

Kekerasan psikis ini kerap kali dialami X , dalam enam tahun
pernikahannya, bukan hanya sekali dilakukan oleh Y menjalin
hubungan dengan perempuan lain. Bentuk perselingkuhan itu ada
yang dilaporkan ke Geuchik Gampong, karena ia sudah melakukan
perselingkuhan dengan wanita salon. Pihak Geuchik berusaha
mendamaikan persoalan ini dengan melibatkan keluarga kedua
belah pihak. X pun akhirnya menerima kembali suaminya.

Xjugamelaporkan halini ke KUA, KUA memanggil XdanY, maka
diberi nasehat kepada kedua belah pihak. Nasehat ini menurut X
intinya menyalahkan si X yang dianggap kurang becus mengurusi
hal rumah tangga. Dan anehnya lagi dibuat suatu perjanjian yang
janggal dimana disebutkan bila Y melakukan perselingkuhan maka
mereka bercerai.

Kejadian perselingkuhan pada puncaknya terjadi pada
tahun ke enam pernikahan mereka. Y terlibat perkenalan di
facebook dengan seorang mahasiswi. Hubungan ini berlanjut
sampai ke daratan. Pada akhirnya hubungan ini diketahui oleh si
X dan X mohon pengakuan dai Y. Y mengakui perbuatannya, dan
X menjumpai perempuan selingkuhan suaminya N. X memohon
untuk memutuskan hubungan, N pun berjanji tidak berhubungan
lagi dengan X.

Namun seiiring dengan itu X melakukan aksi diam-diam.
meningalkan rumah dan mengambil barang-barang yang ada di
rumah mereka. X mulai curiga ada apalagi dengan suaminya.

Di luar dugaan X menjumpai suaminya sa.tu ranjang dengan
perempuan N, di suatu rumah di kampung suaminya. X melaporkan
kejadian ini kepada kepala kantor suaminya bel\:cr!n. namul!
tidak mendapat tanggapan yang positif, malah X diminta untuk

dipoligami. |

Y kemudian mengajukan cerai thalak kepada Mnh!m!na::
Syar’iyah dengan tuduhan X tidak dapat memiliki an;Fk. :\l'llltl.l'.
cakap dalam mengurusi rumah tangga, dan tuduhan bahwa

keluarga X berusaha menghalangl hubungannya (longm'\ X. -
X lalu mengadukan kasusnya ke kepolisian dengan tuduhan

ang lain,
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telah melakukan kekerasan psikis dan ﬁsi.k. namun polisi. tidak
bisa menerima laporan tersebut, karena X tidak mempunyai bukti
dan saksi yang cukup, Pihak kepolisian menyarankan agar laporan
dibuat telah terjadi pernikahan terhalang. Pembuktian ini cukup
dengan memberikan surat nikah liar X dan N, serta ditambah
dengan saksi.

Menurut X tidak ada kesadaran dari polisi untuk mengarahkan
kasusinidiangkat karena kekerasan dalam rumah tangga. Kebetulan
semua polisi yang ditemui di kantor polisi berjenis kelamin laki-
laki. Karena polisi berkeinginan mengangkat kasus bukan karena
KDRT, meskipun X ada pengacara, akhirnya pengacara menyetujui
hal ini. Kebetulan pengacara juga seorang laki-laki.

Kasus IV: Profil Pelaku

Pelaku adalah kelahiran 1981, berinisial Y. Seorang anak ketiga
dari terakhir dari empat bersaudara dari istri pertama pernikahan
ayahnya. Ayah bekerja sebagai nelayan. Jenjang pendidikan adalah
sarjana. Kehidupannya yang miskin tidak memungkinkan ia untuk
melakukan pengajian intensif. Pengajian yang diikuti terbatas
hanya pada pengajian di surau kampungnya.

Karena poligami, si Ibu akhirnya bekerja sendiri dengan
menjadi petani garam. Menghidupi anak-anaknya dengan
keprihatinan. Hal ini karena adanya keluarga kedua yang harus
dibiayai dan diperhatikan oleh ayah Y. Dengan demikian Y
dibesarkan dalam keluarga yang berpoligami, seorang ayah yang
terbiasa melakukan kekerasan psikis.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab KDRT antara
lain karena tabiat seseorang yang datang dari dalam dirinya sendiri.
Kurangnya keimanan dan pengetahuan membuat mudahnya pelaku
melakukan KDRT.

Hal ini dibenarkan oleh seorang Jaksa di Pengadilan Negeri, yang
mengatakan bahwa keimanan merupakan salah satu indikator yang
menyebabkan pelaku melakukan KDRT, Ketika jaksa menanyakan tentang
tindak kekerasan yang dilakukan si pelaku sering berkilah dan malah
menyalahkan si korban, Kebohongan dan kemunafikan sering terlihat
ketika jaksa mengintrogasi pelaku kekerasan,

Pengaruh lingkungan terutama pola asuh yang diterapkan dalam
keluarga, menjadi referensi bagl pelaku dalam melakukan kekerasan.

Vi Wawancara dengan Yudi, Jaksa Pen
yang berdomisih di Keda Bnada Aceh,
Oktober 20173

gadilan Negerd Jantho, yang menangani perkara X dan Y
Wtapl peenikabannya terjadi di Aceh Nesar, pada tanggal 7
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Bukan berusaha untuk tidak mencontoh kejelek
malah mewarnai dan mempengaruhi prilakuny

Budaya patriarkhi, dimana laki-laki di
dominan dalam kehidupan merupak

an masa kecil, namun
a ketika dewasa,

anggap sangat berperan

1 d an salah satu faktor terjadinya KDRT.
Budaya ini mengesankan bahwa salah satu pihak khusunya laki-laki atau

suami mempunyai kekuatan lebih dibanding jenis kelamin lainnya

Terkait dengan kekuasaan (power), Talcott Parsons," menyebutkan
ada tiga pandangan. Pertama yang menyebutkan bahwa kekuasaan untuk
menjaga hubungan sosial di dalam membuat suatu keputusan. Disini
kekuatan dalam arti kekuatan fisik dan kemampuan mencari uang sangat

memainkan peran yang cukup signifikan di dalam suatu kekuasaan.
Kedua, hubungan antara aspek koersif dan konsensus. Maksudnya adalah,
kekuasaan datang dari seseorang kepada orang lain yang berdasarkan
pada perintah yang ada sanksi, kesepakatan, dan keinginan untuk kerja
sama. Ketiga, kekuasaan merupakan “teori permainan” (theory of game).
Jadi, dapat dipahami bahwa kekuasaan di dalam ranah ilmu-ilmu sosial,
cenderung melihat tiga hal yaitu untuk menjaga hubungan supaya
membangun suatu pengaruh, lalu mampu menjalankan perintah atau
pembagian kekuasaan, lalu dianggap sebagai suatu permainan belaka.
Demikianlah betapa berperan kekuasaan di segala bidang termasuk
juga dalam rumah tangga. Di sini kekuasan dipandang sebagai hal yang
dapat menekan korban dan membuat korban tidak berdaya dengan
kekrasan yang dilakukan terhadapnya. Orang yang memiliki “kekuatan
baik fisik maupun ekonomi” di dalam rumah tangga telah menciptakan
pemimpin otoriter. Dalam hal ini sang emimpin dapat “mengatur”

orang yang berada di bawahnya secera sewenang-wenang melalui
kekuasaannya.

F. Dampak Prosedur Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Prosedur penyelesaian KDRT yang sangat formal, membuat kesulitan
suatu kasus KDRT masuk ke dalam institusi resmi lembaga tempat dimana
seharusnyaa KDRT diselesaikan. Tidak efektifnya UU PKDRT karenfn
memang terlihat sangat positivistik artinya UU itu dibuat oleh legeslz.\tlf
bukan eksekutif. Latar belakang ini mempengaruhi aplikasi penyelesaian
kasusKDRTdiIapangan,Pihakeksckutiﬂ<urangdapatmemahamid.anbelum
mampu melaksanakan UU ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

14 Parsons. Talcott. “On the Concept of Political Power.” In Class, Status, and

Power: Social Stratification in Comparative Perspective, edited by Bendix Reinhard and
Seymour Martin Lipset, (New York: The Free Press, 1966), h. 240.
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1am kasus-kasus di atas, tidak ada upaya aparat untuk menghukum

'[).ﬂam k:‘silcllb\ vknn hukum pidana dalam UU PKDRT. Selanjutnya aparat
pelaku sesual Ceng a lal ‘ti ke Mahkamah Syar’iyal

salihkan ke lembaga lain seperti Ke Mahkamz yariyah untuk
{“mti"”i atau menerima laporan korban. Namun bukan karena KDRT,
glaotl;(}:‘i (dCI‘lg‘illl alasan lain seperti nikah terhalang. Lemahnya kesadaran
hlli(lllll dari pihak yang bcrwenang menegakkan UU Pl.<DRT baik (_13”
pemerintah, kepolisaian dan LSM. lealla §el1aruspy3 ketika telah tgrjadi
kekerasan psikis aparat harus bersikap aktif. Keaktifan aparat pemerintah
belum didapatkan dalam hal ini.

Dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, namun tidak
ditempuh proses penyelesaian dengan jalur UU PKDRT, jaksa tidak berhak
untuk menyarankan karena jaksa bekerja berdasarkan BAP (Berita Acara)
yang disampaikan oleh kepolisian.'®

Keterlibatan keluarga juga sangat kurang dilakukan, hal ini karena
UU tidak memberikan porsi yang memadai dalam memberikan peran
kepada keluarga. Berbeda dengan konsep hakamain dalam Islam yang
memberikan kesempatan pertama untuk penyelesaian permasalahan
dalam rumah tangga.

Respon masyarakat gampong cukup bagus, namun kekuasaan dan
kewenangan tidak cukup kuat untuk membuat pelajaran atau untuk
mencegah pelaku KDRT melakukan perbuatannya. Institusi adat kurang
mempunyai kekuatan, karena pada dasarnya kontrol sosial masyarakat
punsudah berkurang. Padahal UU PKDRT telah memberikan kewenangan
untuk itu.

Luthfi dari MAA kota Banda Aceh mengatakan bahwa seharusnya
masyarakat tidak perlu takut melaporkan kasus kekerasan dalam rumah
tangga ke aparat gampong, karena aparat gampong akan berusaha
menyelesaiakn kasus tersebut, dan berupaya memberi efek jera dengan
menanamkan rasa malu kepada pelaku, sehingga pelaku tidak berani
lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal kekerasan
yang dilakukan oleh pelaku, namun tidak ditempuh proses penyelesaian
dengan jalur UU PKDRT, jaksa tidak berhak untuk menyarankan karena
jaksa bekerja berdasarkan BAP (Berita Acara) yang disampaikan oleh
kepolisian, 16
LSM pun belum mampu melaksanakan perannya dengan baik,
karena LSM belum selesaj dengan dirinya sendiri. Kelemahan dana
dan pengetahuan menjadi kendala dalam menyelesaikan kasus KDRT.
:1{3”'5"}’3 LSM sudah dapat menekan lembaga yang berwenang untuk

apat melaksankaan tugas untuk peroses penyelesaian KDRT. LSM
15Wawancara dengan Yudi, Jaksa Pengadilan Negeri Jantho, yang menangani perkara X dan Y

ang berd
{)hghﬂrzg;r;l.sm di Kota Bnada Aceh, tetapl pernikahannya terjadi di Aceh Besar, pada tanggal 7

16Serambi News.

L
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harusnya bekerja lebih nyata dalam tindak

an bukan hanya men elesaik
Kasus, tetapi juga mencegah terjadinya kasus KDRT. Tampaknyaykeinginzrr:

ada, namun k.ekuatz'm finansal, jaringan dan lain sebagainya merupakan
kendala sendiri bagi LSM.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa proses penyelesaia KDRT
melalui UU' PKDRT belumlz.ah efektif. Hal ini karena tujuan dari undang-
undang yaitu untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan
melindunginya dari tindak kekerasan belum dapat terwujud. Malah
bisa-bisa salah kaprah, dalam arti bukan menyelesaikan persoalan tetapi
malah menambah runyam masalah. Karena kasus KDRT sering ditangani
setengah-setengah dalam arti tidak tuntas. Hal ini membuat pelaku
semakin terpacu untuk melakukan KDRT, karena merasa lemahnya
sistem hukum yang membuat mereka merasa dapat melakukan lebih
keras dari kekerasan yang sebelumnya dilakukan, apalagi bila pelaku
memilki kekuasaan dibanding dengan korban.

Seharusnya lembaga yang berwenang menangani kasus KDRT
harus aktif, bukan pasif menunggu kasus. Jika ada kasus-kasu KDRT
ringan jangan ditunggu kasus tersebut menjadi besar sampai ke tingkat
penganiayaan. Sosialisasi UU PKDRT bukan hanya harus dilakukan kepada
masyarakat tetapi lebih wajib lagi kepada lembaga yang berwenang. Hal
ini agar ada keseimbangan antara pemangku jabatan dan masyarakat
yang berkepentingan.

Sosialisasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tidak hanya sebagai dokumen tetapi harus diimplementasikan dalam
sistem, baik sistem kenegaraan maupun sistem sosial, oleh semua pihak.
Peningkatan kesadaran keberagamaan dan kesadaran hukum tentang
adanya kesetaran dan keadilan gender bagi masyarakat. Aspek kesadaran
inilah yang sebenarnya menjadi faktor utama bagi keberhasilan program
anti kekerasan.

G. Pola Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penggabungan aturan antara UU PKDRT dan hukum l§lam Plfrlu
dilakukan. UU PKDRT perlu diterapkan dalam upaya kepastian T“‘ “;“
untuk menghapus KDRT. Namun di sisi lain undang-undang ‘l“‘ peri‘sl
direvisi, seperti mengubah pola penyelesaian _KDRT yang l?b'.l; .1;;!“:,:\ a
dan dapat diterapkan dalam masyarakat sesuai dengan m.!al-:ulal‘ udays
masyarakat Aceh yang pada intinya didasarkan pada Syat 1‘at j ?n nlslam

Salah satu tujuan penting pembaharuan hukum kclu‘m gak' a al:elluw;gn
adalah peningkatan keharmonisan keluarga yang mencnpta “(‘“t der';"\t /
sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga untuk 'mcng“mgb atk 1£c?cm
status perempuan. Meskipun tujuan ini seringkali tidak disebutkar
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eksplisit, namun sangat terasa bahwa pembaharuan tersebut merespon
ingkatan status dan kedudukan perempuan.
tuntutan pening s ! . tak barbahwa

Sebagaimanakritikan awal dandari hasil penelitian tergam !
proses penyelesaian KDRT bukan ha.nya tldal'f efektlf_teta'pl menambah
masalah bukan hanya terjadi perceraian, tetapi memotivasi pelaku untuk
melakukan KDRT kepada paasangannya. Lemahnya penanganan Kasus
KDRT dan kurangnya respon dan kesadaran aparat yang berwenang
untuk menegakkan UU PKDRT, seperti sekarang ini akan memunculkan
dilema yang berkepanjangan bagi korban.

Untuk itu dalam penyelesaian kasus KDRT perlu dimasukkan konsep
hakamain yang ada dalam konsep Islam ke dalam praktek penyelesaian
KDRT. Pola hakamain yang lebih cocok digunakan adalah hakam yang
dapat diartikan sebagai mediator. Mediasi sudah menjadi satu pola yang
dapat menangani perkara dengan cara meyelesaikan perkara bukan
hanya memutuskan perkara. Dalam arti penyelesaian perkara akan
tuntas dengan mencari jalan tengah yang menguntungkan antara dua
pihak yang bertikai.

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tapi secara
umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses Alternatif
Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa.
Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan mediasi
merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa disamping
pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah dan memberikan
akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau
penyelesaian yang memuaskan. Mediasi adalah suatu proses para pihak
yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu
mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah
para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dalam sengketa
itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan
Suatu persengketaan. Mediasi yang dilakukan bersifat pribadi, dan
kooperatif yaitu pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak
yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau
mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi merupakan cara yang
praktis, relatif tidak formal dan tidak diatur prosedur dan teknis yang
ber.laku dalam proses pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah
lebih murah daripada melalui proses pengadilan.,

— rll)]zlc?lr;or:;oses r;ll.eq:'asi ini juga dibantu oleh pihak ketiga yang
itu tidaklah memz’?nialp;(u[] oleh para pihak. Perlu diingat, pihak ketiga
disebut mediator) l:las nl }a b Ay R arepl PACR D K. VIR (hiake
pars pihak dresl mr:zyala; berusaha mengadakan pendekatan kepada
yang dihadap] ek min ma!kan perbedaan pendapat dalam kasus

Pl untuk mencapai suaty kesepakatan di antara mereka
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menuju pada pemecahan yang saling men
Mediator adalah seorang fasilitator yan
untuk mencapai kesepakatan yang dikehe

tidak 'fzkan mefnbuat keput'usan tentang mana yang salah atau yang benar,
menginstruksikan p.ara pihak tentang apa yang harus dilakukan, atau
memaksa'ka‘n para pl'h.alf untuk melaksanakan kesepakatan.'’

Demlklanla-h_ k'l"ltl.Sl .terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004. K.l'lt.lSl ini tidak hanya sebagaai dokumen tetapi sebaiknya
dibicarakan di tl.n'gkat legeslatif, sehingga UU PKDRT dapat direvisi
dan dengan demikian secara efektif dapat menyelesaikan kasus KDRT.
Upaya awal paling tidak implementasi UU PKDRT harus memasukkan
upaya mediasi dalam hal KDRT, bila upaya ini tidak berhasil maka baru
diupayakan ke lembaga yang berwenang,

Perbaikan dalam sistem, baik sistem kenegaraan maupun sistem
sosial, oleh semua pihak dalam penyelesaian KDRT perlu dilakukan.
Hal ini penting agar perjuangan penghapusan tindak kekerasan dan
pencegahannya dapat menjadi komitmen sosial yang melibatkan
semua komponen masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, yang
kesemuanya mempunayai tanggung jawab sosial secara bersama-sama.

Peningkatan kesadaran keberagamaan dan kesadaran hukun hukum
tentang adanya kesetaran dan keadilan gender bagi masyarakat. Aspek
kesadaran inilah yang sebenarnya menjadi faktor utama bagi keberhasilan
program anti kekerasan. Masyarakat selalu membutuhkan keadilan dalam
dimensi kehidupannya di dunia, yang merupakan salah satu kebutuhan
yang harus dipenuhi dan dijaga kemapanan dan stabilitasnya, agar dapat
mewujudkan kedamaian yang ideal yang juga selalu dibutuhkan insan
dalam kehidupannya. Untuk melanggengkan keadilan maka dibutuhkan
sebuah tatanan dan regulasi untuk dapat memastikan keadilan terset.)ut
dapat didistribusikan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setiap
orang akan mampu merasakan bahwa keadilan dalam kehi_dupannya
tercukupi, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan dan dizalimi oleh satu
pihak kepada pihak lain.

guntungkan (win-win solution).
g ak.'fm membantu para pihak
ndaki oleh para pihak, mediator

H. Penutup

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui
prosedur yang di atur dalam Undang-Undang Penghapusan Keke;asan
dalam Rumah Tangga pada prakteknya belum dapat {rlenyelesalkan asus
kekerasan dalam rumah tangga seseaui dengan tujuan undang-.ur;ding
yaitu menghapusakan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan

' i RV), Peraturan BANI, Internasional
hap, Arbitrase ditinjau dari Reglememen (
Serkpispie N | Arbitration Rules, 1997). h. 150.

Center For the Setlemennt of Investment Dispute (1CSD), Uncitra
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keluarga yang harmonis. Jika prosedur yang diatur dalam undang-undang
ini tidak dijalankan secara tuntas, maka akan menambah persoalan
kekerasan, dimana korban akan mengalami kekerasan yang lebih berat
dibanding sebelumnya, dikarenakan pelaku merasa tidak perlu takut
terhadap hukum yang akan dilaksanakn menurut UU PKDRT,

Pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur
dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
perlu diperbaharui. Prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut
terlihat sangat formalistik sehingga sulit untuk diterapkan. Penerapan
sulit dilakukan baik oleh aparat maupun para pihak yang bertikai.
Prinsip hakamaian sebagaimana konsep Islam dapat dilakukan dalam
penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Apabila hal ini tidak
dapat menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga, barulah
ditempu prosedural sesuai dengan UU PKDRT.

Dari uraian di atas direkomendasikan kepada pemerintah
khususnya legeslatif untuk meninjau ulang tentang Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya mengenai
prosedur penyelesaian kasus KDRT melalui undang-undang ini, dengan
memasukkan prinsip hakamain. Bagi pihak yang berwenang diharapkan
dapat memberi perlindungan dengan sungguh-sungguh kepada korban
kekerasan dalam rumah tangga dan segera menuntaskan kasus kekerasan
dalam rumah dengan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan
korban. Selain itu diharapkan peran keluarga secara aktif dalam hal
terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penyelesaian
kasusnya dapat ditangani secara lebih arif dan menguntungkan kedua
belah pihak. Diharapkan juga peran masyarakat dan khususnya ulama
supaya mengadvokasi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga
yang berlandaskan prinsip Islam.
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51, selanjutnya bekerja sebagai salah seorang asisten
di LBH yang ada di Banda Aceh beberapa tahun lamanya.
L menerima tawaran kerja sebagai pegawai notaris menjadi
wn selanjutnya, kemudian menerima tawaran kerja
sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syariah, dengan matakuliah Hukum
Acara Peradilan Agama. Selang beberapa tahun kemudian melanjutkan ke
tingkat magister Fakultas Hukum bidang Ilmu Hukum Perdata, akan tetapi
tidak rampung menyelesaikan, untuk merampungkan itu selanjutnya
penulis menempuh pendidikan magister di Fakultas Hukum bidang IImu
Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan. Selesai disitu penulis terus menekuni mengajar sebagai dosen
tetap Fakultas Syariah yang kini sedang meneruskan jenjang pendidikan
Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unsyiah. Sehubungan dengan
materi kuliah yang menjadi tugas pokok penulis salah satunya hukum
adat, beberapa karya penulis dalam hasil penelitian sudah terealisasi,
diantaranya; Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Budaya Aceh
(2009), Kedudukan Cucu Perempuan sebagai Ahli Waris Pengganti: Studi
Kasus di Aceh Besar (2011), Prenuptial Agremeent (perjanjian pra nikah)
terhadap Suami Isteri Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan KHI (2013). Kemudian penulis juga menuangkan hasil gagasan
tulisgn ke dalam buku diantaranya; Tradisi Berpantun di Masyarakat
Tamiang, yang diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Aceh (2012), Buklet tentang Perjuangan Teuku Nyak Arif di Tiga Zaman
E’zrg:sgzz (:JaInS Kegudul'mn Perempuan Aceh, yang diterbitkan oleh Ar-Bani'ry
ot daians a{('t' gnuhsan B'uku Daras IImu Hukum (2014) Di samping 1tu
- tcraklr‘::-l(tj‘?tsr Pf?null§an penerbita.n ilmiah baik yang sifatnya loka!
hasil penelitian K;d:ll::jluzaannal yang diterbitkan oleh LIPI Jakarta dflrl

an Hareuta Tuha (harta bawaan) Pasca Kematian

Suami dan [steri (Anal ' ’
T’"gkamdat)(Z()lg)fm Isis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Hukum

Sitti Mawar, s.Ag,M.H
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